ks Lg/}__ ax k

—
!

o

1o d

Disusun dalam rangla snemenuhi persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oldn : |
GUNAWAN JATMIKO
NIM:B0025350126

. PROGRAM PASCASARJANA
SEMARANG =
1998

"UPT-PUSTAK-THpre




PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGROILAN

Qleh :

GUNAWAN JATMIKO
NiM:B8.00295.0126

DIPERTAHANKAN DI DEPAN PENGUWY
'PADA TANGGAL : 7 MARET 1938

TESIS INl TELAH DITERMA
SEBAGAI PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER LMY HUKUM

7 06!?,4 M ppet

Y uProf. F




“Wahai orang-orang Yang beriman jadi-
lah kamu orang yang benar-bensr pene-
gak keadilan., menjadi ssaksi karena
Allah, biarpun terhadap dirimo sen-
diri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu,
Jika ia (tergugat atagy terdakwa) kava
ataupun miskin, maka Allah lebih tahu
kemaslahatannya. Maks Janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu karena ingin me-
nyimpang dari kebenaran. Dan Jika kamu
memutar balikkan ( kata-kata ) atau
enggan menjadi saksi, maka sesunguhnya
Allah adalah Maha Mengetahui segalsa
apa yang kamu keriakan".

(Q. S. An Nisaa“®, ayat 135)

"Jika mereha datang kepadamu (untuk me-
minta putusan) maka putuskasnlsh (per-
kara itu) di antara mereks. atasu ber-
palinglah dari mereka; jiks kamu ber-
peling dari mereka maka mereka tidak
akan memberiksan mudharat kepadamu
sedikitpun., Dan Fika kamu memutuskan
perkara mereka, maka putuskanlsh {per-
kara itu) diantara mereka dengan adil.
Sesungguhnya Allah menyukai orang -

orang vang adil"”.

(Q. S. Al Maidah, 42)




EATA FENGANTSR

Alhamduliliah, paji dan syukur ke hadirat Allah, S.W.T

senantiasa penulis panjatkan, karena hanva berkat
ridho-Nya 1ah; pernulisan Tesis dengan Judul H
FERSEFS] MaBYARAKAT TERHADAF ; FEMEBADIL AN dapat
diselezsailkan meskipun  berbagai kendala dan cobaan

selalu menghadang.

Menyadari babwa banvak pihak vang terlibat dalam penyes-
lesaian tesis ini, maka pada kesempatan ini dengan
segala kerendahan  hati ﬁenulis haturkan terima  kasih
vang  tak terperikan dan  semoga berkat kemurahan—Nva

saemuanya dapat terbalaskan.

Fepada ke dus orang tuaka Wardojo {almarhum) dan ny.
Fartini Wardoio vang dengan beiklasannya telah meberibkan
kagih sayangnva, pendidikannya, serta do'a - do’ a-nya
sehingga menjedikan salah satu orang vyana mendapathkan
besempatan untuk memperoleh pendidikan seperti sskarang
imi. Dan tak lups kepada kedua mertua kua M. Muslih
{almarhum} dan Ny. Mariam Muslih yang telah memberikan
dorongsn moral  serta dosa, nya vyang menbawa manfaat

kepada kebahagisn kami sekeluarga.

Fepsda istribku tercinta Siti Barorch dan ketiga anakku

terkasih, Mochammad Noor Yustisiananda, Mochammad Ganang

Famungkas, dan Mochammad Aditya Fermana tak betinggalan
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ponakankua terbasih Ferdaning Widivanti varng selalu
menghibur  dikala lelah, yang memberi semangat sast
bejenuban mulsdi mengaayut, tidak ada kata-lkata vang
pantas perulis unokapkan selain wngkapan kasih dan

zavangku khepada kalian.

Sacéra khusus  penulis haturkan terima kasihb yang tak
terhingga kepada Prof. Dr. Satjipto Rahardjic, S.H.. wang
sahgat penulis segani dan hormati, karena hanya dengan
keiklasan dan Lesabarantya memberikan bBimbingan kepada
periulis ﬁiﬁgga dapat selesainva penulisan  tesiz ind,
tak  menutup mata pula bahwa banyak pendapst -~ pendapat
beliaw vang menghiasi tesis ini sebagai pendukung vyang

zangat bermanfzat atas apa vang penulis kemukakan.

Fepada Prof. Dr. Muladi, 5.H. vang membsrikan kesempatan
kepada perulis untuk menimba ilmu vang kedua kalinva di
kampus vang dipimpinnys, sehingga tita—-cita kami dapat
terlaksana  sesual  dengan harapan. Juga Kepada Frof.
Foerwahid Fatrik, 5.H4. dan Ep. Eko Soponvono, S.H., MJH.
beserta staf vang sangat membantu kelancaran roses
pembuatan penelitian ini melalui ijim — ijin vang diber-
ikannya. Tak lupa pula kepada dosen-dosen vang tak

lelabnya menularkan ilmu yvang bermanfaat bepada perulis.

Kepada EBp. Alhusniduki Hamim, 5.E. Mcs., sslaku Fektor
lniversitas Lampung dan Bp. Sanusi Husin, S,H., M.H.

s@laku  Dekan Fakulitas Huabum Universitas Lampung  vang




telah memberikan kesempatan  dan mengijinkan penulis
untuk menimba ilmu di Frogram -2 (Magister) Universitas

Diponegora DEMarang.

Divecapkan terima kasih vang tak terperiban kepada Drs,
Dani PFPurwadi selaku camat Kecamstan Futoaric beserta
staf, Bp. Fudjiedi selaku Kepala Fasar Baledono Furwore—
jo  beserta staf, Ep. Akhmnad Zubaedi, Ny, Rr, Widowati,
s@laku Kades Desa Facor dar Bukohardio beserta staf, Bp.
Herman Purnasuma selaku Fetua Fergadilan Negeri Furweors—
ie beserta staf, Bp. I. Handoko Tedjoatmoko, S.H., Ny .
Frabandani Rochmat, S.H., dan stafnva selaky para advo—
kad yang terpilih sebagai informan, Drs. Burarijoc, BclfF
selaky Kepala Rutan Furworejio beserta staf, sdr. Rochag—
di, BE.A., selaku staf Statistik, Ep; Agus Sumarto Tiwar,
Mas Entot selaku staf Fengadilan Negeri dan Om Tequh
Wikawa hkawan seiring untuk terjun ke lapangan Yang
dengan segala . ctoritas dan keramahannya telah sangat
membantu kelancaran pernelitian kami di lapangan.

Terakhir penulis wcapkan kepada warga masvarakat kabupa-—
ten Purworejo yang taik dapst disebutkan satu persatu
Toei

hamun  sangat besar bantuannys untuk kelancaran =11

Hi|

ini, karena dengan informasinyas vang jujur, terbuka  dan
dari hati- kehati serta keluguannya, semuanysa itu  akan
mEngingatkan hkepada penulis  untuk tetap merindukan

kembali terulangnya kegiatan seperti ini.
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L tiirmiva, penulis dengan segala kerendahan hati s=angat
menyadari bahwa dengan keterbatasan ilmu yang penulis

miliki membaws akibat penulisan ini sargat  daul dari

heEsEmpurnaan , untith itu segala kritik dan s&aran  dari
erbagal  pihak cangat perulis haraphan. Besar Narapan

peﬁulis dengan s=aala kekurangannya, semcga  tesis  ini
vapat bermanfast pada!para pembaca  yang budiman  dan
zeinngs dapat menjadi sumbangsibh penulis kepada almamater
kami tercinta dalam rangka melihat bagaimana bekerjanva

Midkum dalam pengadilan.

Hemarang, Januari 1998

Fernulis
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A BSTRAE

Lembags  Fengadilan selaluy mempunyai dava tarik  untuk
dikaii, karens di lembaga inilah tolok ukwr mengenai
kehidupan demokrasi, keadilan dam hFubkum suatu negara
digantungkan. Apabils pengadilan dapat mernjalankan tugas
darn  fungsinys dengan baik adalah mErupakan salah saty
indikasi bahwa kehidupan demokrasi suatu negara adalah
sehat, Fubumnya dapat dijadikan pedoman untuk menja—
lankan kehidupan bermasvarakat, berbangsa dan berregars
dan keadilan akan mudah di ujudkan.

Indonesia sebagai negara vang mendasarkan pada hukum
maka menempathan lembaga pengadilan sebagai satu-satunys
lembage vang mempunyai wewenang untuk melegitimasi
perbuatan sebagail sesuai dengan hubkum atau tidak, se-
senrang sebagsi  berhak atas suatu  benda atau tidalk.
Ritamgan lembaga inilah semus vang dgitetapkan oleh hukum
dapat dikonkritkan.

Namurn di dalam masyvarakat akhir—akhir ini terdapat suatu
kecenderungan bahwa lembaga tersebut kurang dapat menja-—
lankan Tungsinya dengan baik. Indikasi ini dapat dilihat
dari banyaknva keputusan dan tindakan Fengadilan, vang
mendapathan kritik oleh para pakar hubkum ataupun masyar-—-
akat secara umum dan juga menimbulkan  polemik  vang
berkepanjangan di berbagal m=dia massa di  Indonesis,
Masyarakat sebagai basis bekerjanya lembaga  terssbut
dengan sendirinya memang akan menerima imbas terhadap
hasil karya lembaga tersebut dalam menjialankan tugas dan
fungsinya. Kondisi ini tercermin dari bagaimana persep-
sinya terhadap lembaga Fengadilan.

kunci  utama {key Figure}, atas senuanys itu sebesnarnya
ada dipundak hakim walaupun tidak menuwtup mata  bahwa
masyarakatpun  mempunyvai andil untuk terjadinva kondisi
vang seperiti itu. FPada dasarnya sudah ada aturan hukum
yang wmemberikan peluasng kepada hakim untuk meniatubkan
suatu  keputusan yang dipandangnyve adil walaupun  aturan
formal  vang  ada tidak mengaturnya, vaitu sebagaimana
ditentukan dalam FPasal 27, Faszal 23 ayat (L), pasal 14
ayat (1) serta penielasannva, bahkan dalam Semirnar —
seminar Hokum yang bersifat Nasional sepanarnya  peluang
urrtuk melakukan terobosan terhadap ketentuan formal yang
ada telah dijadikan salah satu point vang direkomendasi—
karm. Disamping itu faktor mentalitas hakim ity sendiri
iuga merupakan  faktor yang turut menimbulkan  kondiei
yang ada mengenal dunia pengadilan saat ini di  Indope-
sia, yaltu dergan memanfaatkan kelemahan - bkelemaban
vang ada dalam aturan formal yvang mangaturnya. Tak dapat
dilupakan mengenal eksistensi posisi hakim sendiri turut
Juga  menimbulbkan kondisi vang ada, karsna posisi  hakim
vang mendus secara tidak langsung

W

'UPT-PUSTAK-UNDIP




mempengaruhi  kemandirian pengadilan dalam menjalankan
tugas dan fungsinva.

Dari wraian di atas dapat ditarik dua permasalahan yaitw

i. EBagaimana Persepsi Masvarakat terhadap Fengadilan,
& ) )

“.  Bagaimamakah dampak persepsi Masvarakat terhadap
Fengadilan.

Fenglitiarn ini mengounskan metode penelitian hkualitatisf
derngan pendekatan vang bersifat sosiologis atau social
appraach.  Mengingat masalabk vang diteliti  berkaitan
dengan suatu realitas yvang sifatnya subjektif, pErspek—
tit, maknawi dan berada di dalam dirinva sendiri. Femng-—
gunaan metode kualitiatif juga didasarkan pada pertim—
bargan @ pertama, bahwa realitas sosial mengenai pErsep-
51 masyarakst terhadap pengadilan bersifat ganda, wunik
dan komplek, sehingga pengounaanmetode kualitatis lebih
mudah  digunakan. Kedua, metode ini menyajikan secara
langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden .
Fetiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuai-
kan  diri dengan banvak penajaman, penaaruh bersama dan
pola~pola nilai vang dihadapi. Menurut taraftnya, pensli-
tian  bersifat disgskriptif, yvaitu peneltian untuk pengu-—
kuran  vang cermat terhadap fenomena sosial  tertenty
dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi
tidak melakukan penguiian hipotesis.

Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan yang mEngouna—
kan metode wawancara untuk mengumpulkan data diperoleh
informasi bahws masyarakat sekarang mempunyai bkecender—
ungan  tidak mempercayal pengadilan sebagai tempat untuk
menyelesaikan hkonfliknya atau bukan tempat vyang tepat
untuk menyelezaikan konfliknva. Alaszan mengapa mereka
berpersepsei  demikian adalah berlainan  tergantung  pada
latar belskang sosial, budaya maupun ekonomi orang Yang
bersangkutan dan Jjuga karena bekerjannya lembaga penga-
dilan itu sendiri, baik yvang mereka ketabhui sscara
langsung ataupun tidak lamgung. :

Akibat dari persepsi vang demikian, maka kecenderungan
vang terjadi dalam mavarakat adalah menghindar, menclak
pengadilan sebagai tempat untuk menyelesaikan kontliknva
gan mencari altermatif lain vang sudah biasa dilakukan
dann atauw dipandang mampus  meEnyelesalkan sangketanya
zesual  harapan yvang diinginkan, vaitu musvawarabh mufa-
kat. Namun demikian mereka tetap memandang lembaga
pengadilan sebagai altematif terakhir manakala cara
musvawsrah mutakat tidak menyelesalkan masalahnya.

Vi
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BaB I
FENDARBULUAHN
Ao LATAR BELAKAND

Ada suate fenomena menarik dalam masyarabkat sekarang ini
vang menyangkut keberadaan lembaga pengadilan sebagai
lembage penegak  hukum dan keadilan, vaitu munculnya
kecanderungan dalam masyvarakat yang kurang mempercayai
lembaga tersebut dalam menjalankan Tungsinvya. Fenomena
tersebut  tergambar dalam sebuah ungkapan  yang sangat
meEnyinggung keberadaan dunia pengadilan saat ini, vyaitu
4 “Kalau dabhulu  kita mengalami kesulitan mendapatian
gedung-gedung pengedilan nemun wntuk mencarri  keadilan
sangatlah mudaeh kita dapatkan sebaliknva untuwk fondisi
saat  ini  begitu banvak gedung-gedung pengadilan kits
temukan namun begitu sulitnva headilan kita dapatian”.
Di  dalam sudut pandang masyarakat ungkapan seperti  ini
murigkin ada kebenararnyva karens wigkapan imi lahivr dari
masvarakat berdasarkan interaksinya dengan dunia pEnga—
dilan =saat imi, baik itu interaksi secara langsung

ataupun tidak langsung.

Haikim sebagai "Hey Figure” dalam lembaga pengadilan
mempunyal tugas yang sangat berat untuk menepis feromena
tersebut. Dikatakan berat sebab, harus menginsyafti bahwa
karena sumpah Jjabatannya eehingga  tidak bertanggung
Jawab kepada hukum, kepada diri sendiri, kepada rahkyat,
akan tetapi Juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yarng
Maha Esa. oleh karena itu dalam rangka tanggung jawabnya
itu, dirasa penting bagi secrang hakim, tidak saia

sebagai petugas vang trampil meninghkatkan Lamampuannya



di bidang tekniz hukum tetapi SJuga pribadinya harus
mencerminkan wibawa bahwa ia wakil Tuhan dalam menvele-

salkan segala senghketa vang dihadapinva.

Dengan menvadari tugas yvang bersat tersebut pada dasarnysa
hakimpun  mampo untuk mEwujudkan kembali kepercavasn
masyatrakat terhadap pengadilan vang cenderung merosch.
Hakim vang berkedudukan sebagai pimpinman dalam usahsa
penerapan hukum dan keadilam di persidangan harus menya—
dari tanggung jawabnva sehingga bila mana ia berbuat dan
bertindak tidaklah sekedar menerima, memneriksa  kemudian
merjatubkan  keputusan, melainkan juga dari keseluruhan
perbuatannva  itu senantiasa diarahkarn guna mewujudkan
keadilan  berdasarkan ke Tuhanan Yarng Maha Esa. Inilah
yang harus diwujudkan cleh makim dalam sidang pengadilan

yang sekaligus sebagai realisasi tanggung jawabnya itu.

Fara hakim wvang bekeria sertx bertarya sesuai dengan
tugas dan  fungsi seperti tersebut di atas maka hakim
semacam inilabh yang akan mampu memberikan suatu putusan
vang mengandung keadilan berdasarkan Ketuhanan. Dia akan
tetap bekerja dan berusaha untuk  mewuiudkan keadilam
meskipun kasus yang dibhadapi tidak ada hakumnyva. EBils
menenukan kasus yang demikian ia berusaha mencari dengan
menggali dan menemukan hukumnya dengan bersandarkan pada
nilai-nilai vang hidup dalam masyvarakat. Dan ini  harus
dilakukan sebab hal itu suatu kewajiban merurut Fakum,
yakni tersebut dalam Fasal 27 UU Nomor 14 Tahum 1970
vanrng berbunyi s "Hakim =ebagail pengegak hukum dan
keadilan wajib menggali, mengikuti dan mamahami nilai-—

nilai yvang hidup dalam masyarakat"”
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Ketaatan masyvarakat termasuk hakim kepada hukum merupa-—-
kan “harga mati” vang tidak dapat ditawar—-tawar lagi.
Ini mengingat penerimaén bangsa Indonesia sebagai suatu
negeara yang berdasarkan pada hukum, sebagaimana di
katakam dalam penjielasan uﬁdang—uhdang tdasar 19445
dikatakan "negara Indonesia berdasarkan atas hukum
(rechetaat) tidak berdsarkan atas hnkum  (machstaat)."
- Fernyataan tersebut menunjukan bahwa segala tindakan
pemerintah maupun warga negara harus berdasarkan pada
hubkum. Hukum harus di laksanakan oleh aparat negara dan
warga negara secarsa konsekuen dan konsisten, sehingga
g#kan menimbulkan adanya suasana tertib dalam masyarakat.
Hukum  harus dapat menampilkan wibawanya baik sebagai
savrana perwujudan ketertiban dan kesejshteraan, maupun
dalam ranaka membangun masyarakat Indonesig. vang adil

cdar makmur.

Disamping itu konsep "Indonesis adalah negara  hukum"
merngandung  arti  babwa Indonesia sebagai negara vyang
berdasarkan ataz hukum menentukan bahwa dalam hubungan
antara hukum dan kekussaan, kekuasaan tunduk pada hukum
sebagal hkunci  kestabilan politik dalam masyarakat.
Dengan demikiar tampak babwa hukum menjadi sentral
dalam tata pergaulan {(hubungan) antar individu, individu
dengan masyarakat, masyarakat dengan penguasa (pemerin-

tah) terutama dalam terjadinya koflik antar mereka.

Harold j. Berman menyatakan hubum merupskan salakl satu
perhatian umat manusis beradab vang paling pokok dimans—

pun Juga: karena hukum menawarkan perlindungan terhadap



tirani disatu pihak dan terhadap anarki dilain pihak ,
hukum  merupakan salah saty alat masyvarakat Yang utama
guns melestarikan baik kebebasan maupun ketertiban dari
gangguan  vyang arbritair oleh Ferorangan, oleh golongan
atau oleh pemerintah.?t fenada dengan pendapat tersebut
Sudarto mengatakan bahwa hukum  mengatur masyar%kat
seCara  patut dan bermanfazt dengan menetapkan apa vyang

diharuskan ataupun yang dihuiehhan dan sebalih’.nya.2

Urtuk  dtulabl secara ideal kukum hendaknya menaardung
mnilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan temanfaatan,
sebagai mana diunghkapkan oleh Gustav ‘ﬂadbruch. Untulk
mewtjudkan  konep negara  hukum dalam kehidupan Yang

konkrit  dilaksanakan melalui  upaya penegakan  hukum.

- Menurut  Satiipto Rahardio penegakan hukum pada hake-

katnya adalah merupakan penegakan ide~ide serta konsep-—
komsep (penulis @ nilai ideal dalam hukum) vang nota
bene abstrak. Dengan kata lain penegakan hukum merupakan
suatu usaha untuk mewujudkan ide—ide tersehut. Frozes
perwuindan  ide—ide inilah vang merupakan  hakekat dari

-

penegakan hukum, ™

Dalam sistem penegakan hubkum, baik penegakan  hukum

perdata, administrasi dan pidana didukung dan dilaksa—

Lk e e e g ot P St M AL e e e

1. Harold I Berman, Ceramsh — Ceramah tentang
Hukum Amerikas Serikat, F.T. Tatanusa, 1994, hal. =

2. Sudarto, Kapits Sslehkta Mukum Fidans, Alumni -
Bandung, 1981, hal. 111

3. Satiipto Rahardjio, Masalah Fernegakan Hubhum
suwatu Tinjauan Sosiclogis, Sinar Baru — Bandung, tanpa
tahwn, hal., 15




kar oleh perlengkapan negara ataw biasa disebut sebagsasi
aparat (alat) penesgak hukum, vang mempunyai aturan-—
atuwrannya sendiri. Menurut Sudarto apabila dilihat
secars fungsional, maka sistem penegakan hukum  ituo
‘merupakan sistem aksi. Ada sekian banyak aktifitas vang
dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara dalam pene—
gékan Fubum. Yang dimaksod penegak hukum biasanya  hanva
kepolisian setidak-tidaknya badan~badan vang MEmpuUnya i
wewenang kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi kalau
pernegak  hukum itu di artikan secara luas seperti vang
ditemukakan distas, maka penegaitan hukum  itu  menjadi
tugas pula dari pembentuk undang-undang, hakim, institu-

si pemnerintah {bestuur), aparat eksskusi pidana..4

Diantara aparat penegak hukum distas yvang menjadi sen—
tral dan menarik untuk dikaji dalam proses penegakans
Fukum adalah hakim dimana hakim adalabh merupakamn sumber
déya manusia wtama dari insetitusi yaﬁg disebut perga-
dilan. Merupakan sentral karena dilembaga inilah dike~
luarkan suatu produk bubkum yang disebut putussn pengadi-
lan ataw vonis. dalam putusan pengadilan inilabh ditentu-
ban nasib seseorang, apakah seseorang akan  kehilangan
haknya atas suatu  benda tertentu atau sebaliknya?

apakal sessorang akan dipidana atauw sebaliknya 2.

Disamping itu pengadilan mempunyai fungsi vang strategis
dalam masyarakat sebagal lembsos yvang dapat mengintegra-—
sikan berbagal kepentingan vang ada dalam masyarakat.

dalam hal imi  Satiipto Rahardjic menvatakan o 0 maka

4. Budarto, dp Tit, hal. 1ii




sebagal lembaga pengintegrasi, Pengadilan  juga dapat
dipandang sehagai lembaga Yang mengendalikan pola-pola
behidupan  sosial serta menialin nilai-nilai vang di-

hayati oleh anggota—angoota masyarakat. o

konsekuensinya hakim sabhagai pendukung utama dari lemba-
94 pengadilan hendaknya berhati-hati dalam mempertimn-
barngkan putusan Yyang hendak dijatuhkan. Fengadilan harus
melihat Eeéala aspek  secara luas cdari kasus  vang
diperik=sanya, ind berarti pengadilan  harus melakukan
pengamatan terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang,
barena pada dasarnya hukum itu ity sendiri talk dapat
dilepaskan dari kontek sosialnya. Dalam hal imi John P,
Dawson mengatakan:

"Kami percaya bahwa dalam sistem hukum manapun
hakim, dalam memutuskan beraneka ragam perka—
ra yang disidangkan didepannva, selalu merye—
suaikan doktrin hubkum dengan situasi bharu dan
dengan begitu membawa arti baru kepada doktrin

hukom ituw.®
KASAD Jendral Hartono dalam wiauﬂa sarjana Sehkolah
Tinggi Hubum Militer angkatan I non reguler tshum ajaran
199371994 dimarkas Kostrad Jakarta mengatakan  bahwa
masyarakat dewasa ini semabin kritis dalam meEnarggapi
setiap permssalaban vang herkaitan denaan prakiek hubkum.,
TuﬁtutanAterhadap terwujudnyva aaés keadilan berlandaskan
ketentuan, norma dari hukum vang berlaku, juga ssmakin
luas. Kondisi kesadaran tersebut menuntut adanya perang-

kat hubkum yang mampu memberikan kepastian dan FERgayoman

=

=. Batjipto Rabardio, Hukum Masyarakat dan Femban
gunarn, Alumni — Bandung, 1975, hal. 1lié

. Harold 4 RBerman, Op Cit, hal. 15




mukum  serta didukung oleh aparatur penegak  hukum  yano
berwibawa dan memiliki komitmen terhadap terwujudnya
kepastian  hukum  dan tersenggelaranya pelayanan hukum

—_—

kepada masyarakat secara sadar.’

Dengan melihat pada uraiasn di atas ternyata ada korela—
=i  antara hukum dengan masyvarakatnya. Kondisi demikian
secara sadar telah ditetapkan olet pembentuk undang-
undang dengan mengangkatnya sebagai  ketentuan dalam
perundang-undangan. Misalnya pada Fasal 27 ayat (1} dan
penjelasan pada Fasal 14 ayat (1) undang—undang No.
1471970 tentang Fohkok-Fokok Kekuasaan Kehakiman {LIPEED)
vang pada pokoknya mewajibkan hakim memahami nilai-nilai

yang hidup dalam masyarakat.

Pemikian pula dalam hukum pidana yang dikenal begitu
rigidnya, sebagal konsekuensi dari asas legalitas vang
terdapat dalam PFasal 1 avat (1) KUHF dalam perkem-
bangannya mulai mesperhatikan perkembangan vyang ada
dalam masyarakat. Hal ini terbukti dengan dianutnya /
diakuinva &jaran sifat melawan hukum materiil dalam
fungsinya yang negatif. Dengan diakuinva ajaran tersebut
berarti bhukum vang berhembang‘dalam masyarakat dapat

menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan.

Dalam konsepr KUHF ajiaran tersebut telah diakui sercara
yuridis. Selain itu perumusan asas legalitas dalam
konsep juga menunjukkan perkembangan yang semakin menga—

kui  pentingnya hukum dalam masyarakat, karena asas

7. KMompas, 27 November 1994, hal. =



legalitas dalam konsep dirumuskan dalam pengertian  yang
Tormil maupun  materiil. S Dengan demikian hukum tidalk
tertulis  yaitu hubkum yang hidup dalam masyarakat telah

diakuil pula sebagai sumber hubkum positi-f.

Femnsriksaan persidangan dan pEgLUmUMman keputusan—kepu—
tusan perkara didepan umum cleh pengadilan, vang diten-—
tukan sebagai suatu svarat dalam UUFKEK No. 14 Tahun 1970
mavupun dalam KUHAF, menurut Cemar Seno Adiie merupakan
suatl komunikasi antaras pengadilan dan masyarakat dimana
diletakkan prinsip-prinsip demokrasi didalam jalannvya

pengadilan.?

Frinsip imi  tidak hanya memberikan kesempatarn pada

masyarakat, babkan merupakan hak bagi masyarakat untuk

Cmengikuti suatu  prosedur persidangan pengadilan dan

dengan cara ini menjalankan pengawasan terhadap pengadi-

lan.

Dalam proses peneaakan hukum, terutama di pengadilan
sering terjadi saling mendesak amtara nilai-rilai lideal
yarnyg terkandung éalam hukum. Tidak akan terjadi peErmasa~
lahan seandainya nilai-nilsi ity senaftas dalam =suatu
Easus YEMG komkrit, hakim tinggal menjatuhkan
putusannya.  Mamun dalam hal teriadi keadaan sebaliknya

maka merupakan tanggung jawab bagi hakim untuk memilih

8. Barda MNawawi &Arief, Bungs FRampail Kebijakan
Hukum Pidans, Citra Adtya - Bandung, 1994, hal. 88

7. Oemar Seno Adiie, Peradilan Hebas Negsars Mukum,
Erlangga — Jakarta, 1980, hal.i30




nilai mana vang harus diptrioritaskan.

Dalam konsep KUHF secars tegas ditentubkan Rakim harus
mendahulukan keadilan dalar hal terjadinya Letegangan
antara keadilan dan kepastian, v Pengan demikian penga-—
dilan hendaknya peduli terhadap masyarakat‘karena SECara

subtansial dan essensial keadilan ada dalam masyarakat.

Ferngadilan sebaiknyas menjatuhban putusannya SESUaL
dangan aspirasi keadilan dalam masyarakat. Dalam kontek
ini Batjiipto Rabardjo mengatakan bahwa pengadilan  bukan
lembaga steril dan oleh sebab itu akan timbul pertukaran
pengadilan  dengan masyarakat. Pengadilan selayaknya
terus menerus mendengarkan hati nuwrani, aspirasi dan

harapan~harapan masyarakat,

Kondisi saat  indi pengadilan masih dipandang sebagal
simbol  keadilan, sehingga kansekuensinya upaya untub
tetap menciptakan kepercayaan warga masyarakat terhadap
pengadilan meniadi sangat urgen. kepercayaan warga
masyarakat terhadap pengadilan akan terlihat dari per-

sepsi yang positif dari masyarakat terhadap pengadilan.

Menurut Satjipto Rahardjo masyarakat mempunvai semacam
hak untuk menguji tentang keabsahan 'ketentuan—katentuan
hukum berikut lembaganya vang terdapat dalam masyarakat,
pertanyaan vyang hisa timbul digini migsalnya:sejauh
manakah rakyat menerima hubum yang berlaku baginya 7

bagaimana sikap — sikap mereka terhadap lembaga—lembaga

10. Barda Nawawi Arief, Opcit, hal., 111




hubum seperti pengadian, kepolisian dan sebagainya.ll

Berkaitan dengan hal tersebut mantan mendagri Rudini
dalam saresehan PFCPF {Fersatuan Cendilkiawan Fembangunan
Fanctasilia) vano diadakan pada targgal 9 Desember 1994
mengatakan, bahwa ketidak percayaan masyarakat terhadap
pengadilan lama kelamasn bisa. berakibat rakyat juga
tidak serang kepada pemerintah. Pertimbangan suatu
putusan  ataw hkebijaksanaan aarta- putusan pengadilan
tidalk semata-mata hanya berdasarkan peraturan
perundangan semata, namun juga harus menperhatikan - rasa

adil dengan mengutamalkan kepentingan rakyat banyak.l2

Harapan vang ideal dari lembaga pengadilan tersebut
merupakan Janji  yang diharaphkan konkritisasinva oleh
masyarakat. Namun secara faktual harapan vang ideal
tersebut  kadangkala hanva sekedar janii saja karena
sering muncul putusan pengadilan yamg jauh dari aspirasi
magyarakat misalnya, Futusan Peninjauhan  Kembali  (FK)
terhadap kasus kedung Ombo, putusan  hasasi terhadap
kasus Tempo, serta putusan Feninjauan Kembali terhadap

kasus Moochitar Fak Pak han .

Digamping itu ada pula tindakan lembaga pengadilan yang
dipandang kurang mencerminkan harapan ideal dari lembaga

tereebut, misalnya dengan adanya surat sakti vang justru

11. Satiipto Rahardjo, Hukum ofan Masvarakat,
frgkasa — Bandung, 19280, hal. 44

12, Kompas, 10 Desember 1996, hal. 15
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"menjegal® proszedur peradilan itu sendiri. Adanya isu
kolusi di Mahkamah agunag yang tidak mendapatkan penyele-

saian vang Jjelas.

Dalam hal ini I.8. Susanto mengatakan bahwa dalam kenya-—
taannva. lembaga peradilam merupakan komunitas yvang
tertutup, sangat  "peka” terhadap kritik, dan  kurang
mempercayal mereka vang ada "diluar" (Outsider), dalam
srti  hanva menerima "kalangan tetap” peradilan vabkni
mereka yang secara tetap memiliki hubungan dengaﬁ lemba~-
oa peradilan.13 Selanjutnya 1.8. Susantc mengatakan
meskipun lembage peradilan merupakan lembaga yang merde-

k&, dalam tenyataannva mereka  mudah  tunduk  pada

"tekanan" yvang berasal dari kekuasaan 1ain.14

Telah menjadi kenvataan isue—isue seria keputusan—kepu—
tusan di atas sempat menimbulkan berbagai gejolak dalam
masyarakat baik berupa polemik di berbagai media massa

sampai tindakan demonstrazi oleh para mahasiswa.

Fakta-Takta tersebut menunjukan masih  adanya hBarapan
dari masyarakat terhadap lembaga pengadilan sebagai
tempat mencapail keadilan. Disamping itu juga menunjukan
adanya persepsi masyarakat yvang berbeda terhadap perarnan

lembagsa pengadilan dalam masvarakat.

1%. I.8. Susanto, Kajian Sosiclogis terhadsp
lembaga Fengadilan, Makalah disampaikan dalam petemuan
Dosen Fengadar/Feminat Sosiologi Hukum se Jateng dan DIY
di Kudus 24 - 25 November 1995, hal. 3

14, Ibid, hal. 4
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Dalam kaitan ini Satjipto Rabardio mengatakan

"Apakah keadaan vyang demikian itu mengambairkan
terdapatnya ketidak sesuaian antara pengertian
rakyat mengensi pengadilan vang berhadapan de-
ngan bentuk, susunan  tata kerja pengadilan yvang
dijalankan oleh pemerirntah. Terlepas dari adanva
faktor-faktor lain yvang mentebabkan rakyat takut
pada pengadilan maka mungkin sajs memang terda-
pat ketidak sesuaian dalam bonsep mengenai ke-
adilan itu antara rakyat dari pemerintah".lS

BE. FERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapatlah
dirumuskan dua buah permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengadilan 7
2. Bagaimanakah dampak dari persepsi masyarakat terhadap

pengadilan, dalam hal masyarakat mempuryai senghketa?.

C. KERANGEA TEORI

Fersepsi masyarakat terhadap pengadilan sangat menarik
utuk dikaji., mengingat pengadilan mempunyai posisi vang
penting dalam masyarakat serta mempunyai posisi yang
strategis dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum
ini  pengadilan merupakan satu-satunya lembaga yang
diberi kewenangan untuk menterjemahkan  hubum dan
keadilan. Dalam hal ini Satjiipto Rahardjo mengatakan
yang dimaksud dengan pengadilan ialah suatu lembaga vang
pengorganisasianya dijalankan cleh negara secara tra-—
sional, vyang pada dasarnya disusun menurut  konsepsi

Bk um modern dan yang bertugeas untuk menetap-

15. Satjipto Rahardio, Op Cit, Hukum Masyara—
kat dam ... hal. 112
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kLan apa vang merupakan hukum digitu.le

Selanjuinya Satjiptoc Rahardjoc mengatakan bahwa penga-—

dilan sebagail adanya sekarang ini harus diterima kenva-

taan dan k@hadirannya.17

Demikian pula Oemar Seno Adjiie mengatakan bahwa "Dorps
dJustitie (= lembaga—lembaga peradilan di desa dimana
hukum  adat dan hukum kebiasaan ditetapkan =) dimana

pejabat-peiabat administrasi bertindak sebagai hakim,
telah dihapuskan berangsur—angsur, kemudian menyerahkan
kampetensinvya kepads pengadilan—pengadilan negara dengan
hakim—hakim profesionalnya, sehingga dengan demikian
hukum perdata adat meniadi materi hukum yang diterapkan
terhadap bubkum perdata mauvpun bukum pidana biasa serta

bk um acaranya.la

Melihat pada uwraian diatas menunjukan bahwa araﬁ perkamn-
bangan permasalahan legitimasi hokum dan keadilan di
Indonesia diserahkan 'pada lembaga pengadilan Nedgara.
Keadaan ini éejélan dengan perkembangan masyatrakat itu
sendiri yang mengarah pada masyarakat modern dengan ciri
birokratizazinya disegala bidang kehidupan termasul

masalah legitimasi hokum dan keadilan.

Menyangkut keberadaaan lembaga ini I.S5. Susanto menga—

16. Ibidg, hal. 113
17. Loc Tit

18. Gemar Seno Adjie, dp Cit, hal. 130




takan  bahwa keberadaan lembaga pengadilan  sudabh  ada
smiak Dberabad-absd vang lalu dibanvak negara didunia
dalam wiud vang berbeda-beda, sementara lembags penga-—
dilan  "modern'  boleh baru dikatakan baru  berkembang
beberapa abad vang lalu sejalan  dengan  perkembangan
neEgara-negara moderm. t7 Lebin lanjut I.8. Susanto  juga
mengatakan bahwa dewass ini keberadaan lembaga pengadi-
lan  meniadl semakin penting dalam kehidupan berbangsa
dan  bernegara baik sebagzi tuntutan perkembangan it

s}

svarakat mauvpun globalisasi.

Fenmelitian Maw Weber menunijiukkan bahwa sebelum munculnyva
regara modern sekitar abad XVII pengadilasn masih ﬁenyatu
dengan masvarakat, sehingga bernar—benar merupakan suatu
institusi sosial. Fengadilan sebagai institusi  yang
demiklian itulah vang dissbut oleh Webhsr “Khadi

Justice” .21

Tetapl sejak munculnva negara  modern vang
kemudian menghasillkan bnkum modern pula, maka segalanva
nerubah menjadi struktur vang formal, rasional, porse-

dural, damn birokratis.

Febheradaan lembaga pengadilan di Indonesia mevyupakan
realisasl clari konsep  "Indonesia Megaira Hubum'™ .

Dalam hal ini Decey mengatakan bahwa ada T (tiga)

ciri khusus vang terdapat di dalam konsep "megara hukum”

19. 1.5. Susanto, Op Cit, hal. 1

20. Loc Qi

21, Satiipto Rahardioc, Pengadilan dalam Masyvars
hat, Makalabh digampaikan dalam pertemuan dosean

Fengajar/Feminat Sosiologi Hukum dan se Jateng dan DIY
di Kudus, 24-2& November 1995, hal. 2
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indonesia, sebagaimana vang digariskan oleh ilmu  hukum
dan diterima oleh pemsrintah setelah memperbandinglkan
antara prinsip-prinsip "Rule of law" dan didalam "so—
cialist legality” sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi, yang
mengandung perlakuan yang sama dibidang poli-
Ctik, hukum, sosial, ekonomi budaya pendidikan.
- Legalitas, dalam arti hukum dalam segala ben-—
Ctuknva.
Feradilan yang bebas, tidak bersifat memihak.,
: a0
bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain.<<

i)

£

Landasan konstitusional dari badan peradilan terdapat
dalam Fasal 24 UUD, 45 vang pads pokoknya menentukan
suatu pefadilan vang bebas dan babwa hkekuasaan kehakiman
dilakukan aleh Mahkamah Agung dan lain—lain badan pera-
dilan vang ditentuﬁan oleh uwundang—undang, sedangkan
syarét-syarat uwntuk menjadi  hakim sérta pemecatanya
harus berdasarkan undang—undang, maka pertama-tama yang
dibutubkan adalah_.hahwa segala masalah ini ini harus
dilaksanakan dalam undang-undang. Fasal 10 Undang-Undang
Mo, 14 Tahun 1970 tentang Fokok-Fokok Kekuasaan Keha-—
biman, vyang merupakan pelakéanaan Fazal 24 UUD 45
tersebut telah menetaphkan 4 (empat) linghkungan peradilan
vaitu peradilan umum, peradilan milter, peradilan  agama
dan peradilan Tata Usaha Negars. Masing-masing ling-

kungan tersebut mempunyai kompetensinva masing-masing.

Ditinjauw dari sudut harapan masyarakat maka keberadaan
lembaga pengadilan dalam masyarakat diharapkan mampu
malegitimasi nilai-nilai keadilan vang ada dalam masvar—

akat. Dimana— mana konsepsi keadilan berakar didalam

22. Oemar Seno Adjie, Op Cit, hal. 1&7




suatu kondisi vang diinginkan. Hiasanva koneep ind Ranva

=l
I

=niadi  eksplisit bilamans orang dihadapi oleh hketidak

il

T3
1
58]

M. Secara analistis komnsep tersebut dapat dibagi

dalam Lkomponen-— komponen yang prosedural dan material.

Fomponen prosedural barhubungan dengan corak zuatu
sistem hukum 3 "kekuasaan hukum” dan "negara  hukum®
merupakan konsep-konsep prosedural. Urrtuk zebaogian

keadilan materisl berhubungsan dengan apa vang disebut
"hak—-hak sosial”, dan merupakan ciri dari susunan poli-
tik dan  skonomis didalam masyarakat. Hubungan antara
koneep keadilan yang prosedural dan material terletai
didalam prinsip legitimasi yang mendasari otoritas dalam
maﬁyarakat.ﬁz bedua konsep tersebut dapat bertemu dan
dipertemukan dalam lembaga pengadilan, éesuai dergan
kedudukannya  vyang strategis urtulk menegakkan hukum  dan

headilan.

Dengan demikian bagi masyarakat kehadiran lembaga perga—
dilan pada hakekatnya didasarkan oleh suatu motif wuntuk
meEmenihi salabh satu kebutuhan_dalam kehiduparn berma-—

syarakat, berbangsa dan bernegars vaitu keadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut Satjipto Rahardjo mengata-
karm =

"Ferngetabtuan mengenai tempat pengadilan didalam.
-masyarkat akan lebih sempurna kita peroleh, apa-—
bila kita menggunakan cptik hukum dan masyarakat
dalam menelaahnvya, yang berarti menempatkan lem—
baga tersebut dalam serba perkaitannva dengan

£3. Daniel 8 Lev, Lembaga Feracilan tfan Fudavs
Hukum, dalam Hukum dan Fembangunan Sosial, Editor FProt.
Dr. 8.8.6. FPeters dan Hoesriani,SiswusmEbrmtm, S.H.,
Pustaka Sinar Harapan - Jakarta, 1988, z40
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masvarakat is bekerja. Salah satu pendapat vang
mencoba untuk menjelaskan tempat Ppangadilan vang
demikian itu mengatakan, bahwa pengadilan  itu
berfungsi =ebagal mekanisms= penginterasi didalam
masyarakat , vang menvebabkan Proses—proses pro-
duktif dalam masyarakat dapat dijatubbkan dengan
baik. Fengintegrasian ini dijalankan dengan cara
menyelesaikan konflik didalam masyarakat se-

hinaga kerja ~5ama yang produktif dapat terbuka

dengan baik."*
Dizamping ituw Satjiipto Rahardjo juga mengatakan:

"Bahwa pengadilan adalah suaty lembaga vang
mengintegrasikan kekuatan—kekkuatan dalam masya—
rakat dengan cara menveleszaikan konflik—-konflik.
Balah satu syarat agar lembaga pengadilan ini
dapat menjalankan fungsinya dengan baik adalah
keharusan baginya untuk memahami fungsinva de-—
ngan baik adalah keharusan baginya untuk mema-—
hami dengan seksama proses—-proses yang berlang-
sung dalam semua sektor hkehidupan masyarakat.
Bayangkan apa Jadinva apabila pengadilan itu
farus menggarap suatu bidang perdagangan  tanpa
memahami proses—proses dalam dunia perdagangan.
Dalam keadaan vyang demikian ini maka mungkin
sekali terjadi suatu keputusan yvang secara hubkum
sah, melainkan tidak membantu berlangsungnya
keria zama yvang produktif dalam masyarakat."=v

Froses .1agitimasi nilai-nilai hukum, proses integrasi
berbagal kepentingan vang ada dalam masyarakat di-
konkritkan melalui  hkeputusan pengadilan. BSelanjutnya
dari penerapan penegakan hukum inilah masyvarakat vang
marupakan tempat bekerjanya pengadilan akan mempersepsi
perngadilan. Masyarakat tidak akan melihat bahwa dalam
lembaga pengadilan itu sendiri terdapat banvak variabel
vang meampengaruhl bekerjanya lembaga tersebut. Masvara-
kat akan menilai apakah keputusan vyang dihasilkannys
sesual dengan aspirasi masvarakat atau tidak. Dengan

demikian hakim dapat membuat putusan sesuai dengan hukum

24. Satjipto Rahardio, FPermasslahan Hubum 41
Indonesia, Alumni - Bandung, 1983, hal. 51

2%. Ibicd, hal. 32
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dan perasaan keadilan vang hidup dalam masyarakat.

Hirohrasi pengadilan, kedudukan dalam sistem ketatane-

g

araan di  Indonesia serta kedudukannya sebagai salah
satu sub sistem dalam sietem peradilan pidana akan
mempengaruhil bekerjanva pengadilan dalam melakukan
penegakan hukum, belum lagi latar belakang sosizl budaya
bagi para hakimnya. Kondisi demikian pada akhirmnva  akan
mempengaruhi interaksi antars pengadilan dengan masvara-—
katnya. Dalam kaitanya ini Satjiipto Rahardjio mengatakan:

"Memang benar apabila dikatakan barwa pengadilan
itu  adalah imstitusi vang berwibawa karena ia
berada "diatas angin® Jjuga kurang benar apabila
pengadilan ituw bersuasana tenang, tentram jaub
dari pengatruh dunia nyata disekelilingnya. Salah
satu hal yvang menvebabkan munculnysa keadaan ter-
sebut  adalah  bahwa didalam pengadilan teriadi
perjdangan untuk mewuwjudkan ideologi-ideonlogi.
ITtu berarti bahwa pengadilan dan hakim tidak
hanya mengkonkritkan isi  undang — undang atau
memutuskan berdasarkan undang — undang melainkan
lebih jauh dari pada itu"*

Begitu pula Soerjono Soekanto berpendapat bahwa
penerapan pensgakan  hukum, ada kemungkinan dijumpal
halangan—halangan vang berasal dari diri sendiri maupun

lingkungan. Halangan—halangan tersebut adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam

péranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi

b

. Tingkat aspirasi yang relatip belum tingoi.

i

Kegairahan yvang terbatas untuk memikirkan masa depan
sehingoga sulit sekali untuk membuat suatu proveksi.

4. Belum adanva kemampuan untuk menunda pemuasan suatu

2a. Koppas, 28 tMei 1994, hal. 4
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bebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiii.
J. Eurangnva daya inovatif Yang  sebenarnya merupakan

I
konservatisme, <’

Dari beberaps pendapat tersebut terlihat adanvyva beberapa
halangan vyang dapat mempengaruhi bekarianva lembaga
pengadilan dalam melakukan penegakan hukum, baik Yang
berasal dari diri para hakimnya mAaUpun yang berasal dari

luar divi hakim.

Diatas +telah dikatakan babwa SECara sosiologis lkebera-
daan pengadilan dalam masyarakat adalah untulk mengabdi
pada masvarakat dalam menangani proses hkonkritisasi
milai-nilai  hukum, Fengadilan adalah merupakan tumpuan
harapan hagi Eetiaﬁ pencari keadilan untuk mendapathkan
keadilan Yang benar-benar memuaskan dalam suatu periara.
Melalui pergadilan diharapkan suatu keputusan yamng tidak
berat sebelah, oleh karena ity Jjalan sebaik-baiknya
urntuk mendapatkan penvelesaian suatu perkara dalam suatu
negara Fukum adalah melalui perngadilan. Rilamana se-
sSROrany merasa haknys dirugikan cleh pihak lain ia dapat

mengajukan guostan kepengadilan vang berwenang.

Dapat tidaknva pengadilan melaksanakan tugasnya sertg
mamberikan putusan vang dianggap adil selain ditentukan
oleh kondisi-kondisi masyarakat dimama peraturan hukum
ituw dilaksanakan dan ditegakan juga ditentukarn pada

konsistensi hakim itu sendiri terhadap hukum dan keadi—~

27 . Soerijicno Soehanto, Faktor — Faktor varig Mem
pengzruhil Fenegakan Hukum, Rajawali - Jakarta, 198&,
hal. 24
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lan. Sebab Hbava pelaksanzan dan penegakan hukum pada
hakekatnva merupakan bagian integrél dari selurul  keki-
dupan masvarakat itu sendiri,

Menurut Marc Galanter mengadili tidak selalwy berkualli-
tas  "Full adjudication”, mélainkaﬁ sEring berlangsung
"in the shadow of law", dimana penyelesaian secara hukum
hanva merupakan lambang di permukazn saja, sedang vang
berbuat adalak interaksi para pihak yvang mencari penye-—

e
1esaian.*8

Selanjutnva Satiipte Rahardjo mengatakan  bahwa hukum

dipakai ountuk mengemas  proses-proses sosiologis dan

kemudian memberinya legitimasi melalui hketukan palu

Fakim. 27
Mergacy  pada pendapat-pendapat di atas jelas oahwa
disamping sebagai institusi hukum, pengadilan Juga

merupakan  institusi scsial. Sebagai institusi sosial
pengadilan akan berinteraksi dengan lingkungannva.
Adapur: pola interakei tersebut terbentuk melalui proses
pengakan hukum yang dilakukannya. Dalam proses interaksi
tersebut akan terjadi proses saling memberi arti /makna
antara para pihak yvang berinteraksi yaitu pengadilan dan

masyarakat disekelilingnva sehingga timbulah persepsi.

. 28. Batjipto Rahardio, Fendavagunaan Sosiclogi
Hukum antuk Memahami Proses - Froses Hukum i Indonesia
dalam konteks Pembanounan dan Globalisasi, makalah dalam
Seminar Fakultas Hukum, Universitas Dipanegoro Semarang,
12 = 17 November 1996, hal. 14

2. Loe Cit
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Fereepzi  menurut  Gibson ialah proses penberian  arti
terhadap lingkumgan oleh seotrang individu. Dengan demi-
kian masing-masing orang akan memberi arti pada stimu-
lus, maka individu vang berbeda akan melihat barang yang

sama dengan cara yang berbeda.-o

Sebagaimana telah dikatakan diatas baklwa persensi  se-
seorang  sebagal anggota masyvarakat terhadap pengadilan
tergantung  pada bagaimana pengadilan melaksamakan  tu-—
gasny&. Dalam hal ini adalah bagaimana pengadilan mela-—
kukarn penegakan hukum. Dengan kata lain bagaimana penga-—
dilan mewuiudkan nilai-~-nilai ideal dalam hukum melalui

keputusan—-keputusannva.

Fersepsi  masyarakat terhadap pengadilan pada akhirnys
akan membawa sikap pada masvarakat dalam memberikan
tanggapan terhadap pengadilan. Tanggapan ini dimaksudgan
sebagai reaksi seseocrang dalam memilih alternatift mana
vang dipilibnya dalam hal dirinya mengalami permasalahan

hukum.

Memahami fTenomena sozial, budava dan timgkah laku  manu-
sia tersebut tidak cukup hanya derngan merekam apa—apa
yang nampak secara Ekpliait, melainkan juga harus meli-
hatnya secara keselurvhan dalam +totalitas konteksnya.
Segenap tingkah laku manusia yang tampak secara ekplisit
tidak dapat dilepaskan begitu saja dari segenap kontek

vang melatar belakanginya. Sikap dan tingkah laku  manu—

0. Ivancevich Gibson, Organisasi, Ferilaku,
Struktur dan Proses, Donnely, 1987, hal. 53




2ia vang diekspresikan secara eksplisit esungguimya

I
I
|
|
|
|
*
i R |
marupakan  realitas yang sifatnya eubyektif) perseptif,
[
sitatnya maknawi dan berada dalam diri Tanu=1a itu
. . |
sendiri, suatu benda, wak b, tempat, kejadian atau
peristivwa tidaklah memiliki makrna didalam dirinya Sen-
. i
diri melairkan diberi makna oleh manusis Yang mempersep-
sinmva. ¥Karena realitas itu bersifat maknawi ﬁang subyek-
tif perseptif, maka tingkah laky manusia h%rulah bisa
|
dimengerti secara baik dan berar hila ditemp&tkan dalam
i
kerangka makna vang dipersep=i oleh manusia !
[
ol x . - . - |
maka, sesuatu dalam pandancan dan persepsi seseorang

pelakunva.

zzlamanya bBersifat sosial dan kultursl yaﬁg diparoleh

I

‘ |

melalui preses  inferensi  dari rentarngan | pengsalaman
|
|

n

oel

11 dan budayanya sehari—-hari. Keragaman | dan  inten
i
sitas pengalaman tersebut berbeda-beda antara manusis
!

satil  dengan manusia yang lainnva, atau antarh kelomnpok

manusia satu dengan kelompok  yang lainmya. |
|
|
|

"Menurut  Weber, tingkahb laku manusia yang tampak
marupakan konsebkuensi ~ konsekuensi darl sejumlan
pandangan atauw doktrisn  vang ”hlaupidl kepala"
manusia pelakunyva, Jadi ada sejumlah | Pengertian
batasan — bhatasan, atau bompleksitas) makna vang
"hidup dikepala" manusia pelaku, yéng membaws
konsekuwesi-konsekuwensi pada _tlngbdhllahu yang
terekspresi secara eksplisif".~
[
Qleh sebab itu wntuk mempelajari tingkah lak? manusia,

harus dipernatikan sistem makna yvang diacu uléh' Manusis
- i

pelaku yvang diteliti. Selanjutnya dapat igijelackan
|

bagaimana persepsi manusia terhadap suatu D?VEK dalam

hal  ini adalab pengadilan terbentuk melalui %alah satu

|
31. Sanaplah Faisal, Penelitian Kualitaitir (dasar
- dasar dan aplikesi), Malang, Yavasan Asah, Asih,
Azuhb, 1990, hal. 13 [




teari psikologi vang disebut teori “rangsangan ~ tanggsa-

' aln

i pan” ztau “stimulasi-respen”, sebagal berikut 3

FENALARAN
A
/

: 4
RANGSANGAN ———» FERSEFSI- -~ FENGENALAN —D> TANGEAFAN

\ /’
*PE“AS@AN

Fersepsi merupakan bagian dari keseluruhan prosss  yang
i menghésilhan tanggapan setelah rangsangan diteraphkan
kepada manusia. Persepsi (perception} dapat didefinisi-
kar sebagail cara manusia menangkap rangsangan. Kognisi
(cogntion) atau pengenalan adalah cara manusia memberil
arti kepada rangsangan. Penaiaran {reasaon) adalah proses
dengan mana Fangsangan dihubungkar dengan rangsangan
lainmya pada tinghkat pembentukan psikologis. Farasaan
{feeling) adalah kondisi emasional vang dihazilkan clah
rangeangan, baik  sendiri  maupun befaamawsama dengan
rangsangan lain pada tingkat kognitif atau konseptual.

Fensgakan hukum oleh pernoadilan secara Lonkrit dilakukan

cleh seorang manusia  yang dalam hal ini disebut bhakim.

%7, Rerrard Hennessy, FPendapat Umum, Jakartas
Erlangga. 198%. 117-119




Apa vang dikatakan dijaniikan oleh hukum pada akhirnya
akan menjadi kenvataan ditangan merchka. FPenegakan hukum
merupakan Tunosi  dari bekerianvya pengaruh-pengaruh
tersebut. Hakim sebagai seorang manusia mempunvail kecen-
derungan untuk menafsirkan sendiri tugas—tugas yang
harus dilaksanskan sesuai tingkat dan jenis pendi-
dikannya, kepribadiannya, dan masih barnyak lagi faktor-—
faktor lain vang mempengaruhinya. Sehingoa tidaklah ansh
apabila orang mengatakan, bahwa bagaiména hukum ity
dilaksanakan sehari-~harinya merupakan suatu mitos  dan

mitos itw setiap harinva dibuktikan kebohongannya.

Secara konkerit mémang sering terdapat pelaksanaan
peraturan  ataupun penerapan hukum vang tidak sesuai
dengan apa yvang telah diatur dalam peraturan  tersebut.
Kondisi demikian disebabkan oleh perbedaan kedudukan
ataun status snsial, pendidikan, kesejahteraan, hkepriba-
dian dari hakim yarng bersangkutan. FPada akhirnya dengan
kondisi  vang demikian dapat membawa konsekuensi dalam
penyelengaraan dan penegakan hukum sehintga asas persa—

maan kedudukan di dalam hubkum sulit diwwjudbkan.

Tindakan diskrimimatif dalam penyzlenggaraan dan penesga—
kam  hukum oleh pengadilan akan menimbulalkan perlapisan
sosial dalam masyarakat di dalam memahami  bukum  dan
keadilan khususnya terhadap pengadilan sebagal lembapa
terakhir dalam menerjemahbhkan hukum dan keadilan terse—
but, belum lagi apabila dilihat latar helakang sosial
budaya, ekonomi dari masyvarakat tersebut. Satiipto
Rahadic mengatakan

"Ferbedaan ditingkat ekonomi vang dikaitkan pula



dengan perbedaan didalam setatus sosial kemudian
menyusun s=uatu perlapisan seperti misalnva diba-
nounkan dalam susunan kelas atas, kelas menengah
dan kelas bawah. Dalam keadaan pelapisan seperti
ini maka ia akan memberikan bebamn pengaruhnva ter
hadap sistem hukum, khususnva dalam hubungan de—
naan pelaksanaan hukum. SBalah satu akibat vang
penting dari pelapisan . didalam masyarakat itu
adalah  munculnva kelompok yang dominan disitu.
kelompok yang kebetulan menjadi dominan itu akan
berusaha memaksanakan kehendaknya agar diterima
oleh,  lapisan - lapisan lain didalam masyars
kat.— '

Disamping itu dengan pelapicsan sosial ity menyebabhan

pula

terjadinya penghayatan yang berbeda~beda terhadap

hubum yvang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari pendapat

Chamblizss dan Seidman sebaéaimana dikutipkan oleh beliau

sebagai berikut:

Bahwa dalam situasi demikian ity kita hanva dapat
mengerti bentuk dan sifat sistem hukum dalam sua-—
tu . masyarakat vang komplek apabila kita melibat-
fya sebagal suatu sistem vang dituwrunkarm dari
konflik —konflik vang melekat pada struktur masya
rakat-masvarakat seperti itu. Dari situasi kon-
Tflikvang ditimbulkan pelapisan seperti itu maka
tatanan masyarakat akan berdiri pula dari pera—
nakat normE ~ norma vang berbeda beda dan saling
bertentasngan. Semakin tinggi hkedudukan suatu ke—
lompok itu secara ekomnomi maupun politik semakin
besar pula kemungkinannva bahwa pandangan serta
kepentinganakan tercermin didalam hukum, -

- . . et T
Selanjutnya Cahambliss dan Seidman~> mengatakan @

Sehubungan dengan  pelaksanaan  hubkum  di dalam
masyarakat, maka pelaksanaan vang dituwiukan
kepada orang - orang vyang mempunyal bkekuasaan
politik  kecil saja, bahkan sama sekali tidak

biasanya lebih aman dijalankannya dari pe—
laksanasannya vang ditujubkan tepada orarg—
orang vang memiliki kKekuasaan politik  vang

besar, sebab didalam keadaan terakhir imi pe-

3%. SBatjipto Rahardjo, Gp‘Cit, Hukum dan Mazyara
fial. 41 ‘

F4. Ibig, hal 14

A5, Loac Oit
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laksanaan itu  akan berbalik meErimbulkan  teka-
1 kepads badan — badan pelaksana  hubkwm ity

Hal iﬁi izehabkan karema struktur kekuasaan meEmbherikan
kesempatan pada golongan—golongan atau Orang--orang  yang
meEmpunyal  kRedudukan  vang berkuasa  untuk memanfaatkan
sumber—-sumber  daya vang tersedia. -2 Akhirnnya dapatlah
giktatakan bahwa tindakan manusia terhadap objek tertentu
{pancadilan : dimana SESROrang mempunval  permasalahan
Mikum secars idiel diselesaikan melalui perngadilan) pada
hakekatnya didasarkan pada makna—-makna yvang diberilan

pada pengsdilan.

Makna—makna ini  timbul digantungkan pada bagaimana

peEhngadilan itu menialankan fungsinya dalam menegaksn

Pfabkum dan keadilan. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan

teori interaksi simbolis vang dikemukakan oleh Herbert

Blumeert, ketika ia semberikan rumusan mengenal  asumsi-

asumsl interaksionis vaitu: /

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna-—
makrna yvang dimiliki bernda-benda itu hagi merska.

2. Makna— makna itu merﬁpakan hazil interaksi sosial da-—
lam masyarakat manusia,

S Mabkna-emakna itu dimedifikazikan dan ditangani melalui
suatu proses penafsiran vang digunakan oleh setiap
individu dalam  keterlibatannya dengan  tanda—tanda

yang dihadapinya.*?

Zb. Romny Hanitijo Soemitro, Masalah-masslab
Sosiclagi Hukum, Sinar Baru — Randung, 1984, hal. 71

47« lan Craib, Teori — Teori Sosizl Modern, Raja-—
wall, 1994, hal. 112

-
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Rangsangan vang kuwrang baik dari pengadilan {(stimulus)
vang ditimbulkan dari proses bekerjanya pengadilanm ity
akan berakibat munculnya pemberian makna vyang  kurang
baik pada rpengadilan oleh masyarakat. Respon dari
masyarakat kemungkinan  akarn mencari  alternatif lain

untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya.

Dalam kaitan ini Abdurachman mengatakan :

Babwa lebih jauh dari itu banvak yang menganjuer—
kan  untuk menvelesaikan suatu perkara diluar si-
dang. Hilamana suatu sengketa dapat diselesaikan
secara  berdamai selesaikanlah barg diluar penga—
dilan karena berarti hal tersebut lebih merngun-—
tungkan dari pads perkaranya sampai Lepersida—
ngan. sebagai akibat dari pada hal tersebut tim-
bul kecenderungan dari sebagian anggota masyars-—
kat untuk menyelesaikan persengketaannya diluar
pengadilan dengan cara apapun, bahkan sampai me-
lalui jalur yang tidak dapat dibenarkan oleh hu-
bum.Fereka yang demikian adalah kurang sepantas-—
nya bagi negera Republik Indonesia".”

Memenuhl  atauw menempatkan keputusan sesuxi dengan per-—
sepsi masyarakat bukan berarti hakim selalu melegitimasi
zegala aspirasi masyvarakat terhadép suatu keadaan ter-—
tentu, karena pada dasarnya tidak semua nilai-nilail yang
terbentuk  dalam masvarakat belum tentu baik dan  adil.
Diginilah hakim harus melegitimasi keadilan dengan
menolak nilai-nilai yang tidak adil  tersebut dengan

segala kebijaksanasnnva.

Sejalan dengan hal tersebut W. Van Gerven mengatakan :

"Saya sendiri merassa bahwa penerapan hukum, sam—
pai tinghkat tertentu, merupakan kegiatan kebijak-
sanaan dalam menerapan kaedah hukum. Seorang ahli
Bukum memiliki satu diantara yvang semuanys cocok

38. Abduwrachman dan Ridwan Syahrani, SHukum can
Peradilan, flumni — Randung, 1778, hal. &4 - &5
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dalam =zistem. Bahkan ia memiliki altermatif Varg
zatu diantara alternatif lain adalah hasil perti-
mbangan nilail sesuai dengan akal sehat darn bubkan
hanyva, _iuwga bukan  terutama hasil pertimbangan
hukum” 7

Sebaliknva masvarakatpun bendaknya menyadari akan fungsi
dari pengadilan sebagai lembaga pergintegrasi barbagai

kepentingan yvano ada dalam masyarakst.

nr

Bejalan dengan pernvataan tersebut Satiipto Rahardio

mengatakan :

"Di tempat ini pulalah nilai-nilai yang dibayati
dan dikehendaki oleh rakyat serta pola-pola hu-
bungan sosial vang telah disetujiui bersama khemu-
dian ditegazkan kembali. Dengan demikian, maka
gebagal lembaga pengintegrasi, pengadilan juga
dapat dipandany sebagai lembaga vyang mengendali-
kan pola ~ pola kehidupan sosial serta menjamin
nilai — nilai  vang dibayati ocleh anggots—anggota
masvarakat."”

Limtud: dapat menjalankar fTungsinya, pertamsa—tama ma-—
svarakat tergerak wuniuk memanfaatkan jasa vyang dapat
diberikan oleh lembsga ini. Mereka harus senantiasa
bersedia ﬁntuk membawa perbkara-psrkara keperngadilan
untulk diselesaikan. Ada bermacam—macam alasan vang
dapat menjadi pendorong sehingga warga negarsa bersedia
membawa  perkara-perkara itu. Alasan—alasan tersebut
diantaranva adalah 41

{1} Kepercayasn, bahwa di tempat ituw mereka akan mempe-—

roleh keadilan sepertl merskae kehendaki.

7. W. Van Gerven, Kebijsisansan Hakim, Erlangga,
1980, hal. 1

4. Batjipto Rabardio, Op Cit, Hukum Maysrakat




() Kepesrcayaan, bahwa perngadilan m@rupakan lembaga vang

[l
"
I_:
T
J+H
H]

mengekpresikan nilai — nilai kejuliuran, ment
yang tidak korup dan milai-nilai utama lainnya lagi.
(3) Babwa ., waktu dan biava yaﬁg mereka keluarkan tidak
Sia—sia.
(4) Babhwa pengadilan merupakan tempat bagi orang urntuk

banar-benar memperoleh perlindungan hubum.

Sedanghan  dari pihak pengadilarnpun  harus  mengusahakan
agar pengadilan dapat di percava oleh masvarakat. Sshu-
Bungan dengan itu Satiipioc Rahardjo menegaskan beberaps
ugaha vang dapat dilakukan ocleRr pengadilan agsr menda-
patkan tempatrnva di dalam masvarkat, yvaitu :

{1} Berusaha agar pengadilan benar-benar berada dalam

[1H
~
b

Jangkauwan rakyat. Dengan Jjangkauan v

artikan baik dalam pengertian phisisk maupun spiri-

tusl.
{Z2) Diveahakarn agar pengadilan hendaknya mErupakan
lembaga dari kebsrsihan dan kejuiuran.

{3} Fengadilan hendaknva benar~benar dapat merupakan

tempat terabkhir tempat rakvat mencari pelarian
. . 432
untuk melihat tegakova hukum.

Do TUuJuaN FEMELITIANM

1. Umtuk mengetabuil  dan meamahami  persepsi masysrakat

terhadap  pengedilan ssrts faktoer me latar bhe—

lakangi persepsi tersebut.

42, Ioidg, hal. 117
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tuk meEngetanu damoak terhadap persepsi masvarak

rmg ada dalam hal meslakukan penvelesaian kontlik.
REAAT HASIL PEMELITIANM

< I L

Mantaat wvanc bersiy teoriti

1w
i

Hl

Decara teoritis hasil penelitian ind di harapbkan
meniadi acuwan bagl pendidikanilou mabkum Ehusesnya

varng herkaitan dengan penabhaman mengsEnail persepsi

masyarakat tsrhadapg pengadilan.
fort - S L, 2 s, e . H )
Manfaat vang bersifat praktis 3
Secaras  pirastis  penslitian inl diharapkan dapst

mEmberikan sumbangan pemikiran bagi Mahkamah Sgun

[}

gdarn pemerintah khususnva Departemen  Kehakiman da-—
bam hal mengambil kebijaksanaan vang berkaitan de-
rngan penegakan hukum. Disamping  itu bagi masyara—
kat hasil dari pernelitian ini dapat dibarapkan da-
pat memnberikan wawasan kepada masvarakst agar da-—

J.

pat  memahami  peranan lembaga pengsdilan dalam

.
masvarakat.

F. FETODE FENELITIAM

i. Motode Pendekatan

fenelitisn  inl  menggunakan metode pernelitian

kuzalitatif dengan pendekatan yang bersifat vuridis

sesiclogis (sooial legal approach). Mengingat masa-

-

el




lab yvang diteliti berkaitan dengan trelitas yang
sifatnya subjektif, makrawi dan berads di dalam
dirinve sendiri.

Peﬁggunaam metode kualitatif didasarkan pada per-—-

timbangan 1

Fertama : bahwa realitas sosial meEngenail persep—
si masvarakat terhadap pengadilan ber—
sifat gands, wunik dan kmmﬁleks sehing-
as penggunaan-metade bualitatif lebih
mutdah digunakan.

Fedusa ¢ meltode ini menvaiikan secara langsung
hakekat hubunogan antara pemiliti dan
responden .

tetiga : metode ini lebih peka dam lebhih tiapat

menvesuaikan diri dengan banyak pena-
Jamanpengaruh bersama dan pola-pola
vang dihadapi .
Menurut taraftnyea, penelitian ini bersifat deskriptif
yaiti perelitian urtuk pengubkuran vang cermat terbs-
dap Tenomnena sosial  terterntu dengan mengembangkan
konsep dan menghimpun fakta  tetapi tidak melakukan

periguiian hipotesis, <

2. bokasi Penslitian
Lakasi vang dipilih dalam penelitian ini adalah kabu-—

paten Furworeldo, dengan pertimbangan dana dan waltu,

43, Masrisingarimbun dan Sofvan Effendi, Metode
Fenelitian SBurvey, LFIES, 19879, hal. 4 - 5
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Dissmping itu junoga mengingat hahwa kabupaten Furwore-
do cukup lengkap dan memadai dalam menyaiikan inter—
fensl vang intensif baik dalam bal kedalamannva mau-
=TEy proses—proses sosial. Hal ini  sesuai  dengan me-

tode kualitatif dalam pernelitianm  ini vaitu memahami

hal vang terbatas Jumlahnya, dengan fokus vang msn—

dalam dan rinc:i,44

Sampel Fenelitian

Merngingat penelitian kualitatif bertolak dari asumsi
tentang realitas yvang bersifat unik, komplek dan
ganda. FPadanva terdapat regularitas atau pola terten-
tu, mamun pernuh variasi. Untuk ity kegiatan perneliti-
an disengaja untuk membury  informasi seluas kearah
keragaman variasi yang ada, karena sampel pada pene-
litian kualitatif berkaitan d engan prosedur memburu
informasi sebanyvak karakteristik elemen vang berkai-
tan dengan apa yvang ingin diketebhui maka dimulai dari
informasi tertentu. Dari informasi tertentu tersebut
kemudian akan "bergulir mengoaelinding® laksana bola
saliu. BSample pertama inilah yang biasanva perlu di
nyatakan dalam uwsulan / rancangan kualitatif. Adapun
infoman (sampel) awal {(pertama) vang dipilih dari

penelitian ini ialah @

Informan dari masvarakat kota
Lo LD orang perngusaha atau pcedacang di Purwereio

2. 10 ocrang pegawsal negeri di Furwereio.

b3
J

44. Sanaplah Faieal, Op Cit, hal.

-
—tall




IT.

2. 1O orang karvawan atay buruh di Furwerejo.

e
L

2rang Advobkad Yana ada di Furwereio,

- 0 orang vang terlibat dalam serghketa dalam per—

kars perdata.
5. 10 oranag napi di LF Furwereio.
7. 3 Srang hakim di Fengadilan Furwereis.
2

. 10 orano korbapn dalam perkara pidana di
Furwereio.
Informan dari masvarakat desa

F. 10 Crang petani

10, &5 orano Aparat Desa 1

4. Sumber Datsa

. Data Primer

5. Me

Diperoleh langsung dari sampel awsxl vang telah di

tentukan serta sampel vang akan bBerkembang dalam

lapanaan,

Data Sskurder

penelitian tesis ini.
tode Fengumpulan Data

Wawarmcars

dalam penelitian ini renelitian memilip metode wa-—

wancara tidak teraran {non derctive interview) dan

juga wawancara vang difokuskan (focused intervisw)

Didalam metode wawancara tidak terarap dapat dise—

but juga Free Flowing interview, keuntunganya ada~

lah, a. mendekati keadaan yvang s=henarnva karena

e




didasarkan pada

i
o

pontanitas  vyang diwawancarad;
0. lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah Yarg
diinginkan oleh pewawancaray c. lebih banvalk men-
Jjelajal berbsgai aspek dari masalah vang disjubkan.
Sedangran pemilihan setode waancars vang difokus-—
kan didasarkan pada asumsi bahwa dengan mangguna—
kan teknik tersebut akan diungkaphan reaksi-reaksi
piribadi, perassan—perasaan dan  faktor-fakitor men-

) . 45
talitas. .

2. Obhesrvasi
Fada tahap observasi penelitian hanva melakubkan
pengamatan yang tidabk berpartisipasi aktif, vaitu

dengan  mengamati orang-orang yang sedang mempu-—

nyai suwatu masalal.

. Snalisis Data
Sesual dengan metede penelitian kualitatif maka dalam

penelitian ini analisis data yang digunakan meliputi

tahap-tahap 2

a. Tahap orientasi / eksplorasi yang bersifat menye-
Turuh;
L. Tahap melakukan =zksplorasi secara terfokus;

c. Tahap mengecek astaw mengkonfirmasikan hasil atau
temuan penelitian.
Model analisis vang digunakan dalam perelitian ini

italah menggunakan analisis taksonomis.

4%. Fonny Hanitijo Scemitro, Metode FPenselitian Hu—
um dan Yurimeiri, Ghalia Indonesia, 1988, hal




5. RANCANGAN DAN SISTIMATIEA FENUL TSAN

Beranjak dari permaszlshan vang diteliti seperti dikemu-—
kakan di  atas, maka sistematibka penulisan Tesis ini
dimulai cdengab menouwrsikan Bab I sebagal Pendahuluan,
varng  berisi  mengenail Latar Belakana Fenulisan Tesis,
vang diikuti dengan perumusan masalab, Tujuan Fereli-
tian, dan kKegunaan Penelitian Tesis indi. Selanjutnva
untuk  memperocleh  gambaran ringkas mengenai Keranogka
Pemikiran, kgmudian dalam Bab I juma dibahas mengernai
metode penelitian  yang digunakan sebagai alat uwuntuk
menentukan langkah-lanakah pernulisan dalam pencarian dan
analisis data vang mewujudkan kerangka pemikiram secara

legbilh konkrit.,

Balam Bab II penslitian ini membahas mendenail Fengertian
Fersspsi gart Timjausn Umum terbadap Fengadilarn, Yang
secara wam berisi tentano telaah kepustakaan yvang dapat
digunakan untuk melakukan analisis datas yand diperoaleh
dalam tesis ini. Bab II ini secara garis besar, membahas
mengenal soscok  pengadilan vanag ideal vang diharapkan
cleh masvarakatl maupurn oleh undang-undang, juga dibahas
mendgenal bskerjanva pengadilan dalam masvarakat., Jadi
dalam pembabazan Bab II ini pereliti menggunakan  bpende-—
katan secara yuridics dan sosiologis secara simultan.
Smcara lebih kbusus perneliti membahbas kedalam sub bak -
sub  bab sebagai berikut : sub bab & dibahas meEngenal
peEngertian persepsi, dan hagaimana terbetuknya persepsi,
sub bab B dibabas mengernai masalab kemandirian pergadi—
lan  di  Indonesia vang menguraikan bagaimana idealnva

sebuah pengadilan menjalarnian tugas dan furngsinva serta

b
]




kendala—kendala vang dihadapi oleh pengadilan dalam
usahanya mencapal  fungzinva yvang optimal, sub bab C
mEmbabas pengadilan sebagai suatu lembaga pengintegrasi

berbagal kepentimgan vang ada dalam masyarakat, mub  bab

I

di bahaz mengenai Femgsadilan dalam Masyarakat, dan sub
babh E membahas tentang Fengswasan terhadap Keria FPenga-

dilamn.

Bab 11T secara wnum membahas  tentang data—-data Yang
berkaitan dengan persepsi  masyarakat vang berhasil
diketemubar, wvang diberi judul Hasil dan Anslisis.
Becara rincl bab ini dibahas ke dalam sub bab A. Kabup-
ten  Furworeioc dan Strukituwr Masyarakatnva, sub babh R
mémbahas mengenal temuan—temuan dilapangan, sub bab C
membahas Analisis terhadap temuan—-temuan yang didapat di

lapangan .

Batr IV berisi tentang penutup dari  keseluruhar  tecics
vang secara lebih khusus berisi tentang simpulan  serta
beberapa rehomendasi vyang diperlukan guna perbaikan

lembaga pengadilian.,

—

]




i
el

AR IT

FENGERTIAN PERSEFSI DAN TINJAUAN UMUM TERHADAF
FENGADILAN

Ao FENGERTIAN FERSEFSI MASYARAKAT

Dalam suatu organisasi selalu terjadi proses  komunikasi
antara orang vang satu dengan vang lainnva,. baik secaré
perorangan maupun secara kelompok. Dalam broses fLerge-
but, siapapun vang mengambil inisiatif selalu berharap
agar  tuiuarnnvas berkomunikasi dapat diterima dan di
mengerti  oleh  vang menerima. Penerimaan inilah VEMY

dimebut persepgi.l

Derngan demikian persepsi merupakan
suatu dasar proses koonitif  atau  proses peikologis.
Dalam hal ini Hammer dan Oroan mengatakan bahwa persepsi
adalah the process by which pecple organize, interpret,

experience, and process cues or material (inputs) re-

-
ceived from the ixternal environment <

Studi tentang pefsepsi jvaa maﬁpunyai arti vang penting
untuk  memahami attitude/sikap terhadap chiek tertentu
dari insiden vang dicerminkan melalui pendapat, pan—
dangan, atauw persepsinva terhadap suatu kejadian, atau
masalah vang terijadi disekitarnya baik secara lang=ung

atau  tidak langsung dapat mempengaruhinva. Sikap ini

1. Adam I. Indrajava. FPeriiaku Organisasi, Binar -
Bandurg, tanpa tabun, hal. 45

<. W. Clay Hamner dan Dennis W. Oraen, &n Appl led
Fsyvealogical Approach, Business Fublication, Irc. Dallas
1978, hal. 89

i
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dapat berupa sikan pandancan atauAsikap perasaan tetapi
gikao mana disertai kecenderungan untuk bertindalk sesuai
dentan sikap terhadap obiek tadi. Jadi persepsi MmE U pa-—
kan pengeiawantahan/perwvuivdan daripada attitude. Manu-
sia tidak dilahirkan denoan sikap, pandangan maupun
sikap perasaan  tertentu melainkan dibentuk sepaniang
perkembangan hidupnya. Peranan attitude dalam kehidupan

Mmanusia sangat besar. Hal ini karena apabila sudah

dibentuk pada diri manusia maka attitude ini akan turut

menentukan cara—cara tingkah labunya terhadap objek =i-
kapnya a&kan  bertingkah  laku secara bhas terhadap
cbhieknva.

Attitude. itu sendiri dibedakan menjadi dua, vaitu:

1. Attitude sosial yang dinvatakan ocleh cara-cara begia—
tan vang sama  dan berulang~ulang terhadap sosial.
Jadi tidak hanya dilakukan oleh secrang sajs melain—
kan juga oleh sekelompok masyarakat lainnva.

2. Attitude individual dimiliki oleh seorang deml seoara—
nog saja dan hal ini akan berkenaan dengan obisk bukan

—-r

perhatian sosial. ™

Jadi disisni attitude dapat merupakan suatu sikap pan—-
dangan atau persepsi yvang dalam hal ini berbeda dengan
pengetahuan. Fengeitahuan belum menjadi attitude terhadap
obiek tertentu. Apabila pengetahuan ite disertai ke-
siapan untuk bertindak sesuai dengan pengetabuan  terha—

dap ocbhisk tersebut. Attitude mempunyai motivasi, berarti

S WAL Gerungan , Psikologi Sosizl, F.T. Eresco,
Bandung - Jakarta, cetakan III, 1972, hal. 151




menuiu secl  dinamis  menuiu kesuatu tuivan berusaha

mencapai salah satu tujuan.4

Dari uraian diatas persepsi  dapat diartikan sebaoail
suatu  proses mental vang dilakukan secara menyelurah
bait stimulus, motivasi, gikapn pada individu secars

sadar dan aktif.

Berkenaan dengan itu Jack Plarno memberikan gambaran
bagaimana eeseorang dapat mempersepsikan swatu obiek
tertentu sebaosi berikut

Fersepsi terjadi sebaogai hasil interaksi antara
seseorang dengan cbiek tertentu vang kemudiam da-
pat menimbulkan penafsiran indrawi tadi. Fersepsi
bukanlah suatu yang sama sekali tersurat hkarena
sambutan dan penilaian berbagai igvarat indra
dapat terjadi di ambang sadar®

Sedang Ton  Kertapati mendifinisikan persepsi  sebagail
suaty  proses dengan mana seseorang mengenal lingkungan
sekitarnya yang terdekat (Ton kKertapati, teori-teori
komunikasi, Bina Aksara Jakarta). lebih laniut dikatakan
bahwa proses persepsi adalah suatu proses untuk mengerti
darn  menvadari dunia diluar diri sendiri {awareness of
the external world) kesadaran atau pengetahuan tentang
hal itu. Fandangan tajam (perceiving) tergantung pada
mekanisme dava tangkap {(receptive mechanism) seperti

matz, telinga dan manusiashinatang seperti cahaya,
=uara, engrgl, kimia (chemical eneray). kekuatan mekanis

mechanism force)

4., Ibid, hal. 183 -~ 154
S dJack Plano, Kamus Analisa Politikh, CV. BRajswali
Jakartza., hal. 148




Wdahiusumidio menvatakan bahwa perilaku merupakan  oenam—
piian seseorang vang didorong cleh adanva suatu motivasi

dalam mencanai suate tuiuan vang telah ditetapkan.é

Mendasarkan pada uraian diatas dapat diartikan Eahwa
sEsEarang bertindak atau melakukan sesuatu karenas adanva
zuatu doronoan dari dalam dirinya. Menurut Wahjusumidio
dovrongan dari dalam ini adalah moativasi, yang merupakan
faktor pendorong yvang kuat karena adanya keinginan
Seseorang urntuk memperoleh ataw mencapai apa vang
diinginkarnnya., Faktor motivasi ini merupakan sesuatu
vang sangat penting, kasrena bisa marupakan sumbetr
enerpi  vang kuat, &kibat keinginan mampercleh  vyang

diidamkan.

Zeorang pakar lain, Argyris menyvatakan babhwa prilaku
dipengaruhi oleh beberapa variabel, vaitu psikologis
terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan
motivasi. Fersepsi disini diartikan sebagai peEmabanan

sggeorang atauw individu tentang sesuatu.

Fakar bomunikasi, Jalaludin rakbmat mendetinisikan
persersl sebagal  suwatu  pengalaman tentang peristivas

ehiek atauw hubungan—hubungan vyang diperoleh dengan

-

. . . no s 7 .
mernyimpullkan informasi dan menafsirkan pesan.’ Selanjutn

I

€. Wahyusumidio, Kepemimpinan dan Motivasi, Ghalia
Jakarta, 17987, hal. 177

ludin Rakhmat, Fsikoclogi Komunikasi, Remajia
dung, 1986, hal. &4 ~ &7
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sa oikatakan bahwa persepsi ditentuban cleh dua Ffaktor,

vaitu fakior persconal darm faktar situssionsl.

Faktor personal terdiri dari beberapa  unsur, misalnva

umsar  bio

)

ogis, dan sosiopsikologis vang terdiri dari
motiv, sikap, kebissaan dan kemauarn. ARdapun faktor
fungeional berasal dari kebutuhan, pengalaman, tham

unsur-unsuwr vang ada faktor dalam personal.

Sementara Gibson dalam bukunya menyatakan bahwa individu
vang berbeda akan melikat barang vang sama secara berbe-—
da pula. Qleh karena itu persepsi seseérang atas sesuatu
zkan  berbeda pula , terganturg pada orang itu sendiri.
Secatra lsngkap dapat ditulis sebagal berikut @ "persepsi
ialah suaty proses pemberian arti terhadap lingkungan
oleh sesedrang individu, Derigan demikian masing-masing
orant  memnberi  arti pada stimulﬁa, maka individu vang

herbeds kan melihat barang yang sama dengan cara YAng

&
herbeda“na

Dari definisi vang sudah dikemukakan diatas tampak ada
barmyak - faktor yang mempengaruhi persepsi SESesrang.
Menwrut definisi Krech dan Crutchfield, latar belakang
kultural mempengaruhi persepsi seseorang. BSelain itw
sudah umum pula diketabui bahwa keadaan skonomi mempen-
garuhi pula persepsi seseorang. Dengan kata lain pErsep—
=i  dapat pula dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi.

F&. Chapin. Mendefinisikan status so=zisl ekonomi ssba-

8. Ivancevich Bibson, Grganisasi, FPerilaku, Struk-
tur dan Froses. 1987, Erlangoa - Jakarta, hal. 53




&l posisi vang ditempati individu- ataupur keluargsa
berkenaan dengan ukuran rata—rata Yang  wimum berlaﬁu
untuk pemilikan kultural,pendapatan efektif, pemilikan
barang—-barang., dan Rarticipasi dalam aktifitas kelompok

dan komunitaanya.g

Secrang sosiolog , Darmansyah menyvatakan bahwa kebiasaan

Chidup dan cara berfikir seseorandg bukan merupakan suatu

hal  wvang datano dengan sendirinya, cara berfikir dap
kebiasaan SeERorang merupakan hasil dari proses  vyang
mambuat manusia menjadi selaras dalam hidup ditengah—

"
. )
tengah orang lain.tv

Menurut belisu dikatakan jugsa bahwa proses sosialisacsi
ini berlangsung melalui media sosialisasi, vyaitu ke—
luarga, sekolah, kelompok pergaulan, media massa dan

juga masvarakat.

Secsrang psvhkiater, M. Hasan Basri Saamin Dt. Tan Paria—
mar, mengatakan babwa untuk dapat memahami persensi
harus diketahui apa vang ada di dunias ini, vang terha-
dapnya akan diberikan jawaban (responﬁe}. Persepsi
adalah pesngalaman  tentang benda-bendsa dan. kejadian—
kejadian vang ada pada waktu itu. Didalamnya oleh sehab

i1tu, tidak’ temasuk benda-benda vang tidak ada atau

berada ditempat lain, benda~ bends yang dapat kita

7. karl Savalastooga, Deferensiasi Social, Bina
Aksara - Jakarta, 1989, hal. 26

10. Darmansyah M, Penuda cdan Sosialisasi, dalam
Ilmu Sosial Dasar (kumpulan Essei), Uszahs Masional — Ja
barta, 1984, hal. 84




sikirkan secara ielas, tetapi tidak dapat di  indersa
secara langsumg. Persepsinva pada dassinve adalah selalu
sustu  Jawaban terbadap suatu perubahan  atau perbedaan

dalam Hitaranll

B. FEMANDIRIAN {EMBAGA FENGADILAN

1. Masalah Kemandirian FPerngadilan di Indonesia

Urtuk  menjamin  obiektifitas dalam pemeriksaan suatu
perkara  diperlubkan adanyva suatu bentuk peEngadilan  yang
manciri terlepas dari  berbacai pengaruh, baik vyvang
sifatnya intern dalam pengadilanm ity sendiri mMaLpLin
ekstern diluar penogadilan (extra yvudicial). Sebagai
siuatu lembaga vang mempurnvai tugas dan fungsi mengadili

maka padanva diharapkan adanya sikap yvang tidak memihak

U]

tdar ikap vang objektif dalam menjialankan tugas dan
fungeinya tersebut. Sikap-sikap demikian dapat terwuiud
apabila ada Jaminan vang Jelas mengenai kemardirian

pengadilan  baik  itu bersifat yuridis, konstitusional

13

manpun iaminan dari pelaku utama lembaga tersebut  vaity

hakim.

Yana dimaksuwd dengan pengaruh vang bersifat intern dalam
pengadilan disini  izlah  pengaruh vang  berazal  dari
adilan ituw sendiri, misalnya perngsruh dari sesama

hakim di  pengadilan rnegeri, hakim pengadilan  Tinggi

11. H. Hasan Hasri Saamin Dt. T Fariaman, Fsi

kiater dan Pengadilan, Ghalia Indonesia, 1983, hal. &6

-
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mauoun Mahkamah Agurng. Jadi hakim sebagal pejabat  vang
diberi wewsnang memmerikaé dan memutus suatu perkara
tidak boleh terpengarubh oleh rekan sejawatnva  ataupun
FMakim lain vang berkedudukan secara struktural berada di
atasnva, misalnyva Ketua Ferngadilan Negeri, Hakim Tinggi,
ketua Perngadilan Tinggi, Hakim Agung dan Ketua Mahbkamah
Aogung. Dencan kata lain otoritas hakim dalam menialankan
tugas dan  fungsinya selayaknya dapat berjalan dergan

samestinva.

Apabila dilihat pada keterntuan yang berlaku, maka secara
vuridis hkonstitusional masalah kemandirian ﬁengadilan
telah dijamin dalam Pasal 24 dan Fasal 2% D 45, %48 Ix
tentang FKekuasaan Kehakiman vyang menyataks. sebagai
vrrilkut s -

"Fasal., kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mabka—
mah Agung dan lain-lain béddan kehakiman menurut
undang—undang (ayatil)). Sedang ayat (2) menyata—
kamn susunan dan kekuaszan badan~badan kehakiman
itw diatur dengan undang-undang. Pasal 25, syarat
syarat untubk meniadi dan diberhentikan sebagai
hakim ditentukan dengan undang-undang”

Ferjelasan kedus pasal tersebut menvatakan, bahwa kekua—
saan  kehakiman  adalabh kekuasaan yag merdeks, artinya
terlepas dari peEngaruh kekuasaan pemerintah.
kemudian pada pasal 1 undang-undano pokok  kekuasaan
kehakiman dissbutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah
merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk  menye-
lenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan  kesadilan
demi terselenggaranva Negara Hukum Republik  Indonesia.
Lebib  landjut dalam pasal berikutnya dikatakan "Penye-
lengoaraan hkehuassan kehabkimarn, diserahkan kepada badan-
badan peradilan dengan tugsas pokok untuk menerima, memer-—

iksa dan mengadili serta menvelesaikan setiap perkara

44




vang diajukan keoadanva." (pasal 2 avat 1)

Dari hketentuan tersebut nampal bahwa pada hakekatnva
kekuasaan peradilan dikonkritkan melalui lembzaga penga-
dilan. Secara lebih konkrit lagi dalam menvelesaikan dan
mengadili setiap perkara. untuk menegakan  hukun  dan
keaﬁilan yang diajukan kepadanya, semuanva itu pelalksa~-
naannva ' terletak dipundak hakim. Daﬁatlah dikatakan
digini, bahwa hakim merupakan “figur® dari hukum dan
keadilan atauw sering kali orang mergatakan, bahwa hakim
dalam melaksanakarn fungsi peradilan  adalah merupakan

bentena terakhir dari keadilan.

Jadi delaslah dizini derpan melihat pada ketentuan-—
ketentuan diatas, secara yuriﬁis komnstitusional penga-—
dilan melaluil figur hakim dijamin kemerdekaannva. Hanyé
sgiauh mana kemerdekaan yang dimiliki pengadilan dapat
berialan  teroantung pada ketentuan-ketentuan lain vang
mempunvai  kaitan dengan pengadilan. Mengenai adanyva
peraturan  lain vang secara tidak langsung mempengaruhi
kemandirian lembaga pengadilan ini dapat dilihat pada
pendapat Sutan Remy Byahdeni ketika memberikan kuliah
wnumrva di Undip pada tanggal 10 April 1997, mengatakan
:  "Ketentuan rahasia Bank di Indonesia merupakan salah
satu ketentuan rahasia vang paling ketat di dunia”.
Selanjutnya  beliau menoatakan, “begitu ketatnya keten—
tuan rahasia bank di Indonesia, sampai-sampai hakim vang
harus memeriksa dan mengadili suétu periara pidana harus
terlebih dahulu mempercleh ijin dari menteri kKeuangan
sebelum hakim = vang bhersanghutan cdapat meminta

keterangan—keterangan dari bank yvang bersangkutan menge-




nai keadaan keuangan dari nasabah bank ity yvang sedang
diadili. Hakimnva vang rungsinva adalah untuk menialan-—
kan dan menegakkan hukum, seharusnya bebas dalam menia—

lankan tugasnya”lz

Di  atas telah dikatakan bahwa bkemandirian pentadilan
secara  konkrit berada ditanoan hakim karena ditangan
hakimlah produk-produk hubkum dari lembana pengadilan
berupa keputusan (vonis) ditetapkan. Jadi kemandirian
pengadilan dapat diuji melalui para hakim didalam menja;
tuhkan utusannva apakah betul-betul bebas atauksah
sebaliknya. Dalam heputusan pengadilan akan tercermin
sikap mandiri dan tidak memihaknva hakim terhadap kasus

vaneg diperiksanva.

secara Tormal hakim adalah satu, vaitu hakim sebagaimana
dimaksud dalam UU No. 14 Tabhwn 19270 tapi secara sosiclo—
wis tidaklah dapat dikatakan demikian. Secara sosiplogils
nakim adalah bermacam-macam sesuai demngan jumlah  hakim
itu sendiri, karena pada hakekatnva mésingbmasing Chakim
maempurval kualitas vang berlainar. Bervariasinva Jenis
hakim disebabkan oleh latar belakang budaya, sosial,
ekonomi masing-masing hakim. Tentu saja kondisi demikian
mempengaruhi  sikap hakim dalam melaksanakan  tucasnya
vaitu menerima, memeriksa dan memutuskan suatu  senpketa
Pubkum.  Sehingoa pada akhirnva kondisi  tersebut  akan

mempengaruhi kemandirian hakim dalam posisinysa sebagai

1Z2. Sutan Remy Siahdeini. Beberapa FPohkok Pikiran
flengenai Reformasi Hukum Ferbankan Indonesia,. Makalah
di sajikan dalam kKuliah Umum Fada Universitas Diponegoro
Demaranyg pada tangoal 10 April 1997, hal. =2
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seiabat  vanpg diberi kewenanoan untuk memutuskan suatu

peErkara secara cbiektif dan tidak memitak.

Disamping adanva ijaminan kemandirian varg diberikan
kepada pengadilan namun secara vuridis konstitusionalpun
apabila dicermati sebenarnva banvak kendala yang justiu
mempengaruhi kemandirian pengadilan. Fernyataan demikian
dapst dilihat melalul sistem kekussaan hehakimarn -yang
dianut di Indonesia. Tak dapat dipungkiri juga terhadap
hukum  vang akan diterapkan kadangkala sudah menunjubkan
keberpihakannva pada aclongan tertentu vang ada didalam
masvarakat. Fada masvarakat vang komplek ssjak pembuatan
hukumnya, penaaruh dari struktuﬁ kekuasaan telah mulai
bekeria. Dalam pembuatan hukum ito pihak yang diuntung-

kLar  adalah mereka  vano lebih kaya vang aktit dalam

i

kegiatan—kegiatan politik. FPara raja, perusahaan~-perusa-
haarn besar akan ﬁenikmati kebertasilan mereka dalam
menelorkan  undang-undang yang menguntunghkan meraka,
cebaliknva kepentingan—kepentingan dari rakvat biésa

akan dikesampingkan, atau burang mendapat penekanan.lJ

UUD 435 varng merupakan landasan konstitusi negara kesatu-—

an Republik Indonesia, mengenal beberapa lembaga atau

1%, Batjicto Rahardio., Hukum dan Masvarakat,
Masalah Fenegsksn Hubum Sustu Tiniauan Sosiclogis., Ban-

—

dung = Bimar Baru, tanpa tabkun, hal. 57
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TuEUNan kekuasaan. HMasino-masing lembaga Lekuasaan
tersebut  mempunval  tugas  dan wewesnang  vang  berdiri
sendiri, sekalipun setara ekstrim UUD 45 tidak menoenal
pemisahan kekuasaan (separation of power) vang mutlak,

sebagaimana halnya denogan doktrin trias politica dari

Monmtesqueu.

Secara sistematis bkehuasaan  lembaga negara menurut
D 45 dapat dibaoi dalam dua kelompok vaitu:
a. Lembaga Tertinggi Negarsa
Lembaga Tertinggi ‘Megara hanva terdiri dari
satu, vakni MPR  (Majelis Fermusvawaratan Rak-
vat),., vang memegang kedadlatan tertinggi di
Negara Fepublik Indonesia vang bertindak se—
bagai @
- Femegang kedaulatan rakvat tertinooil
- Mensntukan Saris-Garie Besar Haluan Negara
{ GEHN) |
- Memilih dan mengangkat Fresiden sebagal man-—
dataris MPR, serta memilih dan menganokat

wakil presiden.

. Lembags Tinggi Negars
Lembaga Tinggi Negara ini terdiri 5 badan vand
masing-masing berdiri sendiri  walaupun tidal
serara ekstrim teriadi pemisahan kekuasaan
diantara satu lembaga dengan kLekuasaan
vang lain setiap Lembaga Tinggili Megara ber-—
vedudukan sejajar dalam mengemban  tugas dan

wewenang kekuasaan  yvang diberikan uln - 435

kepada tiap lembsga, yvand terdiri daril s




~ Fresiden

= Dewan Ferwakilan Rakvat (DER)
= Mahkamah Saung (MAY

= Dewan Pertimbangan “Agunag (DFA)

= Dewan FPemerikssa Feuangan

Fresiden

I
D
i
i
[En]
a4
,.:

Mandatarise MPR MEmEgang kekuasaan
tertinogi badan eksekutif atau pemerintah. Dalam melak-
sanakan fungsi dan kekuassan eksekutif, Fresiden dibantu
oleh  menteri-menteri. Fara menteri diangkat dan diber—
hentikan oleh Presiden serta bertangoung jawab terhadap
Fresiden. Sedangkan Dewarn Ferwakilan Rakvat berangoota-—
kan wakil-wakil rakvat vano dipilih melalui pemilu vang
dilaksanakan lima tahun sekali. DFR bertindak dan meme-—
Qano kekuasaan dihiéang pembuatan uwndang~undang bekeria
sama dengan kekussaan eksekutif vaitu Fresiden. Eemudian
M& bertindak sebagai badan atau kekuasaan kehakiman atau
sebagal  badan  vudikatif vang memegang kekuaszan keha-
kiman. Adapun DFA anggotanva terdiri dari wakil aolongan
atau daerah vano diangkat Fresiden vang bertugas memberi
nazehat dan  pendapat, béik diminta atauw tidak kepada
Fresiden. Selaniutnva BFE bertucas melaksanakan kekus—
saan pengawasan dan penelitian dan melaporkan pemelitian

AFBN kepada DFR.

Melihat pada susunan lembaga—lembaga tingoi dan terting-
ai negara | serta Wwewenang vyang dimilikinva maupun
bubungan  antara lembaga-lembaoa terszebut sebaogaimana
diatur dalam UUD 45 sebenarnva sudah menuniukan bahwa
ekhsekutif mendominasi berbsgai kekussaan Vang ada, baik

itw vudikatif maupun legislatif. Kordisi demibian dapat




zimakiumi merginoat Indonesia tidak mengarnut trias poli-

tika mutialk sebagaimana telah giuraikan diatas melainban

pembagian  kehkuasaan, sehingga hanva sehedar menun jukan

batas wilavah kewenangan vang dimiliki Masing-masing

bebuazaan, hal tersebut senada dengan pendapat QOemar

Bene Adiie vang menogatakan
"kebebasan hakim pada sava bukanlah soal trias
politica bukanlah sgal ‘seperation des pa-
vuoir" bukanlah soal isolasi vang mutlak dan
conplete antara suatu bagian dengan wvang
lain. Ta sekedar merupakan suatu " distinc-
tion of powers", suatu "divieion of powers"”
antara kekuasaan— hkehuasaan itu ia MENCoam-
barkan dan menentukan suatu ares dengan
lingkungan kewenangannyva, vang tidak boleh
gilanagar atau dimasuki kekuasaan lain.
Trias politika dalam bentuk aslinva dan
dalam interpretasinnva yang ekstrim, banwa
harue  ada suatu  isolasi vang total dalam
ketioa kekuasaan., telah lama ditingaslian.
Bagaimana juga dalam pengertian luas. bahwa
prinsip kekuassan - kekuasaan itu harus ada
dalam tangan VEng berbeda -~ beda “Dis-
tincthandsg" tidak dalam suatu  tarmgan itu
diterima konstitusi-konstitusi modern. Dan
salah satu maksud konstitusi onalisme adalah,
bahwa pengadilan harus bebaz dari pengawﬁsan
pengaruh dan campur  tanoan  dari  kekusasaan
lain—lain. "t~

Disamping itu, dari status personil  hakim menuniukan

pla  bahw

w

secara psikologis eulit bagi seorano hakim
untuk  betul-betul bebas tidak tergantung pada pitak
lain. karena disatd sisi hakim secars teknis cperasional
tergantung  pada Mahkamah Apuno sedangkan di  sizi lain
valtu secara finansial. administrasi  dan tepangkatan
herada  di bawah menteri kehakiman vamg notabene adalah

pembanty  Fresiden. Oleh karenanva sangat tepat bila

1i. Uemar Senc Adiie dalam Nanda Agung Dewantara,
Maszlah Kebebasan Hejim dalam Menangani Ferkara Pidana,
flhsara FPersada. 1987, hal. 29
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oikatakan’ =ecrang hakim kepalanva berada di Mahkamah

Agung  akan  tetapi perutnva berada di Departemen Keha—

Demikian jugé gengan sifat simpel dan fleksibelnva
UUD 45 vang hanva mengatar pokok-pokoknva saia menoenai
kehiéupﬁn.negara, makea apabila ada kekurangan dalam hal
pelaksanaanvya, negarsa dapat mengaturnva melalul
peraturan perundangan dibawabhnva. Dengan adanva hkemung-
kinam tersebut secara potensial dapat dibuat vndanag—
undang  tertentu vane dapat menouranoi kebebasarn  hakim.
bebagai contoh undang-undang perbankan vano di kemukakan

oleh Butan Remy Svahdeni di muka.

Dalam kaitan dominasi kekuatan eksekutip terhadap kekua-—
gzan  negara  ini Moch. Mabhfud MDD mengatakasn FPresiden
merunakan  pemegang kekuasaan politik vang paling besar
karena, minimal, empat alasan pertama, FPresiden itu
sendiri merupakan setengah dari seluruh kekuatan legis-
latif, kedua, Fresiden adalah panglima tertinggi ABRI
vang merupakan salah satu kekuatan dominan di Indonesia,
ketiga, Fresiden (Boeharto) adalah ketua dewan pembina
GOLKAR  wvana marupagan fraksli vang mencuasai mavoritas
kursi dilembaga permusvawaratan / perwakilan, dan  keem-—

pat, Fresiden menguasal angoaraan belanja negara.14

Dengan adanva dominasi kekuaszaan eksekutif vang becitu

i4. Moh. Mahftud MD., Demchratiseasi Dalam ranchks
Fembznounan Hukum vang Responsif, Makalah dalam Seminar
dan pemberntukan Azosiasi Fengajar Sosiclooi Hukum se-—
Indonesia. Fakultas Hubkum Undip, 1994, hal. 10
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pesar secara Taktual sangat sulit bagi lembaga pengadi-

lan  untuk melakukan obiektifitas (menuniukan kemandir-—

iani dalam memeriksa suatu sengketa  bukum  khususnva
apabila salah satu pihak adalah pemerintabh (eksekutif).

Walaupun secara vuridis ohbjektifitas hakim dalam

memeriksa  perkara telat dijamin oleh Undang—-Undang No.

14 tahun 1970 tentang Fokok-Fokok Eekuaszsan Kehakiman

sebagaihana telah diunghkapkan diatas. fgar lebih ielas

lagi dapatlah dikemukakan beberapa pasal-pasalnya maupun

penielasan umumnva vang pada pokoknva nenentuban i

#. Diwajibhkan supava pemeriksaan dilakukazar dalam sidang
terbuka wuntuk wmum oleh seburang—kuranognyva tiga
hakim kecusli apabila undano-undang menentukan lain.

B. Diwajibkan kepada hakim vang masih terikat dalam hu—
bungan kekeluargaan tertentu dengan tertuduh, ketua,
hakim angoota lainnva, jaksa étau panitera dalam sua-—
tuw  perhkara perkara tertentu untuk  menoundurkan diri
dari pemerikzasn perhara itu.

w. FPamberian bantuan hukum kepada tersangka terutama se—
meniak sesecrang dikenakan penanghkapan dan atau pe-
nahanan .

¢. Diadakan kemungkinan untuk mengganti kerugian sefta
rehabilitasi seorang yang ditahan, dituntut ataupun
diadili tanpa alasan vang berdasarkan hukum ataw ka—
rena kekeliruwan orangnya atau hukum vang diteraphkan-—
Y& .

. Feradilan dilakukan demi "Fetuhanan Yang Maha Esa".

. Fengadilan mengadili menuwrut hukam denogan tidak mem—
be=dakan orang.

@. Bemnta mitusan pengadilan hanva sah dan mempunvai ke-

tuatan bukum jika diucapkan dalam sidang vang terbubka
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putusan penoadilan selain harus memuat alasan—

[t

lasan dan dasar-dasar putusan itw, duoga harus memuat
pazal-pagal tertentu dari reratuwran-peraturan yvang
bersangkutan atau sumber Rukum tidak tertulis vamg di

jadikan dasar untuk mengadili.

lain  halmnva dalam suatu suatu kasus antar pihtak tanpsa
ada keterkaitan dengan remerintah, disini moral dan
integritas hakim sangat menentukan dalam meEnjamin objiek—
éifitas pemeriksaan  suatu  perkara. Integritas hakim
dizini dimakeudkan sebagai integritas hakim terhadap
tegaknyva  hukum dan keadilan. Dengan demikian moralitas
darn integritas serts komsistensinya hakim terhadap hukum
dan keadilan adalah merupakan jaminan kemandirian hakim

tdalam menialankan tugas dan fungsinva terssbhut.

Yebebasan dan  kemandirian hakim marupakan asas  vang

ﬁaling utama dalam kekuasaan peradilan. Hal ini diaﬁur
dalam Fasal 1. Fasal 2 avat (1) Undang-Undarmg No. 14
Tahun 1970 sebagaimana telah disebutkam di atas. Sedang—
kan dalam Pasxl 4 ayat (3) dikatahkan, bahwa seQala
campur  tangan dalam wrusan peradilan oleh pihak-pihak
lain diluar kekuasaan kehakiman dilarana. Dari ketentuan
pasal—-pasal tersebut dapat diartikan bahbwa hakim  bebas
urntuk  dan  dalam memeriksa dam mengadili. Jjadi disini
hakim mempunyai kebebasan untuk menilal  pembuktian,
pebhas  dalam mensntukan hukumnya. bebas dalam mengambil

Leputusannya sarta bebas dari campur tangan  pihak

ghetra vudisisgl. -
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o laniuwt  apabila dilihat pada ketertuan FPasal 27

=h

=

|
Undana-indang No. 14 Tahun 1970 sehenarnva hakim mem-
punval  kekuasaan vang cukup luas dalam menetapkan  hu=-
kumriva  suatu  senoketa karena dalam bketertuan pnasal
tersebut  hakim selaku penegak hukum dan keadilan diwa-—
dibkan  untuk mernggali, mengikuti dan memahami nilai -
nilai hubum vang hidup dalam masvatrakat. Femudian hkebe-
ba=an  hakim untuk menetapkan hukum terhadapn suatua
pEerkara maﬁemukan landasannya vang lain dalam penjelasan
Fasal 14- Undang-Undana tersebut, vaitu hakim waiib
menggali  hukum  tidak tertulis untuk memutus, apabila

tidak ditemul adanyva hukum tertulis.

Mengacu pada ketentuan FPasal 27 dan penjelacan pasal 14
U No. 14 Tahun 1970 di datas nampaknva pengaruh sistem
fakum Yanolo saxon” pun mulai berpeﬁgaruh dalam lembagsa
pengadilan  karena dengan ketentuan tersebut hakim mem—
punvai  kekuasaan cukup luas dalam  menetapkan hukumnya
suatu  sengketa karena dalam kententuan pasal  tersebut
hakim selaku pernegak hukum dan keasdilan diwsajibkan umtuk
meEnggali, mengikuti dam memahami nilai-nilai hukum  yang
hidup dalam masyarakat. Dengah ketentuan tersebut hakim—
purt  mempunvai kebebasan  untuk  mensmpukan hukum  dan
akhirnyva menterapkannyva sebagai keputusan. Kondisi demi-—

kian adalah merupakan ciri dari eistem  hubum  “anglo

saxan” dimana Inogris sebagai suatu negara yang secafa
klasik dijadikan contoh penganut sistem ini menempatkan
Ycommon law”  sebagail sumber bukum yang utama.  vaitu
hkum vang bersumber pada kebissaan ataw adat istizsdat

vang dikembangkan.
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aimana diketahui dasar sistem hukum di Indoresis

U
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=

ala

“sistem hukam kontinentsl?. ini m&rupakan konse—

kuernsi logis dari seiarah Indonesia vanco merupalkan bekasz

fr,

aiahan pemerintah Kolonial Belanda, walaupun pacls
dasarnva sistem vang asli adalah sistem hukum kebiassan
karemna sebelum Relanda meniaiah regeri  ini sebenarnva
Mikum  demikian sudah ada di Indonesia. Dalam rerkem—
bangannva sistem hukum varg asli tersebut sempat terhen—
i  idevelopment farrested) secara paksa kharena diterap—
kannva sistem hukum Eropa Kontinental oleh pemerintah
Hindiz Belanda. Dencan demikian dapatlab dikatakan bahwa
sisten huﬁum di Imndonesig tidak sepenuhnya  menganut

siztem hukum kontinemtal.

Fondisi demikian membawa konsekuensi terhadap penerapan
darn  penegakan hubkum, karena di saty sigi hakim terikat
secara hkaku kepada kepastian Rubkum yang mengutamakan
asas legalitas disisili vang lain hakim menpunyval peluang
untuk  menetapkan  huokum vang lebih mengutamakan  hukum

vang hidup dalam masvarakat.

Dalam kaitan disini Sudikno Mertokosuma berpendapat,

bahwa kebebasan hakim merupakan dambasan suaty bangsa.15

m

ahlkan FER vang merupakan badan  dunia mengakui pula

41
.

anya  asas pengadilan vang bebas dan  tidak  memihak

ebagaimana terlihat dalam article 10 UDHRL® vang bear-—

4]

1%. Sudikno Mertokusuma, Femantapan Sistem Fera—
dilan. Makalah dalam seminar menyongsong Fembangunarn Huo-
kum dalam Era 2000, Semarang, 12 — 13 Agustus 1994, hal.

-

16. Nanda Aogung Dewantara, Op Cit, hal. 26 - 27
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Durwis
YEvervane is entiviesd in Tull egqualitv to Fair
&nd public hearing bv an in dependent ans im-
partial tritunsl. in the getermination of his
right a&nd obliocation and of any criminal chzarge
KFaints him”
Febebasan  hakim  disini tidaklah mutlak. Secara makro
kebebasan bakim dibatasi oleh sistem pemerintah,. sistem
politik, sistem ekonemi dan sebagainva. Secars mikro i
Indonesia kebebasan hakim dibatasi oleh Fancasila,
Undano-Undana Daszar. Undang—-Undana, ketertiban  umum,
kesusilaan, kepentingan atauw kehendak para pihalk. Dengan
uraian ini j=las terlihat apa yang telah penulis uraikan
di  muka bahwa secara palitis pemerintah {eksekutip)
mempunyéi pengaruh psikologis terhadap kemandirian hakim
karena dalam Undang-Undang Dasar sendiri jelas terlihat
doeminasi eksekutip, terhadap lembaga—lembaga negara vang

lain.

Disamping itu undamg-undang yvang juga merupakan salah
satu rambu basol kebebasan habkim, seperti telah dikatakan
oi etas dalam kondisi tertentu kandanakala menunjukbkan
Letidak netralannva karena Qndahg—undang yvang nota bene
merupakan  produk lembaga  legislatif pada kakekatriys
merupakan suatuw kompromi atauvpun hasil pertarungan  dari
bekuatan—kekuatan palitiﬁ maupun golongan vang ada  di
dalam lembaga tersebut vang secars politik diksatakan
mewakili masyarakat sscara umum. Dan  pada WMLIMA Y& o
golongan vang adae dalam masvarakat yvang mEmpunyvyai kemam—
puan  melakukan negosisasi kepada lembaga tersebut pada
akhivnva akan memenangkan dalam memperivangkan kepsr-—
tingannya, sebagail contoh dalam pembahasan undarg—undang

ketenaga keriaan tampak disitu terjadi pertarungan

wié




i.

mntara hecentingan pekeria dan penausaha.

Secara  umum pernausahsa mempunyal banvak fasilitas  wntuk
mEnembus lembagas tersebut dibanding pekeria, sehincoga
tidak perlu diherankan apabila banyak pekeria dalam
menvalurkan aspirasinya terhadap wndang-—undang Yang
mengatur ehkeistensinva badanckala dilakubkan melalui
jalur di luar mekanisme vang ada, misalnya unjuk rasa.
Demikiarn pula dencan undanguuﬁdang kepolisian yvarng baru
saja disahkan menjadi undang-undang tampak adanva kepen—
tingan polisi vang diperjuanakan dalam melakukan C b
gasnya meskipun  Secara umum kewsnangan vang dimiliki

polisi disitu dapat melanggar hak asasi manusia.

Chambliss dan Seidman dalam hal ini mengatakan i

"Bamakin tinggi kedudukan sesuatu kelompok itu
secara ekonomi maupun politik, semakin besar puila
kemurngkinannya babwa pandangan serta kepen—
tingannya akan tercermin didalam hukum.

Dengan adanya rambu-rambu hukum dalam memeriksa dan
memutus suatu perkara berarti hakim terikat pada keten-
tuan—-ketentuan hukum  tersebut, padahal sebagaimana
dijelaskan diatas bahwa hubum (?aca muhkum _tertulia)
m@rupakan  hasil kompromi dari konflik yang ada dalam

asyarakat vang kemudian ditetapkan dan dilegitimasi

3

ebagal hukum formal oleh lembaga legislatif. Apabila

i

akum tersebut cenderung memenangkan kelompok  tertenty
talam masvarakat, hakimpun akan terikat untuk memutus-—

kan demikian. Secara lebibh jelas Seidman menquraikan

17. Batiipto Rahardio, Hubum dan Masvarakat, Sng-
Kasa - Handung, 1980, hal. 41




ekerianya  hukum  tersebut dalam masyarakat s&h i

brerdikut:

Umpan balik

o
[in]
0

ig

Faktor—-faktor
shsial dan per—
sonal lainnva

Lembaga
Fembuat
Feraturan

¥
l.embaga
Fenerapan » Femegang
4 —’ - -
Feraturan Faranan

AktifTitas
Fernerapan

Faktor-faktor
sasial dan per-
sonal lainnva

Faktor-faktor
sosial dan per-
sonal lainnyva

Diehnya bagan itu diuraikan didalem dalil-dalil sebagai-

beribkut @

1)

Setiap peraturan hukum memberi tahu tentang bagaima-
ha semeorang pemsganyg persn {(role occupant)  itu di-
harapkan bertindak

Bagaimana Sesecrang pemegan peranan itu akarn bher-
tindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hokom
meardpakan fungsi peratufan—peraturan vang ditujukan
repadanys sanksi-sanksinys, aktivitas dari lembaga—

lembaga pelaksana serta keseluruhan komplek kekuatan

18. Ibid, hal., 27 - 28




zosial, politik dan lain-lainmnva mengenal dirinva.
{2) bBagaimana lembangs - lembana pelaksanas ity ahén bar-
tindak sebagal respon terhadap peraturan Mukum
merupakan  fungsi peraturan — peraturan hukum vang
dituiukan kepada mereska. Sanksi —ganksinva, kesg-
Lurihan komplek ketuatan—kekustan sosial, politik
dan lain~lainnya Yana  mengenal diri  mereka serta
Umpasn-umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
14) Bagaimana vembuat untdang—undang  itu akam bertindak
merupakan fungsi peraturan*peraturaﬁ vang mengator
tinghkah  laku mereka, sanksi—sankéinya, keseluruhan
komplek kekuatan-kekuatan sosial, politik idinlogis
gan  lain-lainnva Yang mengenal diri mereka serta
umpan-—umpan balik vang datang dari pEmeEganyg pEra—

nan serta birokrasi.

ari  kutipan diatas dapatlah diketabui, babwa setiap

#ggota masyaralkat sebagal pemegang peranan ditentubkan
L.

ingkah  lakunva aleh poia peEranan yang diharapkan dari
padanya baik oleh norna-norns Bukum mauwpun éleh kebuatan
kekustan  diluar  hukum . Termasuk pula perilaku  hakim
dalam menialankan pRrrannya tek lepas dari pola~pola yvang
te=lah ditentukan cleh hubkum  maupun  oleh kekuatan—

kekuatar  diluar hukum, dengan kata laim  hakim dalam

menialankan fungsinva memerikes .dan  memutus  sSuaty
perkara tak dapat . menghindar dari adanya peshgaruh-
peEngaruh tersebut sehingoa dapat mengurangi kebge

hasannva.

#lanjutnva Sudikno mengatakan  bahwa dalam kenyataannva

£H




| A SEWAas&  1ni hakim tidaklah bebas  dengan pembatssan
: Fancasila dan lainnva. Tidak gedikit terizdi Camour
f tangan  dari pihak  luzer kekuasaan ‘kehakiman ., Campur
| tangan  dari Pihak vudisial atau intern penoadilan vang
% berups tekanan—tekanan, provokasi, surat sakti dan
sebagainva dalam memetriksa dan mengadili suatu
; perhara,membuat  bBakim tidalk tenana  dalam menijalankan

tugasnya.ig

Jaminan ketenanoan dan keamanan bagi hakim Liranya
sangat diperlukan agar  hakim sungguh—sunaguh - dapat
menialankan tugasnya dengan hebas tanpa dipengaruhi
pihak eksrta vudisial berdasarkan hati nurani dan  bkeva-—
Einannyva. Ia  harus dijamin rerlindungannys terhadap
tekanan. ancaman  dan teror. Menurut Sudikno 3 auna
! menangani potensi Campur tangarn pihak ekstra yudisial
terhadap peEngadilan diperlukan pengaturan mengenali

sankel  terhadap campur tangan dari pihak ekstira udi—
= f ) !

Larangan campur tangan tidak hanva berlaku bagi pihak
é lusr kebuasaam kehakiman saja tetapi hetentuan larangan
| Campur  tangan kiranya berlaku bagi hakim, vang berarti
| bahtwa hakim waiib menalak CampLr Eangan dari luar kekus-—
| sazn  kehakiman. Jaminan berupa rumah, kendaraan atau
gaii  tinggi tidaklsh cukup meniamin ketenangan mengha-—
dapi campur tangan pihak yudisial. Larangan campur

tangan saija kiranvya belumlah cubup kalau tidak disertai

19. Sudikro, Op Lit, hal., =

20, foc it




Eanksi, terutama  bagi hakim. Sankei, dalam hal ini
ggCcara  tidak langsung akan melindungi hakim terhadap
campur tamgan pihak luar kekuasaag kehakiman. hkarema ia
dapat berlinduna di belakang sanksi, untuk menclak

campur tangan.

Dalam hal integritas hakim memeriksa perkara secara
obhigktif masalah campur tangan dapat saja teriadi  bahwa
pribadi hakim itu sendiri vanag memang sengaja mau dicam—
puri  ataw dipengaruhi melalui kolusi, konspirasi, dan
lain  sebagainva. Menurut Sudikno hal ini tidak dapat
sepenuhnya dipersalahkan kepada hakim, karena peradilan
merupakan  siztem vang melibatkan banyak pihak ¢ Hakim.
panitera, pengacara, para pihak, jaksa. Kalaw tidak ada
yang  menawarkan (pars pencari keadilan, pengacara  dan
sebagalnya) tidak &akan terjadi suap ketuall apabils
hakim vang meminta, itupun masih tergantung kepada yarg
diminta maw atauw tidak bsik atas permintaan  hakim
madpun atas tawaran pihak lain., kalauw hakim akhirnyvya mauw
menerima (diswap), kedua perbustan itu merupakan perbua-

, 21
tan tercela.”

Selanjutnva Sudil--:.nc:nEE mengatakan babwa untuk meningkat-
kan  integritas kecuali apa vang telah dikemukakan dia-
tas, perlu kiranya meningkathkan jugs kewaspadaan, akti-
fitas pengawasan dan pengetahuan para hakim  perogawas

serta secars konsisten menindak setiap pelanggaran.

Jangan terlalu gegabah menganggap sesuatu  pelanggaran

21. Ibid, hal. 4

22, Lloc it




zmbagal “hanve sebagai LDeEnvimpahgan prosedur?.

Akhdirmnva dacatlab diartikan mengenai kemandirian lenbags
pen@&dilaﬁ di Indonesia secara konkrit ditangan para
hakimnva adalah terganturng pada konstitusi maupun perat—
wran vang  mengatur tentang  lembaga perngadilan  serta
Fambu—rambn vang  harus dipatuhi cleh hakim ditu, juos
tergantung pada moral, integritas pribadi para hakim itu

sendiri dan konsistensinva terhadap hukum dan keadilan

Beperti dikatakan di atas hakim tidaklah mEmounyal kebe-
bazan mutlak melainkan ada rambu—rambu  tertentuy vang

hartus dilbuti hakim dalam memerikes suatu perkara, namun
apakah rambu-rambu tersebot dapat menghambat hakim dalam
melakukan  kreatifitas., inovasi dalam memeriksa suatu

perlkara  adal

iy

hatimnya serta konsistensinya terhadap hukum dan  ksadi-

lanm.

Disamping itw  rambu-rambu sangatlah diperlukan  untuk
mencedal  timbulnva kesewenang-wenangannya vang secara
poternsial ada di tangah'para hakim. Tidabk di  patuhinva
rambu-rambu oleh hakim dapat menimbulkan suatu keputusan
vang di paksakan. JE. Bahetapy dalam hal ini mengatakan,
beberapa rambu negara hukum tidak di terapkan di Indone—
sia. Ind berakibat terjadinya proses “pembusukan” dalam
masvarakat termasuk  pembusukan lembaga peradilan ity
sendiri lembaga peradilan  bukan =aja  tidak mandiri

meElainkan telah 4i kebiri.

Menurut Bahetapy, sebagal negara bubkum seharusnya setiap

b tergantung pada  moral  dan integritas




=rang meEmpunvai kedudubkan vano sama didepan hukum atau
tidak ade seseorasnopun diluar Jangkauvan hukum. Namun
dalam kenvataannva, masih ada warga negara  Indonesia
vang  tak  terjiamah  hubkum. Meski orang itu melakukan
relanaoaran  tetap tidak pernah di adili. Rambu negara
hukum  vang lain vana tidak diterapkan adalah mEngensl
kemandirian lembaoa peradilan. Dengan mengacu  pada  UU
Ne.14 Tahun 1970 Sahetapy mengatakan  bahwa seharusnva
lembagea peradilam itu mandiri untuk menegakan hukum dan
keadilan. Tapi dalam praktek, secara formal telah terli-
hat bahwa peradilan memang telah menegakan hukum. Tetapi
secars materiil, masih sering tidak memperdualikan hulkam

. o7
dan mencampakan kesdilan .

Fhusus vang berkaitan dengan asas persamaan dalam  hukum
ini secara tegas telah diatur dalam Fasal 27 ayat (1)
LD 45 vang mengatakan pada pokoknya setiap orang meEm—
punvali kedudukan vyvang sama di  depan hukum, kemudian
diperjelas dalam penjelazan umum UUD 4% yang meﬁgatakan
"Dahwa setiap wargas negara bersamaan tedudubannyva di
dalam hukum  dan pemerintahan. zerta wajib menjunjung
hubkum dan pemerintaban itu dengan tidak ada kecualinwva®.,
Dari kententuan tersebut jelas bahwa tugas untuk mercip—
takan adanya persamzan hvkum adalah tugss dari csetiap

warga negara, setiap peneyelenggara negara, setiap

lembaga bkensgaraan dan lembaga kemasverakatan baibk  di

puwsat maupun di daerah.

Termasuk pula lembaga negara yvang mempurvai kekuasaan

-

ZE. Kompas, 19 Juni 1997, hal. 3
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nntuk mengadili vaituo pengadilan pun  harus memegang
Tequh  asas tersebut dalam menialantan tugasnva. Namun
dalam hkenvataan seperti digambarkan oleh Sshetapy di
atas lembaga ini =ering tida& mempedulikan hukum  bahkan
mancampakkan  keadilan. Demikian pula dari penelitian -
penelitian vang ada sering di dapat suatu kesimpulan

bahwa @ mereka vann berasasl dari linghungan -~ lingkungan

Vah

13

lebih  rerndah rata- rate mendapat perlakuan vang

lebih jelek dibandingkan dengan mereka vang berasal dari
.3

lingkungan - lingkungan vang lebih tinggi".“q Urtuk

itulah moral dan integritas hakim sangat diperlukan guna

menegakkan hukum dan keadilan tersebut.

Adapurn  vang dikatakan, diinginkén dan dijanjikan oleh
peraturan hukum mengenai keadilan, pada akhirnya proses
di pencadilan  itu berlangsung dalam masyvarakat.
Misalnya, kalauw dilihat dari ketentuan vang ada dalam
Rukum formil dan hukum materiil, maka disitu dikesankan
bahwa hukum sudah befbuat adil dengan memberikan hessm-—
satan sama dengan sekalian arang untuk mengounakan hukum
tersebut. Jadi tidak ada diskriminasi. Tetapi hbegitu
dihadapkan dalam praktebk penegakan bukum di  medan @ma-
gsvairakat dan kenvataan hidup sehari-hari, maka sszogers
dihadapkan hkepada suatu masvarakat vang terdiri  dari

orang-orang vang tidak sams kedudukan dan potensinva.

Dan mereka itulsh vamg nantinva akan mengounakan “hudum

vahg han figkriminagtiTY itu. Dalam konteks sosi=zl Y&MNg

P4, Foeslan SEzxleh. Benarkah Feradilan Pidana rMen—
i amaan dalam Persrapan Hokum, Makalah

0
th
b
n

cerminkan Keti
1225, hal. &




Zemikzan ztu. maka  Yhubuws vang FiskriminatiT®  alan
merghssilkan output vang diskrimimatif. Apapun juga vang
dikatakan oleh hukum. selams medannva seperti itu, maka

vang  akan muncul sebagsl pemenang adalah aolaongan “the

R Y =4
+ PEGR A

Situzsil diskriminatif dalam penegakan  hukum di penga—
dilan adalah merupakan salah satu wuiud  dari ketidslk
obiektiftan hakim dalam memeriksa suatu perkara. Denoan
kata lain kemandirian pengadilan di  dalam prakteknya
adalah sangat sulit untuk di wjudkan kEarena pada da-
sartva hakim tidak lepas dari berbagai pengaruh vang ada
dalam masvarakat. Dengarn  kata 1lzxin kebebasan  hakim

seCara prakiis mempunyal sifat yang reiatif.

Farndangan mengenai kebebasam hakim vang demikian imi  di
dalam praktek pernahr  di ungkapkan oleh Satjipto Ra-
hardja,gﬁ "apabila keadaannva disoroti dari sudut pen—
glihatan vang demikian itu, maka sebetulnva kurang  pada
tempatnya berbicara  tentamg kebebssan  atauw  ketidak-—
bebasan seocrang hakim dalam pengertian vang abstrak.
Bagaimanapun secara yuridis-formal ditentukan, bahwa
hakim itu harus bebas di dalam menentukan keputusannva,
namun apabila tindakan itw dikaitkan pada proses kehi-
dupan sosial, maka diketahui bahwa peranan  vang dapat

dimainkan oleh seseorang di dalam masyarakat itu sangat

Z2%. Batiipto Rahardio. FPengadilan Palam Masvaraks
labh 199%.hal. 3

26. Satiipto Rahardjio, Op €it, Hukum danm Ma...hal




Jditentuban aleh  heban pDengaruh berupa  harapan dan
tuntutan vang datang dari masvarakat itu sendiriv.
Mendasarkan pada peluang vang ada dalam Fasal 27 maupun
penielasan  Fasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 hakim dapat
memanfaztkan kebebssannva apabila dihadapkan pada sustu
kevakaman hukum tanpa harus mendghiindari kepastian Fukum,
karens dengan mengacuy pada pasal tersebut berarti  hakim
telah bzritindak sesuai dengam hukum. Hal ity bisa dila—
kubkan melalui metode penaftsiran hukum, baik metode vano
klasik =seperti intepretasi gramatikal, sistemstikal,
telecioogis, ehkstensif, restriktif, astau Futureristik
bahkan Faul Scholten<’ menganjurkan pengounaan penaftsir-
an secara sosiologis. Selain penggunaan metode intepre—
tasi dalam menohadapi adanva kondisi  kevakuman hukum
hakim dapat pula melakukan  konstruksi hokom maupun
penohalusan Fukam. Khusus . dalam  hukum  pidana biza

dilakukan dengan memanfaatkan ajaran sifat melawan hukum

materill.

Hasil dari penafsiran, konstruksi hukum maupun penghalu—
san huhkum dan pemanfastan ajaran sifat melawan hubkom
materiil dalam hubum pidana dapat disalurkan melalui

pengembangan vuwrisprudensi vang ada. Habkim harus menia-

lankan tugeasnva dengan kebebasan vang difilikinva seper—

ti digambarkan dalam uwraian di atas, kemudian diharap-
kar dapat menjatuhkan putusannya secarsa adil baik dalam

pengertian formal masupun substansial.

27 . Oemar Seno Adiie, Hukum — Hakim Pidans, Er-—
langcae — Jakarta, 1980, hal. 4
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elavakrnva déngan ketiiaksanaan vano dimilikinva hakim
hendaknva mampu  meramu dus lenis keadilan tersebut.
Dalam arti bharwus ada landasar vang pasti umtuk menjatuh-
kan  putusannva  dan landasan Yang pasti tidak bharus
mertdasarkan pada ketentuan vang formal saja tapi dapat
pula  mendasarkan  pada ketentuan vanag tidak tertulis.
Bahkarn dalam bukum pidana  terjadi perkembangan  vang
mengarah kepada pengertian asas legalitas dalam penger—
tian wvang tidak hanva formal melainkan material, ini
herarti hukum tidak tertulis diakui sebagal swumber hukum
vang positip. Dengan pambaran hebebasan vang dimiliki
tersebut hakinm dapat menialankan tugasnys demgan menge—
Tuarkan keputusan yang diharapkan memuaskan kedua pihak.
Memuaskan ataw  tidak pada akhirnva tergantung  pada

penilaian masvarakat dimama suatu kasus diputuskan.

~%

2. Peranan Peﬁgadilan di dalam Sistem Feradilan Fidans

kaitennya dengan Kemandirian Fengadilan.

Selarang,. orang biasa berhic;ra meEngenail penanganan
secara  sistematik, Juga dalam hal pengelolaan sistem
keadilan di bidang hubkum pidans ini penanganan  sistema—
tik  sudah mulai dicoba untuk diterapkan. Fenoslolaan
derngan  cara demikian itu bertolak dengan proses—proses
itu sebagail satu kesatuan. Sebagai akibatnva, maka semua
badan vang dihadapl adalabh sebagei sub sistem dari
sistem wvang besar. Taruhan vang dihadapi adalabh  bahwa

fungsl dari zdministrasi keadilan hendaknva menyediakan

han yang mampu menvyelesaikan masalabh kejahatan

ﬂl
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Dalam bhukum cidana pengelolaan keadilan dalam perkara
picdana blasanva disesbut dendgan "sistem psradilan pida-—
na"  atauw  Yoriminal justice system”. Dalam hal  ini
Remington dam Ohlin mengatakan babhwa criminal! Sustice
svelten dapat diartikan sebagal pemakaian perndekatan
sistem terhadap mekanisme administrasi peEradllan pidana.
darn  peradilan  pidana sebagai suatu sistem merupakan
hasil interaksi amtara peraturan perundang—undangan,
praktelk  administrasi dan sikap tingkah laku sosial.
Fengertian sistem ity sendiri mEangandung  implikasi
suatu proses interaksi vang dipersiaphan secara rasion—
al dan  dengan cara effisien untuk memberikan hasil

tertentu dengan keterhatasannya.ga

Istilah criminal justise system atau sistem peradilan
pidama kini telah menjadi suaty istilah vang menuniukan
makanieme  kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan
. L, BT
memperaunakan dasar pendekatan sistem. Muladi™ mengata—
Ean  babtwa sistem peradilan pidana merupakan  suatu
Jarinaan (netwrak) peradilan vang menggunakan hbukum
pidana sebagai sarana utamanya, baik hubkum pidana mate-—

riil, bukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pida—

e -

Apabila dilihat dalam istilah sistem berarti  =sub-sub

gistem yang mendukunyg sistem tersebut vaitu kepolisian,

8. Remington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita,
Gistem Feradiian Fidans (Ferspek+ifr Eksistensialisme oan
Abclisionisme ), Bina Cipta — Bandung., 1994, hal. 14

9. Muladi, Sistem Peradilan Fidana, Badan Pemor-
pit Universitas Diponegoro Semarang, 1995, hal. 4
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vejakzaan, penoadilan dan lembaga pemasyarakatan harus

MEMDINYaIL perssmaan langkah, persepsi maupun tuivan
didalam penvelengoaraan dan nenegakan  hukum pidana,
karena perzadilan oidana sebagai sustu sistem .telah
mengandung  adanva pengertian integrasi dan  koordinasi

fintegration and coordinstion).

Dizamping itu dalam istiléh sistem mengandung karak—
teristik  vang lain seperti adanya tuwjuan-tujuan  vang
ielas dari sistem, proses input — troughput - Gutput
and  feedback, sistem kontrol vang efektif, negative—
e

antropy  dan sebagainya.-™ Tanpa adanva kesamaan—kesa-

masrn  tersebut skan menvebabkan timbulnva kondisi vang

=iy

atal baik pada pelaku tindak pidana maupurn keseiah-

teraan masvarakat wmim.

Mamun  demikian sava zetuju apabila penvebutan
istilah tersebut ( penulis : istilah integrated
criminal justice sistem) diarahkan untuk lebih

memberikan tekanan, agar supava integrasi dan
koordinasi lebih diperhatikan sebab fragmertasi
dalamsistem peradilan pidana mampaknva mErupa—
kan disturbing issus di berbagai negara.™ =

Selanjutnya untuk mengoambarban bahwa kurangnyva keterps—
duan langkah dalam menjalankan fungsinys bsgli masing-
masing sub sistem dari sistem peradilan pidana berakibat
regatif terhadap kesejahteraan masyarakét, Hulsman- =

nengungkapkan  bahwa sistem peradilan pidana pada hakes—

katnva merupakan masalah sosial (sccia] problem) dengan

0. Tbkid, hal. 1
Il Loc £it
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alasan

1) The criminaij justice system inflict suffering.

(2} The criminaj Jjustice svstem does nat work in term
of its own Seclared aims.

(3) Fundamental uncontrelability of criminal justice

svsitem.

{4) Criminal Justice approach is fundamentally flawed

Dalam kesempatan vang lain Hulsman mendgatakan =

"Thecriminal justice svstem than is a system
which differ from most ather scdial system it
proguce “unwalfare” on a large scale. its im—
mediate output mav be =z impricnment, stigms—
tizration, disposession and in many counties,

even today deat and tourtoe "~
Demikian pula  Mardjone Reksodiputra*q mEngemutkalan,

apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dila-

kukam, di perkirakan akan terdapat tiga Lerugian sebagai

berikuts

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberbasilan atau
becagalan masing—masing instansi, sehubungan dengan
tugas mereka bersamasy

Z. Fesulitan dalam memecahkan  sendiri dalam masalah —
masalah npok ok masing-masing instansi {sebagai sub
siztem dari sistem peradilan pidanal}z

J. Farena tamggunag  jawab masing—-masing instamsi sering
kurang jelas terbagi, maka zetiap instansi tidak ter-

1alu memikirkan efektifitas meEnyve luruh dari

3. Mardiono Rekeodipoetro, Hak Ssasi dalam Sistem
FPeradilan Pidanz, Tahun 1994, hal. 84 - g7
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tem peradilan oidana.

Ift
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Realisasi dari tal tersebut izlah dalam malaksamakan
fungsinva masing-masing sub sistem tersebut Rarus menga—
il pada  tuivan dari sistem peradilan pidana; yvaitu
tuivan  dangka pendek resosialisaci Janokea menengah
peEncegahan kejahatan dan janghka panjang kesejahtesraan

sosial.

Mardione Reksodiportro mengemukakan babwa tuiuvan sistem
peradilan pidana dapét*dirumuskan : (a). HMencegeh ma—
svarakat menjsadi korban kejahataﬁ, {b). HMenyelesaikan
kasus kejahatan vang terjadi sehinaga masyarakat puas

bahwa keadilan telah ditegakan dan vanog salah dipidana,

(o). Mengusahskan mereka yvang pernah melakukan kejiahatan

Y Bertitik tolak  dari

tidak mengulangi kejahatanm lagi.
tuinan tersebut beliaw mengemukakan bahwa empat komponen
dalam sistem peradilan pidama diharapkan dapat bekeria

sama tan dapat membentuk “integrated criminal justice

Palam tataran tertentu kadangkala sistem peradilan
pidana diiadikan wupava berlindung diantara sub sistemnva
sehingoga menjadikan  pemahaman  vang menyimpang dari
tujuan sistem peradilan pidana itu sendiri. Koordinasi
dan  sinkronisasi diantara sub sistem sering menjadikan
lembaga~lembaga (sub sistem) pendubkungnyva melupakan
fungsl intern masing-masing, terutama pengadilan o urtuk

ah

[

guly sistem kepolisian darn kejakssan tidak ada masa




Larensa  memang kedudukannva dalam MToses  acara  pidana

adalah subjektif dam bertadap-hadapan dengan terdakws.
Baol lembaga rengadilan sebsagai lembaga vang diharapkan
mandiri dan objsktif dalam kondiei tertentu akan MeTgrisa—
dapi  suatu  dilema karena disatu sisi dia ditekankan
untuk  melakukan kerja sama gerngan sub  sistem lainnye
disiei lain dia harus memerikea secara obicktif, leh
karena itulah bila teriadi pemahaman yang salah  mengs-
nai  kerja sams dalam sistem tersebut akan manjadikan
jalaﬁﬁya suatu persidangan perkara pidana tidak obiektif
lagi seclah-olab dia hargs mendukung hasil kerja dari
sub  sistem lainnva. Dalam kondiei pemerikssan perkara
pidana menjadi tidak ocbjsktid lagi maks pemeriksaan  di
pengadilan hanvaiah sekedar melegitimasi dakwaan penuri—

Tt i,

Fenyelenggaraan administrasi keadilan dibidang pidana
vang direalisasikan dalam suatu sistem peradilan pidana

ind memang lebib rumit kila dibanding dengan menvyeleng—

taraan  administrasi keadilan di bidang perdata, Larena
dizini melibatkan banyak instansi vang merupakan  sob

ziastemn dari =zistem peradilan pidana. Kondisi ini di akui

oleh SBatiipte Rahardico vang mengatabar:

"Fada administrasi keadilan pidana keadaan cukup
berbeda. Salak satu ciri pembeda vang menomjol
adalsh, bahwa pada administrasi ini badan—badan
yang terlibat cukup banvak dan oleh karema itu
benar-benar membuthuhkan pengelolaan vanyg sekzs—
é&.» Hadan—badan vang terlibat adalahk @ hepolisi-

3

&ty kejaksaan, perngadilan dan pemayvarakatan. Fa-—
salah vang paling rumit  adalah bagaimana kita
akan mengorganisssikan badan-badan dalam hkess—~

tuan kerja, sedang masing—-masing meEmpunyai wewe—
narng  dan fugas  vamg  berbeds-beda. Fendapat -
rendapat tersebut munokin belum berarti apa—aps,

"~
f-




tmtani apabils diimgat, bahbwa semua badan iy
MeEnguUIrUsi orang yvang Sama, vailtu tersancha, ter-
dakwa, atau keadaannys bisa lain. Fpabila, misal
fiva masing-masing badan itu memegang teguh bi-
rokrasinya mak & effesiengg dari administra-
2irnya bisa sangat terganggu. =<
Feripadilan sebagai sub sistem galam sistem peradilan
pidana seperti telah dikemukakan dimuka mEmpUunval posisi
vang dilematis karena dia harus objektif dalam SLABANA
konflik  vang teriadi, szdang dalam suasana konflik ity
dia terikat dengarn salah satu pifhak (kepolisian dan
penuntut umum) sebagai suaty sistem. FPeran vang diharag-—
Ean  mazvarakat terhadap rengadilan dalam menialanbkan
furgsinva untuk TmEmeiriksa dan memutus perkara adalah
adanya sikap dan perilaku yang mandiri dan objektiTf
dalam melakukan pemerikszaan meshipun dia terikaet dalam

suatu sistem.

Fengadilan pada dasarnva adalah puncak bharapan bagi para
pihak vang mempunyai sengketa hukum antuk manvelesaikan
senghetanyva, karens dilembaga inilah suatu penvelesalian
perkara dapat dicelesaikan secara adil dan tidak memi-
hak. Dan memang eksistensi lembaga pengadilan diadakan
untuk  memenuhi kebutuban tersebut. Baik itu didalam
masalah perdata maupun  pidana. FRosslan Saleh +t=lah
menggambarkan babwa dalam suatu Froses paeradilan pidana
khususnya proses pemerikssan pendabuluan yaitu pemerik-
saan  ditahap penyvidikan dan di kejaksaan sifat-sifat
kemanusiaan terdakhwa telah dihilangkan dan disitu telah

dirubah menjadi peristiwa hukum saja.=/

7. Roeslan Saleh, Hubtur Pidans Sebagsi Konfranta-—
si Manusis Gan Manusia, Ghalis — 1983, hal. 11




HQardasarkan oenoslaman inilah terdakwa berusana menaam-—
balikan sifat-=itfat kemanusiaannya vang telah FLIrGmDas
t¥r5e-ut di muka pengadilan harena secars Wmlinm masyars—
kat hanva tahu hahwa didepan pengadilan sEgalanya dapat

diunakap dengan “bebas” sehingga terdskwapun MEMPpUnyai

I

anggapan bahlwa ﬂi. Rerngadilan segala perigtiwa VMg
membawa  dirinva masuk kedalam sistem peradilamn pidana
demikian pula kesdaan emosional pada Wwaktu kejadian itu
dapat diungkapkan sscara bebas dan dalam kondiei vang
tenarng, dengan kata lain terdakwa dapat menemukan kembs-

11 sifat - sifat kemanusiaannya di depan pengadilan.

Mamun dalam kenyvataan sering kali  bhakimpun radangkala
hanyve melihat pada peristiwea yang ada  kaitannya pada
Mukum,  kKondisi ini dapat terlihat  dalam setiap persi~-
danoan perkara pidana hakim sering  tidak memberikan

kesempatan yvang lebibh luas kepada terdakwa malpun pena-

Gx]

s&hat hukumnya untuk mengutarakan pembelaarnnva, khu-
Eu%nya‘ pada perkara-perkara yvang gecir dan dianggap
ringan, seolah-olah disimi vang dipentingkan adalah
hanva sehkedar "melegitimasi" dakwasn penuntat  umuam,
bukainlah mendapathan kebenaran materiil, sehifngoga ja-
lannya peErsidangan hanyvalah formalitas belaka.
Dalam kaitannya dengan keputusan pengadilan Sudartﬂgg
mangatakan =

"ewoHakim  memberikan keputusannya mengenai hal-

hal sebagai beribut :

1. Keputusannya menogenal peristiwanva, ialah

38. Budarto, Napite Selekta Hubum Fidans, Alumni
BHandung, 1984. hal. 74
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abakah  terdakwa telah melakukan perbuatan
vang telah dituduhkan kepadanva dan kemudisan
<. Heputusan mengenal  hukumnva  ialah apakahn
perbuatan vano dilakukan terdakwa ity  meru-
pakan suatu tindak pidana dan apakah terdalk-
wa bersalab dan dapat dipidana, dan akkhirnyva
Fe Eeputusan mengenai pidananya, apabila terdak-—

wa memand dapat dipidana®.

Melihat pada uraian di ata=s terlihat adanva serangkaian
keputusan Yang harus dilakukan oleh hakim sebelun  mem—

berikan keputusan mengenal perkara pidana.

Untuk menjatuhkan pidans terhadap seseorang harus mela—
lui jalan vang panjang sekali dan bersifat komplek serta
mambutuhkan fteknik-teknik tertenty vang harus dikuasai
oleh aparat penegak hukum ialah kepolisian, kejaksaan
dan pengadilan jalan Faniang ini membentanyg antara kasus
dan  kerutusan  hakim. Menetaphan Lazsus itupun  sudah
merupakan keputuzan tersendiri yvang tidak mudah. Untuk
itu harus dipilih dardi sekian fakta konkrit vang berupa
perbuatan—perbuatan orang dan kejadian—keiadian lainmva,

nal—-hal vang “vuridisch relevant”.

Urntuk memutuskan suatu hal itu vuridisch relevant harus
digunakan wkuran vang sudabh diferima ocleh dunis hukum,
ielal  asas 1egalita5.3q Szgala peristiwa vyang terjadi
telah direduksi oleh para pernsgak hukum hinggs terdapat

suatu keadsan yvang dikatakan vilrigdisch relevant.

39. Jbid. hal. 39
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Zagl  penegak  hukum (polisi)  tidaklah penting  apakah
secrang terdakwa 7/ tersangka ituw sSeorang vang bhaik  atauw
tidak, mempunvai anak atau tidalk, apakah is mendadi
ketua  rukum  tetangga atauw rubkun kampung  atau  bukan,
apakah  la seorang vang taat agama atau sebalibknya. dan

sebagainva. Demikiam pula penuntut umum dan hakim juga

mengadakan reduksi.

Fenuntut  umum  mengadakan reduksi dalam membuat surat

dakwaznrnya. Dalam satu kalimat, E=Nalw kadamng~kadang
sangal paniang, ia  menyebutkan segala fakta - vamng

meEnyangkut perbuatan terdabwa sedemikian rupa, eshingga

semus wnsur vang dikehendaki oleh ketentusn hubkom pidana
vang bersanghutan dapat dipenuhi SECaFE lengkap,
disamping menvebutkan wakitu dan tempat dilakukannya

s}
perbustan tersebut. o

Surat dakwasn mengandung dua aspek  vang kadang—kadang
tidak begitu jelas terpisah. oleh FMelali kedua aspek ity
disebut sebagal aspek apa yang secara nyata dan asmel

normatif atau yuridi5.41

Kedua sspek tersebut herus diperhatikan oleb  hakim.
Repek pertama ialah kejadian vang nyata vang bersifat
historiz berups perbuatan—perbuatan dari  terdakwa  dan
keasdaan—keadaan vang memberatinva. FPerbustan—perbuatan

ituw harus  dapat diterjemahkan  kedalam bahasa hukum,

Sehingga merupakan aspek kedua ialah aspek normatif dan

40, Ibid, hal. 7&

4. &L, Melal dalam Sudarteo, Loc £it
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Suridis  terssbut,. Digis=j terdakwa, terdakws berharan
segdala hal vang telsh direduksi ditatap kepolisianm  dan
kejaksaan dapst diunckapkan dimuka pEngadilan  karena
meEnurutnva  keadilan dapat ditemukan apsabila kasus vana

terjadi dilinat secara keseluruharrn.

Dalam kaitan ini Roeslan saleh mengatakan @ dalam penoa—

dilan ada dua alam pikiran vangn bertentangan satu  sama

u

engarn vang lain. Alam pikiran terdabwo yvang bersifat
subjiektit dan Becara-Qitaal terlibat dengan suatu keja-
dian vang penting sekali baginva sendiri. Disamping itu
adalah alam pikiran dari hakim, vang mengejar objektifi-—
tas, dan  tidak vitaal térlibat pada keiadian dalam
sidang pengadilan itu, sertsa penyelesaian perkara pidana
vang dipandang sebagsi pekerjaan bissa. Derngan keadaan
ini dua alam pikiran ity  bertabrakan keras, tetapi
kadang-kadang pula keduanya ini sama sekali tidak saling
mEnyinggung. Selanjutnva Foeslan Saleh mengatakan =
mangadili  ituw bukanlah melakukan zesuatu  dari  hal-hal
vang diluar diri terdshwa. Mengadili adalah suatu proses
vang dengan sussah payah telah terjadi diantara manusia
dengan manusia. Menoadili tanpa =uatu hubungarn yvang
bersifat sesama manusia pada hakekatnnya adalah tidaklah
mungkin.  Oleh karenanya menoadili tanpa hubungan  yang
bereifat sesama manusia antara hakim dengan terdakwa
rerap kali divazakan sebagsi memnperlakulkan suatu ketidak
adilan. Dan suatu pidana vang ditimpakan seteslah meEnga—
dakan =suatu penvelesalan tanpa memperhatikan diri  dari
orang  yang berperkara akan merupakan satu  penghancuran

ri o omasa depsn. Cara-cara menoadili itu  tidak hanya

L]]
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mErugikan pembusatnya, tetapi Jugs merugikan kessjiahe

)
~J




=

m

B WmUEn . dan mengadili demikian ini tidaklah seslsl

dangan  sebenar-bernarnva mengadili melainkan mempunvai

i-
R

Hi

wmaan denoan menoadili itu hamvalah sekedar mengenai

bentulk lahirﬁvau4d

Tarlinatlah cada uraiam diatas betapa besar dan beratnva
peranan pengadilan vang merupakan salah satu sub  sistem
dalam sistem persadilan pidana dalam melaksamakan Tung-
=inva vaitu memeriksa dan memutus perkara  pidana  atau
denéan kata lain mergadili. Lembaga pengadilan vang in
bonkreto dilaksanakan oleh hakim dituntut melalQi
putusannva  agar  tidak memimbulkan kerugian bagi masa
depan pelaku pildana dan kesejahteraan amum. Derngan kata
lain dalam putusan hakim harus terkandung adanva tuiuvan
sistem peradilan pidana secara luas, entab ity putiisEan
vang berupa pemidanaan, lepas dari segala tuntutan hukum
maupun pembebasan  terdakwa, yaitu adanva integrasi
antara  kepentingan maza depan sipelaku maupun kesejah-
teraan masyarakat secara umum. Memang jika diperhatibkan
febih  Jauh, ternyata bahwa ketentuan-ketentuarn dalam
hukum  pidana  tidaklah semata-mata uwuntuk bepentingan
pelaku. Dimaksudhkan cleh ketentuasn—ketentuan tersebut
adalah juga hal-hal yang menjadi tujuan dan akan dicapai
cleh hukum pidana secara umam, yvaitu menciptakan  kemak-
muran dan kesejahteraan umum. Dan ini tidak hanyva pelaku
tapi juga untuk kepentingan masvarakat.

"Fedua-duanyalah harus didorong dan dimajiukan
oleh perkembangan imi. jadi usaha-usaha inmi di
arabhitan kepada kemungkinan hubkum dalam melaksa~

4%. Roeslan Saleh, Mengedili sebagai FPergulatan
i ksaira Baru ~ Jakarta, 197%. hal. 14
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nakan tugasnva sesuail  dengan pandangan kemasya—
rakatan dewasa ini. Fembentuk undana-undang mem-—
beriktan dasar-dasar dan  denoan itu praktel dapat
membangun pula lebik jauvh suatu bubkum pidana yvang
diterapkan, vang dapat melakukan suatu neradilan

dalam suasana hkeanekaragaman serta dimamik . Juga

dengan memperhatikan individualitas dari delinku-

enyarn tersangkut dan seiauvh mungkin mewuiuvdbar-
L=

Ny&. -~

Inilah sebenarnva hal-hal vano merupakan  harapan pada
Makim pidarna dalam melakukan tugasnya vaitu mengintegra—
sikan dua tujuan tersebut dalam putuszannya. Tetapi jika
dilihat dan diperhatikan apa sebenarnya vang terjadi di
gedung-aedung pengadilan itu, kadang-kadang masibh  ada
hal—-hal  vang “tersel ip” dan belum 'mendapat perhatian
dengan baik, vaitu mengenai adanva usaha mengintegrasi—

karn dua tujuan sepertl tersebut diatas.

Jadi dengan demikian hakim akan berhadapan dengan
keadaan senvatanva dari perbuatan dan pembuat iitu  di
dalam masvarakat. Umtuk itu hakim harus terbuka bkarens
di Eitulaﬁ terdapat keadilan itu sendiri. Hakim lalw
akan berkonfrontssi dengan berita acara pemeriksasn
polisi, tetapi dan yang uwtama adalah pembicaraannva
dangan tergakwa dalam sidang penogadilan dan  segala
segsuatu  vanog di dengar, dilihat dan dirasakannva pada
sidang-sidang pengadilan, baik dari jakssa maupun penase-—
el hbukum. Bagaimanakah dia berdasarkan pesngetshuan ini

gampal kepads penentuan hokuman  yvang sejauh mungkin

adalah adil dan didalam batas—batas vang ditentukan mlah’

undang—undang dan dengan  kemungkinan—kemungkinan  vang

diberikan cleh undang—undang pula. Untuk it pertama-

45, Roeslan Saleh. Dari Lembaran Kepusiakaasn Huhum
FPidana., Sinar Gratfika, 1988. hal. 20




Tama vang diperlukan adalal  bahwa dia dapat membiarkan
dirinva untuk dimasuki oleh semua vang diberitahubkan
keoadanva mengensi  diri terdakwa  dan perbuatan  vang
dituduhkan kepadanva. Sebagaimana diketabul bahws semua
ini ada di dalam herita acara dan ©i  dalam laporan—
laporan lainnva. Semua ini harus dapat diterima dengan
peruh pengertian sampai kepada mengenal hakekat dari apa
vang dibicarakan. Sebenarnva hakim tidaklah memberikan
keputusannva hanya berdasarkan bahan-bahan tertulis Saja
vang disampaikan kepadanva. Tetapi waktu vang ﬁerbatas,
vang dewasa ini tersedia untuk pekerjaan méngadili itu,
telah menjadikan berkas—berkas lebih pernting bagi hakim.
Laporan vang baik akan banyak membantu  hakim dalam
mampertinbangkan  mengenal berat ringannva hukuman  dan
sifatnva hukuwnan. Sehingga dengan itupun ia diharapkan
depat melakukan tugasnva mengadili dengan sebaik-
baiknysa. UWUntuk itulabh agar dapat sampai  senentukan
hukuman yang seiawh mungkin adil, tentu saja diperlukan
bahwa hakim dapat menggunakan waktunya vang biasanya
sangat terbatas itu, betul-betul untuk meniniau  kembali
kesan—kesan  vang telah ditimbulkam oleh berkas vyang
bersanghutan. Kesan—kesan itu diperiksa seteliti munghkin
dengan apa vant ia libat, ia dengar, dan ia rasakan
dalam eidang pengadilan. Femudian hakim menjatuhbkan
putusannya, dalam bhal menjatuhkan putusan berupa pemida—
rean dihubungkan dengan pertangoung jawaban dan  kesala-
han terdakwa banvak dikemubkaban bahwa dalam menjatublkan
pidana itu vang perlu mendapat perhatian adalah  dikait-
tannya  pidana tersebut  dengan kemungkinan—kemunghkinan

dapat di gugah dan ditumbubbannysa perasaan tanggung
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Jawalb disamping sadarnya ia telah bersalat. Hasa




tangoung jawab  dan  rasa salatt  yang s@imbang adalah
Justru sesuaty vang hakiki pads manu=ia dan justru_ ini
pulalab vang perlu mendapat perhatiam dalam menjatubkan
Pukuman ituw, vaitu dikaithkan hukuman tersebut dengan
kemunokinan—kemurghk inan dapat diguogsh dan ditumbuhkannya
Fasa tangoung jawab itu disamping sadarnya ia telah
mel akukar  suatu bLessalaban. Tetapi zelanjutnys  hakim
harus  berusaha menjelaskan kepada terpidana  bakwa ia
tarpa suatu kesadaran Yang murni mengenai kesalahannva
akan selalu mendapat kesulitan - kesulitan. Tetapi lebih
renting lagi hahwa dengan ity ia akan meErugikan masyars—

kat disamping meruvaikan dirinya sendiri.

Dengan melihat uraian di atas terlihat betapa beratnya
tugas pengadilan dalam menialankan tugas dan fungsinva
karena disatu pihak dia terikat sebagai suatu sub sistem
dari sistem peradilan pidana yvang walauwpun tidak mergi-—
kat secara pernub namun dalam kendisi tertentu  keterkai-
Lammiva dalam sitem tersebut mempunyal  pengaruh secara
peikologie, disisi vang lain diz juga mempunyai keman-
dirian dalam menialankan tugas dan wewenang vang dibsri-
wanm oleh undang—-undang untuk memeriksa dan memutus suatu
sengksta hukum. Desngan  kemandirian yang dimilikinva
tersebut pengadilan mEmpUunyai peluang yvang hesar ﬁntuk
menjatuhkan keputusarnya yvang dipandang dapat melindungi
dua kepentingan bukum tersebut vaitu kepentingan indivi-

du dan kepentingan masyvarakat secars WhLm.
Otaritas hakim darn kemandirian peEngadilan dalam menia-
tankan ftugasnva vaitu memeriksa dan memituskan  suatu

perbara pidana dalam kondiz=i tertentu sering dikaburkan

a1




iaknanya kharena keterkaitanya denasan sistem peradilan
pldans. Acalagl dengan munculnva forum keria sama MAMKE—
JEFOL vana kemudian ditimgkat daerah diikuti dengan
oram SILJAEPOL mempunyai potensi bagi masuknva inter-
vensi suetra vudicial didalam suatu pEmeriksaan  periara

di perncadilar.

Fengaburan terhadap makna sistem ceradilan pidana menja-—
dikan zistem tersebut bukan lagi sebanail sarana keoordi-
nazi  antara penegak bukum melainbkan sebacgai kerjasama
untuk melakukan  "penjerumusan® terhadap Srang-orang
terteniu sebagail "kambing hitam" wntul melindungl orang-—

orana i

[

rtentl vang mempurnyai "power" bailk secars poli-

tis maupun finansial.

1

Emang diperlukan dalam kerangka sistem pers-—

dilan pidana itu sendiri sebaosi saranas untuk marncapali

Forum ini

tu wmanajemen sistem bukum vang lebih bailk.

1]

ua

"Seiauh masih dalam lkerangka membernahi kineria
dan sistem hukum vang baik, tidak menjadi masalah
Tetzpi perluw diingat forum ini tidak bolebd men-

tampurl  urusan  materi perkaras dan kenerdebksan
atau kemandirian hukum dan vudikabifr, ™

AN SEBAGAT LEMBAGA FPENGINTEGRASI BEREAGBALI KE~-

L
FERNTINGAN YAME ADA DALAM MASYARAKAT. -

gengan  kepolisian dan kejaksaan, maka diting-

kat sengadilan inilah janji~janii hukum dikonkritkan
wa ity melalul  sebuah keputusanm  vang  pada akhnirnya

& o
#4., Batjipto Rahardio. Kompas, 25 Januari 1997,
tEl. 14




thalaw  sudah membunval kekuatanm hukum vang tetap) akan

mengikst  kedus  belah Ribak vang berperkara. Dergan
demikizn  penoadilan mempunyal  funosi yarna strategis
dalam mensriemahkan bukum dan keadilan baik dalam

perkara pidana maupun perdata, sehingge akan menciptakan

ketertibam dalam masvarakat.

Femungkinan vanog demikian, dalam arti hakim bukan hanya
sehedar corong undanog—undang melairkan mempunyai kebebz-
g8 yang  cukup  luas dalam mengkonkritkan  hubkum  dan
keadilan {mengadiliy, sécara vilridis dimiliki oleh
perngadilan melslul ketentuan Pasal 27 maupun  penjelasan
Fasal 14 Undang-Urndang No. 14 Tahun 1970 tentang undang-
undany Fokok—FPokok Kekuazaan Kehakiman. Walaupun apabila
dicermati arah pembaharuan Pubkum di Indonesia lebih
menaarah pada sistem hukum kodifikasi yvarng mementingkan
kepastian  hukum. Sebaliknya dengan ketentuan tersebut

justru memberi  tempat pada “common  law svstem” vang

menitik beratkan pada hukum kebiasaan  dan menempathkan

pengadilan  sebaosi  fiour sentral dalam pembentukan
hukum.
Fengkonkritkan norma—-norma  hubom vang abstrak oleh

pengadilan akan memberikan =fek kearah perubahan hukum,
Penakonkritkan vang dimakeud disini berhbubungan  dengan
masalah penerapan bukum. Pernghkonkritan yang demikian itu
memberikan efek kearah perubahan Fukum disebabkan oleh
karema penerapan dari norma—norma hokum ity ditiintut
untuk disesuaikan kepada periktehidupan sosial pada suatu
gaat. Dengan perikehidupan sosial yang dimaksud adalah,

baik cita—cita soeial vang berkembang, maupun hubungan-—

-




hubungan =osial Ya&ng nvata-nyata terdapat peda saat ituy.
Usaha vano demikian itu akan berkembang apabila didubkung
cleh rpemikiran, babwa suatu keputusan hukun  itu harus
mambuw  menimbullkan konsekuensi sosial yvang dikehendshi.
Dencan  demikian dapatlah dikatakan, bahwa ada hubungan

interaksi diantara keputusan hukum dan masyarakat tempat

beputusan ity dijalamkan nantinyva. QOleh Farena adanva
Eebutuhan untuk melakukan penyesualan sosial vang demi-
kian  itwlah maka suvatu norma Bukum itu bisa saja bery-
bah-iubah  isinva, tanpa terjiadinya . perubahan pada

it
peraturan sendiri secara formal 39

Dengan  berdasarkan pada peluang yvang ada pada Fasal 27
maupun  penjelasan Fasal 14 UY No. 14 Tahun 1970 hakim
dapat memanfaatkan kebebasan apabila dihadapkan pada
suatu kevakuman  hukum  maupun keadilan tanpa harus
meEnohindasri kepastian hukum, karens dengan mENgactu pada
pasal  tersebut berarti hakim telah bertindak sesual
geroan hubum,. Ketentuan Fasal 27 avat (1) terssebut bisa
ditafsirkan sebagai pemberian kekuasaan kepada penga-—
dilam untuk mementukarn sendiri apa vang menurut penda-—
patnya lavak diterima sebagai hukum di  negsri imi.
Fonsehuensi  penerimasn terbadap tafsiran vang demikian
itu adalah, bahwa pergadilan bisa menyimpans darili keton-
4é

tuan  peErundang-undangan vang berlaku. Fondisi ini

dapat terjadi karena undang-undang tersebut menyebutkan

=

dengan tegas "hakim sebagai penegak hubkum dan  keadilan

43. Satjipto Rabardjo. Hubum dan Perubahan Sosial,
Alumni —~ Bapdung, 1983, hal. &1

46. Batjipto Rabhardjo, Ibid, hal. 184




wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai—-nilai huakum

vang hidup dalam masvarakat”

Bemoan  melihat uraiasn di atas, menunivkan bahwa secara
potensisl - pengadilan dapat memberilan sumbangan vang
zangat berarti terhadap perubaban scsial dan menoints—
grasikannya dalam putusannva, sehingoa terjadilah pero—
bahan hukum melalul keputusan hakim. Fermasalahan dise—

kitar perubakban hukun  ini secara Jelas menampilkan

fungsi  primernyva daripadanva, valtu umtuk melakukan

integrasi terhadap romponen ~komponern dalam
masvarakat.?’ Hal ini mengingat babwa masyvarakat secara

alami akan mengalami perkembangan dan perubanan  serta

menpunyal sifat vamg dirnamiz untuk bergerak maju, menge-—

nai apa yang dimaksud dengan perubahan sosial Mac lver3o
mengatakarn  bahwa perubahan—perubahan  dalam hubunrngan
sosial {socizl relatonship) stau sebagai perubahan

terhadap keseimbangan (equilibrouum} hubungasn  sosial.

fam )
4% meErumusekan  sebagai segala

Bedancakan  Selo Soemardian

pErubahan—perubatban pada lembaga—lembaga kemasvarakatan
" - - - - P [N e - - a -

didalam =uatu masyvarakat, vyano memperngaruhi sistem

sosialnya. termasuk didalamnva nilai-nilai, sikan dan

pola perilaku diantara kelompok-kelompok dslam mAasYalra—

A47. Ibig. hal. &8

48. Mac Iver dalam Soerjono Soekanto,. Sosiclogi
Suatu Fengantar, PT Raja Grafindo FPersada - Jakarta,
19986, hal. I3Fe - I3

4%. Selo Sumardian, Perubshan Sosial i Yoovakarta
Jemahbkan oleh H.J,. Feoessosmante dan Mochitar Fabobi-
ngi: Sajah Mada University Fress. 1981, hal. =

=
F




Bila dicermati oenoertian berubahan sosial diatas  tam=
paknva kondisi demikian Juga teriadi di indonesia,. indi
terlibat dengan semakin banvaknva bermunculan lembaga-—
lembaga kemasvarakatan dan spesifikasi atau pembidangan

keria dalam kehidupan soszial di Indonesia.

Dengan adanya kondisi vanno dinamis seperti itu mengaki-
batkan nilai-nilai keadilan, hokum dan sebagainya dida-—
lam masyarakat akan berkembang dan merigalami perubahan
pula. Untuk itu jika sarjana bukum termasuk Rakim  tidak
menghireaukan huwbom vang hidup, hukum serta mertsa Vang
hidup dan berlakuy, Bukum yang berubah sifatnya dan
dinamis, kelakuan, praktek, lembags, kepercayasn  vang
ada  hubungannya dengan hukum, maka mungkin sekali ia
akan membuat suatu bangunan vang tidak ada hubungannva
dengan hukum vang betul-betul berlaku dan dipakai dalam
milliew tertentu. Selain itu, bagaimana munokin ia
meratsirkan  dan mengatur teks tanpa kriteria darn tarpa
mendalami  "jiwa hukus" vang menyemangdatinva. Searang
ahli  hukum  hendaknya betul-betul memperhatikan  hukum
positif dan logike formal. Ia tidak dapsat melepaskan
bomstruksinva dari  penvelidikan hukum Yang berlaku
secara soslclogis . KFarena coraknya yang dinamis, sedi-
kit banyvak ia selalu membamgkang terhadap ungang~undang
Yarg dirumushkan . -9 pendapat ini di dasarkan kepada kéa—
daan vang sudah meniadi klasik, yvaitu bahwa pembuatan
undang-undarg  itw ditakdirkan untuk tertinggal dibels-—

kang, apalagi apabila masvarakat sedang mengalami Qe r—

a0, Georges Gurvitch, Sosiclogi Hukum, Bhatara -
daksrts, 19946, hal. 7
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1 = h : : - =
pahan socsial vang besar sgperti halnva Indonessia dimi, -+

Hukum harus mantab (stable), tetapl tidak boleh berhenti s
demikian dikatakan Pound sebagaimans dikutip olehk G,

Gurvits.

Selain mendasarkan pada ketertuan yuridisz vang ada maka
prengadilan dapat memantaatkan perkembangan  1lmu hAubkom
vang ada guna menghadapi kesenjangan yvang terjadi antara
hukum  yvang  Tormal dan perkembangan masyarakat. Ilmu
hukum telah memberikan beberapa piranti untuk mengatasi
kesenjangan vang ada antara hukum (hukam formal) denoan

kondisl masyvarakat vang terus menerus berubah.

Hal ity bisa dilakubkan melalui penerapan metode penaf-
siran  hukum {interpretasi) terhadap hukum  formal  vang
sedang berlaku, baik metode vang klasik sepertl intepre-
tasi gramatibkal, gistematikal, teleclogis, gkstensif,
restriktif, fulureristik bahkan Paul Scholten MErgan—
urkan  perogunaan metode interpretasi dalam menghadapi
kondisi adanyvea kevakuman hubkum. Hakim dapat puls melaku-
kan  Ronstruksi hukum maupun pcenghalusan hubum. Khusus
dalam hukum pidana bisa dilakubkan. dengan memanfaatkan
ajaran sifat melawan hokum materiil. Ha=il dari pernat—
siran, konstruksi hukum maupun pernghalusan hukum dan
pemanfaatan ajaran sifat melawan hukum  materiil  dalam
huabkum  pidana  dapat disslurkan melalui pengembancan

vurisprudensi vang konstan.

- @atjipto Rahardio, Op Cit, Hukum dan Fear...,

-
]

2Z. Rouscou Pound dalam G. Burvits, Op fit, hal.gd




Hakim farus menislankan tugasnva dengan kebebaszan Yarg
gimilininva serperti digambarkan dalam uraian diatas.
kemudian dibharapkan dapat meniatuhkan putusannva secara
adil ©osik dalam pergertian formal maupun subtan=ial.

va dengan kebijaksanaan vang dimilikinya hakim

Ya mampl mErand dua jenis keadilan tersebut,
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da landasan vang pasti untuk meniatuhb-
kan putusanpya dan  landasan yvang pasti  tidak  harus
mendazsrkan gada-hetentuah vang formal saja tapi dapat
pula aendasarkan  pads ketentuan yvamo  tidak  tertulis.

Bahkan dalam bubkum pidana terjadi perkembangan yang

mengarzh  kepada  pengertian  vang  tidak  hanya  formal
mElsindan  meterisl, ini berarti hubunm  tidak  tertulis

diakur sebagal sumber huhum yvang positip. Derngan gambar—

an kebebaszan yang dimiliki tersebut hakism dapat menja-

tanian tegasnya  dengan  mengeluarkan  keputusan Vang

mamuaskan kedua pihak. Bilamana keputusan
tersebut  mampu  eeEmuaskan kedua belah pihak  vang  ber-
perkars bDerartl kepentingan  kKedua bhelah pihak vang

diperzsnghketakan  telah terintegrasi ke dalam keputusan

Darz  wralan di atas jelas terlihat bahwa pengadilan
menemostikan dirinya sebagai salabh satw institusi sos=ial

vang ada di dalam masyvarakat. Sebagail institusi =osial

peEngadilan akan melakukan berbagai interaksi  dengan

dijelaskan dengen bDagan asupan — luaran yvang dibuat olsh
C. FEBredemsier yang memanfasatkan tecri sibernitika dari
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Talcott Farson, ~~ sebagai berikut

et

Masubkan dauri Funqai——4>] Frogeg —————3 | Bentuk keluaran

Fenertiban/perngor-
ganizasian hepen—

Fumgei Adapbis : tingan vang tidak

{sulx sistem skonomi) SEsual

Furgsi Integrasi

Furigei Mengejsr Sub Sistem Sepsial |(Fengesahan ata—
Tudwan iy vang diwakilkan pu tuivan—tujiuan

(sub sistem politik) kepada hukum dalam| imasyarakat vang

hal ind Pengadilan,telah dirumees—

Lan sebagai hu-
Lum

Fungsi memnpertahan—
Ean pola kKeadilan

(Sub sistem Budava)

Brecemelier mengemukakan  bahwa tinjauvannvya bersitat
commen law sentris, sehingga pengadilan menempati posisi
zerntral. Fengasdilan mewskili  Tungsi  integrasl vang

dilakukan oleh sub sistem sosial.

Integrasi dilakuban oleh pengadi;an dEngan  Cc&ra memn-
prosss masukan—masukan vang berasal dari sub sistem sub
gictem lain menladi keluaran. ‘Fung5i menginfegraaikan
vang dilakukan oleh hukum  adalah menghoorﬁiﬁégikan
berbagal kepentingan— kepentingan yang berjalan sendiri-
sendiri bahkan yang betentangan menjadi satuw  hubungan
vang  tertib sehingga menjadi produktif bagi  masyarakat

w

tersebut. Dalam hal ini Benvamin Garda5054 Mengatakarn @

53. Fommy Manitijo Socemitro, Perspeisiif Sosial
Datam Pemahaman Masalah -~ Masalah Huhum, Agung Fress
Semarang. 1¥8%, hal. 31

B4, FBenvamin Cardoeso dalam §. SBurvit, Oo i, hal.

o
I3




"Tugas hukum adalah dinamis dan kreatif,..menda-
maikan apa  vang tak terdamaikan, mensintesakan
hal-hal  vang  berlawanans irilah masalah besar
dalam hubkum . Hokum menetapkan hubungan vang se—
Talu ada antara titik—titik vang telah ditentu—
kar, tetepl yvang sering, malahan paling sering
antara titik-titik dalam kedudukan vang berla—
inan, yakni hubungan dan keragaman vang timbul
dari kessrta mertaan kehidupan sosial".
Fungei adaptif ini oleh Bredemeicr diperinci lagi =selain
malinat pada hegiatan skonomi menambabkan dengan ilmu
pengetahuan  dan  tehnologi, sehingoa =ubk sistem  ini
mencakup semua kegliatan dalam memproses sumber dava alam
untuk  kemantasatan manusia. Benturan — benturan Lepen-—-
tingar di  bidang  ini memberikan  isyarat Lepada  sub

siztem sosial yang diwakill oleh lembaga pengadilan &Qar

sengheta vang teriadd dizeleszikan.

Keluaran dari penvelesalan ini  berbentulk penertiban
terhadap hubungan—hubungan hepentingan vano tidak sera-
i, sehingyga kepentingan—kepentingan yvang bertentangan
ini dapat diorganisasikan menjadi tertib. Fengorganisa—
sian ini dapat berupsa penegasan tentang hak-hak, hkewa-
jiban-kewajiban, pertangoungan jawab, pengoganti kerugian

dan sebagainva.

Dalam ﬂ@néejar fujuan {(goal persuance) vang dilakukan
aleh =sub sistem politik, =zub zsistem sosial memberikan
penvelesaian  terhodap sencketa-sengheta  vang timbul
mengenal salnyva suatu tujuwan ataw tentang perumusan dari
tuwinvarn  ditu. Tujuan-tujuan itu ditetaphan menjadi  bubkum
melalui pembentukan perundang—undangan. fépabila kemudian
hukum itu digugsat keabsshannya maks pengadilan  akan

menberikan keputusannva.




LEputusan ini biss bherupa pengesshan terhadap hukum itu,

1
-

Taw  pEmbatalan terbadap bukum itu. Ppabila  keabsahan

i

Pubkum it diskui oleb pengadilan, maka berarti  babwa

tujuan vang dirumuskan diterima.

Dalam sub sistem budava angoota masvarakat harus ter-

geirak  untuk  membaws senoketa-sengketa variy teriadi
giantara mereka kepengadilan. Sikap ini didasarkan pada

kevakinan  bahbwa pengadilan adalah  tempat vanmg dapat
memberi kheadilan kepada snggota masyarakat itu. Sehingoa
setelah senghketa diputuskan, keluaran dari  perngadilan

perupa keadilan.

Mantaat bagan Bredemier tersebunt terletak pada kemamp-
prannya untuk menunivkan betapa pelkeriasan bhukum  serta
hasil—-hasilnya tidak  hanva merupakan  uwruzan Rakum,
melainkan mewupékan bagiamn dari proses hkemasyarakatan
vang lebhih besar.

"Palam bkedudubkannva sebagai suatu institusi vang
melakukan  peEngintegrasian terhada  proses-proses
vang berlangsung dalam masyvarakat, bhubum menerima
asupan—asupan dari bidang ekonomi, politik, dan
budaya untuk kemudizan diclabhmyva menjadi keluaran—
keluaran vang dikembalikan kedalam masvarakat.
Fada waktu bahan vang harus diclsash itu masubl, ya-—
ituw dalam bentuk asupan ity tadi, wuwiudnya berups
sengketa atauw  kontlik. Hukum, dengan perlenghka-
pannya dan otoritas yang sada padanva, menvelessai-
kam ity tadi  sshinogga msuncullah suatu struktur
baru yang kemudian dikembangkan kedalam masyara-

hatn‘dd
Femahbhaman tentang hukum akan diperkava apsbila bkits

tidak hanva melihat terjadinve perscalan—-persoalan hukam

dalam masvarakat ity zebsgai dari kehadiran hubkum dalam

55, SBatijipto Rahardjoc, Op Cit, Ilmuy ..., hal. 144
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masvarakat. Apsbila kitg berpandancan demikian, maks
Lita misalnva akan cenderung melihat, bahwe perkawinan
gengan zogala persoalannya =ebagal masalzah hukum timeI
karena adanva undang—undang perkawinan. Tanpa undang—
undang itu persczlan-perecalan bBubum dibidarg perkawinan

misalnvae, tidak skan timbu1.56

Hubum  hendaknva  jangan dilihat EehagaiA statu  fenomen
yang Jatuh secara tiba—-tiba dari langit. Hukum merupakan
bagian dari =uatu proses sosial vang berjalan dalam
mesyarakat. OCleh karena itu tampilnya berbagai  lembaga
dealam masyarakat, sgperti peErkawinan, War1San,
pemilikarn, Jjual beli, dan pemidamasn  dan sebagainya,
buhén dizsebabkan adanya hokum melainkan iz =sudah ada
sebagal ciptaan dari proses vang berjslan dalam masvara—
=

| .

Hukum dapat dilihat sebagai hazil dari suatu

e

prosges  pErtumbuhan vang dinamis. Melihat hukum sebhaga
zmeuatu vang bercifat dinamise didasarkan pada kevakinan
Bahwa  hubkum itu terjadi sebagai suatu perencanaan  dari

suatu situasi tertentu menujuw kepada s=ustu tujuan Y ang

i
b

m

akan dicapai.

Mamun perlu divakini terlebih dabulu babwa hukum sendiri
tidak merupakan suatu tuwjuan, melainkan hanya suatu alat
untuk mencapai  swatu tujuan yang tidak yuridis. Fins—

lites dari hukum tidak yuridis dan karsnanve pula  huokum

Gaa. Ibid., hal. 140
7. Loc O3t

—

8. Roeslan Saleh, FPembinean Cits Hudum Dan Asasm—
Asas Hukwm Naicon=sl, Farva Dunia Fikir., 1994, hal. i

Pz




meEndacat doronoan bertumbubnyva dari luar hubum. Faktor—
faktor ekstra vuridislah vang memelihara tetap beriang—

sungnye proses periumbuhan dinamis dari hukum.

Froses soslal dimaksudban sebagal suatu  proses yvang

atnyva, vang timbul  sebagai  hasil saliing

iain. Vinogradeoff sebagaimana dikutip oleh Satiipto

meEngatakan  bahwwa yang menyebablkan timbulnya Mk

"Frabtek—praktek vang dijalankan sehari—hari vang
dipimpin oleh pikiran membesri dan menerima dalam
suatu hubungan vang wajar {reasonable intercorse)
gan dalam suatu keris sama sosial. baik pewarisan
pemilikan, maupun kontrak bukan dimulai dari pem—
buatan bukumnya ataw dari konflik vang langsung.
pewarisar berakar pada  keharusan vang mendesak
untulk  meEngatur rumah tamggs sejak kematian dari
cant  kepala, pemilikan mulai dengan  pendudukan
(wococupation)penguasaan secara de fakto dapat di
kembalikan kepadsa memegang baranp: asal-usul kon-
tralk berinduk kepads kebisssan melakuban  barter.
Senghketa pada masyarakat primitif terutams adalah
sengketa meErngenal penerapan darl kebiasasan vang
bersifat non-litigicus"™

Hukum  sebagail bagian dari proses scsial  jugs  terlihat
dari pendapat Dicjodigoeno, vang tidak memandarg  hukum
sgbagai "rangkaian uwgeran” lagi, sesperti pada  tahun
Timapuluhban, tetapi sebagai "rangkaian pengugeEran
{normering) tingkah laky dan  perbuatan orang”.  Dan
pEngugesran ini ukurannya, ialah "unsur—unsur vYang menen-
tukern hartas cita keadilan vang hidup dalam  masvarahat”
dan pengugeran”  harus langsung di  pergentungkan  pada
perikatan-perikatan vang mernentukan peragaan  masvarakat

dar nilai-~niiai vang dijunjung rakyat dalam  hubungannva

) ———

7. Datiipto Rahardio, Op Oit: Ilmu.... hal. 140
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timbal balik dan saling menentukan".

Dicindigoeno memandang hukum sebagai suatu proses pengu-—
geran, Jiadi sebagai suatu sistem aksi, dan bukannva
sesustl vang abstrak normatif. sebagai sistem akesi  maka
hukum menuwrult  Dicicodigosno ialashes

"gen onophoudelik  ziek vernisuwend van normeri-—
naen door een  gemeenschap, rechstreeks of door
middelvan hare gezagorganen, van de voor zakeli-~
ik verhuordingen relevante handelingen en gedra-
gingen  van  hare laden, dat de zin heeft orde,
gerechatgheid en gezemeliike welvaartts funderen
en te onderbouden” {hukum adalabh suatu proses pe-
naugeran vang terus menerus membara vang dilakuo-—
kan oleh masyarakat secara langsung atau dengan
perantaraan -perantaraan alat kekuasaannva, pe-—
ribal perbuatan—-perbuatan dalam hubunoan pamrih
(lugas) dan tindak laku dari anggota-anggotanva,
yang menpunyai  makna urntuk memberi  dasar dan
mempertahankan ketertiban, keadilan dan kesejah-
teraan bersama).Ol

Dengan  demikian apabila hukum di lihat sebagai bagian
dari proses sosial, maka hubum  mempunyai sifat  vang
garngat dinamis sedinamis dengan perkembangan masyarabkat
itu EEﬁdiF;. Olgh karena itu pengadilan. khusuenva dalam
sistem bukum  Anglo Saxon, baik vang ada maupun yang
tidak ada hubungannya dengan negara kadang—kadang  tetap
bercorak sebagal alat kehkuassan masyarakat vang meliputi
seéala sesuatu. Fengadilan selalu melakukan pEransn yang
bérubah dalam kehidupan hwhioum. misalinva, sSebagaimana
dimnvatskan ﬁleh ahli antropologi terkemubka, Bromnislaw

Malimowski, "peraturan vang penting dalam masvarakat

- D3 dalam Sudarto, Hukum dan Hukum
Fidana, #Alumni — Bandurng, 1981.hal. 15

S 4




primitif bekeria tanpa pengadilan apapun® 52

Fondisl hubkum vang dinamis ini akan mengalami staﬁnazi
manakala norma-norma hobkom vang ada dalam masvarakat
tersebut  telah diabstraksikan kedalam suatu bEetentuan
tertulis misalnva undang-undana, dan sgebagaimana dikata-
kan  di atas sehagai bentuk vang tertulis akan membawa
konsekuensi tertinggalirmvya  hubum dengan perkembangan

masyarakat.

Apslagili apabila para shli hukumnya mempunyvai pandangan
yang wyuridise dogmatis. Secrang ahli hokum (hakim) vang
meEmpunyal pandangan demikian akan melihat hukum  identik
dengan undang-uwndang. Sistem  hubum di pandang sebagai
"logische Feschlossenheit,” sebagai suatu struktur
tertutup vang logis, tidak bertentangan saty sama lain.
Hubum dipandang sebasgail seperangkat aturan—aturan yang

diharapkan agar di taati oleh para anggota masvatrakat.

Fandangan rnormatif tradisionsal  ini sangat besatr
pengaruhnya  sampail dewasa ini. Memang pandangan  ini
MmEmoUryal daya tariknya (appealing) bagi sarjana
&5

nubkum. Mereka bisa berbincang dengan mahirnya tentang

pengertian—pengertian hukum yvang khas vang hanya difs-

2. B. Burvits, Op Cit, hal. 7

6%, Khususnva di Indonesia, mengingat dalam seia—
rabnya sistem bukum  Indonesia mempunyail pengaruh Vano
kuat dari sistem huhkum Erops FKontinental varmg mementing—
kan kodifikasi nampaknya arab pembangunan hukumnyapun
cenderung mengarah pada sishem kodifikasi, namun dengan
berbagal modifikasi di dalam kodifikasi tersebut terbuka
peluang bagi berkembangnya hukum yang hidup dalam masya-

rakat,
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cleh mereks sendiri. FPencoarapan hukum Manya berki-

i
[M]

o opada bergumul dengan wndang—undang, Jurisprudensi
darnn buku~bukue pelaiaran tentang Muium. Hukum menjadi

tujuan sendiri (Sslostzwesk).

Balam pandangan  ini mudah terjadi adanya Cdisirepanss
{ketidak cocokan) antara hukum dan kenvataan yang berla-
ku dalam masvaraskat. Lebih—lebih apabila masyarakat itu

sedang  bergerak  dan berubah, seperti layvaknyva suatu

magvarakat vang ber-revolusi atauw membangun. Jadi
ada  ketidak cocokan antara Iaw in the books dan law  in
sction. antara sollen mesnurut hukum persturan vang aga
an sollen bsrdasarkan hebutuhan cdan kenvataan masvars-

£

i
r+

t, antara nilai-nilai dan normas-norma yang erdapat

dalam wndarg—undang vang diamut oleh pEMNQLAESSE C.g.
Fembentuk wndang-undang dan nilai-nilai serta norma-
norma yang dianut oleh anggota masvarakat. Yang berkuass
untuk  merubah hukum adalahb pembentul  undang-undang.
Hakim dan para anggota masvarakat dalam meEnsrapkan
undang-undang harus berfikir dalam suatu sistem atau
kerangka anggapan  vang dianut oleh  pembentuk undang-

LT arg .

Dalam  pandangan hubkum vang demikian  membabarkan Rukum
darn  keadilan identik dengam membabarkan undang-undanag.

Derngan  demikian jelas sekali bahwa sarjana  hukum  yang

o

iasa bzmkeria dengsan sistem pengertian yang dogmatis dan

asumsi—asumsi  ( pra-angoapan) yang formal belaka, jadi

[ XN

vang vuridis tradisionil dalam metodenva., sulit sekal
urntuk dapat memecabkan perscalan dam mengstur masyarakat

ang semula relstif unifrom gen tertetup ssharang menia-
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Fembali pads kondisi di Indonesia, maka =zetelabh melihat
uraian  diatas menurut hemat kami ada dua sistem  bukum
vang menonicl dalam kebhidupan bukum di Indonesia yvaitu
"Civil  Law  Svstem” dan “Commoan Law Svsiamn”, walaupun
secara wmun “Civil faw Svstem” lah ¥ang paling menonjicd
dalam kehidupan bokuam di Indonesia. Fhususnva dalam
oDroses  pemnerikssan suatu perkara di pengadilan. Sudah
bararng  tentu dengan kondisi vang demikian menvebabkan
situasi yvang dilematis baoi seorang hakim dalam memerik-
sa suatu perkara khususnva apabila dalam peErkara  terse-

but terkandung pertentangan antars nilai kepastian hukum

dar keadilan.

Adanva dua  sistem tersebut menvebabkan munculnya dua
denis  hakim di Indonesia vaitu pertama hakim vang ber-—
pandangan  yuridis normatif vang merupakan ciri-  ciri
sistem bhukum civil, hakim yang berpandangan demikian
akan  menempathkan dirinya hanya sebagai corong undano-—
wndang dan kedus hakim vang berpandangan scsiologis Vang
meErupakan ciri deri common law system vang menempathan

hakim/pengadilan sebagel Figur sentral dalam pembentukan

Pukum,  untok hakim vang berpandangsn sosiclogis  dapat

disgbutkan diantaranva, Bismar Siregsr, Adi Ardoye
Bucipto, Renyamin Mangkudilaga, Asikin dan Charies

Subivanto.
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fpabila  pengadilan aken dilibat sebagai  Figur

&H4. Budarto, Op 04, Hukum.... hxl. 12
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dalar melakukan terubahan hukum  maka harus melibat

Bagaimana bentuk masvarakat dimana pernoadilan itu beker—

Didalam hubungan masvarakat dimarma Aukum itw dilakulan,
orang membedakan adanva beberspa model, sgdangkan pem—

buatan hukumnya merupakan pencerminan dari  model ma—

syarakatnya. Dalam kaitan dengan hal ini Chamblise  dan

65
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Beidman membuat perbedsan antara dus model masvatrakat.

Yana pertams disebut masyarakat dengan basis kesepakatan

nilai-nilal (Valwe Concensus). Masvarakat vang demikian

ini  sedikit  sekali mengenal  adanya konflik, karena
adariva ke%eﬁakatén rnilai-nilai tadi vang merupakan
landasan  kehidupannya. Berdirinya masyarakat varng bher—
tumpu  pads kgsepakatan diantarsa warganva. Didalam ma—
syvarakat seperti itu masalah ?ang dihadapi dalam rangka
pembuatan hukum hanyalah menempatkan nilai-nilai  apakah
vang berlaku  didalam masvarakat itu. Dapat dikatakan
bahwa hukum  disitu merupsakan pencerminan nilai-nilai

vang disepakati.

Yang kedux disebut masyvaraksat dengan model konflik.
Digini bukanlah kemantaparn dan kelestarian vang menjadi
tanda ciri masyarshkat, melainkan konflik-konflik sosial.
Fada model ini,maka berdirinva masverabkat dilihat seba-

gai szuatu perbubungan dimana sebagian warganya mengalami

tekanan -  thekanan dari sementara wargs vang lain.

Ye Satjipto Rabardico, o Cit, Hukum dan Ma....

FE




Ferubahan dan konflik—konflik disini merupakan kejadian
vang umum. Berbeda dengan model  yang  pertams, maka
pembuatan hukum disini bukan penetapsan nilai-rnilad Vang
disgpakati bersama, akan tetapi lebih merupakan perien-
tangan nilai-nilal vang berlaku didalam masvarakatnya,
sehingogs keadaan ini jugs akan tercermin didalam pem-

buatan hubkumnva.

Model  vang pertamsa ditandai dengan ciri tingkat perkem—
bangan masyarakat vang sangat sederharna. D1 Indonesia
keadaan  inil  dapal dihubunghkan dengan masyvarakat vang
meniadi  pendubkung hukum adat  dalam  pengertian vang
tradisionil. Tinmgkat perkembangan vang sederbana  ini
nampalk dalam bentuk pembagian keria (division of labour)
yang masib belunm kompleks. BSebaliknyva masyarakat dengan
landasan lkontlik nilai-nilai adalalh suatu masvarakat
dengan tinghkat perkembangan vang lebibk maju. Keadaan ini
menungkinkan teriadinva pembenitukan kelompok - kelompok
terbatas di dalam masvarakat vang menghidupkan kesadaran
kelompok dengan nilai-nilainya sendiri, sehingoas kaéa—
pakatarn nilai-nilsi di dalam masvarakat tidak mudah
terjadli, sebagal kelanjutannva, maka dalam  pembentukan
masalah pemilihan nilaili — nilai tidak dapat dihindarbkan.

d
n ada beberapa

1]

Dalam hubungarn ini Chambliszs merngatak
kemanghkinan vang terjadi dalam rangka pémbentukaﬁ hmukum
tersebut,-

2. Fembentukan  hukum aken dilibhat sebagsil suatu proses
adu  kebuatan, dimana negara meErupakan senjata di
tangan lapisan vang berkuasa;

e Sekalipuwrr  terdaspat pertentangan nilai — milai  di

galam masvarakat, namun negara tetap dapat berdivi

3
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badan wvang tidak memihak (value neutral ),

a8
I.-I
]
n:
a3
]

nilai-nilai dan kepentingan—kepentingan vango
bertentangan dapat di selesaikan tanpa mengganacu

kehidupan masvarabkat.

i dalam hubungan pembentukan hukum, dimana disitu
dijumpai pertentangan nilai-nilai serdts nepentingan-
kepentingan, Satjiptoéé dengan mengutip pendapat Schuvi,
mengatakan bahwa ada dua kemungkinan yang dapat timbul,
masing—-masing adalah =

1. SBebagal sarana untuk mencairkan rertentancan (con—-

Flictoplossingl:
Z. Bebagzi tindakan vang memperkuat terjadinya perten-

tarngan lebih lanjiut {conviictvertekingl.

Fedua—duanya menunjukkan, bahwa di dalam suatu masyara—
kat yvang tidak berlandashkan kesepakstan nilai-nilai itu,
pembustan bukum selalu merupakan semacam endapan perten-—
tangan—perientangan vang terdapat di dalam masvarakat.
Fada kemungkinan yang pertama maka pembuastan hukum meru-
pakan suatu Jjalan untulk melakukan pencairan pertentangan
vang sedemikian itu. Femungkinan vang kedusa lebih menje—
laskan tentamng apa vano timbul apabila masvarakat terti-
ol mleh janji-janii atauw penvelesaian  yang dilakukan

melalul pembuatan hubkum.

Magyvarakat Indonesia akhir abad 20 ini jelas tergolong
pada masyarakat demngan tingkat keria vang tidak  laoi

sederhana. Fengoiatan perkembangan industri beroama—-sama
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dengan pemakaizn pols skonomi uang  vang mengoantikan,

gkonomi  ia

i

a, mendorong terciptanva masyarabkat van

I

terbuka, hetesrocen dan individualistis, Menogikuti permu-—
laarn kehidupan sosial di atas, maka pesmbuatan hubkumnya

harus berhadapan dengan masalah pengelolsan nilai-nilai

serta hkepentingar-kepentinaan vang berbeda-beda dan
bertentangan. Dengan kata lain, maka pembuatan hukum di

Indonesia akan merupakan kelanjutan dari keadaan vang

demikian itu.

Fedua model masvarakat sebagal  landasan dalam pola
pembuatan  hukum  tersebut di muka ternyata Juga akan
menjadi landasan  bagi bekerjanya pranata pengadilan

o

i

lam rangka melayani kehidupan masyarakat disitu.

Mengenal mesalah perubahban kukum oleh pengadilan inipun

diungkapkan oleh Satiipto Rahardjio

Ferubahan  bubkum secara formal ini akan melibat-—
ram  pula pembicaraan mengenai badan-badan Vang
mengaerakan  perubahan  tersebut. Dua  badan yang
ttama diseini adalah badam perundang-undangan dan
badarn peradilan. Disamping fungsi perundang-un—
dangan dan pgradilan tersebut dapat dilihat ce-
bagai aktifitss orang-orang vang menjadili angaotia
dari badan-badan tersebut. Feranan mereka itu,
apakah ia secrang hakim ataukah legislator,.adalah
cukup penting, oleh karena keputusan—keputusan
serta tindakan-tindakan varng diambil oleh badan-—
badan tersebut diatas pada hakekatnva merupakan
hasil karya mereka juga. Eagaimana pikiran dan
sikap-sikap mereka mengenai perubahan dalam ma—
svarakat akan sangat menentukan badan-badan ter-
sabut menghadapi masalabh perubahan sosial", @/

Ferubaben bukum oleb pengadilan mempunvai segl haiknva.,

walaupun  ada kekurarngannya. Mengenai hal  ini Satiipto

&7. Satiipto Rahardio, Op £it, Hubum dan Fer...,
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-memﬁutuhkaﬁ waktu  wvang cukup  lama untuk memutuskan
apakah iz akan melangkabh kearah pembuatan hukum.
kelebihan badan tersebut, seperti keleluasannya wntuk
berTikir dan menimbang, justru serupakan kelemahannyva,
valtu apabila dinilai dari sudut kecepatan untuk

mengimbangi perubahan vang terjadi dalam masvaraikat.

Berdasarkan hal tersebut maka kami sependapat dengan

T4

atiipto Rahardio bahwa berhadapan dengan keadaan vang
demikian itu, maka memang beralasan kiranva berpendapat,
pabwa perubahan hukum vang timbul sebagai jawaban terha-
gap tuntutan perubahan sosial itu relatif lebih  lancar

apablila terjadi melalul pengadilan.

Barbeda dengan keadaan vang dihadapi oleb badan
rerundang-undangan, maka pengadilan lebih _gimungkinkan
untuk  bertindak cepat dalam menanggapi turnbutan  ustuk
melakukan perubahan hukum. Namun demikian adanva pemben—

tukan hubum melslul badan legezlatif tidak boleh diabsi-

kan, mengingat kaitan antara produbk bukuwn smelalwi  badan

pembuat uncang-undang (legislatif) gengan pengadilan
zangat erat. Haitan antara dua lembaga tersebut ditun-
jukars oleh Satiipto Rahadj069 dengan mengatakan bahwa

Masil hkatrva perundang-undangan vang  lazim  dituangkan

dalam berntuk perumusan—perumucsn vang wnmum  membutuhlkan

peErnggarapan lebih Jjauh berupsa pengkonkritan dari norma-—

FIA fukoam melazlui pengadilan. Melalui  pengadilan

&8, IHid, hal. &6

mengunghapkan bahwa badan  perundanng-undangan




znilah perumusan-nerumusan vang umum ity menjadi konkrit

n
1

=ehingga perubaban ity memperoleh bentuknva varng naAvata.
Demikin  pula halnva dengan hasil karyva keputusan hakim
vang pads ssat dituiukan uﬁtuk.mengadakan suatul  peruba-
har hukoam, Usaba veng dimulai cleh pengadilan  kemudian

biza dikesriakan sescara lebib jelas dan lengkap oleh

pembuat undann—undansg.

Urtuk  ditulal dalam menghadapi dua pandangan mengenali

fubuwn di Indonesia Pengadilan mempunyal posisi yvang

strategis. Fedua pandangsan terzebut menpunyai segl posi-
tipnya masing-masing. FPandangan vang normatit  mespunyval
zifat vang konstan dan paéti, sgdang pandangan  yang
soziclagls mempunvyal sifat vang luwes darm dinamiz dalam

mengikuti prerubahan sosial sebagai akibat perkembangan
s + ] P2

masyarakat vang dinamis. Dan dalam penegakan  hubkum di
rengadilanlah dua pandangsn itu bertemu dan dapat diper-

temukarn .

Hal ini menurut hemat kami perlu diperbsatikan  mengingat

masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesern-

im SR AT antara hukum sgcara normatif (Pas sollen) dan

& (gas sein) atau kesenjangsn

[t

bukum secatra sosiclog

antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan
Fi

ocerilake  hukum masyvarakat  yvang  senvatanva. FRoscou
Found menvebutnya sehagsal perbedaan antara “law on book”
dan “lamw in action”. Perbedzan ind mencakup pres e~

soslan—perscalan antara laino @

0. Salman Luthan, Fensgskan Hukum dalam Konteks
SBgwiciagis,. dalam Jurnal Hubum UII, No. 7 Vel 4 - 1997
hal. S99
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i1, fApakah hukum di dalam bentuk peraturan yéng telah

L

iundangkan  itu meEngungkapkan  pola  tingkah  laku

n

osial vang ada waktu Thug

2. Apakah vang dikatalkan pengadilan ity sama dengan apa
vang dilakukannvas

F. fBpakah  fuiuan Yyang secara tegas dikehendaki oleh
pEraturan itu sama dengan =fek peraturan itu dalam

benveaetaan.

Mengenai sifat konstan dan pastinva hukum  faormal vang
berpandangan normatif dan dimamics serts luwesnva hukum
dari vang berpandangan sosiclogis  hendaknya Jangan

s

bersifat mutlak melainkan relatif. Dalam hal ini Roesslan

—s
Baleh’*t mengatakan bahlwa semua norma hukum lahir karena
diberi bemtuk hukum oleh aparat hukum vang kombelen.

Yang ciberi bentuk adalah asas-~asas hudum. Penegasan ini
menyimpulkan disatu pihak bahwa hanya hukum. positiplah
vang berlaku, dan dilain pihak bahwa hukum pﬁsitip hanya
mempunyai arti hukom jika dikaitkan dengan ASAS—&SAS
hukum yaﬁg dengan pembentukamnnya itu harus mendapat ben-—
tuk konkrit. Dan demikian pula baru menjadi norma bukum

vang berlaku.

Selanjuvtnya FRoeslan Saleh mencatakan konstansi yuridis
dan dinmamiks hukum oleh karenanya harus dilibatkan pada
asas—asas bukum mauapun kepada pemberian  bentuk  hukum.
Oleh karens pemberian bentuk huakum dan asas—asas  hukum
tw  =aling berkaitan vang satu dengan yang: lain, dan
tidak dapat dipisahkan maka kedua segi dari konstansi

71. Reoeslan Baleh, Op Cit, Pembinaan..., hal. 4
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varadis  dan dimamikanva itu juga berkaitan satu dengan

varna lain dan tidak terpisahkan.

Azas—asas hubkum yvano menentukan isi hukum vang oDerlaky
memplinyval suatu konstansi relatif dalam tiap—tiap tertib
Bukum selalu ads asas hukum konstitutif vang dipositit-

| [P
[

Qleh bkarena azaz—asas hukum konstitusid menjadi  dasar
tiap tertib hukum, maka dia menunjukan keadsaan konstansi
hubkum vang sangat tinggi. Dalam istilah hukum varng telah
berkembang asas hukum konstitotif ini bersifat  terbuka,
diperdalam dan diperhalus cleh asas-—asas regulatif dari
maral yvuridis. Asas hekum yang regulstlt vang mempunyad
bonstansi yvang lebih terbatas dibandingkan dengan asas

Pakum  konstitutif. Dia akan  berfungsi  hanva didalam

stzieel-astelsel hukum vang telah jauh berkembang.

Fonstansi  relatif dari semua asas hukum ternvata dalam
hal berikut @ Tizp kall aparat hukum membentuk hukum,
asas inl selslu terus mendesak masuk kedalam kesadaran
furwm darl pembsntuk hukum. Sejauh disa mempunyal sifat—
sifat konstitutif dise tidak dapat dilanggsr olebh pemben-—
twk  hukum, atan tidak dapat dikesampingkan o Jika hal
ini dilakukannya, maka terjadilsah vang disebut non hubuam

~an "vang kelibetannve sajia vang sebagsil hukum" . Selagi

at
pEmbentulk hukum mensgang heguh asas  hubkum konstitwtif

pertentangan dengan asas hukum regulatif  yang

o

darn hany
modern dari moral hubkum, akibatnva hanva sdanva  hukum

varig tidak adil walsupun kekuasaan bukum masih ads.
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Fonstansi relatif dari asas hukum komstitutis Der -
bumgan  dan tidak dapat dipisahkan dari dinamika wvuri-
OGignva. Konstanzi  dari ssas hukum tidaklah kakw dan
gtatis. Femang asas-asas ini +tidak tersedia dalam ksa-—
daan  sempurna.  Ia barwe memperlihatkan  arti hukumnya
dalam prozes periumbuban hukum, vaitu dengan merjadi

semnakin hava dan semakin mendalam.

konstansi  relatift dari asas bukum ity sisi baliknya

adalah dirmamika hukum. Dimamika hubkwum ini dalam stelssl

hukum mencapai derszjat vang lebhih tirnggl dengan petuniuk

asas hukum regulatif.

Fonstansi  relatif dan dimamika dari asas—asas  hubum
menyimpulkan adanva proses pembentukan hukum vang berke—
sinamnbunngan dan dinamis. Earu dalam proses pembentubkan
inilah asas—-asas hukum konstansi relatif dapat mengen—
bangkan dinamikanva. Sebaliknya proses pembertubkan hukum
vang dinamis menyimpulban adanva asas—ssas hubkum varg

tanpa proses pembentukan bokum vang dinamis demikian itu

1

tidak dapat menjadi bhukum vang berlabku.

Fada akhirnya Roesslan Saleh’ = menyimpulkan bahwa hiarus
selalu dibina adanva suatu  harmoni antara konctansi
relatif dan dinamika relatif dari pembentukan hokuom.
Baat-saat konstansl relatif tidak boleh di mutlakkan.
Jika hal itu sampal terjadi maks akan ferijadi pulalah
kebekuan hukum. Begituw pula saat dinamika relatif  tidak

boleh ditekarm oleh karena akan mendabulukan konetasi

7Z. Ibig. hal. 93
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relatif. Jika hal demikiam teriadi maka akan terjadilah

ketidak pastiam hukum dan kesewsnano-wenanoan.

Adalsh  tugas  hakim untuk mewujudkan harmoni ini. Dia
adaleah pendubkung proses pembentukan hukum vang bersiftat

dimnamis. dalam daerah hukumnva sendiri. Fadanva ad

ik}

tanggoung Jawab untuk mengarahkan kehidupan hukum kepada
vang oicits—citakan, melalui memnpositifthan asas—asas
hukum  vang ber=sifat konstan relatif dan dinmamic SSCalra

mami

'.-r!-
‘.FI

o

L)
-,

embentubkan hukum  melaluil pengadilan  dapat dilakukan

dengan mengembangkan yurisprudensi, walaupun di  Indorne—
sia sumber hukum ini tidak merngikat hakim untuk  memutus
statu  perkara  namun secara yvuridis sumber  Bubkum ini

rar

gdizkul seperti halnya undang-undang. ™

oy

73. Menoenail hal ini Soedjono Dirdjosisworo menga—~
takan babwz dalam peradilan di negara ~ negara penganut
sistem hokum anglo saxon zatu—satunya sumber hukum
adalah vurisprudensi. Disini berlaku asas “stere dici—
cis” ataw asas “ithe binding Force of precedents*. fzas

i

ini mewaliibkarn hakim untuk  mengikuti  keputusan  hakim
vang adas sebelumnva. Fekuatan mengikat ini pada asasnva
terhadap hkeputusan pengadilan vyang lebih tinggi, juga
terhadap keputuzan pengadilan vang setingkat, aszal tidak
ada opreseden vang saling bertentangan dan pressden itu
ticat teriadl secara “per inpcurian”, artinva tidak
teriadi karena kekeliruan dalam hokum.

fimas “Stars gecicis”  tidak dikenal di Indomesia. Mamun

~hal ini  tidak berarti, bahwa secrang hakim sama sekali
tidak memperhatikan potusan-putusan habkim  yang lebihb
tinggoi, ialah putusan dari Fenogadilan Tinggi atau Mahbka-—
mah Agung. Bisa dikatakan bahwa dalam siztem kita ada
"persuasive precedents”, akan tetapi bukan #binding
precedents” {(precedent vang mengibkat). (Soedjicno Dirdio-
siswors, Filasafat Peradilen FPidana dan Perbandingan

Hukum, fArmico — Randung., 1984, hal. &2 — &3)
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Melzalui oerkembangan vurisprudensi maka hal-hal  van

[Jx;

A

berkembang didalam masvarakat dapat disalurkan denos
memantaatkan  tebnik penatsiran hubkum, konstrubksi  hokum
dan pemnghalusan hukum. Dan narmonisasi antara hkomstansi
relatif dan  dinamika relatif dalam pembentukan hubum
seperti diuwnghkaphkan oleh Roeslan Saleh dapat dikorkrit—
kan melalul pengembanpan Yurisprudensi oleh Fencadilan.
Apabila pencadilan dapat melakukan fungsinya vang demi-
kian maka penoadilan dapat mernempatkan dirinva sebagai
lembaca pengintegrasi berbagai kepentingan vanyg ada di
dalam masyarakat. Sehingga apabila mengikuti pendapat
Spejono  kKoesoemo Sisworc, maka di dalam vurisprudensi
terdapat suatu sinthese vang harmonis’4 dimana sebelumn—

va telsh terjadi dialektika antara these dan antithese.

D. PENGADILAN DALAM MASYARAKAT

i

Fengadilan dalam sub bab ini diartikan zebagai  sustu

i

£ I}

il

i

fad ta penvelessian konflik vang ada di dalam masyar
kat, dimana salah satunva adalah pengadilan negara,
vaitu pengadilan vanoa diadakan dan bentuk ocleh negara.
Koentioroningrat membedakan  antara istilah pranata
sebagal pengoanti istilah institution dengan lembags
sebagal penoganti istilah institute. Adapun pranats atau
inEtiiutimn itu mengenai kelakuan berpola dari menusia

l:l
d=lam hebudayaaﬁnya.7*

74. Soejonn Koesoemo Sisworo, Reberapa Femikiran
tentang Filsafat Hukum - Semarang Undip, Tanpa Tahun
hal. 53

79. Kosntjoroningrat, Kebudavaean, Mentalitas dan
FPembangunan,. Gramedia - Jakarta, 1981, hal. 14
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Mendazarkan  oada dattar dari beberapa puluh pransts
bebudaveaan  wvang gipolongkan ke dalam delapan. dergan
mamakal pernooolorngan oleh Kaentjaraningrat, maka penga-—
dilan masuk kedalam golongan vana ke tuiuh valtu pratns-
ta—pransta  vang bertujusn memenuhi  Renuttthan meanusis
i mengatur  kehidupsn Lbernegara. ialah political

institution.’®

Berbicara mengenal masalah pengadilan sebagai pfanata
penvelezaian  konflik meEmpunyai kaitan vang erat dengan
masalah sistem hubkum  dan bBudaya hubkum masvarakat.
Karena ini berksitan dengan massalah pengaivan periara ke
pengadilan negara serta sistem hukum vang herlaku dalam

mazvarakat tertentu.

Th. KHedelapan peEngoolongan pranata menuruat Foent—
joroningrat secara lergkap daoat di  sebuthan sebagali
barikut ¢ 1. Framnata v&ng bertuijuan memenubi kebutuban
kehidupan kekerabatan. (Ninship stau domestic irnséito-

T icrm) )

2. Franata vyang bertujiuan memssubi kebutuhan
manusia untuk penc Larn hidup, memproduksi, menimbun dan
mendistribusi harts dan benda,. (sconomic instituticon}

I« Franata vang bertuiuvan memenuhi  kebutuhan
nenerangan dan pendidikan. (educstionsl institutions)

4. Franata vang bertujiuan memeruhi kebutuhan
ilmiah. {scientific instituticns)

3. Franata vang bertuivan memenuhi  kebutuhan
manusis menvataksan rasa keindahan dan  untuk  rekreasi.
(aesthetic and recreaticonal institutions)

&. Framata vang bertuivan  memenuhi  kebuiuhan
manusia untuk berhbubungan dengan Tuban atau derngan alam
treligiocus instituitions)

7. Franata vang bertuivan memenuhi  kebutuhan
manusia uantuk  menoatur  kehidupan berkelompol  sscara

il
-
[,.I

.besar-besaran atau kehidupan bernenara. (political

Institutions)
2. Frarmat

& mengurus kebutuhan jasmaniah
dairi manusia. {somstic in

tituticons)

[ N
o
=




febzgsimana  diketahul bahwa kebijakan neEgara  sekaranc
iri berusahs menempatkan pengadilan negara sehagsi zaty-

sztunva pranata untuk menvelesaikban konflik vang teriadi
dalam masvarakat. Satiipto Rahardio mengatakan WEMG
dimakeud pencadilan ialabh suatu lembaga vang pengorgani-
SASlannva dijaiankan Gleh negara secara rasional, yang
cada dasarnva disusun menurut konsepsi hukum modern  dan
vang bertudgas untuk menetapkan apa yang merupakan hukum

. . 77 . . L.
di  situ.’’ Lebih  lanjut Satjipto mengatakan bahwa
perniactilan sebagaimans adanva sekarang ini harus diteri-

ma kenvataan dan kehadirannya.78

Denoan  adanva penerimaan inl membawa bonsskuensi bahwa

11

egala prosedur dan proses persidangan adalah merngikuti

bl

+

ata cara vang telah ditentukan secara rasional pula

-

meEngikuti hukum formal vamg mengatur hal  tersebut  dan

biasa disebut dengan Rukum acara. Berkaitan dengan
pemahaman mengenal bagaimana manusia menvelesaikan

gsesuaty dalam masvarakat, bagaimana merska menvelessaikan
bonflik, bentuk peran ap=a yang diharapkan dapat membarntu
mereka, bagaimana peran—peran ini berhubungan Satﬁ SaM&
lain secara sistematis, serta sumber—-sumber otoritas apa
vano dimiliki mercka.

Dengan  demikizn secara formal hal vang ideal adalah

mambaws setiap masalah sengaketa bukum ke depan pengadi-

lan. Mamun demikian secara sosicloois hal  vang  ideal
77. Batiipto Rahardic, Hulkum Masvarahst dan FPem—

bafrgunan, Alumni - Barndung, 1974, hal,. 113

78. Lowe Cit

ok
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tijo Socemitro

+

ey g

Ht

sbut  tidaik seperuhnva dapat terwuiud  karena  tidak
setiap orang akan membawa permasalahan hukumnva ke depan

penaadilan.

Diluar penpajuan perkara wvang dilakukar ocleh badan—badan
penegak hukum, . maks ada tiga faktor vang turut  mensntu-
kan  peEnoajuan  perkara vano demikian itu, wvaitu: (&)
pEngetabhuan tentang  hukums (b) bkemampuan dan {z)

budava hukum.?g

Terlihat bablwa diantaré I faktor tersebut diatas salah
satunva adalah budava hubkum. Untuk itulah tanpa  budava
thum vang sesuai gengan kebijakan formal dar} NEQARIEE .
maka seseorang  tidak akan mengajukan persoalannva ke

depan mengadilan., Satiipto RahardeBU

mengartikan
budave hukum sebagai "sikap-~sikap darn nilai-nilai Yang
ada pada rakyvat mengenai hukum". Sedanagkan Ronny Hani-
81 mengatakan bahwa vang dissbut  budava
tukum adalah keseluruhan faktor—faktor vamo menentukan
Dagaimana sistem hukum memoercleh tempat vang sesuai dan
dapat diterimas didalam kerangka budava masyarakat.

82

Szlanjutnva menurut para ahli  anthropolooi, budava

tidak eekedar bherarti humpuian Bentuk tirmgkat laku  dan

77. Batiipteo Rahardjo, Op Cit, Masalab..., hal. 74

at, Satiipto Rahardijo, Op Cit, Hukum dan Ma....

81. Ronnv Hanitijio Scemitro, 0o £it, Ferspektif...

82, loe C3it
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mama b

man vand saling terlepas akan tetapi budava diar-—

i

+
.

Lkan sebagai kateogori siza sehinooa didalamnva termasulk

ceselurunan nilail  ecsial vang berbubunoan denogan hukum.,
berikut sikap-silkap vano mempendgaruhi: bekerianve hulum
tetapi vano bukan merupakan hasil dedubksi dari =ubstansi
tdan struktur. Sehingoa termasuk didalamnva rasa hormat
atan tidak hormat kepada hukwn. kesediaan orarng  wuntuk
mengounakan pengadilan atau tidak menggunakan pengadilan
karerma memllib cara~cars informal urtuk meEnvelesalkan
aaty senoketa. Termasuk pula kedalam budava hukum
adalah sikap — sikap darn tuntutan terhadap hukum vang
diajukan oleh hkelompok etmis, Fas., &agama, lapancan

pekerjaan dan kelas — kelas sosial vang berbeda-beda.

Budava hukum adalabh merupakan salah satu komponen dari
tiga komponen sistem bukum vang  beropesrasi. ketiga

komponen tersebut secara lengkap adalsh

Fertama, komponen struktural vaitu bagian—bagian  vang

=77

i}

erak dalam suatu mekanisme. Strubtur pengadilan vang

H

berupa hakim vang bersidang dengan yurisdiksi  tertentu,
badan pembuat vndang-undang dan jugs hongtitusi tertulis
merupalan contoh-contoh mengenai apa  yvang dimaksud

romnzonen strubkitural dari bokum.

Eemporen kedua adalah substamsisal,. vaitu hasil sehe-
narnya yvang dikeluarkan oleh sistem hukum. Setiap kepu-
ugan vano merupabkan produlk substantif dari suatu =zistem
Rukitm umpamanya kBeputusan yvang di buat oleh pengadilan
Jugae setiap ketentuan vang diterapkan oleb hadgﬁwbadan

pemerintah  merapakan swubstansi. Struktur dan substansi

11z




sehenarnva  merupakan aba vang pada umumnva dissbut

sictem hukum.

Fomnoren ketiozs adalah berupa sikap dan nilai-nilai Yang
meEniadi pegangan masvarakat yang akan menentukan  apakah
pengadilan akan dimanfaatkan ataug tidak., apabila merngha-
dapi masalah bubum. Inilah vang dizebut  budava  hukuam.
Dalam beberapa kebudavaan maksud urntuk berperkara di
muka pengadilan negara diangoap sebagai upava terakhir,
zedangkan pada kebudavaan vang lain berperkars dimukz
pengadilan  merupakan kegiatan varng biasa dilakukan

Eehari“hari.SQ

Sebagal contoh, misalnva di Korea dianggap tidak pantas

b

Jif]
T}
fute

o la orang memaksakan hak hukumnya atau  mengouoat
orang lain kemuka pengadilan, karema Mal  ini berarti
secara terang-terangan mengajak senghketa. Beorang Kores

Y&NG  menggunakan  sarana  hukum wntuk melindungl hak

miliknya diangoap tidak mempunvyai psracaan.

Sebaliknya di Birma kegemaran herperkara merupakan  hal
vang umum di Ranggun merupakan bal vanp biasa saiza bahwa
pEnguasa mewuwjudkan kelebihan dana setiap  tabunm umtuk
mencari-cari perkara vano kiranva dapat dibawa -kemuka

pEndadilan untuk mencari keuntunoan.

Di  Indonesia seperti halnva di banyak negara -—-necara
bekas Jjaiahan tidak ada inmtegrasi antara struktur formal

dan prosedur konvensional. Sehinogs menghasilkan =sema-

11=




cam  bentuk  Greshem institusionsl. dalam mana oproses
tormal cenderung dihindari dam lebih disukal proses vano

lebih dikenal dan akomodatit,S%

Dencan demikian konsekuensinva adalah nroses Tormal
ur bk menvelesaikan perbedsan nilai-nilai dan keoen—
tingan melalui pengadilan neoara sebavaimana dikehendaki
Fukum formal adalah merupakan upava vang paling akhir
sebelum upava penvelesaian vang dianggap akomodatif

dilabukan dan tidak menvelesaikan masalah.

Balah satu mekanisme varng menonicl  dalam pengelol aan

perbedaan nilai-nilai dam kepentingan di Indonesia iala

o

jalan Muswvamwarah wuntuk mufskat. Franata imi dapa

rt

dilihat sebagal suatu usaha untui memperkecil pengaruh-
oengaruh terjadinva pertentangan—pertentangan atau

mEniadakannva. RBahkan Satjipto Hahardj085

dalam perca-—
kapannva denoan Kompasz tanggal 18 Qktober 1997 menogata-—
kan musvawarah adalah pola perilaku dasar bangsa sebslum

giamanatkan UUD 45,

Dilihat dalam kaiian sosialnva, maka setiap penoadilan
itu  merupakan respon terhadap susunan masvarakat wvang
meniadi landasannva. Didalam masvarakat vang berda—
garkan kesepakatan nilai-nilai dimama segensp anggota

masvarakat ity menghayati nilai-nilai vang sama. maks

pengadilannya tentulah tidak serumit vang terdapat pada

84. Daniel 8 Lev., Op Cit, hal. 87

8%. Satiipte Rahardio, Mompas 18 Oktober 15927,
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masvaraxat vang berlandaskan nilai - nilai vang berbeda.
Dalam hubumgan ﬂengan pranata vang dipakai oleh =uaty
mazvarakat urnrtutk menvelesaikan sengketa— =engheta
diantara para angaotanva. oleh Chambli‘ssa6 disebutkan
adanva dua unsur vang merupakan faktor vang turut menen—
tukan, vaitu:

{11 Tuiuwan vang hendak  di Capai dengan penvelesaian

sengketa itu. AGpabila tuiuan vang hendak dicapai
cleh pransta itu adalabh untuk mErukunkan para pihak
sefinggs mereka untuk selaﬁjutﬁya dapat hidup ber-
zama kembali setelal sengketa itu, maka crang dapat
mengharapkan kepada cara~cara mediasi dan rompromi .

Sebaliknva, apabila tujuan pranata itu adzlahl untuk

melakulkan penerapan pEraturan—peraturan {rule en-

ot

croement ), maka cara-cars penvelesaian vantg bersi-

~h

at birokratis mungkin akan lebih banvak dipakai,

CL
o

imana sasaran atamanva  adalah menetapkan secara
tegas apa vang sesungguhnyva menjadi isi dari sesua-
tu persturan itu serta selanjutnya menentukan aps—

kah paraturan itu telah dilanggar.
{21 Tingkal pelapisan vang terdapat di dalam masvarakat
emakin tinggi tingkat pzlapisan vang terdapat di
dalam masvarakat, semakin becar pula perbedaan
kepentinaan dan nilai-nilai vang terdapat disitu.
Balam hkeadasan vang demikian, maka lapisan atau
golongan vyang dominan akan mencoba untuk memperta-

hankan kelebihannva dengan cara memaksakan berla-—

kunva peraturan - peraturan disitu vang meniamin

B4, Satiipto Rahardio, Op Cit, Hukum dan Mo,

Lt
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hedudubkannva. Rerbeda dengan hkeadaannva pada ma-—
svarakat sederhana, dimana tingkat pemakaian teh-
nologi dan pembagian keria  di dalamnys masih re—
ndah, kesepakatan nilai-nilai masih mudah dicapai,
dimana perukunan merupakan pola pernvelesaian seng—
keta, maka di dalam masvarakat Yang mempurnyval
tingkat pelapisan vang tingoi dengan susunan ma-—
svarakatnya vang mendorong timbulnva ketidak samaan
(ingualitv), penerapan peraturan-peraturan dengan
pambebanan  sanksi merupakan pola kerija vang cocok

untuk masvarakathnva.

Berdasarkan kepada apa vang telah diuvraikan di atas,
dikatakan, bahwwa masvarakat vang kurang berlapis aan
kurang komplek akan cenderung untuk memakai pola pEnys—
lesaian  berupa perukunan. Sedanghkan sebhaliknva, dalam
masvarakat dengan  perlapisan sosial vang tinggi  dan
iebih bkomplek kecendesrungannva ada pada peErsErapan

peraturan-peraturan.

Untuk  lebih jelasnva dapat dilihat dari  tabel Cham—

pliss®’ dgi bawah ini :

Masvarahkat
vang lebihn
homplebks

: Masvarakat
t vang kurang
i tompleks

t

—_—_— e -

— e e rm———— e e e L —_——— e — ——m

Masvarakat vang paErukuran penerapan hukum

kurang terlapie perukuran penerapan hukum
perukunan
penerapan hubkum

panerapan hukum
penerapan hubkum

Masvarakat wvang
iebih berlanDis

87. Ibid, hal. 54
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vard patrilimesl dan Mimanokabay vant matrilineal i
Sunmatera, bentuk-bentuk Fukum dan oeradilan berkembang
dari sictem keluarga. Suatu "tugas hukum”  dasar cdalam
masvarakat ini adalah memelibara integritas belompaok
kerabat dan meEniunivng tingoi konsekuensi dari organisa-—
=i dan Laperoavaan yand mendukungriva.

Di Jawa dan masvarakat aristokratis laimnva, tuiuan
hukum tidak berbeds namun lebih kompleks dan oroganisasi
pemerintahan keraiaan vang tidak tergantung dari himpu—
nan kekerabatan  dalam masvarakat bilateral mEandorong
iantirnva fungsi—fungsi vang lebib  khusus dari pada

renepakan hubkum dan pemberian putusan pergadilan.

Hubuwm  tertulis  lebihk mempunvai  karakteristik secara
historis pada bBentuk masyarakat vang terakhir (Jawa)
dari pada vang pertama (batak dan  Minangkabau). dan
mungkin sekali dalam organisasl keluarga Eurang memberi-—
kEan kontrol sosial vang ketat. Tetapi meskipurn, seperti
¢i  Jawa kurc  terdapat hukuwm tertulis dan pejabat varng
mernegakkannys, hanva sedikit perkara yang dihadapkan
kepada pemerintab formal. Sumber — sumber  administratif
tidak mampu memberikan kontrol centh  atas  penduduk.
Fehanvakan perkara mendenai komflik dizerahkan kepada

deza  atau  keluarga. dan cara penvelesaian biasanva

adalah Hampromi.aa

Dalam kaitan ini F. Tresna mengsta

-

aft &

#d. Daniel 5. Lev. Op L, hal. 194

117
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“Yang daoat diterima sebagai suatu kenvataan., ia-
lah bahwa oleh karema di keraiaan - heraizen di
indonesia ite vang berdaulat adalah raja Yarg
berkuasa sendiri secara mutlak,. dan soal hidup
dan  matli dari rakvatnva ada pada tangannyva,
maka kebuasaan menaadili pun ada raja sendiri.
Akan tetapi tidak dapat disangkal pula, bahwa di
Indonesia tidak semua perkara diadili oleh raia
dan bahwa tiap-tiap hesatuan hukum, tiap — tiap
kepala adat atau daerah menjadi  hakim perda—
maian' 57

Dari uraian di atas terlihat bahwa ads interaksi antara
nilai-mnilai vang dipedomani qleh masvarakat terltentu
dengan sistem hukum vang berlaku dalam masvarakat ter—
teritu. Suatu sistem hukum yvang menurut masvarakat dini-
lai  tidak sesuai dengan mnilai-nilai vang dihayatinya
cenderung  dihindari dan akan mencari alternoatif 1éin
vang  dianggap sesual dengan nilai-nilsi vaang dihayvati
tersebut. Dari uraian lev dan Tresna di  atas tampak
bahwa walaupun ada hukum tertulis vang berlaku di hera—
djaan -~ kerajisan di Jawa namun  masyvarakat cenderung
memilih alternatif penvelesaian sencketa hukumnva mela-
lui kepala sdat, daerah secara hompromi, sehingoa dapat
menciplakan perdamaian antara pihak-pihak vang berseng-
keta. Hal ini mengingat milai-nilai sosial masyarakat
jawa cenderung menshkankarn hubungan pribadi dan menouta-—
makan kesslarasan.

Suatu Eigtam pukum maupun bentuk pengadilan masyarakat
tertenty cenderung mengikuti susunan masyarakatnva vano

merupakan basis dari bekerjanya hukum dan  pengadilan.

8%. R. Tresna, Feradilaen i Indonesia dari Abad ke
Abatd . Pradova Faramita - Jahkarta, 1277, hal. 10-11




Mamun kadanokalas ada sistem Fukum vang dipalksakam berla-—
kunva sehingga menggeser sistem hukum vang lama misalnva
dergan DeEneraban &sas Aonbardsnsi  aoleh pemerintak
kolonial Belanda di wilavah Indonesis. Utrech dalam hal
imi mengatakan

"Boleh dikatakan bahwa hukum  pidana Vang
sekarana berlaku hampir diselurub wilavah Indo-
neeia adalanh suatu hukum pidana tertulis  (ter—
kodifikasil., Tetapi kodifikasi hukum pidana itu
bukanlah keinginan sendiri masvarakat Indonesia.
Boleh dikatakan bahwa pada abad varg lampau
bodifikasi hukwn  pidana itw dipaksakan orang
RBzlanda kepada rakvat Indonesia®

Mamun pemaksaan-pemaksaan tersebut tidak dapat menohapus
sepenuthnya  budayva hukum yano ada vang berkaitan dengan
dengan sistem bukum lama, sehingoa kondisi demikian akan
menimbulkan masalah dalam bekerianva siztem hukum  baru
terzebut dalam masyarakat. Walaupun diakui juga dengan
pemaksaan vang intensif sistem hukum vang baru tereebut
dapat berlaku, namun setelah bangsa Indonesia  mempunyai
kedauwlatan sendiri untuk menentukan hidup matinva negara

ini  maka sistem bukum  kolonial  tersebut  mendapatkan

tantangan—tantangannyva sendiri. dalam kaitan derngan hal
e Pymmiml o 71 PRSI
ini Daniel 5. Lev mengatabkan:

lembaga—lembaga bharu, peranan para ahli  vang
baru. simbeol scsial politik yvang bharu diambil
dari tradisi lain, vang hkemudian menjadi bagian
bangsa Indonesis wvang secara bertahap memasulki
dunia hubkwr kolonial. Derngan kemerdekaan Indo-
riesia lembaga-lembsga ini, peranan—peranan, dan
simbol-zimbol akan menghadapi tantangan., akan
dibentuk pola-pela yang  barw  disusun kembali,
tetapi hal-hal  tersebut  tidak dikesampingkan
szcara  total., tanpa membahavakan ide suatu

Fo. BHilman Hadikusima. Delik Adat, Alumni-Banduna,
1984, hal. 32

Z1. Daniel 5 Lev. Op Cit, hal. 127
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negara nasional.
Flelalui  =suvatu  tinjavan vano bersifat historis adanva
peEmaksgaan -~ peEmaksaan berlakunva sistem  hukum  oleh

pemerintabh  kolonial Belanda di wilavah Indonesia  dapat

Pertams—tams. tata hukum kolonial seperti halnva tata

sosial bersifalt Jamskh. berdassrkan pads asumsi hetidak-

i

gmaan rasial. Karakteristik khusus menconicl g Fri

i

istem hubum Hindiz Belanda adalah dianutnvae Iogika
internal tentang masvarakat dan tujuan~tujuan kolonizi,
tidag sempurha  tapi lebih banvah dibandingkan dengan
kebanvakan—kebanvaian koloni lainnva. Fila pemerintah—
pemerintah Koleonisl lainnve cubkup puss dalam mencapsi

sesuatu melalwi tekanan &iss dasar stratifikassi. orang—

SIS Belanda cenderung menggunakan wrndang-andang .
Setisp kelompok masyvarakat witame mpempunyvai  bukumnvea

sendivi. vang ditersoian secara berbeda-beda melalul dus
hierarki peradilan, maishan sebenarnva tice, termasuk
pengadilan Hukun lkeluarga islam vang tidek didirikan
cieh pemsrintahan holonial tetapi VE N Figtuwrnva.,
Mamitrn. hukum Eropa tidak terbatas pada orang Eropa.
Pemerintah memberikan hat istimews hepads orang ITnodone—
sia wunituk mendapatian jaminan pads  hukum acara Erops.

slam hal crang Indonesie Gengan cara terientu mendapat-—

0.

kan status sebagai orang Erops,. misalnva Jdengsan masuk
soama krismten atau dengan secara sukarela menuncdudikan
Giri pada huekum Erops, jupa melalui Riiansi politik
antaras banosawan Jaws dengan Belanda. Ysng lain  tunduk
pafa huwhwn acara untul orang-orang Indonesis finlands

reglenent, Reglement Indonesia vang gdiperbahsruil, van

iy




lebilh sederhana. tidak teriaiu banvak menuntut atoritas,
sehingga kurang melindungi hak—hak individusl. Secara
tearitis mereka Jdiperintabh cleh hukum adatnyva, vang
diterapkan oleh pengadian adat atau oleh pengadilan—
pengadilan negeri (landraad) terhadap orang-crang Indo-
nesia. Hubungan antara berbagai kelompak hukum Ji
negeri jajahaﬁ, bila tidak didominasi cleh hukum Eropa,
diatur oieh suatu kumpulan aturan hukum antar golongan.
Varm  Vollenhoven dan Ter Haar, &hili  hokun  adatd VE I
berhasil menentang unifikasi telah memberikan argimenta—
€3, Keduanyva menaruh simpsti terhadap kebudavaan Indo-

resia  sehingoge munokin  tekud  karena melibst a&Fanva
relidek adilan Halam hal ini. terhadap akibat pEME R pDan
secar] drastis dari kidlab-kitab hugum yvang dJiunifikasi.

vaEng pada unumnve diambil dari model Ercpa.

Sistem hukum koelonial mulai runtuh selama  pendudukan
Jepang. Ads perubehan didalam jiwma hukum  sebaoaimans

vang diterapkern oleh pemerintahan militer, dan langhah—

lTanghalh pertams vang wteams menuiu wnitikasi dilaksanskan
pads  saat itw antars tehun 1942 dan 1945, Ffentunwvsa

adalafhr sangat penting bashee otoritss Belanda telah

Jatuh, suwatu kondisi vang Jdijadikan permanen oleh revo-—
fusi  wang memvusal.  Meskipun para  pemimpin Indonesia
merasa  benci  terhesdsp fclonialisme Belanda, revolusi

2 impulsi¥ dari hubum  holoni-

iz

Q
in

tigiadk mencakibaitlian &b

anks bentuk vang lama telah

- .

&l Dengan mempeE ]

gikenal, memunghkinian fontinuitas prosedursl, sanpsi

dapat diciptaian sesgate vang bary @an &man.

Feruntuwhan  huidwnr formei terjadi dengan adanva ekspansi
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sEtivitas politist vang meledak. Muncul sistem Dartsi

vang berdasarkan idecliogi. Hampir seliap aranhg secars

a3
[

otomatis iklasifikasiken kedalam satu aliran politik
nasional atau lainnva. Sedikit sskali ruang  tersedia
untufl  konsensus. Dengarn meluasnva honflik politik,
tandasan ekonomis dibelakang sistem hukum warng dJdimaris
mulai menchilang dan fungsi ekonomi dari pejabat hukum
vanz formsl mulai lantur dan berubah. Proses  hukum,
terutains 'Qengadilan, makin lams makin kurang penting
bagi seklor ehenomi sweasta. Hukum dageang vang higdup
mulai menghilang dan mengakibatkan terbentulnva prosedur

infarmal wvang lebih produktif.

dari uraian sekilas szecara historis tersebut di  atas
terlihat bahwa sistem hukum vang beruszsha diterapkan
cieh pemerintah kolonisl adalab sistem hukum formal Vang
mambawa konseshuensi segala prosedur dan prossz beracara
didepan pengadilan mengikuti ketentuan formal vang telah
ditetapkan. Namun demikian masih diberikan tempat baogi
erlaiunva hukum  adat vang dipandang sesuai  dengan
budava bhukum masyarakat, walaupun secara praktis
nubungan  antar golorngan vang ada dalam masvaraksat di

dgominasi oleh hukum eropa.

Demikian pula halnva setelah kemerdebaan walaupurn secara
formal Indonesia menganut sistem hukum tertulis  tetap
tidak menutup kemunghkinan adanva sistem  hukum  vang
dipandang sesuai dengan budava hukum masyaraksat pada
masa  zaat sebelum penjajiab kolonial Belanda datamg  dan
berkuasa di wilayah Indonesia. Fondisi ini dapat dilihat

dengan  adanva kebijabkan legislatif vang memberi tempat

a0
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hal tersebut. misalnva terdapat dalam Fasal 5 avat

Hi

pe
(%) Undang-undang drt no 1 Tahun 1951 tentano Tindabkan-—
Tindakan Sementara untuk meEngatur Susunan. Fekuasaan .,
darn Hukum Acara Fenoadilan—-FPengadilan Bipil, dalam Fasal
27« Fasal Z3 mavpun penjelasan Fasal 14 Undana-Undang

Mo. 14 Tahun 1970 tentano Pokok -~ Pokok Kekuasaan Feha—

kimari. Oleh. Barda MNawawi &rief kedua hal tersebut
dipandang sebagal kebiiakan legislatif vang menailhami

diperluasnys pengertian asaé legalitas tidak hanva dalam
pengertian formal melainkan jugas dalam pengertian mate—
Fial. e Demikian pula dengan adanya sanksi tambahan baru
dalam konssp KUHF vaitu “sanksi  pemenuhan kewsadiban
adat", Dimasukannva Jenis pidana tambaban imi  untuk
MEOAMPLING jenis zanksi adat atay =zamkei menurut bubkoin
tidak tertulis dimana sanksi tambahan ini akan berubah
meenjadl sanksi pokok apabils diterapkan terhadap delik
menurut hubum adat. Demikian pula adanva kewaiiban untuk

melakukan "perdamaian” dalam hukum acara perdata.

F2. Deangan mengunghkapkan hal-hal (U darurat No. 1
taburn L7931, ) Ho. 14 Tahum 1970, Resolusi Bidamng Hukum
Fidama Seminar Hukum MNasional ke I Tahun 1943 butir IV
dan VIII, Seminar Hukum Masional IV/1979) di atas terli-
nat, bahwa perliuasan ssas  legalitas dari  perumusan
formal {(sepsrti vang terdapat dalam KUHF  (WvB) warisan
Jaman kolonial)} kepermubkaan materisal, di dasarkan juga

pada 3 a. Kebikan legislatif { perundang — undangan) na-
sional vang keluwar setelah kemerdekaans
. b. Kesepakaltan galam ssminar-seminar nasiocnal.

Dengan bertolak dari kebijakan perundang-undangan Nasi-—
oral vang ada selama ini seperti dikemukalkan di atas,
dapatiah diktatakan hahwa perluasan asas legalitazs secara
material di dalam lkonsep sebensonyva bukanlah hal / ide
baru, tetapi hanva melaniuthkan dan mengimplementasikan
ol

=t

{Barda Nawawi Arief,

kebiiakan /  ide wvyang suadah .
a, hal. 8% - 213

=]
Bunpa FRampzi Kebijiakan Hubum Fidan
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Ketantuan—~ketentuan di atas memang zangat tepat untuk
mendatasi  kondisi sosial, budayva dan hukum vang ada di
Indonezia karena lebihk fleksibel. Memano dalam hal
tertentu  ada kebijiakan legislatif vano secarsa implisit
membari ruang gerak baogi masuknya perilaku sosial beda~—

lamnya. Dalam hal ini Satiipto Rahardio mernoatakan s

"Peraturan  hukum ity jelaslah tidak mempunyvai
pretensi  untuk mencetalk parbuatan— perbuatan
manusia., antara lain disebabkan oleh koarens hal
itw memang tidak mungkin dilakukan. Seolakb~olah
dalam pelaksanaan bukum itu sudah ada kesepa—
haman sosisal. Bahwa bukum ity memberilkan hesem-
patan kepada warga negara untuk menertukan pola
kelakuannvs sendiri di dalam batas-batas ber—
anaka hukum vang ada. Asas—asas seperti hukum
perdata, misalnya asas kelayakan {hilikiheid).
memberikan peluang baogi masuknya pola tinpkah
laku sosial kedalam bukum”., 7~

Adanva ketentuan—ketentuarn di atas, khususnva mengenai
sdanva  Jenis sankesi tambahan vang dapat menjadi pidana
cokok  dalam delik hubkum tidak tertulis vaitu Tsanksi
pemenuhan kewaiiban  adat" dan adanva kewajibamn untuk
melakukan  "perdamaian”  dalam hubkum  acara perdats,
menurut  hemat  kami membuka peluang  bagi penvelssaian
zgngketas  hukum melalui pranata lain sslain pengadilan,
sehingga disini pencgadilan negeri hanva berfungsl mele-
citimasi keputusan adat, atau hkeputusa vang te=lah
ditetapkan oleh pranata lain misalnva musvawarah mufakat
di  luar pengadilan. Retnowulan Sutanto dalam bal  ini
mengatakan @

"Mungkin untuk menvelesaikan senoketa ini, merehka
telah  meminta bantuan teman baiknya atau kepala
desa vang bersangkutan, dalam usaha mereka untuk
menyelesaikan perkars  tersebut  di luar sidang

- secara damail sebelum perkara 1tu diajuvkan atauw

P5. Batiipto Rahardjo, Op £it, Hukum dan Ma...,
1




ama oroses itw berlasngsung.  Dan kadang—kadarg
ha tersebut puls berhasil®.
t

T

F
m
rr
'.—l

lamiut beliau mencatakan :

"Feranan  hakim dalam usaha menvelesaikan perkara
ter=ebut =ecara damai adalah sangat penting.
Futusan perdamaian mempunyval arti yvang sanoat
baik baoi masvarakat pada umrumnya dan khususnya
bagi orang vang mencari keadilan {iustitiable]}.
Sengheta sslesai sama sekali, pEnyelesailnnya
cenat dan ongkosnva ringan, selain daripada itu
permusuban antara kedua belah rihak wvang ber-—
perkara menjadi berkurang. Hal ini Jaubh lebih
baik daripada apabila perkara sampal diputus
dengan suatu putusan biasa, dimarma misalnva
pihak tergugat misalnva dikalahkan dan pelaksa-
naan putusan harus dilaksanakan dengan paksa".qa

Melalui WElumﬁG tersebut masvarakat dapat memiiih Drose—
dur penvelesaian konflik vang ada di dalam masvarakat.
Alternatif lain Qang berfurngsi  uantuk menyelesaikan
bonflikpun dapat digunakan untuk menvelesaikan konTlik
tanpa melalui proses di pengadilan. Dalam hal ini
Datiiocto HahardeQ6 mengatakan bahwa soc=ioclogi  hukum
vang mempertanyakan kebenaran dari obiek vang dipelajar-
inva melihat, babwa kehadiran pengadilan modern dan
monolitik  ituw tidak mampu mengogusur dan mematikan  fora
pemberian atau pemutusan keadilan lain dalam masyarakat.
Hal itu disebabkan karena optik sosziologis vang empiris
H
melihst dan menemulkan, bahwa pekeriaan mengadili  ataw
memberikan keadilan itu terjadi dimana-mana, di  hkeluar-

g&. kantor. pabrik dan lain-lain tempat. Keadaan seperti

ttu 2leh Marc Gzazlanter disebut "justice in mamy rooms".

4. Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawi-
nata. Hukum Acara Ferdata dalam Teari dan Fralktek,
Alumni — Banmdung, 1979, hal. 38

F5. Loc Tit.

Fé&. Satiipto Raheardio, Op Cit, Makalah, hal. 2

| UPT-PUSTAR-UNDIP !




Sementara  ituw  di kalangan masvarakat  hukum saat ini

m

edang  ramai dibicarakan menosnai Alternative Dispute
Aescllution (ADR) vano pada hakekatnva adalah membicara—
kan  pranata penvelesaian konflik diluar pencadilan.
Fembicarzan mencenai hal tersebut mErupakan suatu reaksi
terhadap  adanva isue merosotrnyva wibawa pengadilan vano
sedang  terjadi akhir-akhir ini dan memang dalam kenya-—
taannva sering terijadi adanva kasus vang menijadi sorotan
masvarakat sepertl terlihat dalam bab pendabuluan di mu-—
ka.

"Bagaimana kaitannva denogan keadaan di Indonesia?
mau tidak mau, suka tidak suka, kenvataannva ada-
labh bahwa terdapat erosi kepercavaan pada proses
melalul lembaga pengadilan. Falau kita boleh per-
cava padsa media massa cetak, maka kritik dan ko-—
mentar yvamng diberikan (bukan ocleh sajs orang awam
tetapi juga oleh para pakar bhukum) menunjukan sa-—
galt mercsotnya wibawa lembagsa pengadilan {(dan
jug wWibawa hukum sendiri) dimata masvarakat.

Femunakinan  ADR ada dua, vaitu vang diseponsori swasta
{ADR outside tThe courts) dan vang di seponsori  atau
diberi wewsnang oleh pengadilan (ADR within the courts).
Tehnik—tehnik penvelesalan sengketa melaluwi ADR ini
adalah antara lain @ negosiasi, konsiliasi, mediasi  dan
arbritzse. Fada ADR ditawarkan bahwa pihak vang berseli-
zih sendiri menguasal jalannva penvelesaian senagbkesta,
dan dalam hal diminta bantuan pihak ketiga, pesrantara
ini adalah orang vang ahli dalam masalah vang disenghks-

takan.

F7. Mardiono Reksodipoetro, Studi T - Llegal Insti-
tutions Andg dlternative Dispute Resglution. Makalah
dalam Seminar Naesional Fembancunan Hukum Menvongsong Era
2000 di Semarano 12 - 13 adgustus 199&, hal. 2
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ﬁeqerti diiihat oada uraian — uraian dista=s,., "pada da—
satrnva masvarakat Indonesia tidak menyulkai pereelisi-
harmva diselesaikan di muka umum (dalam pengertian  "non
litigious people”), juga falsafah vang  ingin ditarmnamkan
pada  kita adalah berusaka melalui "musyvawarah mencapai
mutakat”. Karena itu penyvelesaian dalam bentuk negosissi

diperkirakan akan banvak terjadi.

Berkaitan dengan masalah 'panyelesaian bonftlik imi

menurut Lev sebagaimana dikutip oleh Satiipto Rahardjmga

dikatakarn bahwa di Indonesia cara—tara penvelesaian
kontlik mempunval karakteristiknva sendiri disebablkan
oleh  dukungan nilai-nilai tertentu. Sekalipun terdapat
perbedaan  intensitas disana sini, namun  pada LMLAMITY &
menurut  Lev  kompromi dan perdamaisn  merupakan nilai-—
nilai vang mendapatkan dubkungan dari masvarakat, MNilai-
nilai tersebut cenderung untuk memberikan tekanan Lepada
hubungan—hubungan personal, sclidaritas komunal  serts
penghindaran terhadap sengheta—sengketa. Oleh karena itu
pikiran mengenal serta pengembangan konflik dan penvele—
saiannva tidak mendapatkan dukungan vamng cukup 3 dizini
ide tentang kontlik tidak menjiadi fungsional. Memperta-—
hankan perdamaian merupakan suatu usaha vang terpuji?
hal manalmenurut Lev dapat menimbulkan suatu psnciptaan
harmoni sekedar pada permubkasan saja. Sikap —sikap vang
timbul dalam‘menghadapi konflik berdasarkan hkeranghka-—
kerangka nilai-nilai vang demikian itae  skan  terwujud

dalam bentuk pemilihamn  berupa kompromi, nendaekatan

78. Satjipto Rahardio, Op Cit, Hukum damn Ma....

hal. 9%
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secara lunak seft aoprosch) terhadan konflilk.

Fenvelesaian konflik secara kampromi. konsilisasi maupun
denpan pendekatan secara halus mernurut Lev?? agak kurang
dikota—-kota. dan munokin paling kurang diantara strata

vana berorentasi komersial.

Untuk  dtulah dalam perkara—perkara beE=ar, rumit  dan

tehnis. seperti biasanya dalam sengketa bisnis. maksa
"rancillistion?. “mediston”. “arbitration” akan meruina—
kan tebnik (bentuk) ADR yang terpenting. Tetapi‘di Jawa
dan Bali sikap terbuka untuk konsilisasi merupakan nilai

mazvarakat vamng meluas.

Dalam menghadsaspi kondisi seperti ini Mardiono PBeksodi-—
postre  mencobs menawarkan suatu proses  “consilliation”
dan Y mediation” meilalul pengadilan (ini  vang dikenal
sebagal “ADR wiihin the courts” atau Singapura mempsrgu-—
nakan istilah “Court PRispute Resglution” dan “pre—trial

o ."'}
confernces” ;190

Demikian juga halmvya dengan Satjipto Rahsardio dalam
rangka pembicaraan meEngenal penvelesaian konflik  ini
meEngatakan @

Memang tak dapat disankal bahwa musvawarah untuk
muTakat itu merupakan sebagaian dari kekavaan bLe-—
behudavaasn kita, Namun didalam kontek masyarakat
vang semakin  terboka dan  individualistis serta
peEngorganisasian masyarakat secara modern rasio—
nal., maka pranata tersebut masih membutuhbkan  pe-

F%9. Daniel 5 Lec, &#p £i¥, hal. 22C

140, Mardiono Reksodipoetro, Op Cii, Makalah, hal.?
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nvemournaan secara kelembagaan serta penohavatan
cleh masvarakat Indonesis sendiri.+¥

kemudian lebih jauh laoi Mardiono Reksodipoetro menosata—
ban bahwa tidak ada salabnya apabila lembaga pengadiian
i Indornesia juga mencoba C0DR {Court Dispute
Hesciﬁtian); karena pada dasarnya "kewaiibanm hakim untub
mEnawarkan  perdamaian”  sudab ada dalam  hubom aCars

. 107
perdats kita. "

E. FENGBAWASAN TERMADAF BEKERIANYS LEMBAGE FENGADILAN

Dalam sub bab di atas telah berulang kali dikatakan
babwa di dalam kemandirian yvanag dimilikinva, ternvata
dalam lembaga pengadilan juga terdapat faktor — faktor
YEarg dapat mempenoaruhi kemandirian tersebut.
Diantaranva adalalk adanva unsur pengawasan terhadap

bekerjanva lembaga pengadilan.

Ferngawasan ini mempunvail arti vang sangat penting  bagi
bererjianva lembaga pengadilan agar tidak keluar dari
"aturan main"  vyang telah ditentukan dalam peraturan
hukum vang ada, sehingga tercipta adanva keteraturan dan
ketertiban dalam masvarakat, khususnyva vang berkaitan

dengan  bekerjanva lembaga tersebut didalam masyvarskat.

fAktifitas keria Lembaga Fengadilan sedemikian rupsa sudah

gitetapkan dalam peraturan—peraturan formal. dktifitas

101. Satiipto Rahardjio, Jp Cit, Hubkum dan Ma...,
hal. 52

102. Mardiono Reksodipoetro, Op £it, Makalah,
hat. 10
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tersebut  sedapat munokin tidak menvimpang dari
aturan—aturan oErmainannva kecuali dalam hal tertentu
vang  memang  dimunghkinkan  seperti harus meninggalkan

bepentingan hukum demi kepentingan negara.

Fermasalabannva adalah giapakah vang dapat mengawasi
pelaksaan heris lembana pengadilan ¥ Wewenang pencawacsan
tertingol ada pada Makkamah fgung. Kewenamoan indi distur
dalam Fasal 3ZZ undang-Undang 14 Tahun 1985. Pasal 39
tersebut menvatakan. bakbwa

Mahkamah Boung melakukan pengawasan tertingoi
terhadap penvelenggaraan peradilan dis=mua
lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan
kehakiman (avat (1) )3

Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbua—
tan para  hakim  pada semus 1 ngkungan peradilan
dalam menjalankan tugasnva (ayat (2) i

&
i

Mahkamah Agung berwenang untuk meminta Leterangan
tentang hal-hal vang bersangkutan dengan tehnis
peratdilan dari semua linghungan peradilan {ayat

(3 Vs

Mahkamah Aoung berwenang memberi petunjuk, tegor-
arn, atau peringatan yang dipandang periu kepada

penpadilan dari semua  lingkungan peradilan {(ayvat
(4 ):

Fengawasan sebagaimana dimaksud dalam avat (1) dan
ayat (2} tidak boleh mengurangl kebebasan hakim
galam memnerikes dan memutus perkara (avat (5) ).

Fewenangan Mahkamah Agung untuk melaksanakan pengawasan
dapat di delegasikan kepada Fengadilan Tingkat Banding
i semua linghkungan peradilan. Atas dasar pendelegasian
ini maka Ketua Fenpadilan Tinggi di daerah  hukumnva
melakukan  pengawasan  terhadap Jjalannyvae peradilan di
tingkat Fengadilan Negeri dan menjaga  agar peradilan

diseienggarakan dengasn seksama dan sewajarnya.
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Yano dimaksud dengan sewajarnva dap seksama ialah antara
lain. penvelenggaraan oeradilan harus dilakukan =zezuai
dengan Undano-Undang Nomor 14 Tahum 1970 valtu dilakukan
demngan cepalt. sederhana dan dengan biayva ringan (penio-

[ =

lasarn pasal 53 (20 UL Mo. 7 the 19846)

Salah =atuw bentuk konkrit penoawasan  Ketua Fenasdilan
Tingei sdslah dengan carea memerintahbkan mengirim berbkas-—
berkas dan surat untuk diteliti dan  memberi peErnilaian
tentang hecakapan dan kerajinan para hakim. Rerdasarkan

hasil-hasil pemerikssan maka untuk kepentingan negara

“can beadilan. Fetua Fengadilan -Tinggi memberi

perinagatan, tegoran dan petunjuk-petuniuk vang dipahdang
perly kepada FPengadilan Negeri dalam daerah hukumnya.
Fengawasan Ketus Fengadilan Tingai tidak terbatas pads
jalannya peradilan  dan perbuatan bukum di  FPengadilan
Megeri tapi juga mengawasi perbustan  hukum  Penoadilan

Tinggi sendiri di dalam dasrah hubkumnva sendiri.

Fada tinghkat Fengadilan Negeri, pengawasan dilakukaﬁ
oleh ketus Fengadilan Negeri terhadap pelaksanaan  tugas
dan tingkah laku hakim, panitera, sekeretaris dan  juru-
sita di daerah hubkumnya. Fengawasan ini  dapat dengan
cera memberi petunjuk, tegoran dan  peringatan  vang
dianggsp perid. Dan peEngawasan inmi tidak boleh
mengurangilkebebagan hakim. Selain pengawasan terssbut,
Fetus Pengadilan Negeri juga malahuhan pangawasan terhg—
dap penasihat hukum dan notaris didaerah hukumnya, dan
melaporkan  hasilnva kepada Ketua Fengadilan Tinggi,

Fetua Mahkamah Agung dar Menteri Kehakiman.
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Sebadgaimana diketsahul bahwa hakim adalabh pegawai negeri

sehingua kepadanva berlaka Undang-Undang No. 8  Tahun
1774 Tentang Fokok-Fokok kepegawaian. Oleh karena  itu,
Menteri kKehakiman waiib melakukan pembinzan dan  penoa-
wazan  wumwsm  terbadasp hakim dalam rangka mencapai dava
auna dan lasil ouna sebagaimana lazimnva bagli pegawal
negeri. PFengawasan dari tenteri Ketakiman ini  adalah
waiar sebab secara administratif kepegawsian habim  di

bawah nawngan Departemen Kehakiman.

Memperhatikan uraian di atas terlihat bahwa pengawasan
dilakukan oleh Menteri Kehakiman, Mahkamah Agung., kKetus
Feroadilan Tinggi, dan Fetua Penogsdilan Negeri. Apakah
gdengan  pengawasan demikian berarti  tidak dimungkinkan
pergawasan dari bawah ke atas ? Bismar Siregar dalam hal
ini mengatakan: =zaling awas mengawasi antara atasan  dan
atasan dengan bawahan, juga ssbaliknya tidak mustahil
dan patut dilakukan. Dicontohkan cleh Bismar. pengadilan
terbanab, dapat memahon  parhatian atas  penvelesaian
perkars tertentu, bilamana menuwrut catatan sudah
seharusnva mendapat nutusaﬁ.lﬂz
Fendeapat Bismar tersebut perlu mendapat dukungan, bahkan
balau perlu diperluas tidak sekedar pengawasan timbal
halik antara atasan dengan bawahan dan  antara  bawahan
dengan atasan melainkan dihadirkan pula pengawasan dari
masyarakart umum, terutama dikalangan masyarakat kampus

darn pers. Sifat pengawasan masvarakat umum ini dimaksud-

i03. Rismar Siregar. Hukum dcara Pidana, Hina
Cipta — Bandung, 1983. hal. 126




Har Eehédar sebagal kontrol  dan partisinasi sosial
ternadean aktifitas-aktifitas yanu belum, sedang dan vang
sudah dilakukarn gleh rengadilan sehinooa pada gilirannva
diharaphan pula pengadilan semakin obiektif, berdava dan

berhasil guna dalam memenuhi tuntutan keadilan dan

L.
onenenakan hukum. 194

Fengaunaan  aturan  formal dan pengawasan dslam batas—
batas tertentu tidaklah menimbulkan masalah. namun  adas
bemunckinan timbul =swatu masalah manalkala setiap aktifi-—
tas vand dilakukan oleh penoadilan diikat oleh peraturan
formal dan  pencawasan vang ketat., Peraturan dan peEnga—
wasan zepertl ini memungkinbkan turunnve prestasi pEnga-

dilan dalam mewojudkan keadilam.

Kekuatiran akan muncuinya  persoalan tersebut cukup
heralasan, karena William A. Rushing telah meEnsinyvalir
fhal  tersbut meskipun dalam konteke yang berbeds. Dis
mengajukarn preposisi vang termuat dalam buku Flaw and
the behavicral sciences” karangan Lawrsnce M. Friedman
darnm  Stewart Macaulav. yvaitu @ The greater the use of
Farnal  rules and direct surveillence, the grester the

- . . . . . . [ 5w)
tendency for participants to icwer their prﬂﬂuﬁﬁlan.I

Maksudnva kurang lebih sebaosi berikut @ semakin Banvak

104, Ausli Muhammad. Keberadaan fembaga Fengadilan
dalam Rangks Penecskan Hukom Fidana, Tesis pada Fakulias
‘asta& Farjana Universzitas Indonesia, 1989, hal. &5

103, William & Rushing. dalam buku Lawrence M
Friedman . “law zang Behavicral Sciences” The Bobbhs -
Merrill Companyv., IRHD Bublishers. Indianapolis, New York,
feal. 877
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LEngounasan aturan  formal  dan oalaksanaan BEngawasan

sEmaikin bhesar kecenderunoan menurunkan orodubktifitas /s

nrestasi.

Fada konteks iembana pengadilan terdapat suatu  aturan

hukum  vang =zecara formal mengikat lembags ity dan  ada

Pla  pencawasan terhadap kerja iembaga tersebut.
Feraturan formal maupun pengawasan dalam kasus—kasus
tertentu diperlakukan secara ketat. Adanva kondisi

seperti  ini membawa konsekusnsi terhadap heobjektifan

pengadilan dalam memeriksa suatu perkara.

Hasil penelitiam Fusli Muhammad menuniukikan bahwa dalam
perkara— nerkara vang berdimensi politis, subversit atau
perkara-parakara vang banvak mendapat perhatian mavara—
kat biasanva pengawasan semakin diperketat misalnva
dilakukan dengan cara hakim atau jaksa dipanggil mengha-
dap kemudian diberi petunjiuk dan pentarahan—pengarahan
vang harus diterapkan dalam memerikeas perkara  yang
bersanchkutan. Disamping itu pengawasan dapat pula dila-—
kukan dengan cara pejabat tinggi atau atasan langsung
menghadiri sidang pada szat hakim memerikss Lasusnya.
Fengawasan demikian sudah dapat diduga kalauw penpadilan
varng bersanghutan tidak dapat berbuat banvak, ia pasti
terpengaruh oleb adanva peEngawasan itu. Paling-paling
peEnogadilan hanva membatasi divi Jangan sampal menyimpang

dari peturjuk yang sudah diberikan.t96

Disamping adanya ganaguan terbadap keobjektifan hakim

106. Rusli Muhammad. Op Cit, hal.s&?
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Selamn memeriksa suatu perkara dalam kondisi  tertentu
adanva pencawasan vang ketat dam peraturan formal dapat
meEnurunkan prestasi penosdilan. Barangkali tidak bkeliru
apabila dikaltakam prestasi lembaga pengadilan selama ini
cenderung menurun. Mal ini terlihat dari karva—bkarvanya
varag nampaknyva hanva sekedar mensrapkan peraturan hukum
khususnva  vang  berupa undang-—urndang secara mElanis
svillogisme helska. Fencadilan hanva berpedoman atau
membatasi diri semata-mata pada aturan tertulis zehingga
bilamana suatu perbuatan ternyata zudah sesuai dengan
rumugan undang-undang maka tanpa pibkir panjang lagi  ia
oun mensrapkan aturamn 1tu lzwat berbagai & &

fitusannya.  Tampak bahwa sikap pen

il

adilan vang seperti
it menvebsablan ia hanva sekedar corang dari  peraturan,
dan ini akan berakibat pesngadilan sulit untuk melakukan
suatu karyva vang sifatnya penciptaan atau periemuan  Hwkum
Yand masibh asing dalam peraturan tertulis padahal ketsn-
tuan vang ada mengenail kehakiman di Indonesia memnunghkin-

Ean hal dtu.

indiktator lain menurunnvae prestasi rengadilan  adalah
terlibat dard  putusan vang dihasilkannva selama  ini.
iakui  pengadilan telah banvak menslorkan putusan  akan

tapi puiusan vang banyak‘itu terdapat kecenderungan
beberapa diantaranva tidak berisiken keadilan  terbukti

dengan banvak perkara vang rnaik banding maupun hasasi,

—artikelnys, pendapat-pendapatnya, baik melalui  media

eletronik maupun cetak.

Fre

1]

tasi penoadilan dapat diuvkur dari b imana penga-—

il
Hin]
il

-
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ilan  itu mamou menjalankan tunas dén Tungsinyva dalam
ranaka pemegakan  Mukum dan keadilan. Jika ternvata
pericadilan berbuat sesuai denasn tugas dan fungsinva itu
berarti iz telah meEnunivkkan prestasi vang baik, =TT
Fila sebaliknva berarti ia belum mampuy memberikan pres-

tasil varno baik.

Adanva  tugas dan funosi penogadilan meEnunijukkan  adanva
suatu tanggung dawakb vang harus  dipikulnyva. Tangoung
jawab ind tidak hanva kepada hukum, kepada diri  sendiri
dan kepada rakyat tetapli kepada Tuhan Yang Maha Eaa.lm?

Fengadilan  harus menvadari tangouwng jawab ini sehingga

kalau ia bertindak dan berbuat tidak sekedar menerima,

memeriksa dan menjatubkan palu kepada mereka vang ber-

sengketa atauw  vano dihadaphkan kepadanva melainkan Juga
bahwa dari keseluruban perbustannva itu senantiasa
digrahkan guna menetapkan dan  mewwiudkan  hukum Yang
berintikan  keadilan berdasarkan khe-Tuhanan Yang Maha

Eza.

. . . . o]
Dalam hal ini Scejono Koescemo Sisworoto8 mengatakan

‘ada hakekatnya tugas dan fungsi hakim adalab me-—
lakukan penemuwan hukum dengan hasil keputusan ha-
ti nurani / geweltensbeslissing terhadap perkara
vang diajukan kepadanva untuk diterima damn di-
acfili",

Fada bagian lein disebuthkan pula bahwa tugas dan fungsi

hiakim pada hekekatnya juga menciptakan harmoni  antara

7. C, 8. T. Kansil, Kitab Undang-iindang Kekua—
skiman {KUKK), Bina Aksara - Jakarta, hal. &

. jono foesscems Sisworo, Beberapa Sfemikiran
iisafat Hukum, Semarang UNDIF, tanpa tahun,
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ingoa berpadu serasi mendiadi sznthese.lg*
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Melihat pada pendapat Scejono tersebut terlihatlabl bahwa
tugas dan fungsi pengadilan vang demikian itu  tidaklanh
hanva sekdar melakukan penerapan hubkum saja secara meka—
nisme silogisme melainkan telah melakukan penciptan dan
periemuan hukuwm. Namun sepanjang masih adanva peraturan
formal dan pengawkasan vang ketat akan =ulit menghatrapkan

lembaga pengadilan bBerprestasi dengan baik.

Untuk  dtulah  apabila menahendaki lembaga pengadilan
berprestasi ataw dencan kata lain dapat menjalankan
tugas dan  tangoung Jjawabnva maka hendaknya sedapat
mungkin menghindari peraturan formal vang kaku, begitu
pula menghindari pengawasan vano terlalu ketat dan
sedikit memberikan keleluasaan untuk menciptakan sesustu
meskipun  tidak ada aturan  dalam perundang-undangan

tertulics,

109, Ibkbid. hal. 81

géin dan cas §bilen, meruilkkan fthese dan anthese:
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STRUKTUR MASYARAKAT DAN FENYELESAIAN KONFLIK
S. KABUPATEN FURWOREJO DAN STRUETUR MASYARAKATAYA

kabupaten Furworeio mesnouvai posisi yandg strateais=
karena terletak dipercimpanaoan tiga kota valtu Purwolker-
to. Semarang dan Yogyvakarta serta dilalui  jalur  utama
urrtuk transportasi derat di pulauw Jawa vaitu jelur sela-
tarn.  Jalur tersebut membentang dari  Kecamatanm  Butuh,
Fecamatan Futoarjo. Kecamatan éayan dan Kecamatarn Fur—
woreic. Kalaw jalan itu berlaniut ke selatan maka Jalur
vtams tersebut smeruiju kots Yogyakarta sedangkan kalaw ke
arah utara akan menuju kota Magelang, Semarano dan
akhirnya bertemy dengan jalur penting  lainnva dalam
transportasi darat di Jawa valtu jalur utara. Dizamping
it di Kabupaten ini memiliki Stasiun Kereta Api  vang

cukup  besar tepatnva terletak di kota Kutoario. Diman

N

il

Stasiun inl juga merupakan stasiun pemberangkatan keret
apl  Bawunggalih, vang dibagil dalam kelas—kelas vaitu,

kelas wtams, bisnie dan ekonomi.

Yedua Kota pokobk dikabupaten Purworejio vaitu kota Pur-
worejo dan Hut:afja mempunval suasana yang tenang  Jjaub
dari bencans alam maupun gejalak massa, baik vang bersi-
fat politis maupun sosial. Pada umumnya masvarakat asli
kedua  kota inl adalsh orang—orang vang telah pensiun,
O imar s sebelumnya bekerja di kotea lain dan setelah
peneiun kembali ke kots terssbut untuk  istirahat dan

mefreEtan, Secara umum masvarakat di kota FPurworeio dan




Kutoarjo mernvebutnva sebagai kota pensiun. Belain kedua

kotas pokok  tersebut kabupaten Furworeio secara beso—

luruhanpun mENDUNYRL sSuasana vang temnang jaubh dari

berbagai geiolak gdan bencana alam.

Secars greaorafis kabupaten Furworejo terletak diantara

10% derajat. 47 detik dan 28 menit Bujur Timupr

L)

110 derajat. 8 detilk gan 20 menit Bujur Timur

7 derajat, 32 detik Lintang Selatan

~]

derajat, 54 detik Lintang Selatan

Disebelah vutars  berbatasan dengan Kabupaten Daerat
Tingkat II lWonosobos dan Magelang, di sebelah Barat
he%batazan dengan wilaval kabupaten Dasrah Tingkat I1I
Febumen, di =ebelabk Timur dengan Kabupatern daerah ting-—
kat II  Kulon Frogo vang masuk kedalam wilayah Daerah
Istimewa Yooyakarta, dan disebelah selatan berbatasan
dengan  Samodra Hindia. Karena gelaombang varg sangat
5&%&? di Bamodra Mindia tersebut malka tidak ads fasili-
tas pelabuhan di babupaten ini, demikian Juga tidak ada
mata pencaharian vang berhbubungan dengan laut misalnva

nelavan.

Dari segi strutur pemerintahannya maka Furworeic dibagi

menjadi 5 FHawsdanan (pembanty bupati) dan 1& wilayah

Kecamatan, va=itu 3

L. KFawedanan Purworeio vang terdiri dari :
a. kFecamatan Fangenreio:
b, Kecamatan Banvuurips

£. Fecamatan Bavan. dan

od. Kecamatzn Ealigesing.
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<. Kawedanan Kutoarioc vang terdiri dari
&. Kecamatan kKutoario:
b. Fecamatan Grabaags
Cc. Kecamatan Butuh.
<o Kawedanan Furwodadi vang tverdiri dari
a. Kecamatan Ngombol;
b. Kecamatan Purwodadi:
C. Kecamatan Baoeler.
4. Kawedanan Loano vang terdiri dari s
a. Kecamatan Gebano:
. Kecazmatan Loaro:
C. Kecamatan Bener.
S. Kawedanan Kemiri vang terdiri dari :
&, kKecamatan kemirig
b. kecamatan Pituruh:

C. Kecamatan Brungc.

Dari 103.481.752 kilometer perseai, lebih dari seper—

tiganva vaitu 30.626,.870 kilo meter persegl untuk usaha-
wsaha pertanian, dan sisanva 72.8%54.787 kilometer pDElrse—
i, digunakan sebagal tempat tingogal, pekarangan .

tegalan atau digumakan sebansai jalan—~jalan.

Dari jumlah pendudubk yang ada di  kabupaten Purworeio
vaitu 744.8381 jiwa, maka 8.147 jiwa berpendidikan Akade—

mi/Fegrguruan Tinggi, S58.179 jiwa berpendidikan  Sekolah

i

menengabh atas, 82.544 jiwa berpendidikan Sekolah Menen—
aah Fertama, 143.60% jiwa berpendidikan Sekolah Dasar,

145,609 jiwa berpendidikan tidak stauw belum tamat Sehko-
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lah Dasar dan 71.780 tidak atau belum sekmlah.i

Fembacian kota desa di Purworejo di dasarkan pada hke—
lenokapan Tasilitas vetrekonomian, pendidikan dan hkeses-
hatarn vang ada di wilavah tertentu, Di wilavah Yang

balum mempunyvai fasilitas tersebut di kategorikan sehas—

]

gai desa, untuk wilavah vang mempunyal fasilitas terse-

but dikategorikan kota. Mendasarkan pada kriteria te%ae—
but maka Kabupaten Purworeis memiliki 21 Kota vaitu pada
umitimnya  merupakan 1bu kota kecamatsn. Diamtara P10 kota
tersebut ada ¥ kotas vang cobkup besar untuk ukuran kabu—
paten yaitu Furwporeio sendiri yang merupskan  ibu kota
kabupaten dan Kutoarjc vang saat ind sedang dalam proses
pengusulan menjsdi Kots Administratit. Dan memant kedua
tota  tersebut memﬁunyai tfasilitas vang cukup lengkap
baik, fTasilitas skonomi, pendidikan; resehatan, umum dan
pemerintahan. Dalam sejarab, kota Kutocarijo pernah menja-—
tii ibu kota kabupaten sebelum pindah ke kota Furworejo,

valtu pada Jaman pemerintahan Hindia Belanda.

Seperti halnva desa-dess di Jawa maka desa—-desa dikabu—
paten Furworejopun menggantungkan perekonomiannya . pada
sektor pertanian. Hasil olah sawah ataupun palawiic
selain dikonsumsi  sendiri  dan  keluarganya selalnnya
urttui di jusl di kota Purworejo maupun  Kutoario, dari

hagil penjualan itulah  keperluan  hidup sehari-hari

masvarakat desa vang umumnyva petani dapat tercukupi.

1. SBumber data Statistik dalam Purorejo dalam Ang-
ka, dikeluarkan oleh BFS Kantor Statistik Kabupaten Pur-
woreio bekerja sama demgan BAFEDA Tingkat 11 Kabupaten
Furworeio
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Fenduduknva sangat homogen karena semua adalah suku Jawa
darn bermata pencabarian sebagsi petani Tingkat pendidi-
karn rata-~rata pendidikan dasar dan tingkat menengah
pErtams . sedikit vang timgkat atazs atavpun perouruan
tirngei. Seandainva ade warga vang berhasil  menamatkan
pendidikan sampai ke tingkat atas atau perguruan  tinogi
pada  umumnya mereka mencari nafhkah di kota—kota baik
sebagal pegawai negeri, buruh dan karvawan swasthta di
kota—tkota sepegrti Jakarta, Bandung. Tangerang dan Beka-
si. FKecusli kalau di kota—kota tersebut tidak berhasil
mencukupi kebutuhan  hidupnya mereka akan kembali  dan
bertani. Untuk daerah vano di masukkan kedalam kategori
cdess fofa maka mempunval struktur vang lebih  bervariasi
walanpun mayvoritasnva tetap pada sektor pertanian  untuk
menopang perskonomiannya. Namun disitu sudah ada anopota

masvarakalt vyang menjadi pegawai negeri,. ouru dan lain

zebagainva. Fada umunya gure ataupun pegewal negeri yang
ada di desa mempunvail sambilan sebagai petani, dan
Lehidupan =seosial mavpun  perekonomiannya  lebih bailk

dibanding warga masvarakat vang mengandalkan dari sektor
pertanian saja. Sama halnva dengan pendudulk  desa  maka
pendudulk vang berhesil menamatkan psndidikannyva  sampai
tingkat &atas ataw peErguruan tinggi dan biasanva mereka
mencoeba  mengadu nas=ib di kota — kota lain. Frekuensi
interaksi antara warga di decsa atau degsa vang menjadi
ibu kota kecamatan lebih besar dibanding kedus Lkota
pokok di kabupaten Purworeio veaeitu Furworejo dan Kutoar-

R =g

Untuk deserah kota vang diwakili oleh kota Furworejio dan

tutoaric mempunvai strubktur masvarakat yang hetsrooen




aitandingkan kedua kateoori sebelumnva, disini segala

tasilitas ehonomi. kesehatan., pendidikan, umum, pemsrin-
tahan maupun hiburan sudah tersedia cukup banvak dibap—

dimokan dua kategori di muks., ﬁemikian Juga sektor
snerdaganganlabh vang mencpang kehidupan ekonomi  di dua
kota tersebut. FPenduduk dilihat dari sukunyva menuniukan
variasinva vaitu terdiri dari suku Jaws vang menempati
posisi  mavoritas, kemudian Cina, Sunda, Madura, Jambi
darn  sebagainva. Untuk penduduk asli di kedua kota  indi
baik vang berhasil menamatkan pendidikannya di  tingkat
menscah  atas  ataupun  perguruan tingoi banyvalk vang
berhasil menjadi "orang" di kota-kota lain. Sedanghan
neiabat  di kedua hota ind sebagian ada vanmg berasal
dari kota lain karena penempatan tugas atadpun sengaia
mencari hidue di dua kota ini kemudian berhasil mernjadi
rejabat dan banvak Juga wargs pendudul kedua kota ini

vang menempatl posisi penting dalam pemerintaban.

fipabila di lihat dari model mavarakat menuruwt Chambliss,
maia dalam masvaraksat desa cenderung mendekati  pada
model masyarakat vang pertama vang lebibh mengutamalkan
beruhkunan antar warga. Sebaliknva dalam masvarakat kota
cenderung mendeksati pada model  yvang kedus, dimana
frekusnsl interakel antar warga tidak seerat dan sedekat

masvarakat desa. HMamun demikian bukan  berarti dalam

a

masyvarakat kota Furworelio dan Futoarjc tidalk mengensl
arti  kerukunan antar wargs. Kondisi {tersebut masih
terlihat mnamun sifatrnva hanyva sekedar upava melestarikan

saias lLaln halnva dengan masvarakat vang lebibh menuniuk-—

Lapada kesadaran unituk selalu rubkun.
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Fdanva  perbedaan — perbedaan tersebut tentunya membawa
pengaruh  terhadap  perbedaan kuantitas dan bualitas
sengketa atauw komTlik vang terjadi di desa derngan vant

di kots.
E. TEFMUAN — TEMUAM YANG DIFEROLEH DALAM FENELITIAN

Berdasarkan data yvang diperoleh di lapangan yvang dikum—
pulkan melalui wawancara dengan informan segperti  telah
diterntukan dalam bab I, maks didapatkan informasi yang
berkaitan dengan pengadilaﬁ khususnya yang mengarah pada
informasi mengensi persepsi masyarakat terhadap penpgadi-
Tarm. Untuk memudahkan ﬁémbahasan maka sistimatika pernu-
lisan dalam sub bab ini askan dibagi menjsdi 2 sub bab
vyaitu, pertama sub  bhab  tentang FPersepsi HMasyarakat
Fedesaan Terhadap Pengadilan, kedua Persepsi Masvarakat
Ferkotaan terhadap Fengadilan. Fembaagian ke Jdalam  dua
sub bab ini didasarkan adanva perbedaan Epeéifik antara
masyarakat desa dengan masyvarakat keota, baik dalam
struktur sosial, budava, maupun ekornominva, sebagaimansa

telah di wngkapkarn dalam sub babr & di atas.
1. FPersepsi Masvarakat Fedesaan Terhadap FPengadilan

dida—

11
il
=
i
fir

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat de

rt
L

pat inTormasi bahwas pengetahuan masvaraks ssa Facor

o

dan Sukohario di Kecamatan Kutocarjo. Kabupaten Furworeio
menganal pengadilan sangat  kurang  terutama  mengenai
prozedur beracara dimuke pengadilan tetapi dalam  hal
mendenal  fungsi pengadilan sebhagal salah satu pranata

penvelesaian konflik maupun sebagal penegak  hubkum  dan




Feadilan secara umum mereka tabu.

Sebhagail akibat adanva kondisi masyarakat vang demibkian
maka masyarakat desa lebih suka menvelesaikan pErna-
salahannya ke desa ataupun orang - orang yang dipandang
mempunyal pengaruh dan mampu menvelesaikan masalah Yarg
gihadapinya, misalnva kyai, tokoh masyvarakst. Maksud
dibawanya masalah kehadapan subjiek-subjek di atas adalazah
meminta agar membantu menvelesaikannva secara musyawarah
mutakat. Blasarnya proses membawa permasalahan  tersebut
di  hadapan tokob — tokoh masyverakat setelah didakului
adanya upaya para pihak yang bersengkets untuk menyeles-
saikannya secara pribadi dengan orang yang dianggap
menpunyal  masalab. Indsiatip untuk untuk  bernesosiasi
sepcara demikian pada umumnyva di awali olsh pihak  vang
meErasa  dirdgikan, merasa terampas haknya dalasm  masalah
tersebut. Kalau pendekatan secara pribadi tidak dapeat
menvelesaikan masalah barulah membaws permasalabhan
tersebut ke desa dan di tingkat desa pada umuamnya dapat

diselesaikan dengan baik.

Melihat kondiei lebib  jauh mengenai péngadilan itu
sendiri paca umumny a mereka melihat pada
bagaimana bekerjanva pengadilan itu di dalam praktek.
Dengan kurangnya pengetabuan mengenai  prossdur inid
membuat pengetabuan mereka mengenal pengadilan tergan-—
tung pada interaksinya dengan pemberitaan yang meEnyang—
kut pada masalah pengadilan melalul media massa  maupun

kegiatan penvyuluhan hukum  wyang dilaksanakan oleh tim
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Badarkum  dari Pengadilan

Yang bekeriz sama dengs im=
stansi terkait Iainnya vaity kejaksaan, pemda dan kepo-

lisian, sadikitnve intensitas interaksi masvarakat
derigan lingkungan yang  berkaitan

dengaﬁpengadilan,

sebagal contoh meEreka bharu saty el i mendapatkan DEnyu—

Iuban hukum oleh tim kada rium selama ing ¥Yahg dilaksans—
barn  pada tanggal 8 Mei 179946 untuk dese Sukohario dan o
Meli 1997 untuk

dess Facor, menjadikan pemahaman  meresk

]

terhatan dunia PEngadi ]

!1;

osangat jauhk. Adapun keberadaan
badarkum  itu sendiri didasarian pada  Surat Eoputusan
Mernteri Kehakiman Republik Indonesia No, o5 DR. o07.08

Tahun 1958 tentang Tim Fadarkum. Dari dasar hukum ini

-t

untul  operasional ai  daerak dibuat Surst Feputusan

o

pala Dawmrah Tingkat 17 Furworejioc No. 188.4/241

Tatunlssn tanggal i Januari 1990 yaitu tents ng pemben—

tukan  Hadarkum kabupaten tinghkat II FPurworeje, Urituk

paEnvulukhan Fukumnyvea selain dasar hubkum tersebut Jjugs

idasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilavah

Departemen Keh habkiman Fronpinsi Jawa Tengah, untuk pelak-

Fanaan takwun 1777, tentang Frogram

Kerja Fenvuluhan
Hubkum Tahun Anggaran 1997 £o1e9g,

i

Berdasarkan pad

i

v osedikitnya interakesi masvarakat dess

derngan limgkungan WA berkaitaﬁ dengan pengadilan

ditambah dengan kehwrang t anuan masvarakat desa mengenai

prosedur  beracara di omubs pEngadilan dan Furang dike—

nalnva masalak birckrasi  dan Rrosedur  mengakibatban

masvarakat dess berpandangan babwa prroses cenveolesaian

suatil periara oi pergadilan berbelit — Belit, memalkan
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waktu  vang sangat paniang dan membutuhkan biava vang
sangat besar dan sangat birckratis., Sebagaimana dikata-
kar oleh seorang responden bahwa, "penvelsszaian sengketa
melalui pengadilan mengakibatkan perkara semakin “ngom—
bro—ngombro * (berkepanjangan tdan berbelit-belit}, ruwet

dan perlu biaya yang tidak sedikit". Fengetahuan menge-

nal  pengadilan yang demikian ini diperoleh hketika

mereka mendapathan penyuluban hukom vyang dilaksanakan
cleh fim penvuluh kadarkum dari penéadilan, kejaksaan,
kepolisian dan  pemda setempat. Disamping itu materi
pakek  vang disampaikan dalam penyvuluhan hukum oleh  tim
kadarktum  adalah menekankan menaerai kesadaran hak  dan
kewaiiban vang melekat pada diri seseorang dalam kehidu-
pan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan berne-

gara. Dengan sadarnya akan hak dan  kewajiban  terssbut

maka diharapkan akan memngurangi terjadinva senghketa.

Dalam hal terjadi sustu sengheta maka langkah yang baik
dan  sangat dianjurkan dalam penyuluhan  hukum  tersebut
adalah diselesaikan melalul musyawarah mufakat, karena
apabila diselesaikan melalui pengadilan akan memakan

waktu vang panjany dan memerlukan biava yvang banvak.

Disamping itw mereka melihat biaya vyang besar untulk

berperkara dipengadilan dengan mendasarkan pada berapa

biava transportasi yvang harus dikeluarkan serta biayé
makan vyang diperuntubkan bagi dirinya maupun saksi  yang
diperiukan selama persidangan berlangsung, serta  biava
untuk keperluan pengadilan itu sendiri. Merekapun menge-
tahul bahwa persidanganpun tidak cukup memakan  waktu
satu atau dua hari saja melainkan membutuhkan waktu vang

cukup lama. Bahbkan bila di pengadilan tidak menvelesai-

147




kan masalabh merekapun  tahu  bakwa kasus ity perlua
di angkat "ketingkat pusat” yaitu vang ada di Semarang

darn Jakarta. Pemahaman mereka mengenai penyelesaian di
"tingkat pusat” adalah penvelesaian tingkat banding di
Ferngadilan Tinggi di Semarang dan penvelesaian kasasi di
Mahkamah Agung di  Jakarta. Hal seperti  inilah Yang
menyebabkan mereka beranggapan bahwa penyelesaian mels—
lui  pengadilan akan memakan wakiu vang sangat panjang

dar berbelit-belit serta memerlukan dana yvang banyak.

Secara umum pengetahuan masvarakat termasuk  masvarakat
desa Facor dan Sukohardio dalam melihat dan  menilai
lembaga pengadilan smlalu mendasarkan padé
pernglihatannya terhadap tindaskan—tindakan penegak Hukum
di luar pengadilan maupurn proses penyelengoaraan peradi-—
lan  ituw secara luas. Misalmya tindakan vang dilakukan
aoleh polisi dalam melakukan penertiban  di  masvarakat
maupun proses penanganan perkara pidana ditangan kepoli-
sian. Tindakan—tindakan ﬁblisi dalam melakukan tugsas
tergebut selalu dijadikan dasar untuk menilai  lembaga
pengadilan; Mereka juaca melibhat ketidak adilan dan sikap
tidak Jujur vang ada dalam masvarakat baik vamg dilaku-—
kan oleh pejabat birckrasi maupun administrasi  dan
lainnya adalah merupakan ketidak berbhasilan pengadilan
dalam menegakkan tubkum dan keadilan. Seorang hakim  atag
pernegak hukum  yvang juiur, vang bekerja sesuai dengaﬁ
norma-norms profesinya yvang "legal’ bagaimanapun dicuri-
gai karena berbuat tidak jojur tidak sajae karena memang
ada penegak bubkum ataw hakim yvang berbuat tidak jujur
tetapi karema secara politis dan administratift pada

umumnya penuh dengan perbuatan—perbuatan vang  tidsk




Jujur .

Dengan demikian dapatlah diartikan babwa bila bicara
mEngenai ketidak adilan, mereka selalu mengkaitkan
dengan lembaga tersebut, walaupun misalnya adanva keti-

dak adilan itu diluar lembaga tersebut. Sesuai denganm

fungsinya sebagal penscak hukum dan  keadilan menurut

rEreka pengadilan selavabnva turum tangan mengunaksp hal

m

tersebut. Disamping itu dapat dikatakan juga bahw
pandangan mereka mengenai dunia pengadilan adalab inder—
tik dengan  penyelenaoaraan keadilan atsupun  tindakan
aparat penegak hukum secara  umum, sahingga apabilsa
mereka melihat tindakan aparat penegak hubkum  {(mizalnya
polisi, peiabat birckrasi) dalam melaksanakan tugasnva
maka itulah  pengadilan  sehingga Wajar seandsinva
masyarakat desa melihat tindakan polisi ataupun apara

birokrasi tak ubkahnya sama dengan tindakan hakim-hakim

di pengadilan.

Mereka tidak melibat bahwa =suatu perkara memsrlukan
susty proses untuk gampai ke depan pengeadilan, pemahaman
vang demikian  ini membuktika bahwa masvarshat desa

burang mengetahui prosedur maupun birokrasi.

Jadi  dengan melihat pada perilabku ataupun  tindakan
prlizi dalam melakukan peEnegabkan hkum  serta proses
penanganan suatu perkara pidana maka mereka menyvimpulkan
bahwa situasi pengadilan - tak uvhahnyva sama dengan peri-
laku vang ada di lembagse bkepolisian. Biasanva merekas
meEnggambarkan bagaimana bekerjanva polisi dalam melaku-

kan penertiban lalu lintss, perjudian—perjiudian di pasar




pada  wmunmva tidakk tumtas dan  tidak menyalesaikan
masalah sehingoga para pzalaku tetap saja melakukan
kegiatarnmya dengan aman. Dengar “ngemel ” pada okrum
polisi  sekitar Rp 1000,- sampai Rp S0V0 .~ saja mereka
biza melakukan kegiatanva lagi, demikian juga dengan
dalam perkara lalu lintas, dengan “ngemel” tersebut
pelanggaran  lalu  lintas tidak dilanjutkan ke hadapan
penpadilan. Walaupun pada kenyataannya masih banyak
polisi yang benar—benar baik dan jujur dalam melaksana-
kan tugasnya namun keadaan tersebut tertutup cleh opini

yang secara umum telah dipercayva kebenarannva.

bemibkian juga dengan situasi yang ada di pengadilan,
wala&pun masih banyvak juga hakim yvang mau berbuat  jujur
namun karena opini yang sudah terlanjur negatif mengenal
pengadilan menjadikan kebsikan—kebaikan tersebut  tertuy-
tup oleh opini  tersebut. Keadaanm ini dapat dilihat
Letikz salzxh seorang informan vang peneliti ambil! dari
anggota masyvarakat kota vaitu Tan Chorg Ho  (Dannvs
Martinus) vang sebenarnya mengetahui bahwa kasus posi-
girya dalam sengketa demngan lawannva secara hukum adalah
iemahb, namun dengan berbekal pengetaﬁuan bahwa segalanva
dapat diselesaikan dengan uvang tetap saja meEngajukan
kasus tersebut kKedepan pengadilan.. Dalam proses teresbut
upaya “pendekatan” penggugat Tan Chong Ho dan kaﬁén
kawan dengan bertemu hakim “secara pribadi”“—pun dilaku-
kan vyaitw dengan berjanii memberikarn imbalan apabila
kasus tersebut dimenangkan. Terlepas dari apakah tergu-
nat secara hubkum memang lebih kuat dan secara finansial-
purn lebib kuat ditambah adanya pengacara dari Jakarta

vang mendampinginya ataw memang habkim  tersebut betul-
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Hetul berpegsng tegub pada kejujuran, +termvata janji-

1

Janjii penggugat untuk memberikan imbalan terssbut dito-
laiknya. Akhir keputusan perkara tersebut Tan Chong Ho
dan kawarn—kawan dikalahbkan oleh Ferngadilan Negeri Fur—
WOFe3io dami&ian pula dalam putusan bandingnyapun tetap
dikalahkan oleh Fengadilan Tinggi Jawa Tengah di
Semarang.

Dalam suasansa kehidupan yang relatif homooen dan dimami-
ka masyarakat yvang relatif kurang dinamis, maka mengaki-
batkan persepsil masvarakat desa terhadaﬁ pengadilan
relatift  seragam juga. Fada umumnya masyvarakat desa
selalu menempatkan pengadiian sebagail alternatif Vang
paling akhir dan sangat jauh dari pikiran mereka untuk
datang ke pengadilan sebagai tempat untuk menvelesaikan
konflik vang terjadi ataw mungkin  terjadi  diantara
mereka  walaupun  mereka tabu  bahwa  fungsi  pengadilan
atdalah sebagal suatu lembaga vang dibentuk untuk  menyve-
lesaikan  konflik. Kalaupun sangat terpaksa yaitu dalam
hal alternatif lain vang ada untub menvelesaikan kontlik
gagal tetap saja mereka berusaha menghindar untubk menyve-—
lesaikan konflik ke pengadilan. Fondisi sepsrti ini
dapat dilihat dalam hasil penelitian bahwa selain  kasus
perceraian semua sengkets vang ada di desa dapat dise-
lesaikan ditingkat desa melaluil jalan musvawarabh mufa-—

kat.

Mazvarakat desa khususnya masyarakat desa di  Pacor dan
Sukoharjo, kecamatan Futcarjo, Kabupaten Furworedo
selalu herhareap babwa sgtiap upava penvelesaian  konflik

yvanhg terjadi jangan sampai mengganggu keharmonisan




hubungan  sosial maupun hubungan  keluarga varg di
dalam masvarakat terssebut. Sedangkan menurut a&pa yang
mereka lihat berdasarbkan interzkeinva dengan medis massa
yang ada di desa, penvelesaian sengkets  hukum melaiui
pergadilan justru  akan  menimbulban "perseteruan” vang
terus menerus dan se&akin tajam. FPadahal menurut merebka
penyelsaian  vamg  bailk adalah penyelesaian vyang dapat
menguritungkan kedua belah pihak vang berperkara tanpa
merasa ada pibak vang saling dirugikan. Dengan kata lain
nasil dari penvelesaian ity dapat mengintegrasikan
kepentingan  pars pihak. Hasil vang demikian menuwrutnyva
tidak akan mengganggu harmonisasi hubungan sosizl  atau
bekeluaragasn  yang telah berijalan dengan balk anatara

para pihak dan dipandang lebih adil.

Untuk  itulah  pandangan mercha mengenai  pemimpin yang
adil adalah seseocrang  vang mempunyai =ifat “"ngemong"
wESearang  vang selalu  bersikap susila, yang telahl
mengembangkan sikap batiniah dan lahiriah Lhusus, vang
selalu berbuat Jujur dar tidak emosional dalam
menjalankan tugas—tugasnya, dengan kata lain adalah se—
seorang yang mampu memelihara dan meniagsa harmoni  dia-
ntara warganya. Kondisi harmonis dslam kehidupan masyar—
akat Jawa pada umumnya dan masvarakat deesa pacar dan
Subkoharic adalsh merupakan suatu kondisi yarng selalu
dijaga eehingga segala potensi vang dapat mengoanngu
ketidak harmonisan  hubungan sosial  tersebut sedapat

meuwngkin  di cegah, Disamping itu dapat dikatakan juga

bahwa suazana harmonis dalam masyarakat desa  adalah
me@rupakan tujuan bagli setiap penyelesaian konflik.

Mungkin ind vang oleh Cambliss dikatakan sebhagal faktor




vyang  meEnentukan  wuntuk memilih  alternatif  mana yang
hendask  digunakanm  wntuk menyvelesalkan masalahnyva oleh
para pihak yang mengalami bonflik, sebagaimana diterang—

karn dalam bab 1T di atas.

o3

alah satu potensi vang dapat mengganggu  keharmonisan
hubungan sosial dalam masvarakat desa adalah persengke~
tmarn . Untuk itulah dalam pEﬁyEIEBE;an suatu konflik vang
teriadi antar wargaldesa selalu diupayakan jangan sampai

meEngganggu keharmonisan vang telah ada, walaupun apabila

[

ilihkat secara sepihak untuk tetap terjaganva keharmoni-
zan kehidupan sosial yvang telah ada masing-masing pihak
rela “mendistorsi” kebernavran kebenaran vand divakininva

dalam hasus tersebut.

Secara simbolik kondisi seperti ini dapat ditunjukkan
dengan adanya sebuah unghkapan vang berlaku dalam peEnyes—
lecaian sengketa dalam masvarakat vaitu, dalam penvele-
saian sengketa vyang dicari bukan “memang atau kalah”
melainkan tetap terbinanya hubungan baik vang telah
terjalin  diantara merehka,. sebagaimana dikatakan oleh
salah secrang informan, “Wonten ing mnusvawarah meniko
inghang ipun padosi mboten menang-mehangan atawi  reka-
daya ngelahafen lawanipun anshging gesang rakun inghkang
sampun s&e  mehiio teltep saged sae” (Dalam musvawarah
muTakat di desa pada wmumnvya kami tidak mencari kEemenan-—

an  atauw berupaya mengalahkan lawannya tetapi berupaya

1

gar hidup tetap baik).
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Kemampuan "menenggang rasa” dalam masyvarakat desa vyang

begity bssar ini tak dapat dilepaskan dari adanva nilai-

nilai budaya vang hidup dalam masyarakat dess, vaitu

bergma milad keselarasan {harmonis), nilai-nilal
kerukunan  hidup, serta adanya budaya malu untuk  ber—

perkara di muka wiam. Menuwrout mereks orang vang berusaha

keras  {(berjuang dengan keras) dalam mengupayakan hak -
Raknva diangoap “mau menang - mensngan” (menangnya

sendiri) dan “serafah”. Padahal apabila di lihat secara

hubom tindakan tersebut adalah sah.

Memang dalam penelitian di kantor advokad terlihat babwa
=watu kasus  yang terjadi di deza  terutama meEngeEnal
tamah, warisan pada umumnya salah  satu pihak  adalahk
orang yang tinggal di kota ataupun orang desa yvang telah
mempunyai  pergaulan dengan orsng  kota. Dimana dalam
masyarakat kotsa nilai - nilai demikian sudah mulai

meluntur.

Adanye stigma sebagel orang veng "mau menang — menangan®
ataupun sebagai orang vang "serakah” ternvata  mampu
meredan adanva potensi kontlik dalam  suatu  masalah.
Apalagli apabila stigmsa  tersebut juga  didukung oleh

aparat dess.

Frinsip hidup veng terdapat dalam masyvarakat jawa menogs-—
nal pentingnya keluhuran budi manusiz untubk selalu kidup
rukun nampaknya membawa pengaruh pula kedalam pencegahan
timbuinva suatu sengketa seperti ferlihat kedalam simbol

—  simbol kata —kata, mencalah bukan berarti htalah. Ini

. -

menuniukkan bahwa masvarakat desa {jawa) akan selzalo

s
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meyrasa  menang walauvpun konkritnya adalah kalah, bahhkan
mungkin hancur sama sekali. Untok itulah, maka mereka
lebih  menyukai menvelesaikan suatu  senghketa dengan
mezl akukan pendekatan secara pribadi. Mereka sanaat mem-—

parhatikan  hubungan  pribadi mEreka, berhgti - hRat

310

S

basa—basi, barsikap tenang, serta hormat terhadap statu

n

sosial. Segala upava dilakukan untuk menghindari kontlik
pribadi, dan kalau terjadi, cara meEnwtupinya denoan cars
= cara hubungan scsial vang diperhbalus, sampai tercapai
penyelesaian yvang tidak menimbulkan kerusakan dan mencé*
gah  penyelesaian vang dapat menimbulkan rass malu  vang
mEndalam.

Komdiei ind

s

ampak sskali ketika seQrang warga desa yang
pada dasarnva menvadari hal tersebut vaitu kekalahannya
yang nyata secara  faktoal, kemudian berusaha  untuk
“protes” terhadap kondisi vang ada, oleh kadesnyva justru
“ditantang® untuk disslesaikan “oi tingkat atas”. pen-—
gertian  ataupun  pemahaman masyarakat dess mEngeEnal
renyelesaian di  tingkat atas bisa diartikan smbagai
penyelesaian  di tingkat kecamatan sampai kLabupaten, di
tingkat kepolieian meaupun  pengadilan. Pada WnUmny s
dengan  adanya tekanan seperti tersebut masvarakat desa
tidak | akan melanjutkan perkaranya, Larsna dengan
diangkatnya ke tingkat &atas kemunghinan parkaranyva
diketahui ocleh masvarakat secara luas adala; hesar
sehingoa vang bhersanghutan akan  merasa malu clan
disamping itw adanva sussSana harnonis yvarng ada dalam

masyarakat akan terganggu. -




febaliknya kepala desa dan aparat desanya sebagai figur
penéuaaa yang ada didesa cenderung memandang konflik
sekecil apapun sebagai gejala Yang akan menjadi  ancaman
bagi keamanan di desanva. Karema itu  cdalam manghadapi
potensi  konfiik adalah meniadakan  kemunghkirman  terjadi
ataw berkembangnya konflik aoar harmoni dapat dilestari-

k& .

Selanjutnya apabila hendak di likat dari dua model
masyarakat yang dikemubkakan Chamblis dan Seidman seperti
disebutkan di  dalam bablII di  muka, maka masyvarakat
pedesaan  khususnya masyarakat desa dimana dilakukan
penelitian  yaitu desa Pacor dan Sukehardio seperti
diuraikan di atas memiliki ciri-ciri yang cenderung
mengarah' pada model masvarakat vang pertama  vyvaitu ma—
syarakat vang berdasarkan pada basis kesepakatan akan
nialai-nilai (value concencus). Dalam penelitian  memang
terlihat dalam desa FPacor dan Sukohardio sangat Jarang

ditemukan konflik-hkonflik atau tegangan di dalamnya

sebagail akibat dari adanva kesepakatan mengenaili nilai-

nilali vyang menjadl kehidupannya yaitu nilai kehidupan

vamg harmonis.

Selairn  iitw bagi orang Jews terutama vang masih  ada  di
pedesaan pada umumnyas masib mempunyal pandangan kehi-
dupan yang ideal, yvaitu yvang baik dan sempuwrna. &danya
suatu sengketa adalah merupakan suatu cela vang sedapat

mungkin  dihindari sebagaimana dikatakan ocleh seseorang




responden, “hula isin menpawi crah kalian tetanggi,
menaha malih ngantas crah ﬁenika dipun mangertasi
tiyang—tiy&né sanes” (Baya malu kalau ada konftlik derngan
tetarngga apalagi bila sampai diketahui tetangga Yang

laim)

Dengan dipanggil ke balgi desa saja mereka malu apalagil
sampai ketingkat vyang lebih luas misalnya sampai ke
pengadilan  ini akan membuat mereka merasa lebih malu,
Apalagi penvelesaian di depan pengadilan terbuka untuk
umum. Adanva aturan main yang demikian itu memunghkinkan
suatu perkara diketahui oleh banyak orang dan akan

semakin membuat maluw orang vang bersengheta.

Adanya budaya malu untuk berpekara bagi orang desa

mengakibatkan selalu'berupaya'untuk,melakukan pendebkatan
secara pribadi dan kekeluargaan terlebih dabulu  apabila
mereka menijumpai suwatu masalah kalau ini tidak menyele—
saikan masalah barulah merska mengundang pihak ketiga
sehagal mediztor penyelesaian masélah tersebut. Dengan
pemahaman mengenai pengadilan seperti dijelaskan di atas
maka penyelesaian sengketa melalui  pengadilan bagi
mereka akan semakin membuat sengketanya diketahui banyak
orang dan semakin manamizah malu. Adanya budava malu  ini
Juga’ terlihat ketika salah searang peserta diskusi
mencoba mengingatkan bahwa ada suatu kasus yang pernah
diselesaikan di pengadilan namun oleh Eébagaian‘ pe=eria
ternyata tidak mendapatkan tangoapan dengan baik, timbul
kesan adanya upaya untuk menutup-nutupi atan mgngalihkan
pembicaraan hal tersebut kemasalah lain. Memang sekitar

tabun 1980 an di desa Pacor pernah  terjadi  kasus




“sembahang Fenagan telanjang vang dilakukan BSOS s
jamash di malam hari” dan diselesaikan i Fengadilan

Megeri FPurworeio.

Disamping: ity adanva upava urtuk melakukan pendekatan
s@Cara  pribadi  ataupun kekeluargaan manakala ﬁér&ha
menghadapi  suatu  masalah atau serghketas  dan  kemudian
mencari pihak kstiga sebagail mediator sebavaimana dije—
laskarn dalam wrian di muka selain mencerminkan adanva
budaya malw pada-maayarakat tersebut  harena apabila
diselesaikan =se=cara terbuka di pengadilan akan  membusat
ﬁalu, juge mencerminkan bahwa dalam masvarakat dess
burang mengansal hal — hal vang bersifat Birokratis, dan

prosedural maupun vang rasional .

Oleh karemna itulan dengan hkurang dikenalnya suatu prana-
ta penyelesaian konflik vang bhirckratis dan prosedural
sepertl yang dikenal dalam masyarakat modern sekarang
ini  vamng tercermin dalam penyelesaian sengketa melaluid
lembaga pengadilan negara maka suwatu penyelesaian  Lkon-
Tlik atau sencketa melalui lembaga tersebut adalah
merupskan suatu alasternatisf yang paling akhir dan zangat
Jauh dari slam pikiran masvarakat desa khusunya masvara-
kat desa dimanas dilakukan penelitian vyaltu desa Facor

dan Sukeharijo, kecamatan Futoario, Fabupaten Furworsio.

Fenempatan lembaga pengadilan zebagsi suatu alternatif
vang paling akhir dalam sustu penyelesaian hkonflik di
desa berdasarkan wawancara dengan para informamn jelas
sangat diharapkan karena dalam pandarigan méreka Crang

yang disidangkan atau dihadapkan di  mukas pengadilan




entah  itu sebagail saksi cuatu perkara atau memang yang
terlibat langsung dengan perkara  itu  sendirFi adslah

identik dengan orang yang telah melakukan kejahatan.

Adanva “siigms sosisl? vang demikian  ini  memuniukkan

bahws  mereka hurang bisa memisahban antara hkasus vang

il
fut
=h

atnya perdata  maupun pidana. Disamping itu adanyva

!ic.

stigma sosial” vang demikian ini  membaws konsekuensi

timbulnya rasa malu pada masyarakat desa untuk menvela—

saikan  state  sengketa  di depan pengadilan. Hal ini
terlihat dengan jelas adanva upaya mEnjaga jarak  antara
warga masyarakeat desa Pacor dengan para  pelaku  zembah
vang telanjang yvang kini te=lab kembali di masyarakat.

~

2. Pereepsi Macvarabkat Ferkotzan Terhadap Fengadilan

Fondisi masyarakat perkotaan yang relatif heterogen
dibanding hkondisl masyarakat pedesasn  tidak berarti
mengakibathan bervariasinya persepsi masvarakat terhadap
pengadilan. Heterogenitas tersebut dapat dilihat dari
suiku mauvpun denis pekeriaannva. FPada wmumriva mereka
menpunyal perzepsl bahwa pengadilan sekarang ini kuramg
dapat sepenubnva mampu mewujudkan keadilan sesuai VAT
giharapkan oleh masvarakat, hanyas ssia alasan meEngapa
sampai  timbul persepsi vang demikian adalah beErvariasi
tergantung  pada later belakang budava, spsial, ekonomi
giapa yvang mengatakannya. Hal ini sesuai dengan apa vYang
dikatakan oleh Hrech dan Crutchfield di  atas  bahws
rersepsi seseorang ditentukan oleb latar belakaﬁg bul-
tural, sesixl gan ekonomi dari masyvarakat #ang bersang—

Eutan .




Dengan adanva persepsi vang demikian itu bukan berarti
mereka enggan untuk mervelesailkan perkaranya ke Fenga—
dilar, Justru dengan alasan tertentu ada crang—drang
tertentu memilih Fengadilan untuk menvelesaikan sengke-—
tanya. MNamun pada dasarnya secara umum masvarakat hkota
berpendapat apabila pengadilan benar ~ benar bonsis-—
ten dalam menjalankan tugas dan fungeinya dengan benar
sangatlah diharapkan karena menurutnva hanya pengadilan
sajalah yang dapat memberikan legitimasi hukum terhadap
hak dan kewaiiban seseorang dalam kehidupan bermasyara—
kat; berbangsa dan bernegarsa manakala hak dan kewajiban
tersebut digugat ataupun dirampas oleh orang  lain.
Tetapi apakah keadzan Fengadilan sekarang ini memang
demikian 7, Dalam penelitian di lapangan ternvata diper—
ocleh Jjawabannys sepertl terlihat dalam uraian di bawah

inmi.

Sama halnya dengan orang Jawa di desa orang jawa dikota-—
un pada umumnya cenderung mempunyai alasan  yvang  sama
untuk menghindari pengadilan yaitu karena lebih menyukai
penyelesalian  vang menuruvtnya menguntungkan kedua belah
pihak demi tidak terganggunya hubungan baik vang telah

lama dijalin. Namun secara uoum orang Jjawa di  kota

mempunyal alasan vyang lebih'kumplek dibanding dengan

masvarakat desa hal ini disebabkan oleh interaksinva
dengan lingkungan yang . lebih luas dan heterogen. Diban—
dingkan masvarakat Jawa di desa yang pada umumnyva petani
maka masyarakat jawa di kota lebih mempunyal variasi

.

dalam pekerjaannya dan profesinva.

Fegawai Megri yang pads umumnya orang Jawa di kabupaten
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Furworeijo pada umumriya melihat pengadilan sebagai upava
vang perlu ditempuh seandainya upaya-upaya vyang lain
sudan tidak dapat digunakan, karena hanya melalui
putusan  pengadilanlah  kebhenaran suatu sengketa dapat
diketemukan dan hak seseorang atas suatu benda tertentu
dapat ditegashkan. Digamping itu, sementara ini hanya
pengadilan sajsa vang diskui oleh negara sebagai satu—
satunya lembaga yvang diberi kewenangan untuk menyatakan
sal tidaknya atau berhak tidaknya sesecrang atas sssuatu
benda tertentu apabila bendsa tersebut dipersengketakan.
Sedang hasil dari suatu penvelesaian selain pengadilan
secara  hukum kurang mempunyai kekuatan hukum, kecuali
apabila pengadilan juga menyatakan demikian. Dengan kata
lain  putusan pengadilan secara hukum dapat dijadikan
peEgangan  vyang kuat dibandingkan hasil musyawarah para

pihak .

Mamurn  demikiarn menurut mereka keadaan pengadilan  saat
ini kurang dapat menjamin objektifitasnya dalam memerik-—
ga  suatu perkara terutams dalam perkara perdata. Dalam
perkara pidana kecbiektifan hakim dapat lebih berjslan,
inipun masih melihat kepada siapa vang menjadi terdakwa.
Mamurn pada unumnya pemerikssan perkara  pidana relatif
lebinh objektif dibanding dengan pemeriksaan perkara

peirdata.

Fengetahuan mengenai hal ini irni diketahui ketika mereka
melihat serta membandingkan antara proses pemeriksaan
rerkara perdats dan perkara pidama baik melalui interak-
sinva dengan pers maupun pengalaman tetangganya  vanag

mengalamni syatu  sengketa hukum. Menurutnya hasil
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keputusan  banding maupun kasasi dalam perkara pidana
tidak Jauh berbeda dengan keputusan pengadilan  vang
memeriksa  pertama. Lain halnya dalam reputusan  perkara
perdata hasil  putusan banding sering tidak sinkron
bahkkan bertolak belakang dengan putusan ting&at pertama

demikian pula halnya dengan putusan hasasi.

ketidak sinkronan antara poatusan pengadilan  tingkat
pertama  dengan  putusan tingkat ke dua serta putusan
Mahkamah Aoung  menimbulkan “kecurigaan” pada mereka
dimara pihak vang kalah dalam putusan disebablkan
burangnya “pendekatan” yvang dilakukan oleh pihak vyang
kalah tersebut kepada pengadilan dimana dia dikalahkan.
Dengan kata lain untuk memsnangkan suatu perkara diper-—
lukan dana vyang tidak sedikit baik untuk  kepsrluan
membayar pengacara yvang profesional maupun  biava—biava
lain yang diperlukan untuk melakukan “"pendekatan® kepada

hakim bhaibk diiakukan sendiri atauw melalui pengacaranva.

Apabila dalam suatu senghketa di Fengadilan ada salah

satu pihak vang secara hukum dan finansial kuat  menurut
mereka adalah merupakan “modal besar” bagi pihak terse—

but wntuk memenangkan sengketa yvang terjadi.

Sesual dengan linghkungarn pekeriaannya vang diliputi oleh
birokrasi maksa menurutnya  lamanya suatu  persidangan
adalah memang =suatu tahasp-tahap atau sebuah proses vyvang
farus dijalani  Jjustru tampa melaluil proses tersebat
kebenaran tak dapat diketemubkan. Hanva saja suatu proses
vang panjang tersebut menurutnya justru sering diman—
faatkan sebagail peluang-peluang untuk melakukan “permai-

ran” yang kurang fair® oleh para pihak yang bersenghketa




dengan cara mempengaruhi atau mencoba mempengaruthi
hakim. RBagi hakim vang kurang memiliki  iman adanya

sSltas

fu
A

& seperti  ini membawa akibat bahws pemeriksaan
menjsadi berat sebelah dan pihak yvang mempunyai kekuatan
finansial cukup biasanya berads pada pihak vang diun-
tungkan. Lain halnva dengan haikzim vang mempunysai  iman
Varrg tingoli kondisi seperti itu tidak akan mampu  maim—
perngaruhinys, hanya =aja menurutnyva kondisi hakim
seharang cenderung kurang memiliki iman mavpun  keman-—

dirian dalam memutuskan suatu perkara.

brituk  itulah  adanya ketidak sinkrornan  antara putusan
yang satu denoan putusan yvang lain dalam kasus YEaNY sama
menyehabkan timbulnya “kecurigaan” bahwa pihak vang
menang adalah pihak vang mampue memanfaathkan peluang yang
timbul akibat proses yang panjang. Namun demikian karena
masalah  legalitas hukum  pada masa selkarang menjadi
ukuran yang digunakan dalam setiap huburgan bermasvara—
kaf, berbang=za dan bernegara mau tidak mau hanya melalui
perngadilan setiap senghketa hendaknva diselezaikan,
recuali  apabila penyelesaian secara musvawarah telah
citerima dengan baik dan penuh kesadaran oleh pihak—

pihtalk vang bersengketa.

Dalam perkara pidana nampaknya yvang menjadi perhatian
mareka adalah adanya disparitas keputusan perkara pidana
vang begitu menyolok. Secara klasik mereka selalu  memn—
baﬁdingkan‘ antara keputusan seorang koruptor dengan
sEorang  pencuri  ayam, atau suatue  perkara  yang sama
tetapi putasan vang dijatuhkannyae berbedsa. Fengli—

hatannya vang demikian  menimbulkan persepsi bahwa
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perngadilan  kurang menunjukkan  rasza keadilannva baik
disebabkan oleh adanva “intervensi” secars Tinansial

atavpun politis. Menurutnya pada umumnya seorang koruap~
tor mempunyali hubungan dengan sentra-—-sentra kekuasaan,
lain halrya dengan =eocrang pencuri ayam vyang tidak
mempunyai hubungan apapun dan dengan siapapun, sehingga
adalah wajar apabila dapat terjadi digparitas semacam

it

Dalam proses ﬁenyalesaién kasus-kasus pidana, terjadinya
displascement ofF goals ini telah dikaji dengan menarik
oleh Donal Elack.® Studi yang dilakukan oleh Donal Elack
menunjukkan bahwa kasus—hkasus yang identik secara teknis
yéﬁg menyinggung kassus~kasus vang sama dan didukung oleh
alat bukti yang sama seringkali ditangani secara berbe-—
da, misalnya perbedsan reaksi peugas ataw birckrat
penegak  hukum terhadap kasus-kasus vang secara  teknis
memenubi  syarat sebagail pembunuban merncakup dari Yarig
hampir ditanggapi sama sekali sampal kepada hukuman
mati. Disamping ite menurut Donal Rlack, setiap hkasus
memﬁunyai ciri-ciri socsial, yakni menvangkut siapa vyanag
melakukan pengaduan terhadap siapa, siapa vyang menga—

niaya, atau pihak lain vang terlibat, dan ciri sosial

crang-orang  tersebut merupak an struktur sosial
dari kasus terssbut. Struktur sosial  ini  sangat
penting baoi pemabhaman perbedaan Fdkum dari suatu

kasus  yang identik secara teknis dengan kasus  lainnva.

Dengan gemikian struktur sosial asuatu kasus

-

2. Krismivarsi, PFersepsi Masvearahat Terhadap
FPenegakan hukum Linghkungan (TESIS), Frogram Fasca Undip,
Tatmun 1997, hal. 27 ‘
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memprediksi dan menjelaskan bagaimana cara kasus terse-

but ditangani.

Fecurigaan teatang ketidak objektifan hakim dalam
memeriksa suatu perkara menurut pandangan pegawai negeri
Juga di  lihat ketika sesenrang merassa  keberatan bila
dipangqil polisi hanya sekedar merjadi saksi atas kasus
tertentu. Jelasnya dalam pemeriksaan  di bepolisian
seseorang akan diperiksa dan menjawab sesuai arahan Yarng
dikehendaki pemeriksa, walaupun sebenarnys sEseorang
tersebut enggan  ataupun mamang tidak tahu pasti atas
terjadinya kasus tersebut. Dam  menurut pandangannya
kengganan seseorang tersebut adalah bahwa pemeriksaan di
depan pengadilan hanyva akan mangihgti saja "Berita Acara
Femeriksaan” (BAF) wvyang telah di  buat polisi tanpa
melihat kondisi sebenarnya yang diketahui dengan pasti
dan lengkap cleh orang tersebut. Adanya pandangan bahwa
pengadilan  akan memihak BAF  membust seseorang  takut
untuk memberikan ketrangan dengan hebas. Ketakutan bagil
secrang saksi  tersebut pada umumnya adalabh  ketakutan
bahwa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya  dan
lengkap justru dapat "menyeret" dirinva menjadi terdak-—
wa. Untuk itulah demi amannya, merurut pendapat pegawai
negeri seseorang akan mendawab sesuai dengan yvang diin-—
ginkan penyidik, entah itu di-sertai ancamanfafau tidak.
Dalam bkenyvataannya berdasarkan wawancara dengén para
nara pidana ataupun pada seseorang yang pernah menjadi
gakei dalam persidangan perkara pidana terny%ta hiakim
ataupun penuntut wmum hanya menanyakan hal-hal yvang ada
kaitannya dengan suwrat dakwaan ataupun BAF dari  kepoli-

sian. Sedangkan surat dakwaan vang di buat Penuntut
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tmum  ataupun BAF dari bepolisian di buat melalui  suastu
Rproses  yang panjang dengan banyak melakukan distorsi
terhadap apa  yang harus diteranagkan terdakwa ataupun
saksi hingga di dapatkan suatu “target” yang mepnuwrut
Sudar£0 disebult esebagai “yuridisch relevant”. Adanya
pemeriksaan di depan pengadilan vang cenderung mengarah
bLepada  araban  penuntut umum seperti vang dituliskan
dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan Yarg
dibuvat oleh penyidik mengakibatkan proses pemeriksaan
di depan pengadilan yang diharapkan sebagai “mimbar
bebas” bani terdakws ataupun saksi untuk mengunakapkan
segala hal vang berkaitan‘dengan kejadian tindak pidana
tersebut tidak dapat diunghkapkan sepenuhnya. Fadahal
menurut mereka kebenaran dan keadilan dapat diketemukan
bilamara sémuanya dapat diungkapkan, misalnya mengenai
bagaimana, kenapa, dalam =ituwasi yang bagaimana tindak

pidana ituw terjadi.

Masil penelitiamn vang dilakukan oleh Rusli Muhammad purn
manunjidkikan bahwa secara umum vang ditanyakan olen hakim
maupun  penuntut umum dalam persidangan perksara  pidana
hanyalah hal-hal vang berkaitan dengan apa vang terdapat
dalam surat ﬂakwaanmya, Eebagaimana'dikatékan olebnya

"reterangan terdakwa yang diajukan di muka zidang

pada umumniya merupakan jawaban atas pertanvaan

vang diajukan oleh hakim maupun penuntut wmuam.

jawaban atas pertanyaan itulah yang dipertim-—

banghkan hakim dalam putusannya. Karena perta-—
nyaan kepada para terdakwa seringkali  hanva
terbatas kepada hal-hal vang terdapat di dalam
surat dakwaan jakss pernuntut umum misalnya ten—
tang waktu dan tempst kejadian, kronologis per-—
buatan terdskwa dan rumusan pasal yvang dilang-
gar maka Jawabamnnyapun terbatas pada hal itu.
Sementara pertanvaan yang menvangkut  hkenapa
atau apa vang melatar belakangi melakukan  per—
buatan serta bagaimans kondisi diri, keluarga.
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limnghkungannya Jarang ditanvakan, maka kete-
rangan Qar' _Erdakwapun mengenai hal ity sangat
sedikvit sekali_ -

Selanjutnys FRusli Muhammad memberikan dua buah corteh

—h
rt
il

ak yang terungkap dalam persidangan berdasarkan tanya
Jawab anatara jalksa peEruntut wnum dengan terdakwa Yang
kemudian dijadikan pertimbangan untuk meniatuhkan pty—

SETTEY & .

Dalam kesempatan ini sangat relevan seandsinya hasii

penelitian vang didapatkan FRusii Muhammad, peneliti pa-

parkan dalam tesis ini sebacai berikut

a. Mernimbang bahwa di  muka persidangan telah didengaf
pula keterangan dari  diri terdakes. Yann pada pokok-
nya sebagai berikut - I

- Rahwa dakwaan Jaksa Penurntut Umum tersebut adalah
benar

— babwa benar savya telah kenal dengan barang bukti
baju dan hem tersebut, tetapi pisaw mengenai yang
dulu itu kecil

— Eahwa sava pinjam pisau terssbut dengan siapa sava
tidak tahu, vang jelas dlrumahnyd pak Karyo Setomo
disitu banyak orang.

— Bahwa saya pinjam pisaw  tersebut dengan tujiuan
urtuk memotong kubku, akan tetapi malah savae pakal
untuk membunub ibu saya.

~ Bahwa ibu, saya tusuk pakai pisau tersebut meEngenai
bagian leher kens dua kali, dan ketika ibu Saya tu-—
suk, dia masih hidup dan jatuh di lantai laly sava
tutup  pakai  kain, kemudian lalu saya timgoal ken-
duri lagi. -

. Menimbang bahwa terdaskwa di muka pErsidangan. mene—
rangkan sebagai berikut g

F. Rusli Muhammad, Keberadasn Lembags Pengadilan
dalam Rangha Penegaksn Hukum FPidana (TESIS), Pasca Bar-
Jana Universitas Indonesia, Tahun 1989, hal. 2172
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Bahwa dakwaan Jaksa Fenuntut Umum terhadapnva ada-
lah benary bahwa pada hari kamis, tanggal 10 Marst
17988, jam 13.30 wib, di kios tempat jualan loakan
di jalan pasar kembang telah membaws lari anak ber-—
nama Aprilia tanpa ijin dari orang tuanva vang ber—
rnama pak Karjan.

Bahwa sebelumnya =zava telah membawa Aprilia dua ka-—
1i ke stasiun dan kemudian dibawa lagi tapi dikem—
balikan lagi. :

- Bahwa yang ketiga kalinya Aprilia tidak saya kemba-—
likan terus saya bawa ke pasar Bringhardio untuk
meEniual subang milik Aprilia dan terlaksana di Jual
dengan harga Rp. &000,—

— Bahwa setelah menjiual subang milik Aprilia tersebut
1alu anak tersebut dibawa terdakwa ke Muntilan de—
ngan tujuan menjual anak tersebut di muka rumabh sa-—
kit Muntilan tapi rumah sakit sudah tutup lalu anak
tersebut di ajak ke Magelang dan menginap semalam
disana.

= Hahwa terdakwa tahu kalaw di rumah sakit Muntilam,
ada orang yang sering membeli anak-armak, tahu dari
teman~temannya WTE. Yang dibeli adalabh anak peErem—
puan kecil. (213- Putusan Na. B4 dan 34/FRid/R/1588
F. Yoogyvakarta)

Dari dua buah keputu=zan pengadilan tersebut terlihatlah

bahwa sudah menjadi kecenderungan dalam setiap pemerilk-

saar  parkara pidans hanya pertanvaan—pertanyasn yarng
sifatnya “vuridish relevant” ssja yang ditanyakan.

Sorotan terhadap penyelenggarasan peradilan pidana diung-

Fis

kapkan pula oleh Rijkzen™ setelah mengumpulkan hketeran-

Agaﬁ ~ keterangan tahanan dan terhubkum, beliau menyimpul-

karm  bahwa 3 sebagailan terbesar dari mereka merasakan

peradilan  pidana itu sebagail suatu proses "degradasi"
dari manusia meEnjadi peristivwa, sebagail
suaty proses dimana individualitas mereka beranmgsur—

4. Ridksern, dalam Roeslan Baleh, Mengadili sebagai
FPergulstan Manusia, Aksara Baru - Jakarta, 1983, hal 17-
=




angsur dirampss dan hilang.

Selanjutnya berdasarkan wawancara derngan para nara
pidana s=cara wmum cenderung berpendapat bahwa objekti-
fitas dalam pemeikzaan perkars pidana dapat tercipta
namun harus dilalui melalui pendekatan secara pribadi
mulaili dari kepolisian, sampai di pengadilan. Fada
umiumnya  nara  pidana vang menjadi informan mengatakan
bahwa mereka tidak memerlubkan pengacara  hkarena secarsa
kekeluargaan mereka telah melakukan pendekatan bkepada

kepolisian, Jaksa maupun pengadilan.

Demikian juga banvaknva pengaduan—pengaduan ke  EDMNAS
HAM menurut pandangan pegawail negeri adalah menuniukbkan
bahwa pengadilan kurang dapat menjalankan fungsinya

secara penubl dalam menegakkan hukum dan keadilan.

lbain  halnya dengan persepsi seseocrang vang pernah  staw
sedang terlibat sengketa dan pernah atau sedang disele-
gaikan melalui  pengadilan. Ada dua macam penilaian
terhadap pengadilan, pihak vyvang kalah merasa bahwa
pemeriksaan pengadilan  tidak objektif bahkan sering
menuduh bahwa ada kolusi dan “permainan” dalam pemsrik-—
zaan perkara tersebut. Demngan kata lain bagi FPengaedilan
untuk  dapat melakubkan tugasnya sesual dengan  fungsinva
sebagai tempat untuk menegakkan  hubkum  dan keadilan
sangat tergantung pada adanyva “syarat Iain berupa upaya
nan hukum” vang perlu dilakukan =zelain syarat - syarat
formal vyang memang diperlukan dalam berperkara di muka

pengadilan.




Mamun ketika di ingatkan bahwas merebka vang kalahpun juga
mancobs melakukan kolusi yaitu mencoba melaukan perndeka—
tan secara pribadi kepada hakim, mereka mengatakan bahbwa
itu  hanva bherszifat “speiulatif” dan menurutnyva keka-
lahannya disebabkan karena lawannya lebih *kust” dalam
melakukan pendekatan. Untgk itulah bagi pihak yang kalah
gi pengadilan tingkat pertama pada umwnnya akan melaku-—
kan  upaya hukum vang ada yaltu banding., kasasi serta
peninjavan  hkembali dan  mencoba melakukan "upaya non
fukum"  lagi di pemeriksaan tingkat atasnya maupun di

Mahbkamah Aguna.

Balah secrang informan yanog sedang bersengkets di penga—

.

ilan mengatakan bahwa dia mempunvai sengketa sudah
berlangsung selama 18 tabun, berbagai upaya hukum maupun
yang besifat "non hukum” telah dilakukan olehnva. Upava
Fukum yang paling akhir yaitu "Feninjavan Kembali Terha-
dap Keputusan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum vang
tetap” - pun telah dilakukan namun saja tetap mengalami
keikalahan. Secara hukum upava hubkum peninjauvan  kembali
tidak bisa dilakukan untuk vang kedua kalinya namun
demikian olehnya upaya seperti ini akan tetap dilakukan.
Untuk  ituw  ketika yvang bersangkutan  tersebut menerima
putusan Feninjauan kembali yvang mengalahkannya N;Efgehut
dengan segaré berangkat ke Jakarta untuk meminta penun-
daan ekesekusi serta minta searan untuk melakukan penin-
Jauvan kembali. Menurut penafsirannva saran Mabkbkamah
fgung membolebkan Feninjauan kembali untuk  vang kedua
kali asal menggunakan alasan vang lain serta  terhadap

Leputusan vang lain.
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Flemang dalam sengketanya tersebut ada lebih dari satu
perkara walauwpun obijek sengketanya sama, untuk it pihak
Yarig kalah tersebut ssat ini sedang menyusun  Memori
Ferniniauan Kembali, Menanggapi atas kekalahannya vang
terus menerus tersebut pihak vang kalah tersebut menaruh
curiga bahwa pengadiian saat ini memang penuh kolusi dan
khusue  untuk perkaranya disaﬁping adanya kolusi antara
pengadilan dengan pikak lawan juga ada upavya Pengadilan
memanipulasi  data, tanpa menyadari bahwa dirinvapun
telah melakukan Ferbuatan  yang “menyalahi prasedur®
vaitu dengan mendatangi langsung ke Mahkamah Agung untuk
memohon penundaan ekeekusi serta minta masihat untuk

melakukan peninjauvan kembali atas perkaranya.

Melibat pada gambaran di atas teriihat babwa pada da-
SArTIYa mereka melibat pengadilan hanyalah sebagai
"permainan” saja. Ini terlihat bahwa Ekekalahan Y &g
berulangkali pada pihak yang kalah sebenarnya sudah
menunijukkan bahwa mEmang secara  hukum dalam hkasus
posizi tersebut dia berada pada pihak vang lemah. Denaan
adanya persepsi yvang demikian inilah umtuk dapat meme—
nangkan permainan itu perliu ada tehnik—tehnik tertentu
vang harus dilakukan dengan gigih. Disamping itu mungkin
sajs persengketaan itu sudah tidak murni lagi sebagai

sengketa hukum  tetapi  sudah menyangkut harga diri.

Bagi pihak vang menang dalam suatu sengketa di Fengadi-
larn  lebih melibhat  babwa memang secara hubkum pada  da—
garnya meEmang dia lebih kuat. Menuru{ﬁya —Hakim pada
dasarnva akan memenangkan pihak vang secara hukum'memang

kuat, hanya saja “"dalam komdisi tertentu” sering akibat
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gari kekurang pEFCaysannya pihak vang secara hukum benar
terhadap keobiektitan pengadilan mengadakan pendekatan-—
pendekatan vyang  “bersifat pribadi® lLepads pengadilan

melalul hakim yang memeriksa perkaranva. Kekurang pesr-

cayaannya ini disehabkan pemberitaan pers vang pada
wmumnya melihat perngadilan pada =isi yang negatip serts
pengalaman  warga masyarakat di  kota Kutocarjo maupuin

Furworejo vang memang memberikan gambaran yang mengarah

bepada keadaan demikian.

Bagi kalasngan pedagang pengadilan bukanlah SArana yvang
tepat untuk menvelesaikan masalah vamg terjadi dalam
Hubungan perdagangan, barena dalam dunia perdagangan
lebih mergutamakan “hepercayaan”. Fenyelesaian sengreta
melalui  pengadilan  menurut mereka akan menghasilkan
suatu putusan  vang "kaku", kurang "luwes"  dan dapat
meuwtuskan  hubungan, karena akan menghasilkan suatu
kondisi  vyang berhadap hMadapan antara yvant menang dan
vang kalah. Bagi yang kalah diwadibkan untuk melaksana-
kar hukuman vang dijatuhkan mizalnya membayar hutangnya
dan kerugiaﬁ—kerugian vang ditimbulkan akibat tidak
dibayarnya hutang tersebut. Bagi vang menang terntu saja

akan mendapathan segala apa yvang dikabulkan ocleh hakim.

Tentu sajz adanya kondisi yang demikian bagi pedagang
Justru akan sangat merudikan, kecuali kalauw SEOrang
pedagang tersebut hanva akan melibhat keuntungan dalam
jangka pendek. Beorang pedagang akan memerlukan banvyalk
relasi dan relasi ini tidak hanya diperlukan dalam waktu
yang singkat saja. Kalau jalur pengadilan yang ditempuh

maka relasi dagangnya akan memutuskan hubungan dagangnya




dan  akan mencari dan memilih berhubungan dagang dengan
vang lain. Kalaw ini terjadi maka akan terjadi  kerugian
yang besar bagi pihak vang dipuntuskan reiasinya, dan
biasanvya relasi tersebut akan menceritakan peristiwa
vang dialaminva hkepada kawan—kawannya, sehinoga akan
bertambab  banvak relasi dagang vang akan memutugkan

huburgan dagangnya.

Urtuk itu apabila terjadi wanprestasi diantara pedagang
vang satu  dengan yang lain pada unumnya mereka akan
memilih “negosiasi” dan memberikan “toleransi” -pada
pihak vang melakukan wanprestasi. Pengan adanya jalur
negosiasi  dan memberikan toleransi yang demikian  tidak
akarn memutuskan bubungan dagang yang saling menguntung-

ke .

Toleransi maupun kemudahan pembayaran antara pedagang
yang satu kepada pedagang yang l=zin, sebagai contoh
antara pedagang pemasck dengan pedaganag vang lain adalah
meyrupakan salah satu bentuk "service" yang sangat bergu-
na  dalam persaingan dagang dengan pedagang yvang lain.
Dengan adanya kemudaban-kemudahan tersebut SROFaNG
pedagang pemasck atauw pedagang biasa akan dapat merebut
lebih banyak para pelanggan. Biasanva pelanggan yang
zudah ada akan tetap dipertahankan dan  berusahba untuk

tetap mendapatkan pelanggan vang lain.

Untuk itulah menurutnya hubungan dagang  tersebut  akan
terganggu  dan pultus seandainya ada salah satu  pedagang
melakukan wanprestasi lalu pedagang varg lain memilih

Jalur vamg "kaku" misalnya melalui perngadilan. Dengan
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terjadinva headaan vang demikian berarti suatu kerugian
vang besar akam di alami para pedagang pemasok  karens
akan ditinggal perai oleh pelanggannya. Untuk itulah
dari sudut pandang perhitungan dagang penyelssaian mela-

lui perngadilan kurang dapat memberikan kLeuntungan.

Meniurut para redagang Fada dasarnya dalam perhitungan
dagany secara makio terjadinya kerugian akibat wanipres-—
tasi vang dilakukan oleh para pedagang yang lain sehe-
tulnva =sudah diperhitungkan, dalam arti kerugian atas
warprestasi tersebut dapat ditutup dengan  keuntungsn

vang dipercleh dalam "pos" vang lain.

Namun  demikian  kalauw sengketa hukum yang menimpa  ito
bukan dalam masalah huburgar dagang ada baiknva kalsu
diselesaikan melalui pengadilan, karena penvelesaian
melalui pengadilan akan memberikan hetegasan dam lebih
mempunyal kekuatan hukum, berbeda dengan keputusan vang
giputuskan melalud musyawarah mufakat. Diakui pula
bahwa hasil vang dicapai melalui musvawarah mutekat
lebikh melihat pada terjaganya harmonisasi huburmgan
antara para pihak yang bersengketa  ataupun hubungan
speial  vang ada, namun hasil tersebut tidak mempunvysai
kekuatan mengikat yang- kuat seperti halnva putusan
pengadilan. Menurutnya alangkah baiknva menggabungkan
dua putusan tersebut, sehingga dapat menghasilkan kepu—
tusarn  vang tidak meEngoganggy harmonisasi yaﬁg ada tapi

mempunyal kekuatan hukum vamg kuat.

Namun demikian melibat kondisi pengadilan saat ini  vyang

mereka  simpulkan dari  pemberitaan proses peradilan
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pErkara pembunuhan wartawan Berrnas Fuad Syarifudin Yang
dikenal dengan kasus IWIk, pemberitaan mengenal gugatan
FDI Megawati melawan FDI hasil Konogres dan kawan—kawan
serta pemberitaan gugatan—gugatan warga kedung ombo  dan
pemberitaan  lain Yang menyanghkut pengadilan  baik oleh
media cetak maupun elektronik ternyata menimbulkan sikap
pesimis  bahwa pengadilan akarn beritindak obhjektif., khu-
sUsnya kalaw suatu kasus terkandung adanya unsur politik
atauw  kekuaszaan. Untuk itulah sejaub kondisi pengadilan
mazih seperti yang tergambar dalam pémberitaan sebaiknya

menggunakan Jslur musyvawarah untuk mufakat.

Fersepsi pengadilan di kalangan advokad Juga menunjukkan
Batwa pengadilan  pun kurang dapat sepenubnysa  dipakai
sebagal  tempat bagil pencari keadilan untuglk melindungi
hah~hak  vang dimilikinys terutama bagi kalangan ralyvat
kecil. Fada dasarnya dengan melihat berhkas perkara  vang
masuk ke pengadilan sebernarnya  hakim yang memeriksa
sudah mengetahuil ziapa yang benar dan siapa vang salah.
Bengan pengetahuannya imi oleh okrnum hakim sering dija-—
dikan peluang untuk “bermain” mEnurutnya saat ini sangat
sulit mencari hakim yang baik dan jujur. Memarg masih

da  vang baik dan jujur namun semuanya itu masibh  bicsa

Ll

dimitung dengan jari.

Uptuk  itwlal berdasarkan persepsl yang demikian ini
banyak advokad vang memilih metvyelesaikan perkafa
Eliennva vang masuk melalui syanarah. Fada unumnya
klismnnya lebib menvukai penyelesaian seperti ini, karena
lebih  murah dan lebih cepat. Kecuali bila perkara  vang

teriadi  itu sudah sampai kepermasalahan  "harga diri®

175

| UPT-PUSTAK-TNRID




mak s mau tidak man harus dicelesaikan ke Fengadilan.
Kiien vang demikian sudah tidak bisa berpikir secara
rasional dan bliasanya apapun yvang terjadi menghendaki
diselesaikan melalui Pengadilan. Ungkapan simbolik vang
sangat terkenal di dalam masvarakat mengenail hancurnya
kehidupar apabila dilakukan penyelesaian melalui FPengse-—
dilan vaitu “menang jadi &rang falah jagi abu” sudah

tidak dihirauvkan lagi.

Menurutnya mayoritas klien vang masuk ke kantor advokad
pada  umumnya  sudah menuniuvkan emosi vang tinggi dan
selaly meEngancagap babwa pihaknyalah vang henar.
ketika diberitahu babwa bukti-bukti tertulis vang ada
kurang medukung pada apa vang telah diceritakannya itu,
barulah ia mengumbar janji dan harapan kepada advokad
maupun kepada pengadilan apabila perkaranva betul-betul

di selesaikan di Fengadilan, agar kasusnya dimenangkan.

Fetidak objektifarn pengadilan menurut mereks disebabkan
oleh dua hal yvaitu: a. masalabh finansial, dan b.
masalah kekuasaan (politik). Namun kalaw dalam  kondisi
tertentu bkedua hal ini bertemu maka unsur  kekuasaanliah
vang dimenangkan. Untuk itulah manakala ada kasus  vang
berbau peolitis seperti dicontohkan oclebnya dalam perkara
Hochtar Fak-Fak Han dimana secara Jjuridis csebetulinva
penuntut  umum tidak dapat melakukan FPeninjauan  Kembali
atas putusan kasasi yvang membebaskan terdakwa Hﬁchtar
Fak—Fak han ternyvata di terima FEnya dan mengabulkan
pernohonsn Fnya dengan meenghukum terdakwa Mochtar Pak-
pal han maks posisi Fengadilan disitu cenderung mewujud-

Lan dirinya sebagai “benteng terakhir ikekuasaan”. Menda-
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sairkan pads pendapatnva tersebut maka konsep negars
hubum menurutnya hanya masih dalam tulisannva saja dalam

prakieknya tidaklah demikian.

Hukum dikalangan rakyat kecil menurut para advokad tidak
dapat berjalan sepenubnva karena hukum didalam praktek
masih  berpihak  kepada penguasa dan orang hkaya. Hanya
Orang yYanyg mampu saja yvang dapat membawa permasalabannva
ke depan pengadilan dan vang dapat memenangkan perkaran-
ya. kKeadaan seperti ini dapat terjadi karena hanya orang
yang mampud  secara finansial sajs yang mampu membayar
advokad, membayar biava untuk berperkara, tidak saja
hanya dalam pemeriksaan tingkat pertama melainban Juga

pemblavaan sampai di tingkat Mahkamah Agung.

Adanya intervensi yang bersifat "finansial" dalam proses
peradilan khusﬁénya di tingkat pengadilan inipun dizakui
oleh beberapa orang hakim. Hal ini terungkap dalam
wawancara peneliti dengan beberapa orang hakim : “apabi-
la mau memberi sesuatu sebaiknyva setelah putusan dJdija—

tuhkan, Hakim adalah manusia biasa seperti hanusia vang

Izin. Hakimpun memerliukan keseiahterazn, seandainva

keadaarnnmya masih pas—pasan ditambah kurang adanyva iman

vang kuat pada hakim maka kemungkinan—kemuhgkinan seper-.

ti itu masih bisa saja terjadi, dan keadaan seperti itu

saat ini memang sedang menggeialz.”

Melihat Jawaban seperti itu sebetulnya secara implisit
haikim mengakui bahwa fernomena seperti itu memang  betul-
betul ada dalam dunia peradilan kita khususnya dalam

dunia pengadilan. Menurut hakim adanya upaya untuk

177




mencouba mempengaruhi atau melakukan intervesi terhadap
proses peradilan  di tingkat pengadilan pada dasarnys
adalah keimginan para pihak vyang mencoba melakukan
intervensi tersebhut  untuk memenangkan perkaranva  di
tambah adanva kekurang percayaan ataupun perasaan  ragu-
ragu bahwa hakim askan bertindak objektif.

Hal ini terlihat hkarena upava melakukan intervensi y&ng
demikian itu bukan saja dilakukan oleh pihalk vang secara
Fukum lemabh namun secars finansial kuat, melainkan juga
dilakukan oleh pihak vang secara hukuﬁ kEuat dan sscara

Tinansialpun kuat.

Fada dasarnys memang bernar pendapat hakim di atas, bahwa

nakim Tidak berbeda halnya dengan anggota—anggota ma—

i
%

akat vyang lain, untuk itulah maka seocrang hakim

i}

Y

ebagal anggota masyarakat seperti halnya anggota ma-—

i

syarakat yarg lairm juga meﬁempati kedudukan tertentu di

dalamnya. Kedudukan tertentu ini tidak dapat ditetgpkan
stau dikehendaki secara otonom oleh orang-orang  vanag
berzanghkutarn (= para pemegang  kedudukan) melainkan
ditetapkan oleh pola interaksi yang terdapat o©i dalam
masyarakat vang bersanghkutan. Apa vang ingin dilakukan
ataun  dikehendaki oleh seorang hakim tak dapat ditentu-
bannya sendiri secars penu%, méiainkaﬁﬂaangat tergantung
pula pada nilai-nilai dan susunan masvarakatnva. Secars
konkiret Juiius Stone menyebut adarmya suatu “expected
reactions” vang datangnvs dari masyarakat. Seorang hakim
tidak dapst bertindak mengikuti kehuluhanﬁya sendiri,
melainkan  tindakan—tindakannya itw didisiplinkan oleh

sistem dari “expected resacitions” tersebut. Tugas—-tugas
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1

gan pekerjasan yang sehari-harinva harus dijalankan oleb
seoranyg hakim dilingkungi oleh harapan—harapan atay
tuntutan—tuntutan anggota—anggota masvarakat vamg dior—

- - . 0] - 5
ganisasikan digekitar tugas-tugas hakim tersebut.

Dikalangan orang Cina dengan situasi pengadilan vang ada
sekarang  ind sering dijadikan sarana untuk mengukuhkan
penguasaannya atas sebidang tanag atesu rumab vang dise—
wartyva  yang telah berjalan  bertashun-tabhun  dam tuwrun
temurun. Dengan mendasarkan pada sikap spekulatif VEM
tinggi dalam menghadapi setiap permasalahan. Seperti
telah dipaparkan dalam sub bab di atas. sebenarnya  Tan
Chong Ho dan kawan—kawan sudah tabu babwa kasus posi-
zinyan sebagal seorang penvewa adalah sangat lemah namun
dengan spekulasi yang tinggi dan  berbskal persepsinva
mEngenal pengadilan vang cenderung regatif vaitu bahwa
segalanya dapat diselesaibkan dengan uwang dia nekat sajas
mengaiukan  gugatannya ke pengadilan. Dan pada akhirnva
ternyvata dia dikalahbkan dan kEindpun  telah disgksekusi
tanpa mendapatkan keuntungan apa—apa.

Dairi sudut pandang korban penyvelesaian perkara melalui
pengadilan diangogap huréng dapat memberikan bkepastian
mErgenai nasib yang menimpa dirinyva, lkarena  adanva
proses yang panjang, beluam lagi kalauw kasus itu disngkat

retingkst banding atau kasasi. Dengan diangkatnya kasus

tetingkat banding atau kasazi  akan semakin  membuat
9. Satjiplto Fahardio, Hukom dan PMasvarakat, Angha-
sa — Bandung, 1980, hal. &3

-
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ketidak Jelasan nasib yang menimpa dirinya. Lagi pula
menurutnva  keputusan rpengadilan belum tentu memberilkan
keuntungan  baginva, untuk itulah mereka enggan untuk
melanjutkan kasus vang meEnimpa dirinyas ke pengadilan dan
meEnerima  penvelesaian di tangan kepolisian, karena
menwrutnys  penyelesaisan  di tingkat kepolisian  lebih

cepat dan jelas akan kepastian nasibrva.

FPandangan zeperti ini terlihat ketika seoranyg  informan
yang  pernat mengalami  kecelakaan lalu  lintas  vaitu
ditabrak oleh mobil Sprite dan mendapatkan luka vang
cukup  serius, ketika diajak “berdamai” dengan pihak
penabrak melalud perantara pihak hkepolisian fernvata
meEnerima karena pibak penabrak dan kepolsian  memberikan
alasan—alasan mengenai rumitnya penvelesaian melalul
Jaluy pengadilan, yang akan memakan waktu vang panjang.
Dermgan mendasarkan pada nasihat vang diberikan oleh

ihak kepolisian dan penabrak akhirnyva korban mensrima
P B = b4

pernyvelesaian  kasus  vyang menimpanva tersebut secara
damai. Akhirnyapun dia memberikan kesimpulan Ealaun

perkara  tersebut dissle=saikan di  tingkat pengadilan
belum  tentu luka yang dideritanya dapat sembuh  dengan
cepat karensa dirinya tidak mempunyal biava untuk pengo-
hatan dan belum tentu dapat melanjutkan  pekerjsannya
lagi s=sebagai pedagang asongan. Melalui  Jalan  “damai”
tersebut penyelesaian kasus dapsat diselesaikan dengan
cepat hanva membuat pernvatasn saja. Disamping itu dapat
diketahuili dengan pasti bahwa pihak penabrak sanggup
memblayai segals pengobatan zelama dalam perawatan  di

rumah sakit.




Fandangan korban terhadap pengadilan lebih melihat pada
dampak dari penvelesaian sengksta vang dilakukan melalui
pengadilan, misalrnya dalam kasus perdata penvelesizan
melalui pengadilan mengakibatkan terjadinya  hubungan
yang tidak  baik antara para pihak vyang bersengketa
sedangkan dalam perkara pidana apabila sessorang  menda-—
pat wvonis berupsa pemidansan akan  berakibat terjadinva
stigma pada  orang tersebut. Untuk itulah pencgadilan
sebaiknya digunakan seandainvya upava musyvawarah mufakat
memang sudah betul-betul tidak dapat menvelsaikan masa-
lah., Untuk perkara pidanapun demikian seandainva kuali-
tas perbksranva sederhana maka sanksi dari masyarakat
vang tidak menimbulbkan stigma zangat diperlukan. Karemna
épabila teriadi stigms bagi pelaku yvang masih muda  akan

mengalami kesulitan untuk mendapatkan pehkerjizan.

Fandangan kmrﬁan varmg berkaitan dengan perkara  pidana
memnpunyai kbesamaan dengan pandangan polisi. FPelisi akan
melihat kualitas kasus pidana yvang terjadi seandainya
perkara itu ringan dan sederhana serta pelakunya masih
mempunyai  masa  depan varg jauh lebih suka melakubkan
"oliskresi” dalam menangani perkara  tersebut. Karena
apabila jaiur pengadilan vang ditempuh bagi pelaku  akan
merngalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, karena bagi

arang yang pernah di pidana ada perlakuan diskriminatif

Ccleh birckrasi. Misalnya dalam mencari Surat Keterangan

Kelakuan Baik bagili bekas mapi akan sulit di dapat. Untuk
itulah dalam menangani kasus pidana aimana paelakunva
masih muda dan sifatnya harnva ksnakalan remajia maka
polisi  pada  umwmnya memilib  melakukan  tindakan  yang

menierakan dan bersifat mendidik, misalnya dimasukian




bedalam =el dalam waktu gzmalam. Tindakan ini secars
Yvuridis memang tidak bisa dibenarkan, namun secara
sosiclogis sebhetulnva mempunyal sitat vang mendidik  dan

tidak mempunvai stigma secara formal dalam masyaralkat.

Dalam melihat pemeriksaan perkara pidana di pengadilan
menuwrut  polisi sudah cukup obijektif, Lkarena disamping
mendengarkan dakwaan., penuntutan juga memberi kesempatan
pada tedakwa untul melakukan pembel aannva serta meﬁgu~
tarakan apa vang diingimkan dalam putusaﬁ vang akan
cijatuhkan. Dan disitulah letak keobiektifan pemerilksasn
perkara pidana karena para pihak diberi kesempatan untub
mengemukakan pendapatnya. Mengenai apakah pendapatnva
atauwn  permintaannya akan dikabulbkam tergantung pada

pertimbarnigan hakim.

3. Faktor - Faktor Yang Melatar Belakangi Persepsi

Masyarakat Terhadap Pengadilan

Berdasarkan pada uraian dalam di atas tampaklah bahwa
masyarakat desa mempunyal persepsi  babwa pengadilan
bukanlabh tempat vang tepat umtuk menyelesaikan koenflik
yang dialaminya. Persepsi vang demikian disebabikan olab
faktor pengetabuan masyarakat desa vang memaHQang bBahwa
penyelesaian melalul pengadilan akan memmakan waktu Varg

YTama, “ngombro-cmbro? (berbelit-belit), ruwet{birokra-

o

tis, prosedursl) serta perlu dana vang  banyak. Budavya
masyarakat Jawa yang nampaknva masih kelibatam di desa

mengenal pentingnya keselarasan hidup serts kiirang
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mengenal  hal-hal vang bersifat Birokratis, prosedural
dan lebih mengutamakan hubungan (pendekatan) yang bersi-
fat pribadi, dari hati kehati tampaknya merupakan faktor
yang tuwrut membentuk timbulnya persepsi masyarakat desa
terhadap pengadilan vang demikian itu. Adapun pengeta—
hian masyarakat desa vang demikian itu disehabkan pada
sedikitnva interaksi masyarakat desa dengan pengadilan
kecuali pemberitaan-pemberitan melalui televisi, serta
pandangannya yang kurang dapat memisahkan fungsi kelem—

bz

1

a&n  yang satu dengan yang lain, sehingga bila ada
ketidak adilanm baik itu terijadi di lingkungan pergadilarm
ituw sendiri atauw bukan nampaknya tak dapat dilepaskan
dari peran 1émbaga pengadilan vang diangoapnya kuranog

bertasil.

Hengenai Persepzi masvarakat kota bahwa pengadilan
kurang sepenubinya dapat mewuwjudhkan dirinva sebagai pene-—
gak bukum dan keadilan tampaknya disebabkan oleh faktor
Yang hermacan—macam. Be#variasinya faktor yvang menvebab-
kan persepsi  masvarakat terhadap pangadilan adalah

karena sifat relatif heterogennya masyarakat kota di-

banding dengan masyarakat desa, baik dibidang pekerjaan,

profesi maupun sukunva.
Fercsepsi yvanag demikian mengenai perngadilan adalah diss-
babkan faktor-faktor
&. pengetahuan masvarakat kota bahwa kecobiektifan se;ta
kemandirian pengadilan kurang dapat berjalan sepenuh-
nya  terutama disebabkan oleh dua hal, yvaituw @ 1. Fi-
‘nansial, dan 2. Faktor kekuasaan(politikﬁ

. Fengetahuan bahwa pengadilan dapat dijadikan tempat
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urntubk “bermain® karéﬁa timbulnva peluang sebagal aki-
bat proses yang Raniang.

c. Fengadilan kurang meniamin kepastiaﬁ'mengenai nasib
sesegrang karena wuntuk mencapai  suatue keputusan vang
tetap memerlukan proses Yang paniang.

d. Adanva alternatif lain varng dipandang lebih cepat
dalam menvelesaikan konflik dan lebih menjamin  ter-—
integrasinva kepentingan para pibak vang bersenghketa.

&. kedudukan lembaga pengadilan dalam sistem ketatanega-—
taan di Indonesia vang kurang menjamin  kemandirian
lembaga pengadilan.

T« Peranan pers yvang selalu melihat lembaga pengadilan
dalam sisinya vang negetip, seperti dapat dilihat
bahwa pemberitaan mengenai lembage pengadlilan dari
segi vang negatip selzslu menjadi polemik yang meluas
mizalnysa pesmberitaan mengenai isus  kolusi di Hahkam
mah Agung, Surat Sakti dalam kasus tanah Obes Ohe di
Irian Jaya, Froses peradilan gugatan warga dedung Om-—
2o, Kasus Mochtar FPak-FPak Han, proses peradilan per-—
kara IWIK, proses peradilan dalam kasus Marsinah dan
sebagainya. Tidak menutup kemunakinan bahwa pers ju-
ga memberitakan segl positip dari pengadilan namun
ternyata pemberitasn mengenai hal tersebut kurang me-

narik dam tidak menjadi polemik varg meluas -

A

Faktor-faktor di atas terberntuk karena interaksinva

warga masyarakat dengan hal-hal yvang berkaitan dengan

pengadilan baik dinteraksi secada langsung dalam  arti
terlibat =ustun sengkets dan diselesaikan di  Fengadilan
ataw interaksi tidak langsung yvaitu melalui pemberitaan—

pemberitaan meTngeEns i perngadilan oleh pers serta




hergaulannys tdengan kawanhkawannya Yang pernah  terlibat

suatu sengketa hukum.

4. Dampalk Terhadap Feresepsi Masyvarakat Dalam Penyele—

salan Bengkets

Derngan melilat waian pada sub bab R di atas secara uimLim
dapat dilihat bahwa kondisi masyarakat saat ini  mem-
punyai kecenderungan kurang hempercayai peErgadilan
sebagai  tempat untuk melindungi hak—haknya. Adapun
mengenai  alasan ketidak pErcayaannya tersebut terlihat
adanya variasi yang berlainan, yang pada dasarnya merska

menilai  dengan mendasarkan pada latar belakang sosial,

budava serta ekonominyva setelah sebelumnyva melikat pada

A

13

sangan  yvang  ditimbulkan oleh bekerjanya lembaga

i}

pengadilan itu sendiri dalam masyarakat. Dalam masvarz—
kat desa, bukanlah masalah percaya atau tidaknya kepada
Fengadilan melainkan didalam masyarakat desa sudah
terbiasa  melakukan penyelesaian sengketa dengan cara
musyawarah mufakat disampiné karena prinsip luhur metige—
nai kehidupam bagi orang jawa di masyarakat desa masih
dipegang tegub serta Eurang dikemnalnya sifat birokratis
dan prosecdursl mengenai forum penyelesaian suatu sengke-—
ta. Disamping itu kualitas atau sifat perkara yang ada
di desa sifatnva sederhana dan cukup diselesaikan mela—
lui  musyvawarah mufakat, tidak vang bersifat Fererapan

Rk um .
Adanyva kecenderungan bahwa masyarakat desa khususnya
desa Facor dan Sukaohardic memiliki riri seperti model

masyarakat bentuk pertama vang dikemukakan olen Chamblis
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gan  Seidman. Fondisi demikian membawa konsskuensi padas

tara-cara menyelesaikan suatu konflik yang terjadi.

Dilihat dalam kaitan sosialnva, maka setiap pengadilan
it marupakan respon terbadap susunan masyarakat wvang
meEnjadi landasamnmva. Fengadilan disimi dimaksud sebagadl
pranata penvelesaian sengketa vang dipakai aleh suatu
masyarabkat. Didalam masvarakat vang cenderung menda-
sarkan pada kesepakatan nilai-nilai seperti masvyarakat
gi desa Facor dan Sukohardio dimana segenap anggota
masyarakat ituw menghayati nilai-nilai vang sama, maka
untuk menyelesaikan konflik tentulah tidak serumit  vang
terdapat pada masvaraskat vang berlandashkan nilai-nilai

YEMG befbeda.

Seperti vang di jelaskan di muka dalam masyarakat desa
Facor penggunaan  pranatz susyawarah mufakat ssebagail
sitatuy pranata penyeleﬁaian- Lonflik adalah merupakan
kebiasaan vanng selama ini di anut. Pranata ind dapat di
lihat sebagai ws=aha untuk mnemperkecil pengaruh -
pengarubh yvang negatif teriadinvya pertentangan - perten-—

tangan atau meniadakan.

Fenvelezsaian sengketa melalui Musyawarabh Mufakat vang

biasa di lakukan didesa Facor dapat dilihat pada tabel
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Tabel I

Musyvawaralh Mufakat di desa Facor pada tabhun 1993

Mo denis Kasus Cara Fenvelesaian

OL/187IV/ 199X LZinma Musyamwaral: Mufakat

O2/18/VI11/71993 ) Perkelanian

Musyawarah Mufakat

Sumber : Date vang diciah

Dengan melihat tabel di atas terlibhatlah bahwa didesa
Facor dalam tahun 1973 terdapat 2 buah basus, pertama
Fasus zina yang terjadi antara seorang pemuda dari desa
tetarngga vaitu Tunggorono dengan seorang gadis dari desa
Pacor diselezaikan melalui Jalur musyawarabh Mutakat
antar keluarga dengan diketahui desa yvaitu dengan  memu—
tuskan kedua belah pihak untuk  melakukan  pernikahan
secara sah di hadapan penghulu.  Kedus kasus perkelahian
akibat salah paham dalam pergaulan mufakat vang terjadi
adalah kedua belah menyanggupi untuk  tidak akan mengu-

largi lagi perbuatannva.

Tabel 11

Musyawarah Mufakat di desa Pacor tahum 1794

Mo, Jenis Kaszus Cara Fenyelesalan

G1/18/11/19%4 Sengketa bhatas Musyauwarahn Mufakat

Sawah

Sumber : Data wvanhg diciab
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Dalam tabun 1994 terdapat satu kasus yang diselesaikan

seEcars musyawarah mufakat yaitu mengenai batas sawah
hasil  vang dcapai dalam musyawarah mufakat tersebut
masing-masing abkan memperkuat "galengan® vang disepakati

zehagal batas antara sawab milik kedua belah pihak.

Tabel III

Musyawsarah Mufakat di desa Facor tahun 1995

Mo Jenis kKasus Cara Penvelesaian
01/18/11/1995 Fencurian Ayam Musyawarah Mufakat
D2/18/IV/ L9795 Kasus Batas Sawah Musyawarah Mufakat

GAR/18/NITI 1995 Fasus HBatas Sawah Musyawairah Mufakat

O4/138/X1/71995 Fasus Waris Musyawarah Mufakat

Sumber : Data vang dicliah

Dalam tahun 1995 terdapat & hkasus vang diselessikan
Eecara  musyawarah mufakat, pertama tuduhan pEnCUrLan
oleh seorang wargas desa kepada tetangganya, kedua kasus
batas tanah, ketiga kasus batas sawah dan keempat Lkasus
waris. Kasus tuduhan percurian dizepakati bahwa tanpa
barang bukti tidak boleb menuduh sembarangan. Kasus
batas tamah dan sawah masiné—masing pihak sepakat akan
mempertegas batas  yang telab disepakati. Untuk lkasus
waris pihak vang telah menempati tanah waris sanggup

“Myusuki? kepada saudara-saudaranya yvang lain.
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Tabsl IV

Musvawarah Mufakat di Desa pacor tahun 1994

Mo Jenis Kasus Cara Fenvelesaian
OLA1B/TII1/719%4 Fazus Hatas Sawah Fusyawarah Mufabkat
OE/18/VY 1996 Fanganiayaan Musyawarah Mufakat

Sumber ; Data vang diclah

Dalam tahbun 1376 hanya terdapat dua kasus saja  vaitu
sengketa batas galengan sawah dan penganiayaar. Dalam
kasus yang pertama seperti kasus vang terdabulu maéing*
masing pihabk sepskst akan mempertegas  batas sawahnya.

Untuk kasus penganiavaan pihak pernganiava sangaup  wntuk

membayar atau mengganti biayva pengobatan pihak vang dia-—

Hiava.

leh karena ituw dalam kasus pidana vang sifatnya seder—
hana maka aturan mengenai pidana sebagaimana diatur
dalam FKUHF rnampaknya cenderung kurang perfungsi  karena
pada umumnys dalam struktur masvarakat desa khususnva di
desa Facor menghendakil penyelesaian dengan cara musya-—
warah mufakst, karena dengén cara demikian kemungkinan
untik hidup  rubkun kembalili sangat besar. Lain  halnya
kalau diselessikan melalul jalur Pengadilan kasus  vang
zifatnya sederhbana  tersebut justru dapat menimbulkan
persateruan  yang berkepanjangan dan dapat menggangogu

harmonil vang ada.

Dergan  melihast tabel di ataz dapat diartikan babwa

b
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kebiasaan vang ada di desa Pacor dalam panvelesaian

sengketa dilakukan melalui musvawsreh mufakat.

bedanghan untuk desa SBukchardio tidak diketemulan adanya
musyawarah  mufakat untuk menvelessikan  =suatu sengketa
kecuzli  musyawars yang berhkaiten dengan rencana —
rencana desa, misalnva rencana untuk melakuan “herigan”
yaitu gotong rovong untuk membersibbkan  desa.  Demikian
juga  kasus konkrit seperti halnya yang tedapat di  desa
Facor tidak ditemuil di desa ini. Tampaknva kondisi  desa
Sukochardio vang demikian ini  terjadi harena Sparat
kelurahan sering memanfaatkan acarsa pertenuan “selapa—
nan®, vaitu acara rutin tiap E5 hari sekali untuk saling
membarikan informasi mengenai -berbagai masalah yvang  ada
gi didesanya maupun informasi mengenai masalah pembangu-—

el -

Dengan adanva acara rutin pertemuan “selapanan” tersebut
sWatu masalah vang secara potensial dapat berkembang
meniadli kasus dapat diselesaikan dan diredam dalam forum
terseut. Dapat dikatakan bahwa dalam  forum tersebut
segala infTormesi dari atas ke bawah (dari pemerintah ke

wargsa masvarakat) dan dari bawab ke atas (dari warga
masyarakat ke pemerintah) dapat tersalurkan dan  menda-—
patikan pemecahannya disitu.

Informasi dari bawah ke stas inilah yvang pada umumbiva
berupa pengaduan ~ pengaduan warga masvarakat ateas suatu
permasalahan  vang dihadapi dan dalam forum “sslapanan”
itulabh masmalabh itu dibahas dan diselsaikan. Sedanglkan

informazi  dari atas ke bawabh pada umumnyva  berkaltan
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dengsan rencana — rencana desa, pesan - pesan dari pemer-—
intah mizalnya penvuluhban mengenal pertanian, keluargs

berencana dan lain sebagainva.

kondisi masyarakat di desa Sukchardio vang demikian
adalah karena rendahrva tingkat deferensiasi maupun
sedikitnya Jumlah Kepala Keluarga yvang ada di desa

terzebut yaitu ada sekitar 200 Kepala Feluarga.

Alternatif pervelesaian senghketa melalui musyawarah
mufakat inipun tidak hanva terjadi didesa saja tapi juga

di kantor advokad, sebagaimana dituturkan

=i

I..I
3J
[in]
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i
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o ledy ﬁara advohkda yang menjadi informan peneliti. Dalam
musyawarah tersebut pada umumnya para  advokad mencari
bBantuan atau melibatkan pihabk  lain  misalnyas Kades,
kepala kKelurahan dan sebagainya. Kepala Bank dan  seba-

gainva.

Melalul pemeyikssan berkas perkara yvang ada diketemukan

pihak - pihak yang pernah menvelesalkan persengkefaannva

il  musyawarah mufakat di kantor advokat. FPerkara

tersebut diantaranya

1. #wasus Hutano FPiutang antara Toko Emas MHardiuno dengan
Wy. Komsiyvah dasri desa Wiruan vang terjadi pada tabun
1554

2. Esz=us sewa menvyeswa tumabh antara keluarga Widarto de-—

ngan keluwarga Sunandar pada tahun 19943

1

. Kasus pengosongan tanahkh  antara Hp. Sukar  dengan

Bp. Marjdono dan  kawan—-kawan vang terjadi pada Ltahun
=3
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4. tasus Sswa manyewa rumah antara keluarga Drs. Sumarmo

Adiie dengan Ny. Kalimah vang terjadi dslam tahun

19794,

Dalam kasus hutang piuvtang antara toko emas Janoko
dengan Ny, Sophish dari desa Wirun disepakati bahwa Ny.
Sophiabh  sanggup mengahgsur hutangnya vyang disesuaikan
dengan harga emas pada saat kesepakatan itu +terjadi.
Dalam kasus sewa menyewa yvang terjadi antara pihak
Widarto sebagai penyeWa dan Bunandar pihak yang menyvewa—
kan  disepakati babhwa Widarto akan memperpaniang masa
sewanya selama 2 tahun dengan harga pertaburnya  Rp.
S0, 000, dimana sebelumnya harga sewanya mengikuti
patokan harga vyang disezpakati oleh hkedua orang tua
masing-masing pihak vaitu tiap bulanya Rp. 15.000,- dan

tidak ads batas sewanya. Sedangkan dalam kasus pengoson-—

[in)

an tanah antara bp. Sukar dengan bp. Marjono dan kawan—
Lawan disgoakati bahwa bappak sukar akan memberi pesan—
gon dan bapak Marjono akan menerims pesangon sebesar Rp.
730,000, Untuk kesepakatan antara Drs. Sumarmo Adii
dengan MNy. Kalimah disepakati bahwa Ny. Falimah kan
memperpanjang masa sewanya selama 2 tahun dengan harga
pertahunnya  Rp. 100,000,- dimamna semula hanva Rp.

40,000, pertahunnya,

-

Bentuk musyawarah vang dilakukan olebh advokad .ﬁada
umumnya mengikuti pada para pihak yang terlibat dalam
suatut  perkara.  Apabila yvang bherperakara adalah warga
piasa maka musyaharah varng dilakukan melibatkan kepala
desa/kepala kelurahan untuk bertindak sebagai mediator

bersama—sama dengan dirinva. Apabila varg bersengketa
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melibatkan aparat, misalnva kepala desa, bamk dan warga

r

biasa mak

1
r

a2 bilssanva melibathan atasan para  pihak vang

terlibat misalnyva camat umtulk kepala desa, kepala bank,

dan  advoksd Yang mewakili klientnya. Menurutnya tengan

melibathan atasannva tersebut hasil musyawarah Yang

telah disepakati akarn lebih dihargai oleh para pihak

¥Yang bersengketa karens secara psikologis hasil mUsYa—

warah mufakat tersebut mempunyal dava paksa bagi para
pihak vang terlibat dalam perkara tersebut.

Oleh karenas itu pejabat administratif menduduki peranan
yang esensial dalam penvelessian konflik, suatu pEranan

Yang seringkali dimanfaatbkan dengan sendirinya bilamana

terdapat konsep birokratic dari negara yang kuat .
Digsamping itu di kota kecil seperti Kutoario maupun
Furworeio Eetua Fukun Warga (RW) maupun Ketua Rukun
Tetangga (RW) serta tokoh masyatrakat wvang mempunyai
pengarul masih mempunyai peranan yvang cukup besar  dalaun
maniagani segala macam konflik yang ada dalam masvarakat.
Kadangkala atzs permintaan wairga masyarakat ataupun atas
kedudukannya sebagai ketua B atau Rt diwilayahnva serta
besarnya pergaruh secrang tokoh  yang disegani oleh
masyarakat sering diminta untuk bertindak sebagai
mediator dalam penyelesaian suatu senghketa vang terjadi
dalam wilavah R atau RT tertentu, baik itu suatuy seErg—
keta  vang mengandung  aspek pidana maupun  perdata.
misalnya pencurian, perkelahian, sengketa mMENgenai cowa
menyews  rumah. Sebagai mediator pada winumnya Fetuwa R

ataupurn  RT ataupun tokoh masyarakat berusaha mengambil

langkah-langkah yvang dipandang dapat mendamaikan (=R okt
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pihak yang bersenohketsa.

Fetua RW ataupun Ketua RT akan menerima peranannya  yang
demilkian apabila terlebih dahulum sudah melibhat pada
berat ringannya kasus vang dihadapkan kepadanvyva. Apabila
kasus  itu herat dan merass tidak mampu diselesaikan di
tingkat FT atau RWnpada umuwmnya akan di bawa ke tingkst
kelurahan atau kalaw ada aspek pidananya akan dibawa ke
tingkat kepolisian untuk diproses secara hukum. Fecusli

kalaun sifat perkaranya tersebut ringan.

Fada uwmumnya dalam menyelesaikan sengketa ketua R
ataupun  ¥etua RT akan melibatkan tokoh masyarakat vang
dianggap mempunvai pengarub dalam wilavah tersebut.
Dalam wawancara dengan Fetua RT 02 RW 12 Eelurah=zn
Futocario, diwilavahnyva pernah diadakan suatu musyawarah
mufakat atas kasus hamlinya seorang pembantu  rumah
tangga dengan tetangganya. Mufakat yvang dicapai dalam
musyawarah terssbut adalah kesediaan orang vang mengha—
mili tersebut menikahi pembantu rumah  tangoa  terssbut
secara sah. MNamun kesediaan uwuntuk menikahi  pembanta
tersebut tidak didasarken atas hkesadaranmyas melainkan
Ranva untubk sekedar menggampangkan wrusan dengan pihak
B atauw RY setempat. Ini  terbukti setelah bkelahiran

bayinya ternvyata pembantu terssbut diterlantarkan.

Untul dtulah  tampak disini  babwa dalam penvelesaian

bonflik di  kota kKutocarijo dan Purworejo, FPengadilan

- Megeri bukanlah satu — satunvya upaya vang ada. Alterna-

tifnva adalah musyvawarah mufakat. Berdasarkan informasi

dengan para informan  penggunaan musyawarah muifakat
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dikota ini hiasanva menggurakan jalur birckrasi {RT.: R,
Felurahan dan Kecamatan), fngkatan Bersenjata ini  bia-
sanya dalam kasus -~ kasus pidana {(Koramil, Polsek maupun
para purnawirawan ABRI), Tokol Agama (Kyai, Ustad), atau
Fegawal MNegsri vang dianggap bijak misalnya guru dan

sebhagainva.

Digamping ditu bérdasarkan Wwawancara dengan baberapa
subiek - subjek tersebut di atas ternyata memang mereka
sangat berminat untuk menawarkan bantuannya dalam perti-
kaian biasa, sengketa vyang sifatnya sederhana. Dan
mirnatnya itu tidak karena selalu didasarkan pada alasan
ingin berjasa saja, melainkan karena mereka melihat
penyelesalan pertikaian ataw sengketa merupakan salah

satu tanggung jawabnys.

Dalam suatu kasus perselimgkuhan yvamng terjadi dalam
tabun 1?7790 antara distri oknum kepala Stasiun Kutearjo
dengan seorang laki-laki mantan Kepala Stasiun Futoario
vang sekarang bertugas di stasiun Purwokerto pernah
sempat terjadi pertikaian antara anak — anak kepala
stasiun kKutocarjoc itu dengan  kawan selingkubh  ibunya
{mantan kKepala Stasiun Kutocarjol. Fertikaian tTersebut
akhirnya diselesaikan di Polsek Hutcario dan " meEnghasil-
Larm hkesepakatan bahwa merebka Eidak aban mﬁéﬁéﬁ}éngi
perbuatannya  lagi. MNamun kenvatsannya mereka tetap
melanjutkan  perselinokubannya. Tidak tahan menghadapil
kondiei demikian anak—-anaknva tersebut akhirnya membunuh

-

rawan selingkuh ibunye terssbut
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Demikian juga ketika terjadi pertikaian antara pemuda B
12 Futcario dengan pemuda RW & Kelurahan Kutcario maka
berkat bantuan secrang purnawirawan ABERT gi wilayvah RW
12 maka tidak terjadi pertikaian yang berkepanjangan
antara pemuda RW 12 dengan RW & tercebut. Pényelesaian
pertilaian itu dilakukan dengan cara musyawarah  yaitu

derngan mempertemukan dua pemuda tersebut dengan  dibantu

Furnawirawan AERI dan RT serta BY yang bersangkutan .

Untuk kasus - kasus yang sifatnya tidak sederhanapun
dalam tahap pertama masvarakat biasanva akan melakukan
upaya penvelesaian yang dipandang lebih cepat sehinaga
derngan adanyva heputusan yang cepat tersebut mereka akan
tenang  untuk  menentubkan langkah—langkah lebibh  lanjut
terhadap cobiek sengketa, misalnva dalam kasus - kasus
waris, pendudukan  tanah selama bertahun -  tahun  dan
telah  twrun temurun berdasarkan sewa menyewa. Biamanya
pihak RT, AW, kalau tidak mampu akan meEnyarankan wuntuk

dizelesaikan sesuai jalur hukum.

Rengan demikian penyelesaian suatu senghketa atau konflik
di hkota - kota kecil di kabupaten Furworejo yaitu di
kota kutoaric dan Furworeio dengan cara musyawarah
mifakat maéih merupakan alterrnatif penvelesaian 'kqﬁflih

yang sering digunakan karena alternatif vang demikian

ini tidak hanva ditemul di desa —desa saia..

Selain itu ads orang - orang tertentu dengan melihat
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kondisl pergadilan seperti sekaraﬁg ini justru "berspe-
Bulasi” untuk mengubkuhkan hakﬁyé atas suatu barang atau
benda tertentu dengan melakukan gugatan - gugatan ke
pengadilan negeri. Berdasarkan wawancara dengan  para
Fenggunat ada diantarx pengougat vang menvadari  bahwa
dari gegi hukum lemab namun tetap berspekulasi membawa
perkara tersebut ke depan pengadilan. Biasanva kasus
demikian adalah kasus sewa menyewa vang telah terijadi
bertahun—tahun dan telah turun temurun antara crang Cina
sebagal penvswa dengan kaum pribumi sebagai pihak vang
meEnyewakan., Menurut  warga masyvarakat untuk  saat indi
dengan hadirnya ketua perngadilan vang baru nampaknva
tidak memberi toleransi terhadap kasus - kasus tersebut,
ini terbukti dengan banvaknva pelalksanaan ekaekusi
terhadap hkasus-kasus tersebut di  kota Purworeio  dan
kFutoarjc. Dimana sebelum adanya ketua pengadilan vang
Baru  ini  selama  bertahun—tabun kasus—kasus tersebut
meEnggantung tanpa ada kepastian., Saat ini hanya ada satu
kasus demikian vang belum dieksekusi vaitu hkasus Yarg
telah diuraikan dimuka yaitu vang telah berlangsung

sewlama 18 tahun.

Fada umumnya bentuk/isi perjanjian vanag dilakukan antars
orang cina ﬁengén orang pribumi pada masa-masa yang lalu
pimak pribumi sebagsi pihak vang menyewakan berada pada
posisi yvang lemah dan ﬁampakhya igi perjaniian itu tidak
mencerminkan keadilan. Sebagail contoh, dalam kesempatan
ini  penulis kutipkan isi perjanjian sewa menvewa yary
terjadi pada tahun 1957 antara Mangun Mintarso  dengan
Oei Fian Sun pade pokoknya sebagail bsrikut oz

Bahwa harga sewa adalah sebesar Rp. Z200,- dan
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L.

i

a ini tidak akan herubah walaupun ada peru-—
nan nilai mata wang - — -

T
[11]

1

Bahwa perianjian sewa menyewa ini berlaku urtuk
selamanya kecuali ada pencabutan dari pihak ke
e o T B et .

Fara pihak yang mengadakan perjanjian semua telal  me—
ninggal, sekarang tinggal amak-anak dan cucunya. Fihak
pewaris saat ini- sedang mengupayakan pendekatan secara
kekeluargaan untuk meminta kepada penghuni tanah  terse—
but yaitu anak dari penyewa untuk mengosonghkan tanah dan
rumati.  Langkah kekeluargasan nampaknya sulit  dilakukan
akhirnya Ahli waris menggunakan aparat kelurahan  untuk
menyelesaikan masalah tersebut. Dalam musvawarah mufakat
diperoleh kesepakatan bahwa pihak penghuni sanggup
meninggalkan  tanabh dan  rumah  tersebut dengan  minta
pesangon  sebesar Hp.1000.000,— ocleh ahli waris permin-
taan itu disepakatinya, dengan rincian Rp. 200,000,
untuk  pesangon sisanva Rp. 800.000,- untuk menggnati

rumab serta fasilitas listrik dan Air Minum.

Mzlalui pengamatan secara langsung bahkan turut terlibat
dalam penyelesaian kasus di atas secara tidsask langsung
terlihat bahwa My. Buratinah tetap menempatkan pengedi-
lan  sebagai alternatif yvamng paling akhir vyang perlua
ditempuh. Fenempatan pengadilan sebagail altérnatif vang
paling &khir Lkarens menurutnya proses penvelesaian
melalui pengadilan sangat lams. Dengan adanva proses
vang lama maka akan teriadi kéaulitan: untuk  membuat
peencanaan yang berksitan dengan Dbjek senghketa.

Selain asdanva alasan tertentu seperti tersebut di  atas
ternyata  pernggunaan pengadilan ssbagai  tempat  untuk

menyvelesaikan kEonfliknya, Jjuga karsna masalah “hargsa

198




diri” hkarena pihak yang beralasan demikian akan merasa

terjaga harga dirinva apabila mampu memenangkan sengke—
ta di depsn pengadilan. Asumsi demikian terungkap dalam

waWsntara yvang dilakukan dengan hakim pengadilan megeri
Furworejo  dan beberapa advokat maupun para  pihak  vang
bersengketa atau perrnah bersengketa itu sendiri. Dalam
mazyarakat‘ Jawa terdapat mitos  demi meEnjaga “praja”
(menurut penasiran mereka @ Wibawa atau arga  diri)

mereka lebib memilih “kalah uwang daripads kalah wuwong”.

Adanya pergeseran dari masalah hukum menjadi harga diri
mEﬁgakibathén para pihak vang bersenoketa rela mengha—
Biskan uamg berapapun besarnya. Bagi pihak vang menang
apabila dilihat secara skonomis sebenarnya kemenangannva
terssbut  tidalk menguntunghkan karena biava untuk ber-
perkara  pada uwumumnyea lebih besar dari hasil yvang di
dapat. 8Sebaliknya bagi pihak vang kalah mendapatkan
kehancuran vyang fatal, sehingga adanya mitos dalam
masyarakat mengenal “daripada #alsh uwong lebih baik
kaiah uang” (daripada kalah orang lebih baik kEalah wang)
adalabh semu dan bohong belaka. Karena pada dasarnya
setara kokvit pihak vang hkalah tidak sekedar kalah dalam
keuangannva saja melainkan kekalahan tarsegﬁt - Juga

meEnvanogkut dirinys.

Falau disepakatli menggunakan tolok ukur bDahwa  ber—
perkara di pangadilan lebibh melihat barga diri daripada
kasus vang sebgnarnya adalah jarangnya digunakan wpava
damal vang i tawarkan oleh hakim Ealam pErkara  perda—
ts, maka adanva kecenderungah yang demikian ini dapat

dilihat dari jumlah perkara yvang masuk  di Fengadilan
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Megeri Purworejo dari tahun 1993 sampai 1994 sangat
JARrang  vang mau meEnggunakan kesempatan vyang diberikan
oleb hakim untuk mengadakan perdamaian. Fadahal menurut
pendapat para hakim atau advokad kalau saja salah satuy
pitrak mau “nvelcndcoh” (mengalah/merendahkan hatinya)
perkara  vang terjadi tidak akan berlarut-larut. Dari
hasil wawancara ini terungkap pula bBabwa berlarut-lar-
utnya perkara di pergadilan Bukan seluruhnya karena
proses  penyelesalan perkara ituw  sendiri tapi lebih

cendarung dizebabkan oleh para pihak yang berperkara.

Mengenai Jarangnya digunakan Upaya damai dalam ber-
perkara di pengadilan dapat dilihat dalam paparar
berikut ini -

I. Ferkara guagatan Yang masuk dalam tahun 1993

- Bisa perkara tahun 1992 H & Perkara
— Masuk : 20 Ferkara
Jumlah 25 Ferkara

- Putus : 2% Ferhara
— Hisa perkara tahun 1993 H = Perkara

Bumber : Datz wvang odi cilah

Dari paparan dia atas terlihat jumlah peErkara vang ada
di tabun 1993, baik dari sissx perkara tahun 1992 MEL PN
Yéang  masuk pada tabun 1993 yaity sejumiah 26 perkara.
Dari  jumlah perkara tersebut yang berhasil diputus

—

wleh pengadilan negeri yaitu 23 perkara ternyata 1B

7 e

Gramg  pinak  vang kalah melakukan banding dan kasasi
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flzanya yaitu O perkara hanya sampai ke tingkat banding
saja darn menerima putusan. Dari 26 perkara vang ada
terzebut  ternvata  tidak pernah ada vang memnanfaathkan
upaya damal yvang diberikan oleh Fengadilan Negeri Fur-

wotreio.

II. Perkara gugatan yvang masuk dalam tahun 1994

~ Sisa perkara tahun 1993 H % perkara
— Masuk P 26 Ferkara
Jumlah H 2% Perkara
- Futuz i 17 Perkara

~ Siga perkara tabun 1994

[t
I3

Ferkara
Sumber : Data wvang diciah

Bari paparan di atas terlihat babwa jumlah perkara yang
ada di tahun 1994 yaitu berjumlah 29 perkara, baik vang
berasal darl sisa perkara di tabun 1993 vaitu  berjumlah
I perkara maupun perkara yvang masuk di tabhun 1994 vaitu
26 peErkara yang herhaﬁii di putuskan adalah 17 perkara
dan mensisakan perkara 12. Dari 17 perkara vanmg berha—
il diputuskan ternyata hanya didapathkan 2 perkara vang
mamanfaatkhan upaya damal vang diberikan oleh pengadilan
yvaitu dalam perkars perdata No. OB/Fdt/G/1994/FN. PR
yaitu dalam perkara warisan antara Sakijo zslaku penggu-

at melawan Dutarno dan Buprihatin selaku tergugat, dan

«
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alam perkara No. 02/Pdt/G/71994/7PN. PUR vaitu  dalam
mErkara hutang piutang antara Tioa Swie Bik dengan kuasa

hubkumnyva Yanto Binar selaku penggugat melawan Ny. Lilia-




e gengan  kuass hukumnya Sugito.  Selain dua perkara
tersebut maka pihak vang kalah melakukan upayva  hukum
banding dan kasasi sebanyak 24 perkara sisanva % perkara

menerima putusan banding.

Iil. Jumlah Ferkara vano ada di tahun 1993

- Dilsa perkara tahun 1994 . ¢ 12 Perkara
- Masubk 5 2 25 Perkara
Juwmlah . 37 Ferhkarsas
- Putus : A1 Ferkara

~ Sisa perkara tahum 1995

g~

Ferkara
Sumber : Data vang diciah

Dari paparan di atas terlihat bahwa perkara vang ada di
tahun 199% adalah 37 perbkara baik yvang berasal dari siss
perkara di tahun 1994 vaitu 12 perkara madpun yvang masuk
di  tahun 1294 itu =zendiri vaitu berjumlah 25 perkara.
Dari 27 perkara yvang berhasil diputus termnvata tidaelk ada
vang memanfaatkan upaya damai selurubnya bkagi pihak vang
kalah melakukan upaya hubkum banding maupun hkasasi  dan
zaty perkara di sdaban upays hubum peninjavsan kembali
vaitit perkara  vyang sudab berlangsung selama 18 tahun
yvaltu perkara No. O3/Pdt/G71979/FN. FHR kasus mengenai
sewa menvewa antara . Handoko Tedjoatmoko, S.H. dengan

Dré Tung sam Liem {(drs. &bdul Sani)

k)
e
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IV, Jumlah nerkara yangd ada dalam tahun 1994
-~ Siza perkara tahun 1995 . i b5 FPerkarsa

— Masuk

b2
o~

Faerkara

dumlab T 35 Ferhkara
- Putus r 21 Ferkara
- Sisa : 11 Ferkara

Bumber : Data vang Jdiclah

Dari paparan di atas terlihat babwa jumlah perkara  yang
ada di tahun 19946 adalah 36 perkara vang secara rinci &
perkara sisa perakara.tahun 1995, 26 perkara yvang masuk
dalam tabun 1996, Ternyata dari 36 perkara  tersebut
hamya ada satu  poerkara yang mengakhiri perkaranya
dengan Jalan damai yvailtu dalam perkara
LO1/PAE/G/1996/PN. FWR, yaitu perkara pembagian waris
anatara Drs. SBudarmadii dan kawan—kawan melawan Achmad
Fauzi Toil. Sisanya vaitu sejumlah 25 perkara bagi pihak

vang kalah melakukan banding dan kasasi.

Oramg  vyang memanfaathan pengadilan untuk  menvelesaibkan

tonfliknva sepserti dni bukan berarti mereka menaruhk
kepercayaan pada pengadilsn melainkan  dengan  alasan
harga diri  tersebutlah mereka mengounaken pengadilan
urtulk  menyelesaikan konfliknva. Berdasarkan wawancara
pada beberapa hakim, parta advokad dan para pihak  vang
berperktars terlihat bahwa pada dasarnya para pihak  vang

berperkara sebelumya sudabh melakukan upava musvawarah




namuin dalam  musyvawarah tersebut vang di  dapat boakan
kesepakatan melainkan permusuhan vang semakin memuncalk
karena masing-masing pitak tidak bersedia meEngalahn  dan

mampertahankan apa vang dianggapnva benar.
€. ANALISIS TERHADAF HASIL FENELITIAN

Dari beberapa temuan di lapangan vaitu adanya interaksi
antara warga masvarabat, baik masvarakat desa mawpurn
kota baik itu interaksi secara langsung misalnya pernah
terlibat suastu senghketa, menjadi saksi dalam suatuy
sengketa di pengadilaﬁ, melihat praktek penegakan Hakum
di lapangan maupun interaksi secara tidak langsung
mizalnya dengsn mendengar ataw mendapat informasi dari

kalangan pers maupun kawan ataw tetangganva yang  pernah

cberinterasksi  secara langsung dengan dunia  pengadilan

zeperti diwrasikan delam sub bab temuan hasil penelitian
di atas terlihatlah baﬁwa persepsi masvarakat terhadap
rengadilan  bukan timbul begituw saja, melainkan melalui
suatu "proses sosial” vang cukup panjang. Melalui inter-—
aksi sosial itulah makna mengenal pengadilan akan  ter-
bentuk dalam diri warga masvarakat. Adanva simbol signi-
Tikan berupa "makna" adalah vang membedakan  antara
peirilaku  manusia deﬁgan binatang.ﬁ Tal:ot%L Farsons’

mengatakan bahwa tindakan individu pada tempatnva  vang

peirtama tidaklah dilihat sebagai kelakuan bioclogis,

&. Ian Craib, Teori Tecri Eqsfai Modgern, FT Raja
Grafinde FPersada — Jakarta, Tahun 1994, hal. 113

7. Batiipto Rahardio, Op ity Hukum dan Per.. ..

il 23

-
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melainkan sebagai suatu kelakuan vang bermakna. Frosses
pemaknaan ini dikembangkan melalui interaksi, vang pada
dirinva merupakan persoalan mamusia vang berusaha  wuntuk
meEncapal hasil-hasil dalam keria samanya saltu sama lsin.

Mead melukiszskan suwatu  keintiman  antara  dua orang,

dimana kedua arang itu mengembangkan suatu bahasa  yang

hampivr bersifat pribadi dalam proses kegiatan—kegiatan
mereka  sehari-tari  tetapi untuk Mead hal ini  adalah

suatu proses soszial vang umum.

Interaksi ssosial menghasilkan makna—makna dan makna

~makna membentuk dunia kita. Ada suatu pengertian dimans
Rita menciptakan dumia kita dengan memberilkan  makna
terhadapnya“q Demikian pula halnya dengan makna vyanag
diberikan oleh masyarakat terhadap pengadilan inipun

terjadi karena adanva proses interaksi sosial vang

terjadi antara masyarakat dengan lembaga pengadilan.

Apabila dilihat dengan menggunakan teori stimulus  dan
rezpoannya Bernard Hennessay, yvang berpiisk  pada adanva
rangssngan  kemudian menimbuikan‘adanya pErsepsi  vang
selanjutnva melalui proses penalaran, pengenalsn dan
perasaan «khirnva akan menimbulan adanva tanggapan,
sehagaimana telah dipaﬁérkan dalam bab-I di maka, . maks
helierianvsa Ee&baga peEnpadilan wang secara Ffaftusl fdapat

terlihat dalam Temusn— temuan Ji lapangan Jimans socara

LT meruny wikkan babws informasi wang a&ads @wengensis

pengattilan ditanghap secars hegatip cleh wargae masvara—

2. lan Craib, Op £it, hal. 113




Ast sarensa aps vang mereia lihat mengenai bagaimans
bekerjanya penegsk hukoem polisi dalam melakuksn tugasnyva

sering  menunjuiksn s1kap vang

ES

rang  terpuii misalnvs
dengan  melakukan praktek “pengemelan” Ji Jalsn—jalan,
maupun 1 lapsngan (masyarakat Sese a0 sebagsian ma-—
Eyaraﬁailkaia melihat secars holistik merngensi ﬁeadiian
sEninggs mereia skan memancfang bahws  dalam  penegsian
hukum dan  headilan maka tindakan polisi adalah identik
dengan tindskan pengedilamn), sikap wvang kurang ocbjiektif
dan dishrimiantiy dalam memsriksa suatu periars dan lain
sghagainva, adalah merupakan Waﬁgﬁanganlg vang ditangkap
cleh masyarakat dan cara penangkapan inilah vang disebut
derngan persepsi  {percepiicon), vyang kemudian melaloi
prosss pengenalan (cognition) barwulah "makna" terhadap
pengadilan mulai muncul karena dalam tahap inilah prozes

pemberian arti atac makmna di mulad.

Lebih Jauh lagi Hammer dan Organ, menvatakan  bahwa
persepsi  adalan “the process by which pesaple organize,
interprel, experisnce, and process  cues  gF  Maitsriasl

10, Fenwut Schesrer.ada 3 macam FangsSang. SESUEl
daengan adanva 3 elemen darl proses penginderaan,. yvaitu
1. Rangsang vang merupakan chiek-ohisk dalam benituk fi-
giknya (ramasang distal s

2. Rangsany sebagsi keseluruban hal vang tersebar dalam
lapang oroksimal;

Z. Hangsang sebagal representasi Tenomenal (gejiala yvang
dikesankan; dari obisgk-obisk vang ads di luar.

e be e e e e o
Sohesrer O
sl

ey

talam  SBariiitoc Wirawan Savreono, Teorid Teord

Feikologi Sosial, FT Raja Grafinde Persada — Jakarta,
Fal. 84)

Mendasarkan pada pendapat Schereer di atas @aka rang-
sangan dalam bentuk  bekerjanva lembaga pengadilan

adalab termasuk  bkedalam bentuk yvamg ketiga vaitu rang-
sang representazi  fznomenal dari objek—objek yvang ada
di luavr.
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firputs} received Trom the external environmend”. Rari
pandapat  Hammer dan Organ tersirat adanvya tiga unsur
uwtama, vaitu proses bognisi, proses belajar dan prosess

pemecahan persoalan atag proses pemiliban tindakan.

Sama halnvae dalam teocri stimulus dan recponya Hernard
Hennesay di atas, maks proses kugnisill dimulai  dengan
persepsl sesecrang terhadap rangsangan yang datang dari
luar. FRangsangan dari luayr ini aseslsh berups hondisi
secara Taiituwsl dari dunia pengadilan dalam perslitian oL
lapangan ditemudan adanve tindakan diskriminatif dalam
lembags ini dikarensian adanva intervensi secara Timsn—
sial maupun pelitis cleh masyarskat. Apa vang diterima
slelnya memperoleh arti atau makna melalui proses bela-—
jar, vyaitu membandingkan masa lampau dengan apa  yang
wedang diamatinya. Adanve pertimbangan  wntul  melibat
pads  pengalaman pads mase lampauw ini dalam penelitian

tegrlihaet  Dbehws mereks baik masyarakat desa maupun  ma-

1
ind

i

B FEK bkota kelikas menvelesalkan senghkets vang Timbul

dapat melepssian dengan adanva hebiassan~btebiasaan

(e
8
e

(AR

VeRing

in

[

i

a&h sering Gilakukan cieh masvarakat vang ber—

ri-

a

sangiuts vaiti musyvawmarsh  mutakat., Mslialui RIrOsES
belajar seseorang membandingkan pengalaman maza lampaw
dengan apa yang sedang diamatinya. Melalui proses bela-
Jar ia membandingkan beberapa kemungkinan pilihan  cara
pamscahannya, untuk kemudian  =sampai  kepada pilihan
terbentu. Pilihan tertentu (vaitu berups kepuiusan wntuk

memilih ataw mengounakan slternatif lzin selsin pengsdi-

11. W Clay Hammer dan Dennis W. Orgen, Jrgasnizs—
Licnsi Behavior: An Applied Psyvchologicsl Approsch,
Dallas Tewas: Business Fublications, Inc, 1978, hal. 89
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farr} itulah vang nantinva akan tercermin dalam perila—
kunya, vamg nampak nyata Zalam tindakannya. Tindakannya
ini selanjutnya menjadi dasar pengetabuannya dalam

melakukan proses perzepcsi selanjutnya.

Dari uraian ini dapat disimpulkan babwa persepsi, proses
belajiar dan pemecahan perscalan mardpakan dasar perilaku

EEEROrArg .

Froses PErEeEDsi dimulai dari adanva peEnerimaan
rangsangan, yang ditentukan baik oleh fabktor luar ML DL
cleh faktor di dsalam manusianya sendiri. Hal ini dapat
dikategorikan dalam 3 hzal, vaitu sehagai berikutl=

1. Faktor Lingkungan, yvang secara sempit hanva menyarg—

kut warna, bunvi, sinar dan secafa Iuwas dapat menyangkut
faktor ekonomi, sosisl, dan peolitik. Semua unsur  ini
mempangaruhnl  sessorang dalam menerima  danmenafsirkan
rangeangan. Dalam hal ini Krech dan Crutchfield ssbagsi-—

M

mans teiah disebutkan dalam Bab II sub A mengatak

hH]
]

[

bahwa perzsepsil  seseorang juga dipengaruhi olsh at

1]
5

belakang kultural, sosial ekonoml seseorang.
2, Faktor konsepsi, vyaitu pendapat dan teori seseorang
tentang manusia dengan segsala tindakannva.
S. SESECFang yang mempunyai konsepsi, psndapat, dan
teori bahwa manusia pada dasarnya baik, cenderung
mengrima  rangsangan sebagai  sesustul vang baik

atauw paling tidsk sebagai sesuatu vang berman—

~h

aat.

b, Orang vang mempunyal konsepsi. pendapat dan teori

bahwza manusia itu  Jjabat, cenderung mencurigai
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rangsangan sebagal sesuatu yvang negatif dan harus
dicurigai latar belakangnva.

€. Selanjutnya, vang berpendapat babwa SEsE0rang
tidék seluruhnya baik dan tidak selurubnya Jahat,
akan cenderung mencari tabu dan berusaha mengerti

secara keseluruhan latar belakang setiap rasng-

m

angan.
d. EBEagi orang vang melihat bahbwa dalam diri setiap
manusia selalu  terdapat kekurangan dan kebaikan

tertentu, cenderung lebih mau memperhatikan

alazan tindakan atau perilaku sesecrang.

F. Faktor vang berkaitan dengan konsep seseorang tentang
dirinva sendiri,

Sesecrany mungkin saja beranggapan bahwa dirinyalah vang

terbaik, sedangkan orang lain selalu kuramg baik. Orang

demikian akan bherkeyakinam bahwa apapun bentuk dan sifat

rangsangan,  ia selalu bertindak berdasarkan  apa  vyang

menurut  dia baik. Rangesangan dari luar hanva merupakan

sustu tamtangan veang tidak perlu diperhatilkan.

Faktor wvano berhubungah dengan motif dan tujuan.

4.
Orang selalu berusaha menarik manftaat darli suatu  rang-—

Sangan untuk  kepentingannya sendiri. karena usaha
merarik manfaat tersebut akan memberikan harapan
Baginys.

. Pengslaman mass lampan
W. Jack Duncan mengatakan: bahwa berdasarkan penelitian,
pengalaman dam latar belskang kehidupan sesearang  pads

waktua hecil akan menentukan kepribadiannya dan
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mempengaruhi pula perilakue dalam maayarakat.l4

Seperti terlihst dalam ureisn meEngeEnai temuan — temuan
dalam lapangan ¢i dalam sub bab B di atas terlifat Ha v
interatsi WEFEgR mEsyarsfal  dengan pengadilan pads
wmumnya sedikit melalui penyvuluhan hukun, karens terli-
bat  dalam suatu senghkets baik ity senghketa pidana atau
pergata, staupun informasi dari teisnggs mEpun  Kswan—
Kapannva yaﬁg pernah menvelesaikan 5&ng$etanya @i pengs-—
dilan, pemberitasn vang Jdilakukan cleh kalangan pers
mawpun penglihstannva vdan pendengarannvs sendiri tentang
proses peradilen dalam tehap kepolisian serta bagaimana
acinur—cknum polisi &1 dalam mewujuskan ketertiban ma—
syarakst  baik dalam periara lalu lintas maupun o=lam
penertiban perjudian-perjudian demikian puls SO NV &
ketidak adilan vang ada dalam masvarakat wvang Jilakuksn
oleh aparat birchreasi mesupun administrasi. Infafmasi
varng ditanghap mengenai bekerianvae lembaga pengedilan
adaxlah sesusi intersksinva masyvarakat dengan pengadilan
dengan cara—cara seperti  tersebut. Dan inilah  vang
disebut =sebagsil rangsang representasi fenomenal menurut
Scherssr. FRangsangan vang ada mengenal pentadilan
sekarang ini dalam masyvarskat kota ternyvats cenderung
negatif, sedangkan dalam masvarakat desém karensa sedi-
Eitnva intensitass interaksinva dengan dunia gpengadilan
maka m@enimbulkan rangsangan Yang kurang jelas  juga

mengenal lembaga pengadilan it sendivi

14. W. Jack Duncan, Ogroanirational Behavior,
Boston Howghton Miffin Coy, 1981, hal. 110




. . . . )
meEmpengaruhi pula perilakby dalam masvarakat,+e

Seperti terlibhat dalam wiraian mengenai temusn — temian

dalam lapsngan di daiam sub bab B @i stas terlihst bahws

intersksj WRPGS masvarabat gdengan  pengadilan prl-tad

umumnys secdikit melalui remvaluhan huwkum, karens terli-

bt dalam sustu sengbeta baik ity senghketa pidana astau

Ferdsta,  staupun informasi gari tetangos MELPLT RamE -

HEwarnnys yang pernah memveliesaikan senghetanve o3 D e —

dilan, pemberitasn vang dilskubkan cleh Ealarngan pers

maLpun penglihatannve dan bendengsrannva sendiri tentang

proses peradilan dxiam tahap tepoclisian serta bagaiman

]

TR Mmook Fm palisi o1 dalam mewuiwikan  ketertibarn  me—

Sverakst bsik cdalam Berksra lalu lintas malipun Sdalam

perEriibhan perjudian-periusian demikizn pula &G nva

hetidaek adilan yang ade dalam masvarakat Yarg dilakukan

agieh aparat birckrasi maupln  administrasi.

Infarmasi

rang  ditangkap mengensi bekerjanva lembaga pengadilaen

afdalah sesuai interaksinva masvarakat dengan

dengan care—cara seperti  tersebut. Dar

pengadilan

inilah vyang

disebut sebagai rangsang representasi fenomenzl menurut

Sochereer. Rangsangan varng ada mengenal

sekarang  ind dalam masyarakat kota ternvata

pengadilan

cenderang

negatit, sedangkan dalam masyatrakat desa karena gsedi-

kitrya intensitas interaksinva dengan dunia

maka menimbulbkan rangsangan  vang  kurang

mengenai lembaga pengadilan itu sendiri

120 W. Jack Duntang Oroanizaticonal
Boston Houghton Miffin Coy. 1981, hal. 110

pengadilan

ielas  jugs

Behavior,




Dengan demikian persepsi masvarakat terhadap perngadilan
adalah tergantung pada bagaimana intormasi ataupun
pemberitaan  mengenai masslak pengadilan oleh Lalangan
pere  dan juga bekerjianva pengadilan itu sendiri, sing—
batnva adalah tergantung pads proses  interaksi zosial
antara masyarakat dengan pengadilan. Rerdasarkan
pada  minimnya  interaksi tercebut maka masyarakat desa
cenderung mempersspsi pengadilan ssbagsi tempat yang
burang tepsat untuk menyelesaiksn knnfik yang terjadi dan
sangat Jauh dari alam pikiran mereka walaupurn mereka
tahu  bahwa wvang namanys pengadilan  adalah merupakan
tempat untuk mencari rerlindungan hukum dan  keadilan.
Adapun baol masvarakat kota melalui interaksinya dengan
lembaga pengadilan lebihk cenderung untuk tidak memper-
cayal pengadilan yvang ada saat inmi sebagai tempat untuk

mancarli perlindungan bukum dan keadilan.

Dalam hal inmi secrang pakar komunikasi Jalaludin Rakhmat
mengatakan bDalwka persepsi adalsh merupakan suatu EEnga—
laman  tentang peristivwa, obiek ataua hubungan—hubungan
vang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan  merst—
wirkan pesam.13 Informasi yang ada mengensi pengadilan
fhususnve vang disampaikan oleh kalangan pers  menung k-
kan kecenderungan kearah yvang negatir misslnva pemberi-
taan mengenai  kolusi, proses peradilan  perkara TN,
proses peradilaen Kedung Ombo, mafis beragilan, banvaknve

hakim wvang nakal dan  sebagainva, munculinve  berbagai

surat sshti dan infemasi vano demikian ini Fitanghap

o

S. JdJalaludin Rakhmat, Psikmlmgi Komunitasi, Rema—
Jja Karya - Bandunag, Tahun 19846, hal. &4 - &7
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masvarakal koita melalui berbagei pemberitsan baik mela—

Iui media cetak ataupun elektronik.

Fenyebaran informsaesi mengenai pengadilan vang ~ cenderung

negatif oleh pers sampai di desa— desa ini  terungkap

dal sm laporan pelakeﬁnaan penyuluhan hubkum yvang dilaku—
kan oleh tim kadarkum. Dalam laporan pelaksanaan pEnyu—
luhan  hukum  tersebut terdapat suatu pertanvaan oleh
salah seorang warga desa Facor sebagai berikut ¢

"Bekarang ini makin marak adanya isu kolusi, ba-
nyaknya hakim yang nakal dan sebagainva, bagaima-
na  cars memberantasnya, karena bagi seseorang
yang mempunyal twiwvan / usaha tertentu dan tidak
ada pelindung untuk itu, akan mengalami kehkecswsa—
an yang mendalam dan berkepanjangan”.

Disamping iiw fimbulnve persepsi vang demikisn  vaitu

Dahwa pengadilan bukan tempat vang tepst bagl masvarabkat

1]

vesa untud menvelesaikan massliahnvea walaupun mereka tahu
bahes Igmbaga ini merupskan tempat unituk mencari perliin-
Ffungan  huwkuwm  dan kesdilan maupun  persepsi0 masyvaraskad
kota varng cengderung Aurang mnempercavali pengadilan
sehagsl tempsl untwk mencari perlindungan  hukum  Jan
Fesdilan Jimana calam penelitian Filapangan secara  umum
galam wsmancara dengan peneliti terlihat bahmwe sebagsisan
bessr informan ahan memilih penyeiesaian‘meiaiui MUS V&~
wairahh mutekaet karens care-—care ini  lebih menunjickisn
sonil poasitipnve misslnva penvelesaian secara musyawsrah
mutfakat menurut merefa afsn menghasilian suatu Aeputussn
vang saling menguniunghsn, tidsk menimbulian rasa meiu

dan  Iain sebagsinve (untud melibst segi positip dari

14. Arsip Laporan Fenvulubhan Hukum oleh Tim Kadar-—
kum

s
.
hJ




Lare penvelesaian mnelsiui cara ini gapat Jgilihat pacsa
=l sl mengenai “temusan—-temuan  oi tapangan) selain
zeslal  dengan  teori vang dikemukakan oleh Hammer dan
Orgen di atas jugs sesuzi dengan aps vang dikatakan ocleh
Ton kHertapati vaitw sebagal suatu proses dengam  mana

S T

gan terdelelt masvarakat dengan dunis pengacilan saat ini

sfalan  interaksinve dengan kegiatan pernvuluhan husum,
pEmberitasn oleh pers serts meEngenai bagaimana proses
peradilan vang berjalan delam magyarakat Fdan  belkerjanva
mengadilan ity sendiri daiam masvarakat. Lebkih lenjut
dikatakan olehnva bahwa proses persepsi  adalah sustu
proses  wntuk mengerti dan menvadsri cunis di lusr oiri
sendiri (awareness of the external world) fesadaran

pengetahuan tentang itu.

Selain ditimbulkan  oleh pengalaman tentang peristiwa
yaitu pengalaman melihat dan mendengar bagaimana beker—
janya pengadilan, maka persepsi juga dipengaruhi ocleh
latar belakang sosial ekonomi dan kultural dari Masyaira—
kat vang bersangkutan. Dengan Semikisn hultur masvarakat
dess yvang Tidsk mengensl hal-hal vang bersifat birokra—
tis, prosedural dan  rasional  mengskibathar pErsepss
mzvaraikal dess mengensi LSentuk pengadilan vang oSemikian
ituw sebagsi berbelit-belit dan ruwet, lain halnva Hengan
masyarakal kota wvang memang Filinghkungi oleh sussana

vang birckratis misalnvs pegewsil negeri, sdvokat, maks

- By

iR i sustu hal vang waiar tdan proses vsng panjang ity

in
I

merupsian tahap-tahap vang memang harus ditempuh, namun

demikian bagi masyarshat kote vang Aurang berinterabsi




dengan Iinghungan bicrirasipun berpendapat bahwa DETIgR~

dilan itu berpelit-— bel f

rt

HEn ek,

Demikian jugs dengan safanys budave malu untuk berpohars

Rarena disasarkan pada pandangan masvarsket Jana vang

i
i}

failv melihat kebaikan dan fesempurnaan  CGalam hidup

o

L& adanva  upsva untok menisgs heharmonisan daleam

i

masvarsial, dalam penelitian o3 lapangan terlifict SR
Jiwa besar masvarakat cntuk “menenggang rasa”’ oslam
menghadapi suatu senghketes hubum misslnva ketika BEC RO
vargy i tantan:

Naresnve akan disslesaikan o3 atas”

H

i,

hemudian tidek melanjutkan kacous tersebut, adanva urgha-—
pan Ybhukan menang atau kalah vang dicari®, kalauw diii-
hat dari pendapat Krech dan Crothfield sebagaimana

diurgkapkan dalam Bab II sub A di atas maka akan mem—

pengaruhli L masyvarakat desa  ontuk bigak menvelesaikan

et

permasalahannva  di embana  tersebut, hkarena dengan
adanya latar belakang budaya seperti tersebut  akan
mEnimbulikan persepsi bahwa penyelesaian melalul pengadi-~

lan akan menimbulkan cela dan rasa malu yang  mendalam

@ta dapat menimbulkan permasalahan yang bDerkepaniangan

6]

=3
dan terus menerus sehingga meEngganggu keharmonisan dalam
masyarakat. Dalam masyvarakat kota penghindaran terhadap
pEnyelesaian melalul perngadilan cendarung lebih disshalk—-

kan  pada faktor ketidak percayvaannya  terhadap kineria

fiz

iembags  pengadilan  akhir-akhir  ini, seandainya ada
budaya malu dalam masyarakat kota itu  bukanlah faktor

varig dominan.

Adanya persepsl masyarakat desa vang mslihat pengadilan

sebagai  tempat vyang kurang tepat  untuk menyelesaikan
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senghketanva, berbelit-belit dan ruwet s=serta persepsi

varakat bkota vang cendarungltidah meEmpercayai  lagi
lembaga ini sebagai tempat untuk mencari perlindungan
hukum dan keadilan dalam temuan i atas terlifat Sengan
ad&nya upava uniud mencari alternatirt lain umtuk men#e—
lesaiktan masalahnya ataupun memang aiternatir tergébut
mensn: sudeh ada sejak dahulu dan ssilzlu digunakan olekn
masvarakat yvang bersanghutan. Alternati¥ tersebut adalah
musyawarah untuk mufakat. Duncan dalam hal ini mengata-
karn, pengalaman dan latar belakang kehidupan seseorang
pada waktu  kecil akan  menentukan kepribadiannva dan

mempengaruhi pula perilaku dalam organisasi.

Apabila kembali lagi pada teori stimulus dan respon
tampaklah bahwa timbulnya alternatif penvelesaian  kon-
flik meialui musyawarah mufabkat pada masyvarakat dimana
penelitian dilakukan adalah adfanva persepsi bahwa

peEngadilan  Rurang  mampt mewuaiuwdkan  fungsinva sebagsi

Cpenegsk hukum  dan kesdilan sedangkan pada masvasrakat

desa  adalah oisebabkan pads jadhnva lembage pengadilan
dalam alam pikiran mereka dikarenakan pada sedikitnva
intensiias interaksi masyvarakst desa dengan dunia pengs—
dilan juge memang telan tersedianve pranats penvelessaian
kantlii  yvang telah turun temwrun selalu digunskan oleh
masyarskat vaitae musyawarash sufakst. Hanva saja  alasan
mengaps ads persepsi yang demikian sesuai pendapét Krech
dan Crutchfisld mauvpun Duncan adalabh  tergantung pula
pada latar belakang kultural,. sosial ekonomi dan  penga-
laman masa lampaw, serta rangsangan  yang ditimbullkan
nleh  bekerjanya pengadilan akan menimbulbkan  persepsi

terhadap pengadilan tersebut setelal sehelumnya




ditafsirkan dalam dirinya sendiri cecars subjektif
berdasarkan latar belakang kultural; sosial ekonomi dan
selanjutnya dari persepsi vang ada terhadaﬁ pengadilan
akan menentukan bagaimana tanggapan sesectrang  ketika
menghadapi swuatu sengkets, apakah akan meEngaguniakan

pengadilan ataw mencari alternatif yang lain.

FPemberitaan mengenai pengadilan oleh pers atau
pengalaman langsungnya berhubungan  dengan  pengadilan
seperti  telah dijelaskan di atas nampaknys memberikan
rangsangan  vang bersifat negatif belum 1agi Aadanya
kultur dalam masyarakat khususnya masyarakat desa  yang
kurang mangenal pranats penyelesaian konflik Vang
pirockratis, prosedural dan rasional. Adanya rangsangan
vang negatif dari pengadilan serta adanvs nilai kultoral
masyvarakat yvamng demikian itu akan menimbulbkan ltanggapan
yvang menclak, menghindar dan enggan untul menvelesaikan
sengketanya melalui pengadilan dam memilih suatu pranata
penvelesaian konflik vang dipandahgfseguai dengan nilail
kultural maupun  yang dipandang  mampu menvelesaikan
dengan =dil sesusi harapan masyargkat vaitue pranata

musyawarah mufakat.

Fenyelesaian melalud mugygwarah mufaﬁat‘ tEfnyata
memberikan  rangsangan  vyang positif  bagi penyeléséiah
bonflik., Seperti  terlihat daiam'temuan. —  ckemusn di
lapangan, bahwa penyvelesaian melalul musyawarah muiakat
lebih memberikan jaminan kecepatan proses penya}asaiaﬁ,
tidak merugikan kedua belah pibhak dengan kata lainm kedua

belah pihak sama—sama diuntungkan karena merasa kepen—

timgannya telah terintegrasikan delam keputusan terse-—




but. tidak mernimbulkasn rassz pErausulan vang turun menue—
un dan berkelanjutan, tidak menimbulkan rasa malu, tidak
menimbulkan  gangguan ﬁerhadap kondisi vana harmonis
dalam masvarakat désay bagi korban keielasan MEMQEM &L
nasibnva lebih terjamin sehingga dapat memnprediksi
langksah selanjutnva, dan dipandang lebih dapat menginte—
arasikan  kepentingan para pihak vang bersenghketa  di

bandingkan dengan keputusan pengadilan yang menghasilkan

mensng dan kalah. Hanva saja kekuatan mengikat keputusan

tersebut tidak mempunyvai kekuatan hukum vanyg pasti.

Apdanys  rangsangan vang bailk dari pranata musvawarsh
mitfakat ini apabila dilihat dari teori interakei simbo—
ik menimbulkan makﬁais tertentu terhadapnya vang bersi-
fat positif, sebaliknya persepsli  vang negatif  dari
masyarakat terhadap pengadilam justru melunturkan  makna
pengasdilan sebagsai simbol kezdilam. Dari uraian di atas
2imbol keadilan  tampaknya menemuban ronkritisasinya

dalam pranata musyvawarah mufakat.

Mern karena i1tulah apabila dilikat dari teori interakei
simbolik  yang dikemukaksn oleh Herbert Blumert seperti
telah disebutkan dalam bab I dalam kerangka fecri sscars

lekih mendalam nampaknya  tindakan masvarakat berupa

@ -

- Arti (meaning} ataw makna adalah konsep utama
ori kognitif dan memainkan peran dalam menerang-—

kan tentang segala proses psikologi yvang rumit. Ausubel
stzhkan  babwa &rti  ataw makna adalabl hasil dari
prosss belajar  vang berwawiud ogejala . indiosimkratik.
Dalam proses belajar, arti vyang terpendam (inherent)
dalam simbol-simbol dikonversiban dalam izi  kognitif
vang besrbeda-beda. (Sarlitc Wirawan Sarwono, Teori Teori
5 gi Sosisl, FT Raja Grafindo Persada — Jakarta,
Tahun 19935, hal. 85}




keengoanan, penolakan dan penghiindaran masvarakat urtuk
menggunakan perngadilan sebagai sarama untuk menvelssai—
kan konflik serta pemilihan‘alternatif musvyawarah mufa-—
kat esebagai renyelesaian konflik sdalsh di dasarkan
pada  makna yvang dimiliki oleh lembaga pengadilan ataw
lembags musyawarah mutTakat tersebut. Adanya makrna bahwa
pengadilan tidak lagi merupakan simbol keadilan mengak -
batkan timbulnya tindakan—-tindakan sepertl disebuthkan di
atas yvaitu keengganan, penoclakan dan penghindaran terha—
dap pengadilan ketibka Sesearang mengalami suatuy kantlik,
sebaliknva bahwa dalam pranata musyawarah mufakat
terkandung makna vyang lebih dapat melahirkan keadilan
maika terjadilab tindakan penerimaan  pranata  tersebut

ketika seseorang menghadapi kuhflik.

Adapun makna — makna vyang melekat pada lembaga peEnga=
dilan maupur lembaga musyawarah mufakat terbentuk karena
adanya interakei sosial antara lembaga pengadilan
atavpun  pranata musyawaran mufakat itu dengan msyarg—
katnva. Dalam wraian di atas tampak bahwa makna-makna
Ltersebut terbentuk karena adanya interaksi antara lemba-
ge pengadilan ity sendiri dengan masyarékatnya baik
melalui media massa maupun interéksi langsungnva dengan
lembsga penoadilan maupun pranata  musyawarah mufakat.
Eemuydian dari interaksinya dari dunia luar tersebut
timbulah persepsi  dan selanivtnva terjadi  interaksi
dalam dirinya sendiri melalui melalui proses  penalsran,
peErgenalan dan perasSaan sesusi vang dikatakan Hernesay
mavpun proses belajar menurut Hammer dan Orgen timbul
makna  terhadap pengadilan ataupun  musvawarah mufakat.

Dalam proses interaksi vang terjadi dalam dirinva sen-
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diri akan dipengaruhi cleh latar belakang hkultural,
sosial ekonomi  dan pengalamaﬁ seseorang. Dari proses
sosial  tersebut  akhirnya muncul persepsi vang  kurang
mempercayal pengadilan, sehingga makma simbolik penga—
tgilarn sebagai benteng terakhir keadilan tidak lagi

ditemukan dalam sozok pengadilan saat ini.

Umtuk itulah makrna—makna simbolik dari pengadilan  seba-
gai  simbol hkeadilan yang nampaknva juga menemublan
komkritisasinya kedalam lembaga musyawarabh mufakat

adalah merupakan modifikasi vang di olah melalui penaff

Csiran (pengenalan, penalaran dan perasaan menurut Henne-

zay dan kalajar menurut Hammer dan Orgen) oleh  individu
dalam penglihatannya terhadap rangsangan vang ditimbul-
Lan oleh lembags pengadilan maupun  pranata  musyawarah
mutTakat. Dalam penafsiran ini vyang dilakukan oleh  indi-
wvicht sebagal anggots masyarakat seperti di jelaskan di
astas adalah tergantung pula pada latar belakamg kultur-—
al, =sosial ekonomi {(menurut Krech dan Crutchfiel) dan
petigalaman  masa lampaua {(menurut Duncan) individu vang

bersangkutan.

NWamun demikian adanva pilihan menggunakan pengadilan
sebagai tempat menyelssaikan konfliknve dengan  menda-
carkan pada situasi bahwa keadaan pengadilan seharang
Lurang dapat dipercava sebagaimana terlihat dalam temuan
pernelitian di atas yvaitu adanva masyarakat vang memilih
lembaga pengadilan dalam menyelesaikan masalahnya  ini
mantiniukkan  babwa dalam menerima rangsangan, hemampuan
manusia sangat fterbatas artinya manusia tidak mampu

memproses selurul ramngsangan dan da cendsrung memberikan
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perhatian pada rangsangan tertentu

bersifat memilih, walaupun sering tidak disadari,

Fangsangan  yang akan dihadapinva,

relevansi, nilsad dan arti baginva.

pERtingnya  suatu rangsangan dapat berbeds antars

- . 7
vang satu dengan orang vang lain.i®

14, Adam Ibhrabhim Indrawidiaia.
inar Barw - Bandung, hal. 50
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sala. Jadi manusia
dalam

yaitun mEmpuUnyai
Ini berarti timgkat
2 Orang
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BAR IV
FEMUTUPR

Berdasarkan hasil penelitian serta pembshasan dalam bab-

ab

gaiman

di muka dapgatlah ditarik beherapa kesimpulan seba-—

terltihat di béwah irmdi oz

SIMPULARN

Fersepsei Masvarakat Terhadap Pengadilan

Farsepsi Masvarakat Pedesaan Terhadap Fengadilan.

Mazyvarakat desa secara umum cenderung e LY S,
persepsl bahbwa pengadilan bukarlah tempat yvang tepat
ur bk menyelesaikan senghketa  walaupun mereka tahu
kalauw lembaga ini marupakan tempat untuk mencari per-—
lindungan hukum dan  keadilan sehingga hagi mereka
penyelesaian masalah  ataw konflik melalui pengadilan
adalah suatu hal yang sangat jauh dari alam pikiran
merska manakala mereka mengalami suatu gserngketa dan
menempatkannya sebagal alternatif vang paling akhir.
adanya sikap vyang demikiarn, dalam arti mereka enggan
menggunakan  pengadilan kharena perngadilan sangat Jaub
dari alam pikiran mereka ini terjadi karena, pertama
budaya vang ada di desa dalam hal terjadi sesngkets

ibarn melalul musvewarahn mutakat, Kedus

cukup disels
setiap penyelesalan Lonflik dalam masvarakat desa
vanyg divtamakan adalah tetap terisganya hubungan yang
harmonis antara sesama warga  serta kerukunan hidup

dalam masyarakat, padahal berdasarkan pengsalamannya,

b
bl
bt
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3 ¥&  hekerjanva pengadila dalam

I
}

menialankan  fugasnva ternyvata  Justru memimbulian

permisuhan vang furun temurun Ay

or
3

ertelanjutan.
Ketiga disamping itu Jjuga  adanva budaya malu pads

mEreka, smandainya mempunyal senghketa. Kalau teriadi

sengket

bt

maka upava pendekatan pribadi, kekeluar-

gaan, dari hati kehatilah yang banyak digunakan dan
kalau ini tidak menyelesaikan maszalah makra maraka
a2k A mendatangi pihak ketiga pada uwmimnya aparat
desa ataunun Secrang vyang dipandang berpengaruab
dalam masvarakat mebagai mediator, Keempat, sebhs—-
&l akibat kurang dikenalnyva bBirokrasi Yang
prosaedural  dan rasional maka mereka  beranggapan
penyelesaian melalui pengadilan akan berbelit-belit

dan  ruwet. Kelims, sedikitnva intermsitas interak-

zinya masyarakat desa dengan lembaga pengadilan.

Dengan melihat pada simpulan di atas tampaklab  babws
persepsi masyarakat terhadap pengadilan dalam masvarakat
pedesaan adalah merupakan fungsi budavs dari masyara—
= warg bersangkutan, karena dengan melihat
persepsl  vang ada dalam masvarakat desa akan  terlihat
amgaimana bDudayva vang ads dalam masyarakat terssbut.
Dalam kontek ini adanva persepsi masvarakat desa YaRMng
memandang pengadilan sgbagai tempat vama tidak tepat
wntuk senvelesailbkan QEﬁgketa atay konfliknya sehingga
maRngadilarn sangat Jauh dari alam pemikiran mereka
apabilas ditelusur lebih jaul lagi dalam hal ini  adalah
melalul kegisatan pemelitian, maka akan terlihat  bahbwa
dibalik persepsl vang demikian itu ternyvata memnang  ada

nilai budavea tertentw dari masyarakat yang bersangkutan




mi
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almya  budava malu  untuk berperkara, nilai-rnilai
budaya vang zelalu meniags adanyea hubungan yvang selaras
{harmonis} dalam masyarakat, budava peEngaunaan pranata
mueyawarah mufakat sebagal pranata penvelesaian konflilk.
Adanya kondisi kultural vang demikian inilah yang

menentukan atauw mengakibatkan timmbulnya persepsi yang

gemikian itu.
. Persepsi Masvarakat Kota Terhadap Fengadilan

Masyarakat kota mempunyai kecenderungan mempersspsi
kondisl pengadilan saat  ini  sebagsi  kurang  dapat
menjalanbkan tugés dan Tungsinys dengan bailk sebagai
tempal untuk mencari perlinduangan ﬁukum‘dan keadilan.
Mamurn demikian merska mengakul bahwa lembaga penga-

ilan masih diperlukan mengingat hanva melalui lemba-
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ga imilah hak dan kewajilban sesesorang dalam hidup
bermesvarakat, herbangsa dan bernegara dapat dile-
gitimasi secara hwukwn manakala hak dan  kewajiban
tersebut digugat ataw dirempas oleh ograng lain. Hanva
keputusan penéadilan sajalabh wvamg mempunyai kekuatan

huskum  dan mengikat pada para pihak vang sengketa

[+

maupun sihak ketiga.

or  vang menvebabkan timbulnva

pérsepgi Yarg

r

&t

M

emikian itu ternvats menunivkkan  berbagai wariasi,

L

ergantung padas sudut pandang siapa vang melihat. Hal

+

uai dengean pendapat Erech dan Cruttield bahwa

ini =ses

pEreepsi sesecrang  terbesntuk tergantungrﬁ;da latar
belakang helakang sosial budava, ekdnoml  sessocrang
disamping Jjuga karena rangsangan yang diberibkan sen-—

k3
b3
id




diri olsh objeknya, dalam hal ini adalah bagaimana

bekerjanyva pengadilan tersebut dalam masyrarakat.

Selain ity dari sudut peﬁgadilan itu sendiri proses
bakeﬁjanya pengadilan dalﬁm masyarakat pun ikut mem-—
bentuk adanya persepsi masyarakat yvang demikian. Fada
wnuminya timbulnva persepsi yang demikian masvarakat
kote melihat pada rambu}ramhu vang harus di taati
D%Eh hakim dalam menjalanhan tugas dan  fungsinva.

Misalnya hakim harus mempunyai kemandirian, dalam

.mEnjaltankan tugas dan funggihya, harus objektif dan

tidak memihak, tidak membedakan orang.

Fada umumnya informan dalam pernelitian ini memberikan
informasi bahwa dalam kondizi  tertentu pengadilan
mempunval kecenderungan uniuk tidak mentaati rambu-
rambu  tersebut. Simpulan mengenat  kondisi faktual
mengenai lembaga pengadilah vang demikian ini adalah
di dasarkan pada intarak%inya para informan dengan
iembaga tersebut, baik interaksi secara  langsung
vaitu pernah terlibat sentgkets, pernah menjadi saksi
dalam kasus pidana maupun;perdata ataupur interaksi
tidak lamngsung vaitu mendéngar pemberitaan mengenai
nEnyelengoalraal proses perédilan di Fengadilamn mela-—
i pers, mendengar Kawan ?tau tetanogga vang terlibat

langsung dalam suatu sangkefa di pengadilan.-

kFetidak objektiftan dalam pemeriksaan parkara perdata
dalam persepsi pegawai negeri adalah disebabkan
adanya peluang vang terbuks akibat dari proses yang

pandang. Froses vang panjang tersebult memang diperlu-




kan untuk menemukan hebenéran fiamun sering dimantast—
kan oleh orang-orang taﬁtantu uwntiuk  berbuat tidak
"Tair" dergan cara mempengaruhi bakim. Dalam perkara
pidana secara uwmum relatif lebih obiektif namun demi-
kian dalam kasus—kasus tertentu Juga ma=ih melihat
kepada siapa yang menjadi terdakwa. Sudah dapat di
tuga babwa usaha mampengaruhi hakim dalam perkara
perdata adalah derngan mélakukan intervernsi socara

Timansial.

Bama  halnvya dernogan kalangén advokad maka keti-
dak  obyektifan hakim dalam menjalankan  tugas dan
fungsinya menuwrut pegawai neneri adalah karena adanya
intervensl secara Tinansiai maupun politis. Timbulnys
pengetabhuan vanmg seperti.ini bagi kalangan pegawal
terutama karena pemberitaaﬁ mengenal proses peradilan
Yang  mempuinval nuansa péliti& ( kekuaszaan ) pada
umumnya  pihak vang berseberangan dengan  kekuasaan
selalu  dalam pihak vang dikalahkan. Seandainva dalam
tingkat pertama dapat :dimenangkan Mamun pada

umimnyapun akan kalah juga.

Kalau dalam kasus tertentu kedua fakior vang dapat
mempengaruhl kemandirian  pengadilan terssebut berben-
turan maka kecenderungsan vang ada kekuaszanlah vang
dimenangkar, untuk itulah @Eﬁurut advokad, "Indonesia
neqsra hukuam®™  hanvalah masih dalam tulisanmyva saja
sedangkan prakteknya adalab negara berdssarkan kelus—

BHaEal

Disamping adanya penyimpangan terhadap rambu-—rambu
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vang seharusnya di taati, sehingga pemeriksaan
perkara menjadi tidak obyektif lagi maks korban lebih
cenderung  menggunakan  alasan RProses  yang paniang
dalam pengadilanlah  vang membuat kepastian mengenai
nasibnyve kurang mendapatkan perlindungan hubkum oleh
pengadilan. Szlain  itu pula pada umumnya pengadilan
cenderung memihak berita acara pemeriksaan (BAF)Y dari
kopolisian maupun  surat dakwazan Jaksa. Dalam kenya—
taannya berdasarkan  wawancars dengan rapi umumnya
hakim menanyakan hal-hal vang yuridis relevant SEH1 S,

sehingga kelihatan berat sebelah.

Kalangan pedagang mengounakan  alasan bahwapenyelis-
saian melalui  pengadilan akan menghilangkan prinsip
kepercayaan vyang dianut dalam dunia perdagangan,
karena penyelesailian melalul pengadilan akan mengha—
silkan keputusan yang kaku dan kurang luwes sehingga
akars menaghasilkan tondisi vyang berhadap~hadapan
antara yang menang dan kalah. Oleh karena itu untuk
tetap terjalinnya saling percays antara para pedagang
mErera mengounakan alternatif 'laim vang dipandang
lebib luwes dan tidak kako.

Berdasarkan pandangannya vang demikian ity maka
kalangan pedagang cenderung berpersepsi bahwa penga-
dilan bukanlah tempat vyvang tepat untuk menyelesasikan
sengketa dagangnva. Fecuali kalau sengksta ituw bukan
ma=alah dagang maka sebaiknva diselesaikan melalui
pengadilan. MNamun karena kondisil pengadilan saat ind
burang dapat mernunjukan objiektifannya sebaiknva digu-
nakan alternatif lain vang ada. FPengetabuan pedagang

mengenai kondisi yvang ada mengenai  pengadilan adalah
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berdasarkan interaksi tidak langsung dengan penga-—

dilan vaitu melalui pemberitaan oleh pers.

Falangan pernegak hukum khususrnyas polisi dan  Jakss
melihat batwa kondisi pengadilan  khususnya dalam
hondisl pemerikesan perkara pidana sudah menuniukian
becbijsktifannya, karena dalam pemeriksaan tersebut
Eepada terdabkwa telah diberi keﬁempafan untuk meEnga-
dakan pembelaannya, maupun memberi komentar terhadap
kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi, juga

diberi kezempata untuk mendatangkan saksi  ahli.

Eahwa adanya kondisi pengadilan yang gemikian vyaitu
suatu kondisi bahwa pengadilan dslam situaszi tertentu
menunjukkan. keticak Ghjehtifanﬁya' dalam' memeriksa
perkara.bukan semata-mata karena kesalabhan Eakimﬁ
rnamun juga mentalitas masyrakat yang kurang menghar—
gal sksistensi pengadilan itu sendiri jugs karena
sistem kekuassan kehakiman yvang masih rentan terhadap

pengarub secara politis kedalam lembage tersebut.

Dari wraian di atas terlibat babwa persepsi  masyvarakat
gesa maupun  kota  terhadap pengadilan tidak  terjadi
dengan sendirinya melainkan melalui suvalu proses sosial,
secara  konkrit melalui interaksinya dengan  pengadilan
ik itu interaksil secara langsung yvaltu kalaw  informan
it mengalami sendiri suatu senghketa vang diselesalkan
melalul pengadilan smaupun interagai varng tidak langsung
mizalnya melalui pemberitaan mengenail pengadilan aleh
per Qeﬁglihatannya sendiri terhadap proses  bekerjanya

pengadilan  dalam masyarakat, penyuluhan oleh  tim  ka—
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darkum dan sebagsinva. Dari interaksi soeial tersebut
Femudian dilanjutkan dengan proses penafsiran di  dalam
dirinya sendivi vang mana dalam proses tersebut  unsur
kultur, keadsan socsial dan ekonomi turut mempengaruhi,

sehingga terbentuklab zuatu persepsi demikian itu.

TI. Dampak Fersepsi Masvarakat Terhadap Fengadilan dalam

Fenvelesaian Sengketa

Afdanva persepsi masvarakat kota varg cenderung  tidak
mampercayal lembaga pengadilan vang ada sekarang ini
sebagal tempat untuk mendapatkan perlindungsn hukum  dan
keadilan walaupun pada dasarnya tetap menghendaki skeis—
tems=i pengadilan kalaw saja dapat berfungsi dengan  baik
darn benar. Demikian pula dengan adanva persepsi masyara—
kat desa bahwa pengadilan bukan tempat yang tepat untuk
menyelesaikan  permasalabhan  yang dihadapinya walaupun
mereka  sebenarnya tahbo babwa fungsi  pengadilas  adalah
unkuk megdapatkan perlindungan hukum dan keadilan, maka
dampak deari kondisi tersebut adalah tersedianvya alterna—
tif lain yang menurut mereka dipandang dapat menyelesai-
kan masalahnya dengan baik danm  adil. Karema pada

oz

dasarnya senghketa sangat potensial terjadi dalam kehi

m

dupan bermasyvarakat, berbangsa dan b&rnegara. Hanva saj

1
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potensi sengketa, kualitas sengketa antara masvarak

tdesa dengan masyarakat kota adalah berlainan.

Btruktur masyarakat desa vang cenderung mendasarkan

)

pada kespakatan nilai-nilai potensi untuk  terjadinva

sengketl antar warganvea relatif kecil. Lain halinva

au

ngan masyvarakat kota vang relatif heterogen dan dina—
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miz  lebih berpotensi untub terjadinyva suatu  sengketa.
Demikian duga hkualitas senghketa yang terisadi dalam
masyarakat desa adalah berlaiman walaupun mhungrin suatu
kasus masuk dalam pazal yvang sama. FPada umumnya sengketa

=3

ri
o

Varrg di dalam masyarakat desa sifatnya sederhbana

lain halnya dengan sengketa yvang terijadi dalam fMasyara—

Alternatif penvelesaian senghketa yang ada di desa ialah
melalui  musyawarah mufakat. Disamping dia merupakan
bebiaszan  vang Eelapa ini digunakan juga karena dipan-
dang lebilk dapat mempertahankan nilai-nilai vang di-
hayati dalam masyvarakat dess yaitu kerukunan danm Lese-

larasan hidusap antar warga.

CAdapun musvawarah mufabkat vang biasa dilskubkan di de=za

pacda wnumhya  adalah musvawarah  secara kekeluargaan

antara para pihak vano bersengketa. Pendekatan secara

adi seperti  ini dilakukan tanpa melibatkan pihak
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« Kaelad cara sepertl ini tidak dapat menyvelesaibkan
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naketanya maka para pihak mencari pihak ketiga wvang

M

x melihat permasalahannva secara objektif
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ndang kis

o
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n

misalnva tokoh masvarakat, guaruw, aparat dessa maupun

Febiassan musvawarah muTakat—-pun dapat dijumpail dikota-
bota, sepertl halnya di desa tahap pertams adanyva uwpava
mEnyelesaikan masalabh adalabh melakukan perndekatan secara
pribadi. Falauw ini tidak menyef?saikan masalah maka
menggunakan jass pihak ke tigas =ebagai mediator ataﬁpun

selaku pihak yang objektif can aktif dalam menyelesaikan
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masalabnya. Filhakt ketiga tersebut pada  uamumnya Ketua
Rukun Tetarngga {(RT), Ketua Rukun Warga (RW) mauvpun tokob
masyerakat, pada umumnya ini dalam perkara pidana vang
sangat sederhana misalnya tindak pidana yvang bersifat
kenakalan remajs. Dalam perkara pardatapun selalu diu-
payakan cara yang demikian, bahkar penggunaan musyawarah
mufakat merupakan alternatif yang pertama  dan sSEring
ditempuh ketika mereka mengalami suatu snghketa karena
pernyelesaian  yang demikian dipandang lebibh  murah  dan
cepat serta dipasndang mampu mengintegrasikan kspentingan

para pihak vang bersengkets.

Mamun © demikian seandainya penyelesaian melalui  musys-—
warah mufakat tidak menyelesaikan masalah merekapun akan
gatang Juga ke pengadilan, sehingga dengan demikian
pengadilan  menempati  posisi  sebagal alternatif  vang

paling akhir dalam penyelesian sengketa.

Setelah sengksta masuk ke pengadilan maka cenderung
sulit dilakukan perdamaian antara paira pihak  karena
dalam hal tertentu suatu 59ﬁgketa kalau sudah masuk ke
pengadilan sudabh tidak sekedar pesrmasalahan hubkum  saja
melainkan sudah berkembang kemasalah harga diri, sehinog-
ga akan sSuilit diadakan perdamaian. Bahbkan mereka  berse-
dia  wuntuk mengeluarkan biaya berapapun  besarnya wuntuk

memenangkan perkara trersebutb.

B. S&EAN -~ SARAN

Setelalh melihat pada simpulan di ates dapatlah diberikan

beberapa saran sebagei berikut
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Sebaiknva posisi  hakim dilepaskan keterikatannva
dari kehuasaan pemerintah vaitu dengan mernempatkan
hakim =ebagal pejabat negara bukan pegawal negeri.
Secara organisatoris dan Tinansialpun hendaknya hanva
bermaung di dalam lembaga Mahkamah Agung. Hal ind
peiriu diperhatikan  karena seswusi  hasil renelitian
dengan posizinyae yvamng demikian sedikit banyak mem-—
pengaruhi hakim dalam memserikza dan memutus paerkara.
Demikian pula dengan adanya kondisi yang ada saat ind
ak an memudahkan  campur  tangan  pihak ketiga Varg

bersifat extra judicial hkedalam lembaga pengadilan.

Riperlukan sanksi vang tegas terhadap zlapapun yang
mempengsruhii atau mencoba mempengarvhi proses presra—
dilan. Sanksi ini diperlukan karena ﬁanpa adanya
sanksi yvang tegas maks akan sulit kagi pihak pEnga—
dilan untuk  mencari  perlindungan seandzinva ada
intervensi atau upaya intervensi dari pihak ketiga.
Mengingat budava yang berkembang di Indonesisa sdalah
budayva rikuh. fipalesgi  apabila vang mencoba mengin—
tervensi adalah orang vyang mempunyail “power”, baik
zecara  politis mawpun  Timancial. Farena terjadinva
intervensi, kolusi bukan semata-mata dari pihak vang
bersengkete saia, maks sanksi tersebut tidak dikena-
kan pada orang vang melakubkan atauw mencoba intsrvensi
melainkan juga kepada hakimnva sendiri. Dengan  demi-
kian pengaruh yang bersifat ekstra yudicial dapat

dicegah.

Ferlu dipikirkan untuk melembagakan pranata LBy &a—
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warah sehingga keputuzsannya lebik mempunyal kekuatan
yang mengikat, misalnva dengan Cara menﬁefaktifkam
peradamaian dalam sengkets perdata. Masalah ini perluo
mendapatkhan perhatian karena metcde musyvawarah mufa-
ket lebih mudah diterima karena keputusannya diangoap
MM mEngintegrasikan  berbagai kepentingan para
pihak vang dipersengketakan, sehingga tidak menimbul-—
ban persenghetaan  vyamg berkelanjutan  dan furun
menurun. Namun  hasil  keputusan  ini secara vuridis
kurarng mempunyai  kekuatan  hukum. Oleh  karema itu

penggabungan duas  pranata  tersebut adalah merupakan

W]

alternatif yang baik karena disatu sisi Hasil Vang
dicapai dapat diterima kedua belak pihak vang ber-
peErkara dan keputusannya mempunyai kekuatan hukum

yvang cukup kuat.

Feregruitan calon hakim hendakrya tidak hanya melihat
pada  ketrampilan hukum sajia. Hamun melihat juga pada
kadar keimanan, moralitas pada calon hakim tersebhut.

Larena +tuw

10

as  hakim vang sangat berat dan hesempatan
untuk  berbuat tidak jujur s=angat terbuka lebar baik
karena adanya intervensi dari  pihak  luar  maupun
karena kuwalitas pribadi  hakim  ite sendiri, maka
georang hakim tidak cukup hanva memiliki ketrampilan
mukuwm  saja, namun harus juga memiliki keimanan,
moralitas, mentalites yang baik serts integritas dan
konsitensinya terhadap bubkum dan beadilan. Ind
mengingat tanggung  jawab  hakim  tidak hanya bertang
guntt Jawab kepada manusia, bangss dan pegara  Sajia

melainkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
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